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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

i era globalisasi terhadap tuntutan keterbukaan Informasi
pelavanan publik yang berkualitas, pemerintan memberikan akses yang
seluas-luasnya dalam penyediaan pelayanan publik yang memuaskan
masyarakat, Pelayanan publik harus disertal dengan keterbukaan
infgrmasi publik agar masyarakat dapat mengawasl sekaligus berpatisipasi
dalam penyelenggaraan pelayvenan publix, Salah satu  kesungguhan
pemerintah dalam upaya penyediaan Informasi publik telah dilakukan
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik yang mengamanatkan dukungan informasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyelenggarakan Sistem
Informasi Pelayanan Publik secara Nasional (SIPP),

Dengan adanya layanan satu pintu dalam SIPP diharapkan
pemerintah dapat memberikan pelayanan yang cepat dam mudah,
transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,
sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat,

Kementerian Pendayagunasn Aparatur Negara dan Reformasi
Birgkrasi sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan SIPP memastikan
Kementerian/Lembaga untuk menyediakan dan memperbaharul informasi
pelayanan publik ke dalam SIPP.

Belum terintegrasinya informasi pelayanan publik di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, periu disusun pedoman
sebagal acuan bagi Unit Utama, Kantor Wilayah (Kanwil) dam Unit



Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan pengelolaan Sistem
Informasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, Menteri
wajib memastikan penyediaan informasi pelayanan publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pedoman Pengelolaan SIPP ini diatur cara dan mekanisme
pengisian, penyeragaman jenis layanan publik di seluruh Unit Utama,
Kanwil, dan UPT. Pedoman Pengelolaan SIPP ini disusun sebagai tindak
lanjut dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
12.PR.01.03 Tahun 2020 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Tahun 2021, yang juga merupakan salah satu variabel
dari penilaian reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

1. Maksud dan Tujuan

A. Pedoman Pengelolaan SIPP dimaksudkan untuk memberi panduan
bagi pengelola SIPP Unit Utama, Kanwil, dan UPT dalam:

a. Memahami tujuan Pengelolaan SIPP dan penetapan ruang
lingkup Pengelolaan SIPP;

b. Memahami strategi pengelolaan SIPP, penggunaan seluruh
menu pada aplikasi SIPP, dan mekanisme pengisian aplikasi
SIPP;

c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh
dalam proses pengelolaan;

d. Menetapkan data pelayanan publik yang akurat di Unit Utama,
Kanwil dan UPT;

e. Menyusun target penyelesaian pengisian aplikasi SIPP guna
pemenuhan Target Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;

f. Memahami proses monitoring dan evaluasi Pengelolaan SIPP;
dan

g. Memahami mekanisme pelaporan.

B. Tujuan penyusunan Pedoman Pengelolaan SIPP adalah:
a. Terciptanya pedoman yang dapat memandu pengelolaan SIPP

di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;



b. Terdapatnya keseragaman dokumen dalam pemenuhan data
dukung yang akan dinilai dan dievaluasi; dan
c. Pengelola SIPP lebih terarah dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan
Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
meliputi:

1. Unit Utama;

2. Kantor Wilayah;

3. Unit Pelaksana Teknis.

Pengumpulan data standar pelayanan publik secara langsung
diperoleh dari 11 (sebelas) Unit Utama dan Biro Perencanaan terkait
data standar pelayanan publik UPT. Sedangkan pengumpulan data
standar pelayanan publik yang diperoleh melalui sampling terkait
standar layanan pada Kanwil, sampling dilaksanakan di 3 (tiga) Kanwil
antara lain: Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM Banten, Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Barat.

4. Pengertian Umum

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun non-elektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya,
serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem
Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan
dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi
dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam

bentuk lisan maupun tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile,
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11.

bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara

manual ataupun elektronik.

. Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional adalah layanan

informasi publik satu pintu yang berupa aplikasi berbasis website
dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat
dan akuntabel. Informasi yang ditampilkan dalam aplikasi SIPPN
merupakan informasi yang disediakan dan diperbaharui langsung
oleh administrator SIPP di lingkungan Kementerian, Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural,
Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD
ke dalam aplikasi SIPP.

. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional yang

selanjutnya disebut SIPP adalah aplikasi berbasis website dan
dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

. Administrator Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik selanjutnya

disebut admin adalah pegawai yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan dan pembaharuan informasi pelayanan publik.

. Pembina Pelayanan Publik adalah Pembina dalam penyelenggaraan

pelayanan publik dilakukan oleh pimpinan lembaga negara,
pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non
kementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis,
dan pimpinan lembaga lainnya terhadap pimpinan lembaga negara
dan pimpinan lembaga komisi negara, gubernur pada tingkat
provinsi, bupati pada tingkat kabupaten dan walikota pada tingkat
kota.

. Penanggung Jawab adalah pimpinan kesekretariatan Lembaga

dan/atau pejabat yang langsung ditunjuk oleh pembina dalam
kegiatan SIPP.

. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut

Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, Lembaga independen vyang dibentuk berdasarkan
undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum
lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Admin Nasional adalah pegawai Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertanggung jawab
dalam pengelolaan informasi dan pemberitaan pelayanan publik.
Admin Instansi adalah pegawai pada instansi Penyelenggara yang
berasal dari Unit (Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat
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Jenderal) yang menangani urusan organisasi an tatalaksana serta
bertanggung jawab untuk mengelola informasi pelayanan publik di
SIPPN.

Admin Level 1 adalah pegawai pada Unit Utama Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang menangani urusan organisasi dan
tatalaksana serta bertanggung jawab untuk mengelola informasi
pelayanan publik di SIPP.

Admin Level 2 adalah pegawai pada Kanwil/Direktorat Eselon II
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menangani urusan
organisasi dan tatalaksana serta bertanggung jawab untuk
mengelola informasi pelayanan publik di SIPP.

Admin Level 3 adalah pegawai pada UPT Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang menangani urusan organisasi dan
tatalaksana serta bertanggung jawab untuk mengelola informasi

pelayanan publik di SIPP.



BAB 11
PENGENALAN APLIKASI SIPP

Cara Membuka Aplikasi SIPP

Untuk membuka aplikasi SIPP, silahkan buka browser Anda,

kemudian ketikan pada kolom URL
sipp.menpan.go.id/webcontrol. Anda akan diarahkan menuju

halaman login seperti pada gambar berikut ini.

Silahkan isikan alamat email dan kata sandi yang telah Anda terima,
centang kolom Captcha, kemudian klik tombol Masuk. Jika proses
login Anda tidak berhasil, Anda dapat menggunakan fungsi Lupa

Password untuk mendapatkan password Anda kembali.

Jika Akun Anda pernah didaftarkan sebelumnya namun dinyatakan
tidak terdaftar, silahkan kunjungi website SIPP dan masuk ke menu
Kontak. Silahkan pilih topik "“Permasalahan dengan Akun”.

Kemudian tinggalkan pesan berisikan data email dan instansi Anda


http://sipp.menpan.go.id/webcontrol/login
http://sipp.menpan.go.id/hubungi-kami

2. Menu Navigasi

Aplikasi SIPP memberikan Anda navigasi
menu pada bagian kiri layar Anda untuk
memudahkan Anda mengoperasikan
aplikasi SIPP ini.
1. Beranda
Profil
Daftar Layanan
Jenis Layanan
Instansi dan Unit Pelayanan
Unit Pelayanan
Berita

Survei Kepuasan Masyarakat

© © N o o0 b~ D

Indeks Pelayanan Publik
10. Laporan
11. Manajemen pengguna

12. Akun saya

2.a Halaman Utama Aplikasi SIPP (Beranda)

Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan diarahkan menuju ke
halaman utama atau dashboard page pada aplikasi SIPP ini. Halaman

Dashboard akan terlihat seperti gambar dibawah ini.



2.b

Terdapat beberapa Tab yang terdapat pada menu Beranda, yang
meliputi Kuesioner COVID-19, Daftar Instansi, Jenis Layanan, dan
Pengguna.

TIPE PENGGUNA SIPP

Dalam situs web SIPP terdapat beberapa tipe pengguna yang akan
dijelaskan di bawah ini:

a) Pengguna Nasional

Pengguna nasional disediakan oleh tim dari Kedeputian Pelayanan
Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, untuk mengelola situs SIPP secara keseluruhan. Ada 3 tipe
pengguna nasional, yaitu:

Admin Nasional

Executive Nasional

Admin Nasional adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi yang berperan dalam pengelolaan
seluruh data situs website SIPP.



e Admin Instansi

Admin Instansi adalah Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
dimana berperan dalam membantu Admin Nasional untuk

mengelola data dengan hak akses terbatas.

e Executive Nasional

Executive Nasional adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
pejabat eselon I, dan pejabat eselon II, yang dapat melihat
dashboard dan laporan perkembangan data Pelayanan Publik.

b) Pengguna Instansi

Pengguna Instansi disediakan untuk Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia. Ada 3 tipe pengguna Instansi, yaitu:

Admin Instansi

Admin Admin Admin Executive Nasional
Level 1 Level 2 Level 3

e Admin Instansi
Pengguna Admin Instansi memiliki hak akses tertinggi pada
Instansi terkait di backend aplikasi website SIPP. Admin Instansi
ditujukan untuk pengguna dari Biro Humas, Hukum dan Kerja

Sama Sekretariat Jenderal. Tugas utamanya adalah sebagai
berikut:

a. Melihat Perkembangan Data Melalui Dashboard
b. Mengelola / menambah data Unit Utama/ Kanwil / UPT

c. Mengundang admin Instansi Level 1, Level 2 dan Level 3:
i. Level 1: Unit Utama
ii. Level 2: Kanwil
iii. Level 3: UPT

d. Menjaga kualitas data Pelayanan Publik Unit Utama/ Kanwil
/ UPT

e. Mengisi Berita Terkini



f. Mengisi Index Pelayanan Publik
g. Mengisi Survei Kepuasan Masyarakat
h. Mengisi Survei Reformasi Birokrasi

Pengguna Admin Instansi pada Kementerian Hukum dan
HAM adalah: Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama

Sekretariat Jenderal.

Admin Instansi Level 1 ditujukan untuk pengguna dari Unit Utama.
Admin Instansi Level 1 bertanggung jawab sebagai koordinator
Admin Instansi Level 2 dan bertanggung jawab kepada Admin
Instansi. Tugas utamanya adalah sebagai berikut:

a. Mengisi Data Profil Kantor
b. Mengisi Data Pelayanan Publik

c. Mengundang admin Instansi Level 2 (Direktorat dan Kantor
Wilayah)

d. Mengisi Berita Terkini

Pengguna Admin Instansi Level 1 adalah: Admin Unit

Utama.

Admin Instansi Level 2 ditujukan untuk pengguna dari Kantor
Wilayah. Berperan sebagai Unit Pelayanan di bawah Unit Utama
(Direktorat Jenderal/ Sekretariat Jenderal), yang bertanggung
jawab kepada Admin Instansi Level 1. Tugas utamanya adalah
sebagai berikut:

a. Mengisi Data Profil Kantor

b. Mengisi Data Pelayanan Publik
c. Mengundang admin Instansi Level 3 (Unit Pelaksana Teknis)
d

. Mengisi Berita Terkini

Pengguna admin Instansi Level 2 pada Kementerian Hukum
dan HAM adalah: Admin Kanwil dan Admin Direktorat
Eselon II.
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Admin Instansi Level 3 ditujukan khusus untuk pengguna dari Unit
Pelayanan Teknis Kementerian/ Lembaga. Admin Instansi Level 3
bertanggung jawab kepada Admin Instansi Level 2. Tugas
utamanya adalah sebagai berikut:

a. Mengisi Data Profil Kantor
b. Mengisi Data Pelayanan Publik

c. Mengisi Berita Terkini

Pengguna Admin Instansi Level 3 pada Kementerian
Hukum dan HAM adalah: Admin UPT.

Merupakan pejabat eksekutif yang terdapat pada Instansi terkait.
Pengguna Eksekutif Instansi dapat memantau laporan yang
berkaitan dengan Instansinya pada backend Aplikasi SIPP, yaitu:

a. Melihat Halaman Dashboard

b. Melihat Halaman Laporan.

2.c. ALUR PENGGUNAAN AWAL APLIKASI SIPP
Untuk memulai menggunakan Aplikasi SIPP, yang perlu anda lakukan
adalah:
1. Menginput Data Profil Instansi
Setelah melakukan login, lengkapi data profil Instansi Anda
2. Menambah data Unit Utama, Kanwil/Direktorat Eselon II, dan UPT

3. Mengundang User Admin Instansi Level 1, 2, atau 3

4. Setelah User menerima undangan Anda, mereka dapat login dan
mulai mengisi data Unit Kerja mereka seperti Profil Unit, Jenis
Layanan, dan berita

5. Khusus untuk Fitur Indeks Pelayanan Publik (IPP), Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Survey Reformasi Birokrasi
(SRB) hanya dapat di input oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja

Sama Sekretariat Jenderal.
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2.d.

UNDANG PENGGUNA
e Manajemen Pengguna
Menu Manajemen Pengguna digunakan untuk mengatur pengguna
yang dapat mengakses dan melakukan perubahan data di aplikasi
SIPP pada instansi atau unit kerja Anda. Anda dapat mengundang user

lain untuk menggunakan aplikasi SIPP dari Instansi Anda.

Menu Manajemen Pengguna:

Anda akan diarahkan menuju halaman yang berisikan list

pengguna yang pernah Anda daftarkan sebelumnya.

WO00 ©
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Untuk menambah pengguna, silahkan klik tombol Tambah Baru pada
pojok kanan atas halaman. Kemudian Anda akan diarahkan menuju

halaman yang berisikan Form yang perlu Anda isikan dengan data user

50

baru seperti gambar berikut ini.



Berikut ini adalah penjelasan form Tambah Pengguna:

a. Email merupakan email yang akan digunakan oleh user untuk
login ke aplikasi SIPP.

b. Konfirmasi Email diisikan dengan alamat email yang Anda tulis
pada kolom email. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi
tingkat kesalahan input.

C. Grup Pengguna merupakan jenis user atau user leveling dari
pengguna yang akan Anda daftarkan. Terdapat beberapa jenis
pengguna yaitu Admin Instansi, admin Instansi Level 1, 2 dan 3
serta Executive Instansi.

d. Nama Depan merupakan nama depan dari User yang akan
Anda tambahkan.

e. Nama Belakang merupakan nama belakang dari User yang
akan Anda tambahkan.

f. No Handphone merupakan nomor handphone dari user yang
akan Anda tambahkan.

g. Instansi merupakan nama instansi yang ingin Anda undang.
Jika nama instansi belum tersedia pada pilihan, silahkan
tambahkan nama Unit Utama/ Direktorat/ Kantor Wilayah/ Unit

Pelaksana Teknis.

h. Tombol Undang berfungsi untuk menyimpan data user dan
mengundang user tersebut melalui email yang Anda input pada
kolom email.

i. Tombol Kembali digunakan jika Anda ingin membatalkan
proses.

e Akun Saya

Menu Akun Saya merupakan menu yang dapat Anda gunakan untuk
merubah data akun user milik Anda. Anda disarankan mengubah

password Anda ketika Anda login pertama kali.

Terdapat 2 submenu pada menu Akun Saya, yaitu Ubah Password dan
Profil Pengguna.



Menu Akun saya:

Sub Menu Ubah Password berguna untuk mengubah password Anda.
Silahkan klik sub menu Ubah Password kemudian Anda akan

diarahkan menuju form Ubah Password seperti berikut.

Berikut ini adalah penjelasan form Ubah Password:

a. Old Password merupakan password lama yang Anda
gunakan saat ini

b. New Password merupakan password baru yang akan Anda
gunakan

C. Re-Type New Password merupakan pengulangan input
password baru Anda untuk mengurangi kemungkian
kesalahan input

d. Tombol Save digunakan untuk menyimpan password baru
Anda

Submenu Profil Pengguna digunakan untuk mengubah profil atau data
diri Anda sebagai user atau pengguna aplikasi SIPP. Silahkan klik sub
menu Profil Pengguna kemudian Anda akan diarahkan menuju form

Profile Pengguna seperti berikut.



Profil Pengguna

Pkl Porgg re

Berikut ini adalah penjelasan form Profil Pengguna:

a.

Email merupakan alamat email yang Anda gunakan untuk

login ke aplikasi SIPP.

Grup Pengguna merupakan tipe user yang Anda miliki. Kolom
ini tidak dapat Anda ubah.

Nama Instansi merupakan Instansi yang Anda
representasikan pada aplikasi SIPP ini. kolom ini tidak dapat
Anda ubah.

Nama depan merupakan nama depan Anda.
Nama belakang merupakan nama belakang Anda.
No telepon merupakan nomor telepon yang Anda miliki.

Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan daya profil

yang telah Anda ubah.



2.e.

Input Data

¢ Profil Instansi/ Satuan Kerja

Anda dapat mengubah profil instansi Anda melalui menu Profil.

Profil yang dimaksud adalah Nama Instansi, Logo, jumlah layanan,

alamat, dan sebagainya.

Menu Profil:

Anda akan diarahkan menuju halaman yang berisikan data Instansi

yang dapat Anda ubah sesuai kebutuhan Anda.

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman profil:

a.

b.

Nama merupakan nama dari Instansi/ Satuan Kerja Anda.

Alias/Singkatan merupakan alias atau singkatan dari
Instansi/ Satuan Kerja Anda yang dikenali oleh masyarakat
(jika ada).

Jumlah Layanan merupakan layanan yang disediakan oleh

instansi atau unit Anda (contoh: Paspor)

. Jumlah Jenis Layanan merupakan jenis layanan atau bagian

dari layanan yang tersedia di instansi atau unit Anda. (contoh:
Pembuatan paspor baru, Pengurusan paspor yang hilang,

Perubahan data paspor, Perbaikan paspor yang rusak)

Deskripsi merupakan penjelasan singkat mengenai instansi

atau unit kerja Anda.

No Telp merupakan nomor telepon kantor instansi atau unit

kerja Anda

. Email merupakan alamat email resmi dari instansi atau unit

kerja Anda

. Website merupakan alamat website resmi dari Instansi atau

unit kerja Anda.



i. Maklumat Pelayanan merupakan gambar dari maklumat

pelayanan instansi atau unit kerja Anda

j. Logo merupakan gambar dari logo instansi atau unit kerja
Anda. Maksimal lebar (width) logo adalah 115 pixel.

Berikut ini merupakan form untuk alamat kantor instansi atau

ukerja Anda secara detail.
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k. Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan diiskan sesuai
dengan lokasi kantor Anda.

|. Alamat merupakan alamat lengkap kantor instansi atau unit
kerja Anda.

m. Kode pos merupakan kode pos dari kantor Anda.

n. Lokasi google maps merupakan lokasi dari kantor Anda pada
google maps, silahkan ketikan nama instansi atau kantor Anda
(co: gedung kementrian keuangan), google maps akan

menentukan sendiri posisi kantor sesuai dengan inputan Anda.



0. Latitude dan longitude merupakan koordinat kantor Anda,
kolom ini akan terisi otomatis sesuai dengan inputan google

maps Anda.

Jika semua data telah terisikan dengan lengkap
dan benar, silahkan klik tombol simpan pada

pojok kanan atas halaman.

e JENIS LAYANAN

Jenis layanan merupakan list layanan yang disediakan oleh instansi

atau unit kerja Anda.

Menu:

Anda akan diarahkan menuju halaman daftar Layanan pada Instansi
Anda seperti pada gambar dibawah ini. Untuk menambah jenis

layanan, silahkan klik tombol Tambah Baru.

Jonis Lavanar

o



Akan muncul form untuk isi data jenis layanan Anda. Terdapat 4 tab
dari yaitu Deskripsi Layanan, Persyaratan, Prosedur,
Penyelenggara dan Lokasi.
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TAB DESKRIPSI

Setiap tab berisikan form yang harus Anda isikan. Berikut penjelasan
Tab Deskripsi Layanan.

Deskrips Layaman
berva Low=ar
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Berikut ini adalah penjelasan dari tab Deskripsi Layanan:

Layanan adalah nama layanan yang Anda sediakan.

Jenis Layanan adalah bagian jenis layanan yang Anda

sediakan.

URL adalah link yang akan menjadi alamat dari jenis layanan
Anda, kolom ini akan terisi otomatis sesuai dengan jenis

layanan.

Jangka Waktu ada lama proses pelayanan dari layanan

tersebut hingga selesai.

Deskripsi Jangka Waktu adalah penjelasan dari lama proses
pelayanan Anda (contoh: 1 hari verfikasi formulir, 2 hari proses
cetak blangko, dsb).

Biaya tarif merupakan biaya yang diperlukan untuk layanan

tersebut.

Deskripsi biaya tarif merupakan penjelasan detil dari tarif

layanan Anda.

Penanganan Pengaduan merupakan informasi kontak bagi

masyarakat untuk mengadu perihal layanan tersebut.

Produk Layanan merupakan keluaran hasil dari pelayanan
public tersebut. (Contoh: Hasil produk layanan Pembuatan

Paspor).

Kata Kunci merupakan keyword dari jenis layanan Anda

(contoh: Kata Kunci dari Layanan pembuatan Paspor).

Status Penerbitan merupakan status apakan layanan ini

ditampilkan atau tidak pada website SIPP.



TAB PERSYARATAN

Berikut penjelasan Tab Persyaratan.

Persyaratan Pelavanan

Perparauan ke =

Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan yang diperlukan untuk
layanan yang Anda sediakan. Jika syarat lebih dari 1, silahkan klik
+Tambah Persyaratan. Jika Anda ingin menghapus persyaratan
silahkan klik tombol silang (x) disamping. Saat mengisi data

Persyaratan, Anda tidak perlu memasukkan angka di depannya.

TAB PROSEDUR

Prosedur Pelayanan

Gambsar Bagan

Prosedur

Prosedur ke-1 # X

n
(=]




Berikut penjelasan adalah Tab Prosedur.

Gambar Bagan prosedur merupakan bagan alur dari prosedur
layanan Anda (jika ada). Silhakan isikan setiap langka-lahkan pada
kolom prosedur ke-x, untuk menambah langkah silahkan Kklik
tambah prosedur. Untuk menghapus silahkan klik tombol silang (x).
Saat mengisi data Prosedur, Anda tidak perlu memasukkan angka

di depannya.

TAB PENYELENGGARA

Berikut ini adalah penjelasan Tab Penyelenggara dan Lokasi.

Peripelargaara Layana

Penyelenggara merupakan instansi / unit Kkerja yang
menyelenggarakan Layanan ini.

Jika seluruh data telah terisi dengan lengkap dan benar, silakan klik
tombol Simpan untuk menyimpan jenis layanan sebagai draft atau

klik Publikasi untuk mempublikasi jenis layanan ke ranah publik.




J INSTANSI DAN UNIT PELAYANAN

Menu ini dapat Anda gunakan
untuk melihat serta menambahkan
daftar Satuan Kerja yang terdapat
pada Instansi Anda. Terdapat
beberapa sub menu pada menu ini.
Setiap submenu menampilkan data
Satuan Kerja yang dibagi

berdasarkan tingkatan pada

instansi tersebut.

Untuk melihat data Satuan Kerja pada Instansi Anda, silahkan klik
salah satu submenu yang akan Anda lihat. Kemudian akan muncul

tampilan seperti gambar berikut ini.

Eseion |

)
b s |

Untuk menambahkan data Satuan Kerja baru, klik tombol tambah
baru pada pojok kanan atas.

=+ Tambah Baru




Kemudian Anda akan diarahkan untuk menuju ke halaman pengisian

form data Satuan Kerja seperti gambar berikut ini.

Tambah Eselon |

haaSegate ek




weoPe

Ths page car't ad Google Wape coomety

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman profile:

a.

Nama merupakan nama dari satuan kerja atau Unit Pelayanan
Anda

Alias/Singkatan merupakan alias atau singkatan dari satuan
kerja atau Unit Pelayanan Anda yang dikenali oleh masyarakat
(jika ada)

. Jumlah Layanan adalah layanan yang disediakan oleh satuan

kerja atau Unit Pelayanan Anda

. Jumlah Jenis Layanan merupakan jenis layanan atau bagian

dari layanan yang tersedia di satuan kerja atau Unit Pelayanan
Anda.

Deskripsi merupakan penjelasan singkat mengenai satuan



kerja atau Unit Pelayanan Anda

No Telp merupakan nomor telepon kantor satuan kerja atau

Unit Pelayanan Anda

. Email merupakan alamat email resmi dari satuan kerja atau

Unit Pelayanan Anda

. Website merupakan alamat website resmi dari satuan kerja

atau Unit Pelayanan Anda

Maklumat Pelayanan merupakan gambar dari maklumat

pelayanan satuan kerja atau Unit Pelayanan Anda

Logo merupakan gambar dari logo satuan kerja atau Unit

Pelayanan Anda

. Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan diisi sesuai

dengan lokasi kantor Anda

Alamat merupakan alamat lengkap kantor satuan kerja atau

Unit Pelayanan Anda

. Kode pos merupakan kode pos dari satuan kerja atau Unit

Pelayanan Anda

. Lokasi google maps merupakan lokasi dari satuan kerja atau
Unit Pelayanan Anda pada google maps, silahkan ketikan nama
instansi atau kantor Anda (co: gedung ex-Sentra Mulia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), google maps
akan menentukan sendiri posisi kantor sesuai dengan inputan
Anda.

. Latitude dan longitude merupakan koordinat satuan kerja
atau Unit Pelayanan Anda, kolom ini akan terisi otomatis sesuai

dengan inputan google maps Anda.

. Konfigurasi Penerbitan adalah penentu untuk link yang akan
digunakan sebagai link dari satuan kerja atau Unit Pelayanan
Anda. URL adalah link yang akan menjadi alamat dari unit

kerja Anda di website SIPP seperti sipp.kemenpan.go.id/nama-




unit-kerja-Anda, url ini akan ter-generate secara otomatis

sesuai dengan nama satuan kerja atau Unit Pelayanan yang
Anda input pada point (a). Status digunakan untuk
menentukan apakah link Unit Kerja ini akan dimunculkan pada
website SIPP (status: publish), atau tidak dimunculkan (status:

unpublish).

o UNIT PELAYANAN

Menu Unit Pelayanan merupakan data unit pelayanan atau unit kerja
yang menyediakan pelayana bagi masyarakat yang berada dibawah

instansi Anda.

Menu:

3= Unit Pelayanan

Anda akan diarahkan menuju halaman yang berisikan unit pelayanan

yang pernah Anda daftarkan sebelumnya.

jenis Layanan .



Untuk menambah unit pelayanan baru silahkan klik tombol Tambah

Baru.

Tambah Unit Kerja R e o —

G' e am 01y »~a 8 zn
A-D B » . 8 N e

GP

Berikut ini adalah penjelasan dari halaman profile:

a. Nama merupakan nama dari satuan kerja atau Unit Pelayanan
Anda
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. Alias/Singkatan merupakan alias atau singkatan dari satuan
kerja atau Unit Pelayanan Anda yang dikenali oleh masyarakat
(jika ada)

. Jumlah Layanan merupakan layanan yang disediakan oleh
satuan kerja atau Unit Pelayanan Anda

. Jumlah Jenis Layanan merupakan jenis layanan atau bagian
dari layanan yang tersedia di satuan kerja atau Unit Pelayanan
Anda

. Deskripsi adalah penjelasan singkat mengenai satuan kerja

atau Unit Pelayanan Anda.

No Telp merupakan nomor telepon kantor Unit Pelayanan atau
Unit Kerja Anda

Email merupakan alamat email resmi dari Unit Pelayanan atau
Unit Kerja Anda

Website merupakan alamat website resmi dari Unit Pelayanan

atau Unit Kerja Anda

Maklumat Pelayanan adalah gambar dari maklumat pelayanan
Unit Pelayanan Anda

Logo merupakan gambar dari logo Unit Pelayanan atau Unit
Kerja Anda Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan diisi

sesuai dengan lokasi kantor Anda.
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Berikut ini merupakan form untuk alamat kantor instansi
atau unit kerja Anda secara detail.

Alamat Kantor Instansi

Pilih Kecamatan

Pilih Keluraha

{Opsional)

Konfigurasi Penerbitan

URL Pach

Sratus ¢ All Status

k. Alamat merupakan alamat lengkap kantor instansi atau unit

kerja Anda

|. Kode pos merupakan kode pos dari kantor Anda

m. Lokasi google maps merupakan lokasi dari kantor Anda pada
google maps, silahkan ketikan nama instansi atau kantor Anda
(co: gedung gedung ex-Sentra Mulia Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia), google maps akan menentukan sendiri posisi
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kantor sesuai dengan inputan Anda

n. Latitude dan longitude merupakan koordinat kantor Anda,
kolom ini akan terisi otomatis sesuai dengan inputan google maps
Anda

0. Konfigurasi Penerbitan adalah penentu untuk link yang akan
digunakan sebagai link dari unit kerja atau unit pelayanan Anda.
URL adalah link yang akan menjadi alamat dari unit kerja Anda
di website SIPP seperti sipp.menpan.go.id/nama-unit-kerja-

Anda, url ini akan ter-generate secara otomatis sesuai dengan
nama Unit Kerja atau Unit Pelayanan yang Anda input pada point
(a). Status digunakan untuk menentukan apakah link Unit Kerja
ini akan dimunculkan pada website SIPP (status: publish), atau

tidak dimunculkan (status: unpublish)

BERITA

Anda dapat menambahkan berita atau artikel yang dapat tayang pada
halaman website SIPP. Untuk membuka menu berita, silahkan klik

tombol berita pada menu utama.

Menu:

Berita

Anda akan diarahkan menuju halaman list berita yang pernah

ditampilkan sebelumnya.

Untuk menambah berita baru, silahkan klik tombol Tambah baru.
Kemudian Anda akan diarahkan menuju halaman form pengisian

berita.
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Berita Terkini

SIPP Hophe Articks  Berka Teds
Tarnbuh Besits Terkini ®e
o Jracdiy
@ Perpeiengg,

— wr
F ‘I '
Syl - Farmren - Fort: - Sim
ke Souroe H |
@ Kt Kundi
o
Henf 5 ki A ¥ ki K
[ar. e CEAE , 3

Berikut ini adalah penjelasan form berita:

a. Judul merupakan judul berita Anda

b. Penyelenggara silahkan pilih instansi yang membuat atau
akan menerbitkan judul tersebut
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Suruey Kepaasan Masyarakat

c. Gambar dapat pilih gambar pendukung artikel atau berita
Anda

d. Deskripsi Gambar berisikan keterangan dan penjelasan dari

gambar yang Anda isikan
e. Cuplikan Berita merupakan ringkasan dari berita Anda

f. Isi Berita merupakan uraian keseluruhan dari berita Anda

g. Kata Kunci adalah keywords dari berita Anda

Seluruh berita yang Anda inputkan ke website SIPP, akan ditinjau
terlebih dahulu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi sebelum dapat ditayangkan.

° SURVEY KEPUASAN MASYARKAT (SKM)

Menu SKM atau Survey Kepuasan Masyarakat merupakan fitur yang
memungkinkan Anda untuk mengupload hasil rekapitulasi SKM yang

telah Anda buat sebelumnya dalam format excel.

Menu:

Anda akan diarahkan menuju halaman yang berisikan survey yang
sebelumnya telah Anda upliad ke aplikasi SIPP. untuk menambah data
baru, silahkan klik tombol tambah baru.
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Anda akan diarahkan menuju halaman seperti gambar berikut ini. untuk
meng-upload hasil survey kepuasan masyarakat, Anda perlu
mendownload template excel yang telah disediakan aplikasi SIPP.
Silahkan klik tombol Download Format Excel.

Survey Kepuasan Masyarakat AN o

£ Dawnlcat Faomat Poal

Tambah Hasil Rekapitulasi SKM pAE

ol

Impor Fle Excel

L b s IOk il | Fic v ot 4 mnatt Eucel

Kemudian silahkan Anda buka file excel tersebut dan isikan data sesuai

dengan kolom yang tersedia.

LN PR T N P T ER LI

2 s Lamr

]

Berikut penjelasan dari masing-masing kotak:

1. Kode Instansi: Merupakan kode Instansi pada aplikasi SIPP, apa
bila Anda mendownload nya langsung dari Menu Tambah SKM,
maka otomatis akan terisi. Field ini tidak boleh dirubah atau pun
dihapus karena field ini merupakan kode identitas dari Instansi
tersebut. Field ini dapat dikosongkan apa bila Instansi yang ingin
Anda input belum dimasukkan ke dalam aplikasi SIPP.

2. Nama Satuan Kerja: Nama Unit Pelayanan di bawah koordinasi
satuan kerja Anda.

3. Nilai SKM: Nilai hasil survey yang sudah dikonversi ke bilangan
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10.

skala 1-100.
Kinerja Unti Pelayanan: Merupakan kesimpulan hasil survey.

Nilai Terendah: Nilai terendah dari hasil survey yang sudah

dikonversi ke bilangan skala 1-100.

Nilai Tertinggi: Nilai tertinggi dari hasil survey yang sudah

dikonversi ke bilangan skala 1-100.

Unsur Terendah: Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai

terendah.

Unsur Tertinggi: Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai

tertinggi.

Pelaksana Survey: Terdiri dari Mandiri dan Pihak Ketiga, terdiri
dari pilihan Mandiri dan Pihak Ke-3, Anda hanya boleh mengisi satu

Ya darikedua kolom tersebut.

Pelaksana Survey: Dasar hukum pelaksanaan survey.

Jika seluruh data sudah diisikan pada file excel tersebut, silahkan unggah

data tersebut. Silahkan klik tombol choose file.

Kemudian silahkan pilih file excel Anda. Jika sudah silahkan klik tombol
import excel.
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A.

1. Sekretariat Jenderal

Pedoman Pelayanan Publik Pada Unit Utama

BAB II1
PEDOMAN PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT UTAMA,
KANTOR WILAYAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

. - - Jangka . .
Jenis Sistem, Mekanisme, dan Biaya/Tarif Penanggulangan Pengaduan,
No. Layanan Persyaratan Prosedur Pelayanan Waktu Pelayanan Produk layanan Saran dan Masukan
Pelayanan
1. | E-RUMGA Pegawai Pegawai mengajukan 1 Hari fitur layanan pengaduan
permohonan erumga.kemenkumham.go.id
surat Pegawai harus mengisi database sesuai biaya PNBP Rp. [Layanan Kerumah
permohonan 150.000 khusus untuk tanggaan : Pelayanan
untuk wisma peminjaman wisma ruang rapat, sarana dan
pengayoman untuk kegiatan non prasarana serta graha
dinas pengayoman dan wisma
pengayoman, pelaporan
surat setelah mengisi database sesuai biaya PNBP Rp. kgmeenﬂﬁmﬁg%ne@
permohonan pegawai baru dapat 8.000.000 khusus untuk
untuk graha menggunakan aplikasi peminjaman wisma
pengayoman kemudian pegawai dapat graha pengayoman
memilih fitur sesuai penggunaan untuk kegiatan non
pada aplikasi tersebut dinas
Admin akan melakukan approval
pada permintaan di aplikasi e-
rumga
2. [Layanan Izinpegawai Pegawai mengajukan 1 Hari Tidak ada Biaya Perubahan Data Pegawai [fitur layanan pengaduan pada
Ketidakhadir permohonan Melalui aplikasi http://simpeg.kemenkumham.go
an Pegawai simpeg dan melalui surat .id
Melalui Permohonan
Aplikasi
Simpeg
Surat Atasan akan memeriksa
Permohonan izinpermohonan dan melakukan
ketidak hadiran |persetujuan
Pejabat pengesah akan
memeriksa permohonan untuk
disetujui
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Pegawai akan menerima surat
izin ketidakhadiran

Layanan
Pindah Data
Jabatan
Melalui
Aplikasi
Simpeg

Pegawai

Pegawai melakukan pengubahan
jabatan denga melampirkan scan
SK terakhir pada aplikasi simpeg

Admin akan melakukan verifikasi
data

Atasan akan memeriksa hasil
verifikasi jika tidak ada
kesalahan selanjutnya akan
memerintahkan admin untuk
melakukan persetujuan terhadap
perubahan data jabatan

Admin akan melakukan
persetujuan terhadap usulan
perubahan jabatan

Atasan akan memeriksa laporan
secara berkala

Pegawai akan menerima
perubahan pindah data jabatan

1 hari

Tidak ada Biaya

Pindah Data Jabatan

fitur layanan pengaduan pada
http://simpeg.kemenkumham.go
.id

Pelayanan
BKIA

Pegawai

Bidan menerima status pasien
dari bagian administrasi

Kartu
Balkesmas

Bidan melakukan anamesa dan
pemeriksaan kebidanan

Bidan menetapkan diagnosa
penyakit

Bidan memberikan surat rujukan

Pasien mendapat patalaksanaan
dari bidan

Bidan mencatat seluruh
pemeriksaan

Bidan menyerahkan status

pasien

2 hari

Tidak ada Biaya

Layanan kesehatan bagi
pegawai Kementerian
Hukum dan HAM serta
Keluarga : Pelayanan BKIA

balkesmas.kumham@gmail.com
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Bagian administrasi menyusun
kembali status pasien

Pelayanan e-
Agenda
Pimpinan

Pegawai

Admin user menerima undangan
untuk di agenda kan

1 Hari

Surat undangan

Super admin melakukan
monitoring seluruh agenda
pimpinan dan melakukan
verifikasi

Kasubbag melakukan verifikasi
dan memerintahkan superadmin
untuk mengingatkan admin user
yang belum menginput data
agenda pimpinan,
menginformasikan kegiatan
tertentu yang diminta

kemudian pegawai dapat
memilih fitur sesuai penggunaan
pada aplikasi tersebut

sesuai biaya PNBP Rp.
150.000 khusus untuk
peminjaman wisma
graha pengayoman
untuk kegiatan non
dinas

Peminjaman wisma
pengayoman

fitur layanan pengaduan
erumga.kemenkumham.go.id

IAdmin akan melakukan approval
pada permintaan di aplikasi e-
rumga

Pelayanan
Graha
Pengayoman

Pegawai

Pegawai mengajukan
permohonan

1 Hari

Surat

permohonan
untuk graha
pengayoman

Pegawai harus mengisi database

Setelah mengisi database
pegawai baru dapat
menggunakan aplikasi

Kemudian pegawai dapat
memilih fitur sesuai penggunaan
pada aplikasi tersebut

Admin akan melakukan approval
pada permintaan di aplikasi e-
rumga

Sesuai biaya PNBP Rp.
8.000.000 khusus untuk
peminjaman wisma
graha pengayoman
untuk kegiatan non
dinas

Peminjaman Graha
Pengayoman

Fitur layanan pengaduan
erumga.kemenkumham.go.id

Pelayanan
Laboratoriu
m

Pegawai

Pasien Menyerahkan surat
pengantar dari dokter

Kartu
Balkesmas

Bagian Lab menyiapkan alat alat
lab yang akan digunakan sesuai

permintaan

Tidak ada Biaya

Layanan kesehatan bagi
pegawai Kementerian

Hukum dan HAM serta

balkesmas.kumham@gmail.com

45




Keluarga : pelayanan
laboratorium

Bagian Lab mengambil sampel
(darah, Urin) pasien untuk
diperiksa

Pegawai Pasien Menyerahkan surat
pengantar dari dokter
Bagian Lab mencatat seluruh
hasil pemeriksaan pasien ke
dalam buku laporan
Bagian lab memerikan hasil
pemeriksaan kepada pasien
Pelayanan |pegawai Pegawai mengajukan 1 Hari Tidak ada biaya Peminjaman Graha Fitur layanan pengaduan
Eﬁg’l:';]gg‘:a“t permohonan Pengayoman erumga.kemenkumham.go.id
Pegawai harus mengisi database
Setelah mengisi database
pegawai baru dapat
menggunakan aplikasi
Surat
permohonan Kemudian pegawai dapat
untuk memilih fitur sesuai penggunaan
peminjaman pada aplikasi tersebut
ruang rapat
Admin akan melakukan approval
pada permintaan di aplikasi e-
rumga
Pelayanan |Pegawai Pegawai mengajukan 1 Hari Sesuai biaya PNBP Rp. [Peminjaman wisma fitur layanan pengaduan
‘F’.ve':maa oman permohonan 150.000 khusus untuk |[pengayoman erumga.kemenkumham.go.id
gay peminjaman wisma
graha pengayoman
Surat Pegawai harus mengisi database u_ntuk kegiatan non
permohonan dinas
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untuk wisma
pengayoman

Setelah mengisi database
pegawai baru dapat
menggunakan aplikasi

Kemudian pegawai dapat
memilih fitur sesuai penggunaan
pada aplikasi tersebut

Admin akan melakukan approval
pada permintaan di aplikasi e-
rumga

10

Obat

Pengambilan

Pegawai

Bagian depo obat menerima dan
membaca resep

Kartu
Balkesmas

Bagian depo obat menerima dan
membaca resep

Bagian depo menyiapkan obat
sesuai resep

Bagian depo obat mencatat
penggunaan obat di dalam buku
laporan

Bagian depo obat memberikan
obat ke pasien

1 Hari

Tidak ada Biaya

Layanan kesehatan bagi
pegawai Kementerian
Hukum dan HAM serta
Keluarga : pengambilan
obat

balkesmas.kumham@gmail.com

11

Layanan
Penilaian
Kinerja
Pegawai
Melalui
Aplikasi
Simpeg

Pegawai

Pegawai mengisi e-formulir
penilaian kinerja pegawai

Jurnal Harian

Atasan akan memeriksa e-
formulir penilaian kinerja
pegawai

Pejabat pengesah akan
memeriksa penilaian PPKP

Pegawai akan menerima
penilaian Kinerja

1 hari

Tidak ada Biaya

Penilaian Kinerja Pegawai

fitur layanan pengaduan pada
http://simpeg.kemenkumham.go
.id

12

Layanan
Perubahan
Data
Pegawai

Pada
SIMPEG

Pegawai

Pegawai mengajukan
permohonan Melalui aplikasi
simpeg dan melalui surat
Permohonan

Surat
Permohonan
Perubahan Data

Admin akan melakukan validasi
data input perubahan dan
melaporkan kepada atasan

Kepala Subbag SIK akan
melakukan kebenaran validitas

data

1 hari

Tidak ada Biaya

Perubahan Data Pegawai

fitur layanan pengaduan pada
http://simpeg.kemenkumham.go
.id
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Pegawai akan menerima data
perubahan terbaru

13 Poli Gigi Pegawai Pegawai mengajukan
permohonan 1 Hari Tidak ada Biaya Layanan kesehatan bagi |balkesmas.kumham@gmail.com
Kartu Pegawai harus mengisi buku pegawai Kementerian
Balkesmas pemeriksaan Hukum dan HAM serta
Keluarga : Poli Gigi
Pegawai menunjukan kartu
anggota balkesmas
Perawat melakukan anamesa
sederhana
dokter Gigi melakukan
anamesa sederhana
Dokter Gigi memeriksa pasien
14 poli Umum [Pegawai Pegawai mengajukan
permohonan 1 Hari Tidak ada Biaya Layanan kesehatan bagi |balkesmas.kumham@gmail.com
- — pegawai Kementerian
Kartu Pegaw_al harus mengisi buku Hukum dan HAM serta
Balkesmas pemeriksaan Poli Umum

Pegawai menunjukan kartu
anggota balkesmas

Perawat umum melakukan
anamesa sederhana

dokter umum melakukan
anamesa sederhana

Dokter umum menetapkan
diagnosa penyakit pasien

Dokter umum memberikan surat
pengantar untuk pemeriksaan
penunjang pada pasien ke
bagian lab

Keluarga :

Dokter umum memberikan resep
kepada pasien
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2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Penanggulangan

Direktur memerintahkan
Kasubdit untuk
menindaklanjuti perintah
Direktur Jenderal.

Kasubdit memerintahkan Kasi
untuk menentukan Judul RUU
yang disusun berdasarkan
Prolegnas dan diluar
Prolegnas, dan RPP Program
Penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah dan RPP
diluar Program Penyusunan
Rancangan Peraturan
Pemerintah.

. Sistem, Mekanisme, dan Jangka Waktu Biaya/Tarif
No| Jenis Layanan Persyaratan Prosedur Pelayanan Pelayanan Pelayanan Produk layanan Pengadnl;ll::{“faarl‘-an dan
1 |PENYUSUNAN PENENTUAN JUDUL Direktur Jenderal Dari penentuan judul [Tidak ada Judul RUU, RPP 1. Pengaduan, saran dan
RUU, RPP, RUU, DAN RPP memerintahkan Direktur untukRUU, RPP hingga biaya masukan dapat
RPERPRES PENYUSUNAN menentukan Judul RUU yang |[ditandatangani judul disampaikan secara
ANTARKEMENTERIAN [akan disusun berdasarkan RUU, RPP langsung kepada
PRAKARSA Prolegnas dan di luar atasan yang
KEMENTERIAN HUKUM Prolegnas Penyusunan bersangkutan.
DAN HAM RI Rancangan Undang-Undang 2. Pengaduan, saran dan
Prakarsa Kementerian Hukum masukan dapat
dan HAM, dan RPP Program disampaikan secara
Penyusunan Rancangan tertulis melalui
Peraturan Pemerintah dan RPP e-mail
diluar Program Penyusunan humas.djpp@gmail.co
Rancangan Peraturan m.
Pemerintah. 3. Pengaduan, saran, dan

masukan dapat
disampaikan secara
tertulis ke

Ditjen PP, JI. H.R
Rasuna Said kav 6-7,
Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517
Fax. (021) 5205310
atau melalui

website
www.ditjenpp.ke
menkumham.go.i

d.
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Kasi memilih judul RUU yang
akan disusun berdasarkan
Prolegnas dan diluar
prolegnas, dan RPP Program
Penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah dan RPP
diluar Program Penyusunan
Rancangan Peraturan
Pemerintah setelah
berkoordinasi dengan unit
eselon I di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM
RI dan instansi lain yang
terkait dengan substansi
kemudian memerintahkan
Pelaksana JFU untuk mengetik
judul RUU, dan RPP.

Pelaksana JFU mengetik judul
RUU, dan RPP yang akan
disusun dan menyerahkan
hasilnya kepada kasi untuk
dikoreksi

Kasi mengoreksi Judul RUU,
dan RPP yang akan disusun
dan menyerahkan hasil
koreksian kepada kasubdit
untuk mendapatkan tanda
tangan persetujuan
penyampaian kepada Direktur.

Kasubdit mengoreksi Judul
RUU, dan RPP yang akan
disusun, memberikan tanda
tangan persetujuan
penyampaian kepada Direktur

Direktur mengoreksi Judul
RUU, dan RPP yang akan
disusun, menandatangani
persetujuan penyampaian
kepada Direktur Jenderal dan
kemudian disampaikan kepada
Direktur Jenderal untuk
mendapatkan persetujuan
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Direktur Jenderal menyetujui
dan menandatangani Judul
RUU, dan RPP dan
memerintahkan kepada
Direktur untuk ditindak lanjuti.

RUU, RPERPU ANTAR
KEMENTERIAN
PRKARSA
KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM

Direktur Jenderal
memerintahkan Direktur
sebagai penanggung jawab
untuk menyusun RUU, dan
RPerpu berdasarkan konsep
awal RUU melalui rapat
Antarkementerian berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI tentang Pembentukan
Panitia Antarkementerian
Penyusunan RUU, dan RPerpu

Dari rapat Panitia
Antar Kementerian
hingga selesai
dilakukan
penyusunan pada
tahap Panitia Antar
Kementerian

Direktur sebagai penanggung
jawab memerintahkan
Kasubdit sebagai koordinator
menindaklanjuti perintah
Direktur Jenderal

Kasubdit sebagai koordinator
memerintahkan kasi sebagai
sekretaris tim untuk
menyiapkan pelaksanaan
rapat

Kasi sebagai sekretaris tim
menyiapkan Konsep awal RUU
dan RPerpu sebagai bahan
rapat, menentukan jadwal
rapat, membuat konsep
undangan rapat
AntarKementerian dan
memerintahkan Pelaksana JFU
sebagai staf administrasi
untuk mengetik konsep
undangan rapat
AntarKementerian dan
menyiapkan segala sesuatu

berkaitan dengan rapat

Tidak ada
biaya

Draf RUU Hasil
Penyusunan Panitia
Antar Kementerian

51




Pelaksana JFU sebagai staf
administrasi mengetik konsep
undangan rapat
Antarkementerian, meminjam
ruangan rapat, mengajukan
anggaran rapat dan kemudian
konsep undangan diserahkan
kepada kasi untuk dikoreksi

Kasi sebagai sekretaris tim
mengoreksi Konsep undangan
rapat AntarKementerian dan
menyerahkan konsep tersebut
kepada Kasubdit untuk
diberikan paraf persetujuan

Kasubdit sebagai koordinator
mengoreksi konsep undangan
rapat AntarKementerian dan
menyerahkan kepada Direktur
untuk mendapatkan
persetujuan dan tanda tangan

Direktur mengoreksi dan
menandatangani undangan
rapat AntarKementerian dan
memerintahkan Kasubdit
untuk menindaklanjuti

Kasubdit sebagai koordinator
Memerintahkan Kasi untuk
Menindaklanjuti Perintah
Direktur

Kasi sebagai sekretaris tim
memerintahkan Pelaksana JFU
sebagai staf administrasi
untuk mengirim undangan
rapat AntarKementerian
disertai dengan Konsep awal
RUU dan RPerpu kepada
anggota tim, menyiapkan
administrasi dan segala
sesuatu yang berkaitan
dengan keperluan rapat
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Pelaksana JFU sebagai staf
administrasi mengirim
undangan rapat disertai
dengan Konsep awal RUU dan
RPerpu kepada anggota tim,
menyiapkan administrasi dan
segala sesuatu yang berkaitan
dengan keperluan rapat

Kasi sebagai sekretaris tim
menyampaikan kepada
Kasubdit persiapan rapat
antarkementerian penyusunan
RUU dan RPerpu

Kasubdit sebagai koordinator
melaporkan kepada Direktur
mengenai persiapan rapat

Direktur sebagai penanggung
jawab membuka rapat yang
selanjutnya melimpahkan
kewenangannya kepada Ketua
ITim untuk memimpin Rapat
Antarkementerian

Direktur sebagai penanggung
jawab menerima laporan
perkembangan penyusunan
RUU dan RPerpu setiap bulan
dan melaporkan hasil akhir
penyusunan RUU dan RPerpu
pada akhir tahun dari Ketua
Tim

Direktur sebagai penanggung
jawab memerintahkan kepada
Kasubdit sebagai koordinator
untuk menyiapkan konsep
nota dinas penyampaian hasil
akhir penyusunan RUU dan
RPerpu dengan menyerahkan
RUU yang diterima dari Ketua
[Tim sebagai dasar penyiapan
konsep nota dinas kepada
Direktur Jenderal untuk
mendapat persetujuan dan
arahan

Kasubdit sebagai koordinator
memerintahkan Kasi sebagai
sekretaris untuk
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menindaklanjuti perintah
Direktur

Kasi sebagai sekretaris
membuat konsep nota dinas
penyampaian hasil akhir
penyusunan RUU dan RPerpu
dan memerintahkan Pelaksana
JFU sebagai staf administrasi
untuk mengetik

Pelaksana JFU sebagai staf
administrasi mengetik konsep
nota dinas penyampaian hasil
akhir penyusunan RUU dan
RPerpu yang kemudian
diserahkan kepada Kasi
sebagai sekretaris untuk
dikoreksi

Kasi sebagai sekretaris
mengoreksi konsep nota dinas
penyampaian hasil akhir
penyusunan RUU dan RPerpu
yang telah diketik Pelaksana
JFU sebagai staf administrasi
yang kemudian menyerahkan
hasil koreksian kepada
Kasubdit sebagai koordinator
untuk mendapatkan paraf
persetujuan.

Kasubdit sebagai koordinator
mengoreksi konsep nota dinas
penyampaian hasil akhir
penyusunan RUU dan RPerpu
dan menyampaikan kepada
Direktur disertai dengan RUU
dan RPerpu

Direktur mengoreksi dan
menandatangani nota dinas
penyampaian hasil akhir
penyusunan RUU dan RPerpu
dan kemudian diajukan
kepadan Direktur Jenderal
disertai dengan RUU dan
RPerpu untuk mendapatkan
arahan
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Direktur Jenderal memberikan
arahan untuk disusun kembali,
dalam hal RUU dan RPerpu
belum selesai, atau
memberikan disposisi kepada
Direktur Harmonisasi
Peraturan Per-UU untuk
dilakukan pengharmonisasian,
dalam hal RUU dan RPerpu
telah selesai disusun

RPP
ANTARKEMENTERIAN
PRKARSA
KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM

Direktur Jenderal
memerintahkan Direktur
sebagai penanggung jawab
untuk menyusun RPP
berdasarkan konsep awal RPP
melalui rapat
IAntarkementerian berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI tentang Pembentukan
Panitia Antarkementerian
Penyusunan RPP

Dari rapat Panitia
Antar Kementerian
hingga selesai
dilakukan
penyusunan pada
tahap Panitia Antar
Kementerian

Direktur sebagai penanggung
jawab memerintahkan
Kasubdit sebagai koordinator
menindaklanjuti perintah
Direktur Jenderal

Kasubdit sebagai koordinator
memerintahkan kasi sebagai
sekretaris tim untuk
menyiapkan pelaksanaan
rapat

Kasi sebagai sekretaris tim
menyiapkan Konsep awal RPP
sebagai bahan rapat,
menentukan jadwal rapat,
membuat konsep undangan
rapat AntarKementerian dan
memerintahkan Pelaksana JFU
sebagai staf administrasi
untuk mengetik konsep
undangan rapat
AntarKementerian dan
menyiapkan segala sesuatu
berkaitan dengan rapat

Tidak ada
biaya

Draf RPP Hasil
Penyusunan Panitia
Antar Kementerian
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Pelaksana JFU sebagai staf
administrasi mengetik konsep
undangan rapat
Antarkementerian, meminjam
ruangan rapat, mengajukan
anggaran rapat dan kemudian
konsep undangan diserahkan
kepada kasi untuk dikoreksi

Kasi sebagai sekretaris tim
mengoreksi Konsep undangan
rapat AntarKementerian dan
menyerahkan konsep tersebut
kepada Kasubdit untuk
diberikan paraf persetujuan

Kasubdit sebagai koordinator
mengoreksi konsep undangan
rapat AntarKementerian dan
menyerahkan kepada Direktur
untuk mendapatkan
persetujuan dan tanda tangan

Direktur mengoreksi dan
menandatangani undangan
rapat AntarKementerian dan
memerintahkan Kasubdit
untuk menindaklanjuti

Kasubdit sebagai koordinator
Memerintahkan Kasi untuk
Menindaklanjuti Perintah
Direktur

Kasi sebagai sekretaris tim
memerintahkan Pelaksana JFU
sebagai staf administrasi
untuk mengirim undangan
rapat AntarKementerian
disertai dengan Konsep awal
RPP kepada anggota tim,
menyiapkan administrasi dan
segala sesuatu yang berkaitan
dengan keperluan rapat

Pelaksana JFU sebagai staf
administrasi mengirim
undangan rapat disertai
dengan Konsep awal RPP
kepada anggota tim,
menyiapkan administrasi dan
segala sesuatu yang berkaitan
dengan keperluan rapat
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Kasi sebagai sekretaris tim
menyampaikan kepada
Kasubdit persiapan rapat
antarkementerian penyusunan
RPP

Kasubdit sebagai koordinator
melaporkan kepada Direktur
mengenai persiapan rapat

Direktur sebagai penanggung
jawab membuka rapat yang
selanjutnya melimpahkan
kewenangannya kepada Ketua
ITim untuk memimpin Rapat
Antarkementerian

Direktur sebagai penanggung
jawab menerima laporan
perkembangan penyusunan
RPP setiap bulan dan
melaporkan hasil akhir
penyusunan RPP pada akhir
tahun dari Ketua Tim

Direktur sebagai penanggung
jawab memerintahkan kepada
Kasubdit sebagai koordinator
untuk menyiapkan konsep
nota dinas penyampaian hasil
akhir penyusunan RPP dengan
menyerahkan RPP yang
diterima dari Ketua Tim
sebagai dasar penyiapan
konsep nota dinas kepada
Direktur Jenderal untuk
mendapat persetujuan dan
arahan

Kasubdit sebagai koordinator
memerintahkan Kasi sebagai
sekretaris untuk
menindaklanjuti perintah
Direktur

Kasi sebagai sekretaris
membuat konsep nota dinas
penyampaian hasil akhir
penyusunan RPP dan
memerintahkan Pelaksana JFU
sebagai staf administrasi
untuk mengetik
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Pelaksana JFU sebagai staf
administrasi mengetik konsep
nota dinas penyampaian hasil
akhir penyusunan RPP yang
kemudian diserahkan kepada
Kasi sebagai sekretaris untuk
dikoreksi

Kasi sebagai sekretaris
mengoreksi konsep nota dinas
penyampaian hasil akhir
penyusunan RPP yang telah
diketik Pelaksana JFU sebagai
staf administrasi yang
kemudian menyerahkan hasil
koreksian kepada Kasubdit
sebagai koordinator untuk
mendapatkan paraf
persetujuan.

Kasubdit sebagai koordinator
mengoreksi konsep nota dinas
penyampaian hasil akhir
penyusunan RPP dan
menyampaikan kepada
Direktur disertai dengan RPP

Direktur mengoreksi dan
menandatangani nota dinas
penyampaian hasil akhir
penyusunan RPP dan
kemudian diajukan kepadan
Direktur Jenderal disertai
dengan RPP untuk
mendapatkan arahan

Direktur Jenderal memberikan
arahan untuk disusun kembali,
dalam hal RUU belum selesai,
atau memberikan disposisi
kepada Direktur Harmonisasi
Peraturan Per-UU untuk
dilakukan pengharmonisasian,
dalam hal RPP telah selesai
disusun
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RPERPRES PRAKARSA
KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM

Direktur Jenderal
memerintahkan Direktur
sebagai penanggung jawab
untuk menyusun RPerpres
berdasarkan Keputusan
Presiden tentang Program
Penyusunan Rperpres atau
Izin Prakarsa melalui rapat
Antarkementerian berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI tentang Pembentukan
Panitia Antarkementerian
Penyusunan RPerpres

Dari rapat Panitia
Antar Kementerian
hingga selesai
dilakukan
penyusunan pada
tahap Panitia Antar
Kementerian

Direktur sebagai penanggung
jawab memerintahkan
Kasubdit untuk
menindaklanjuti perintah
Direktur Jenderal

Kasubdit memerintahkan kasi
untuk menyiapkan
pelaksanaan rapat

Kasi menentukan jadwal rapat
Panitia Antar Kementerian dan
memerintahkan JFU/JFT untuk
mengetik konsep undangan
rapat Panitia Antar
Kementerian dan menyiapkan
segala sesuatu berkaitan
dengan rapat

JFU/JFT mengetik konsep
undangan rapat Panitia Antar
kementerian, menyiapkan
segala sesuatu berkaitan
dengan rapat dan
menyerahkan konsep
undangan kepada kasi untuk
dikoreksi

Kasi mengoreksi Konsep
undangan rapat Panitia Antar
Kementerian dan
menyerahkan konsep tersebut
kepada Kasubdit untuk

diberikan paraf persetujuan

Tidak ada
biaya

Draf Rperpres Hasil
Penyusunan Panitia
Antar Kementerian
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Kasubdit mengoreksi konsep
undangan rapat Panitia Antar
Kementerian dan
menyerahkan kepada Direktur
untuk mendapatkan
persetujuan dan tanda tangan

Direktur mengoreksi dan
menandatangani undangan
rapat Panitia Antar
Kementerian dan
memerintahkan Kasubdit
untuk menindaklanjuti

Kasubdit sebagai koordinator
Memerintahkan Kasi untuk
menindaklanjuti Perintah
Direktur

Kasi memerintahkan JFU/JFT
untuk mengirim undangan
rapat Panitia Antar
Kementerian disertai dengan
Konsep awal RPerpres kepada
anggota tim, menyiapkan
administrasi dan segala
sesuatu yang berkaitan
dengan keperluan rapat

JFU/JFT mengirim undangan
rapat disertai dengan Konsep
awal RPerpres kepada anggota
tim, menyiapkan administrasi
dan segala sesuatu yang
berkaitan dengan keperluan
rapat

Kasi menyampaikan kepada
Kasubdit persiapan rapat
Panitia Antar Kementerian
penyusunan RPerpres

Kasubdit sebagai koordinator
melaporkan kepada Direktur
mengenai persiapan rapat

Direktur membuka rapat yang
selanjutnya melimpahkan
kewenangannya kepada Ketua
ITim untuk memimpin Rapat
Panitia Antar Kementerian
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Direktur sebagai penanggung
jawab menerima laporan
perkembangan penyusunan
RPerpres setiap bulan dan
melaporkan hasil akhir
penyusunan RPerpres pada
akhir tahun dari Ketua Tim

Direktur memerintahkan
kepada Kasubdit untuk
menyiapkan konsep nota dinas
penyampaian hasil akhir
penyusunan RPerpres dengan
menyerahkan RPerpres yang
diterima dari Ketua Tim
sebagai dasar penyiapan
konsep nota dinas kepada
Direktur Jenderal untuk
mendapat persetujuan dan
arahan

Kasubdit sebagai koordinator
memerintahkan Kasi untuk
menindaklanjuti perintah
Direktur

Kasi membuat konsep nota
dinas penyampaian hasil akhir
penyusunan RPerpres dan
memerintahkan JFU/JFT untuk
mengetik

JFU/JFT mengetik konsep nota
dinas penyampaian hasil akhir
penyusunan RPerpres yang
kemudian diserahkan kepada
Kasi untuk dikoreksi

Kasi mengoreksi konsep nota
dinas penyampaian hasil akhir
penyusunan RPerpres yang
telah diketik JFU/JFT yang
kemudian menyerahkan hasil
koreksian kepada Kasubdit
untuk mendapatkan paraf
persetujuan.

Kasubdit mengoreksi konsep
nota dinas penyampaian hasil
akhir penyusunan RPerpres
dan menyampaikan kepada
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Direktur disertai dengan
RPerpres

Direktur mengoreksi dan
menandatangani nota dinas
penyampaian hasil akhir
penyusunan Rperpres dan
kemudian diajukan kepadan
Direktur Jenderal disertai
dengan RPerpres untuk
mendapatkan arahan

Direktur Jenderal memberikan
arahan untuk disusun kembali,
dalam hal RPerpres belum
selesai, atau memberikan
disposisi kepada Direktur
Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan I untuk
dilakukan pengharmonisasian,
dalam hal RPerpres telah
selesai disusun
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PENGHARMONIS
ASIAN,
PEMBULATAN
DAN
PEMANTAPAN
KONSEPSI
RANCANGAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

UU, RPP, Rperpres

a. Surat Permohonan
paling sedikit memuat
tujuan dan dasar
penyusunan RPUU,
gambaran umum arah
pengaturan dan ruang
lingkup

materi muatan RPUU,
keterkaitan dengan
Peraturan Perundang-
undangan lain (isu krusial
yang perlu dibahas) dan
hal lain yang

berkembang pada tahap1

penyusunan Panitia
Antarkementerian
dan/atau
Antarnonkementerian.

B. Dokumen yang
dilampirkan:

- Naskah Akademik untuk
Rancangan Undang-
Undang

-penjelasan mengenai
urgensi dan pokok pikiran
(RPP dan RPerpres);

- keputusan mengenai
pembentukan Panitia

Antarkementerian
dan/atau
Antarnonkementerian

- RUU, RPP, dan RPerpres

yang telah mendapatkan

wN e

w

Pemeriksaan administrasi
Analisis Konsepsi

Rapat Pengharmonisasian,
Pembulatan dan
Pemantapan Konsepsi
Rancangan Undang-
undangan
Penyempurnaan Konsep
dari Pengharmonisasian,
Pembulatan dan
Pemantapan Konsepsi
Rancangan Undang-
undangan

Penyampaian hasil
Pengharmonisasian,
Pembulatan dan
Pemantapan Konsepsi
Rancangan Undang-
undangan tahapan:
"Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan menerima
Permohonan Harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan dari Pemrakarsa
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan memerintahkan
Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan untuk
menindaklanjuti
permohonan harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan.

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan memerintahkan
kepada Kasubdit untuk
menindaklanjuti perintah
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan.

Kasubdit memerintahkan
kepada Kasi untuk
mengoordinasikan dan
menugaskan JFT

Pemeriksaan
administrasi batas
waktunya 5 hari
kerja, jika tidak
lengkap akan
dikembalikan.

Tidak
dipungut
biaya

Pengharmonisasian
Konsepsi
Rancangan
Peraturan
Perundang-
undangan (RUU,
RPP, RPerpres)
Bidang:

a. Politik dan
Pemerintahan.

b. Pertahanan dan
Keamanan.

c. Hukum dan Hak
IAsasi Manusia.

d. Sumber Daya
Manusia,
Kelembagaan, dan
Kesejahteraan
Rakyat.

1. Pengaduan, saran dan
masukan dapat disampaikan

lyang bersangkutan.

2. Pengaduan, saran dan
masukan dapat disampaikan
secara tertulis melalui e-mail
humas.djpp@gmail.com.

3. Pengaduan, saran, dan
masukan dapat disampaikan
secara tertulis ke Ditjen PP, JI.
H.R Rasuna Said kav 6-7,
Jakarta Selatan Telp. (021)
5264517 Fax. (021) 5205310
atau melalui website
www.ditjenpp.kemenkumham.
go.id.
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paraf persetujuan seluruh
anggota PAK dan/atau
Antarnonkementerian

izin prakarsa dalam hal:

1. RUU tidak masuk
dalam daftar Prolegnas;

2. RPP tidak masuk
dalam daftar Program
Penyusunan Peraturan
Pemerintah; atau

3. Rancangan Peraturan
Presiden tidak masuk
dalam daftar Program
Penyusunan Peraturan
Presiden

B. Dokumen yang
dilampirkan:

- Naskah Akademik untuk
Rancangan Undang-
Undang

-penjelasan mengenai
urgensi dan pokok pikiran
(RPP dan RPerpres);

- keputusan mengenai
pembentukan Panitia
Antarkementerian
dan/atau
Antarnonkementerian

- RUU, RPP, dan RPerpres
yang telah mendapatkan
paraf persetujuan seluruh
anggota PAK dan/atau
Antarnonkementerian

izin prakarsa dalam hal:
1. RUU tidak masuk
dalam daftar Prolegnas;
2. RPP tidak masuk
dalam daftar Program
Penyusunan Peraturan

o

N
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—
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melakukan pemeriksaan
administratif terhadap
permohonanan dan
dokumen
pengharmonisasian.

Kasi memerintahkan
kepada JFT melakukan
pemeriksaan administratif
terhadap permohonanan
dan dokumen
pengharmonisasian.

Kasi memerintahkan
kepada JFT untuk
melakukan analisis
konsepsi rancangan
peraturan perundang-
undangan.

JFT melaksanakan tugas
yang diperintahkan Kasi
untuk melakukan analisis
konsepsi rancangan
peraturan perundang-
undangan.

Kasi memeriksa dan
melengkapi hasil analisis
konsepsi yang dilakukan
oleh JFT dan
menyerahkannya kepada
Kasubdit.

Kasubdit memeriksa hasil
analisis rancangan
Peraturan Perundang-
undangan dan
menyerahkannya kepada
Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan.

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan memeriksa dan
memutuskan hasil analisis,
dan melaporkannya
kepada Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan.Direktur
Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
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Pemerintah; atau

3. Rancangan Peraturan

Presiden tidak masuk

dalam daftar Program
Penyusunan Peraturan
Presiden

11.

12.

13.

14,

menyetujui dan

memerintahkan

pelaksanaan rapat
pengharmonisasian
rancangan PUU atau
mengembalikan rancangan

PUU.

Direktur Harmonisasi

Peraturan Perundang-

undangan memerintahkan

kepada Kasubdit untuk
menyelenggarakan rapat
pengharmonisasian
rancangan PUU

Kasubdit memerintahkan

kepada Kasi untuk

menjadwalkan dan
menyiapkan rapat

pengharmonisasian
rancangan PUU

Kasi menjadwalkan rapat

dan memerintahkan JFU

untuk:

a. Berkoordinasi dengan
kasubdit dan kasi
untuk memastikan
pimpinan rapat

b. Menyiapkan
administrasi
pelaksanaan rapat
(ruang rapat,
undangan, bahan
rapat, konsumsi, dan
daftar hadir)

c. Melakukan tugas
teknis pelaksanaan
rapat (notula rapat,
operator, lembar paraf
persetujuan terhadap
draft yang sudah
disepakati)

Melaksanakan rapat

pengharmonisasian PUU

yang dipimpin oleh:

a. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan (dalam hal
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diperlukan rapat
tingkat Eselon I);

b. Direktur untuk rapat
pleno; dan

c. Kasubdit untuk rapat
tim kecil.

15. Kasi membuat konsep
surat penyampaian hasil
harmonisasi PUU,
mengedit RPUU, dan
menyampaikan kepada
Kasubdit.

16. Kasubdit memeriksa surat
dan RPUU hasil
pengharmonisasian yang
telah dibuat Kasi dan
menyampaikan kepada
Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-
undangan

17. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan menyetujui dan
menandatangani surat dan
RPUU hasil
pengharmonisasian untuk
disampaikan kepada
pemrakarsa."

PENERJEMAHAN
RESMI
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

Peraturan perundang-
undangan yang akan
diterjemahkan (Draf
Dalam Bahasa Inggris
dan Bahasa Indonesia)

1. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan memerintahkan
Direktur Pengundangan,
Penerjemahan, dan
Publikasi Peraturan
Perundang-undangan
untuk menindaklanjuti
surat permohonan
penerjemahan peraturan
perundang-undangan dari
Kementerian/Lembaga

2. Direktur Pengundangan,

Penerjemahan, dan
Publikasi Peraturan
Perundang-undangan
memerintahkan Kasubdit
Penerjemahan untuk

Dari permohonan
penerjemahan
ditindaklanjuti hingga
peraturan
perundang-undangan
selesai

diterjemahkan

Tidak ada
biaya

Dokumen
peraturan
perundang-
undangan hasil
terjemahan resmi

1. Pengaduan, saran dan
masukan dapat disampaikan
secara langsung kepada atasan
lyang bersangkutan.

2. Pengaduan, saran dan
masukan dapat disampaikan
secara tertulis memalui e-mail
penerjemahan.pp@gmail.com
atau melalui e-mail
humas.djpp@gmail.com.

3. Pengaduan, saran, dan
masukan dapat disampaikan
secara tertulis ke Ditjen PP, JI.
H.R Rasuna Said kav 6-7,
Jakarta Selatan Telp. (021)
5264517 Fax. (021) 5205310
atau melalui website
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menindaklanjuti dan
mengkoordinasikan surat
permohonan
penerjemahan peraturan
perundang-undangan dari
Kementerian/Lembaga
Kasubdit Penerjemahan
menerima surat
permohonan
penerjemahan peraturan
perundang-undangan dari
Kementerian/Lembaga
Kasubdit Penerjemahan
memerintahkan Kasi
Penerjemahan Bidang
Polhukam Kesra, Kasi
Penerjemahan Bidang
Perekonomian, JFT
Penerjemah dan JFU untuk
mengkoreksi kelengkapan
permohonan
penerjemahan dari
Kementerian/Lembaga
yang terdiri dari salinan
naskah peraturan
perundang-undangan yang
telah diundangkan dan
konsep terjemahan
peraturan perundang-
undangan

Kasi Penerjemahan Bidang
Polhukam Kesra, Kasi
Penerjemahan Bidang
Perekonomian, JFT
Penerjemah dan JFU
mengkoreksi kelengkapan
permohonan
penerjemahan dari
Kementerian/Lembaga
yang terdiri dari salinan
naskah peraturan
perundang-undangan yang
telah diundangkan dan
konsep terjemahan
peraturan perundang-
undangan

www.ditjenpp.kemenkumham.
go.id.
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Kasi Penerjemahan Bidang
Polhukam Kesra, Kasi
Penerjemahan Bidang
Perekonomian, JFT
Penerjemah dan JFU
mempersiapkan teknis
pelaksanaan dan
mengkoordinasikan
dengan
Kementerian/Lembaga
mengenai penerjemahan
peraturan perundang-
undangan

Kasi Penerjemahan Bidang
Polhukam Kesra dan Kasi
Penerjemahan Bidang
Perekonomian
memerintahkan kepada
JFT Penerjemah dan JFU
untuk menerima
permohonan dan
mengkonsepkan format
penerjemahan serta
melakukan koordinasi
pelaksanaan
penerjemahan dengan
Kementerian/Lembaga
mengenai penerjemahan
peraturan perundang-
undangan

Kasi Penerjemahan Bidang
Polhukam Kesra dan Kasi
Penerjemahan Bidang
Perekonomian
mengkonsepkan format
penerjemahan dan
melakukan koordinasi
pelaksanaan
penerjemahan peraturan
perundang-undangan

Kasi Penerjemahan Bidang
Polhukam Kesra dan Kasi
Penerjemahan Bidang
Perekonomian melaporkan
hasil koordinasi format
atau pembuatan
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10.

11.

12.

13.

matrik kepada Kasubdit
Penerjemahan

Kasi Penerjemahan Bidang
Polhukam Kesra dan Kasi
Penerjemahan Bidang
Perekonomian
memerintahkan Staf
Penerjemahan untuk
mengetik konsep jadwal,
undangan, nota dinas dan
penentuan tempat
pelaksanaan kegiatan
penerjemahan peraturan
perundang-undangan

Kasi Penerjemahan Bidang
Polhukam Kesra dan Kasi
Penerjemahan Bidang
Perekonomian menelaah
dan mengoreksi konsep
undangan dan jadwal,
nota dinas, dan penentuan
tempat pelaksanaan
kegiatan penerjemahan
peraturan perundang-
undangan dan
menyerahkan konsep
tersebut kepada Kasubdit
Penerjemahan untuk
mendapatkan paraf
persetujuan

Kasubdit Penerjemahan
memberikan undangan
dan jadwal, nota dinas.
dan penentuan tempat
pelaksanaan
penerjemahan peraturan
perundang-undangan
kepada Direktur PPP untuk
mendapat persetujuan dan
tandatangan

Direktur Pengundangan,
Penerjemahan, dan
Publikasi Peraturan
Perundang-undangan
mengoreksi dan
menandatangani
undangan dan jadwal,

69




14.

15.

16.

nota dinas, penentuan
tempat pelaksanaan
penerjemahan di
lingkungan Direktorat
Jenderal Perundang-
undangan dan menyetujui
serta memparaf, kemudian
diajukan kepada Direktur
Jenderal untuk mendapat
persetujuan dan tanda
tangan

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan menyetujui dan
menandatangani
undangan dan jadwal,
nota dinas, penentuan
tempat pelaksanaan
Penerjemahan yang
diajukan oleh Direktur
Pengundangan,
Penerjemahan, dan
Publikasi Peraturan
Perundang-undangan
Direktur Pengundangan,
Penerjemahan, dan
Publikasi Peraturan
Perundang-undangan,
Kasubdit Penerjemahan,
Kasi Penerjemahan Bidang
Polhukam Kesra, Kasi
Penerjemahan Bidang
Perekonomian, JFT
Penerjemah dan JFU
melakukan rapat
persiapan kegiatan
penerjemahan peraturan
perundang-undangan
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan, Direktur
Pengundangan,
Penerjemahan, dan
Publikasi Peraturan
Perundang-undangan,
Kasubdit Penerjemahan
melaksanakan dan
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17.

18.

19.

20.

memonitor kegiatan
Penerjemahan Peraturan
Perundang-undangan
Kasubdit Penerjemahan
memerintahkan Kasi
Penerjemahan Bidang
Polhukam Kesra,

Kasi Penerjemahan
Bidang Perekonomian, JFT
Penerjemah dan JFU untuk
membuat konsep laporan
dan notula kegiatan
Penerjemahan Peraturan
Perundang-undangan

Kasi Penerjemahan Bidang
Polhukam Kesra, Kasi
Penerjemahan Bidang
Perekonomian, JFT
Penerjemah dan JFU
membuat metrik
penerjemahan peraturan
perundang-

undangan untuk
pelaksanaan kegiatan dan
memerintahkan staf
penerjemahan mengetik
konsep matrik
penerjemahan peraturan
perundang-undangan
Kasi Penerjemahan Bidang
Polhukam Kesra dan Kasi
Penerjemahan Bidang
Perekonomian
menyerahkan draft matrik
penerjemahan peraturan
perundang-undangan
untuk mendapatkan
koreksi dari Kasubdit
Penerjemahan

Kasubdit Penerjemahan
peraturan perundang-
undangan melaksanakan
kegiatan penerjemahan
peraturan perundang-
undangan untuk
mendapatkan persetujuan
dan arahan dari Direktur
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Pengundangan,
Penerjemahan, dan
Publikasi Peraturan
Perundang-undangan
Direktur Pengundangan,
Penerjemahan, dan
Publikasi Peraturan
Perundang-undangan
memerintahkan Kasubdit
Penerjemahan untuk
membuat surat pengantar
ke Kementerian/Lembaga
beserta Lembaran

Lepas mengenai hasil
pelaksanaan kegiatan
penerjemahan peraturan
perundang-undangan
Direktur Pengundangan,
Penerjemahan, dan
Publikasi Peraturan
Perundang-undangan
menyampaikan Lembaran
Lepas mengenai

hasil pelaksanaan
kegiatan penerjemahan
peraturan perundang-
undangan kepada Direktur
Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
untuk ditanda tangani
menjadi Terjemahan
Resmi

21.

22.

PENERBITAN
JURNAL
LEGISLASI
INDONESIA (JLI)

Submission Artikel
dari Penulis pada
Open Journal System
(0JS) melalui website
e_
jurnal.peraturan.go.id

Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
menerbitkan Surat Keputusan
Pembentukan Tim Pengelola
Jurnal Legislasi Indonesia.

Dari pembentukan
Tim Pengelola Jurnal
Legislasi Indonesia
hingga penerbitan
Jurnal Legislasi
Indonesia

Tidak ada
biaya

Jurnal Legislasi
Indonesia
(dipublikasi pada
website e-
jurnal.peraturan.go
.id)

1. Pengaduan, saran dan
masukan dapat disampaikan
secara langsung kepada atasan
lyang bersangkutan.

2. Pengaduan, saran dan
masukan dapat disampaikan
secara tertulis melalui e-mail
humas.djpp@gmail.com.

3. Pengaduan, saran, dan
masukan dapat disampaikan
secara tertulis ke Ditjen PP, JI.
H.R Rasuna Said kav 6-7,
Jakarta Selatan Telp. (021)
5264517 Fax. (021) 5205310

atau melalui website
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www.ditjenpp.kemenkumham.
go.id.

PERPUSTAKAAN
HUKUM

Aksesibilitas

Bahwa pelayanan di
aplikasi e-
perpustakaan
Perpustakaan Dit. PPP
mudah diakses
masyarakat
Profesionalitas
Pelayanan yang
tersedia pada seksi
perpustakaan
dilakukan oleh ASN
yang memiliki
kemampuan di bidang
keperpustakaan.
Akuntabilitas
Informasi
tersampaikan dengan
cepat, tepat, dan
sesuai dengai dengan
jenis koleksi buku
yang tersedia.

Melalui aplikasi e-
perpustakaan maka
kementerian/Lembaga,
masyarakat, dan pihak
internal Direktorat
Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
dapat memperoleh akses
untuk mengetahui
informasi mengenai
koleksi jenis buku yang
tersedia di Perpustakaan
Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan. Layanan yang
dapat diakses berupa
Jenis-jenis buku hukum
seperti ilmu hukum umum,
hukum pidana, hukum
perdata, hukum dagang,
hukum islam, dan hukum
tata negara.

Untuk dapat mengakses
aplikasi e-perpustakaan,
Pengguna terlebih dahulu
masuk ke
http://ditjenpp.kemenkum
ham.go.id/. Kemudian
pada halaman ini akan
tampak beberapa E-
Aplikasi yang tersedia
pada Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan, salah satunya
adalah E-Perpustakaan.
User dapat melakukan
pencarian jenis buku yang
diperlukan dengan

Peminjam
Diperbolehkan
meminjam buku
maksimal 2 buku dan
dalam
mengembalikan
dalam waktu 2 bulan

Tidak ada
biaya

Peminjaman
koleksi buku

1. Pengaduan, saran dan
masukan dapat disampaikan
secara langsung kepada atasan
yang bersangkutan.

2. Pengaduan, saran dan
masukan dapat disampaikan
secara tertulis melalui e-mail
humas.djpp@gmail.com.

3. Pengaduan, saran, dan
masukan dapat disampaikan
secara tertulis ke Ditjen PP, JI.
H.R Rasuna Said kav 6-7,
Jakarta Selatan Telp. (021)
5264517 Fax. (021) 5205310
atau melalui website
www.ditjenpp.kemenkumham.
go.id.
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memasukan satu atau
lebih kata kunci dari judul
buku atau dengan
memasukkan nama
pengarang dalam kolom
pencarian. User dapat
melihat daftar berbagai
jenis judul buku yang
tersedia. User
memasukkan judul buku
yang diperlukan

4. user datang ke
perpustakaan Direktorat
Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
untuk meminjam fisik
buku
PENYELESAIAN |Pemohon: 1. Pemohon mengajukan 14 hari kerja Tidak Informasi Pengaduan, saran dan
DISHARMONI 1. Orang perseorangan permohonan kepada dipungut mengenai laporan masukan dapat
PERATURAN atau kelompok orang Menteri Hukum dan HAM biaya hasil pemeriksaan disampaikan secara
PERUNDANG- 2. Badan lembaga/ Republik Indonesia sengketa melalui langsung kepada atasan
UNDANGAN Kementerian/ 2. Menteri Hukum dan HAM mediasi di yang bersangkutan.
MELALUI Lembaga Pemerintah menugaskan Direktur tuangkan dalam Pengaduan, saran dan
MEDIASI Non Kementerian/ Jenderal Peraturan berita acara masukan dapat
Pemerintah Daerah; Perundang-undangan pemeriksaan yang disampaikan secara tertulis
dan untuk memeriksa dibubuhi dengan melalui e-mail
3. Swasta/ badan usaha permohonan yang materai yang humas.djpp@gmail.com.
publik/ privat. disampaikan oleh memuat Pengaduan, saran, dan
pemohon kesepakatan para masukan dapat
Identitas Pemohon 3. Dirjen Peraturan pihak. disampaikan secara tertulis
meliputi: Perundang-undangan ke Ditjen PP, JI. H.R
1. Nama menugaskan Direktur Rasuna Said kav 6-7,
2. Tempat, tanggal Litigasi untuk melakukan Jakarta Selatan Telp. (021)
lahir/ umur pemeriksaan pendahuluan 5264517 Fax. (021)
3. Agama kelengkapan formil berkas 5205310 atau melalui
4. Pekerjaan permohonan website
5. Kewarganegaraan 4. Direktur Litigasi www.ditjenpp.kemenkumh
6. Alamat lengkap membentuk tim pemeriksa am.go.id.
7. Nomor Telepon internal subdirektorat yang
8. Surat Kuasa (bagi sesuai dengan obyek
Badan/ Lembaga/ permohonan, untuk
Kementerian/ melakukan pemeriksaan
Lembaga Pemerintah pendahuluan kelengkapan
Non Kementerian/ formil berkas permohonan
Pemerintah Daerah) 5. Tim pemeriksa internal

yang memuat
identitas.

melakukan pemeriksaan
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Uraian mengenai hal yang
menjadi dasar
permohonan dan alasan
permohonan terinci
secara jelas tentang
Peraturan Perundang-
undangan yang
bertentangan baik secara
vertikal maupun
horizontal yang
menyebabkan timbulnya
konflik norma hukum,
konflik kewenangan
antarkementerian/lembag
a dan pemerintah daerah,
ketidakadilan bagi
masyarakat dan pelaku
usaha, menghambat iklim
investasi, usaha dan
kegiatan ekonomi
nasional dan daerah
dapat diajukan
permohonan penyelesaian
sengketa melalui jalur
Nonlitigasi

Hal-hal yang dimohonkan
untuk diselesaikan
berkaitan dengan jenis
peraturan perundnag-
undangan dirinci secara
jelas

pendahuluan yang

meliputi;

a. Melakukan penilaian
terhadap obyek
permohonan yang
merupakan kategori
sengketa peraturan
perundang-undangan;

b. dalam hal obyek
permohonan bukan
sengketa peraturan
perundang-undangan,
tim pemeriksa internal
akan mengembalikan
berkas kepada
pemohon, namun
dalam hal obyek
permohonan
merupakan sengketa
peraturan peraturan
perundang-undangan,
tim pemeriksa
melakukan
pemeriksaan terhadap
kelengkapan berkas;

c. Dalam hal berkas
persyaratan belum
lengkap tim akan
mengembalikan
kepada pemohon
untuk diperbaiki dan
dilengkapi, dan setelah
berkas dilengkapi dan
diperbanyak dalam 7
rangkap, tim
pemeriksa
meregistrasi dan
menyampaikan berkas
permohonan kepada
Direktur Litigasi

Direktur Litigasi

melaporkan kepada

Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-

undangan terkait

kelengkapan berkas yang
sudah teregistrasi dan
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mengirimkan berkas yang
teregistrasi kepada pihak
terkait untuk menyiapkan
jawaban tertulis.
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan membentuk
Majelis Pemeriksa
berjumlah 5 orang, yang
terdiri dari: 3 orang dari
Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan; dan 2 orang
akademisi.
Dalam menjalankan
proses pemeriksaan,
majelis pemeriksa dibantu
oleh tim pendukung terdiri
dari:
e 1 orang sekretaris;
e 1 orang asisten
majelis pemeriksa;
e 1 orang notulen; dan
e 1 orang perisalah/
perekam jalannya
persidangan.
Majelis pemeriksa
membuat jadwal
pemeriksaan dan meminta
para pihak untuk hadir
dalam proses pemeriksaan
sengketa.

KONSULTASI
TERKAIT
FASILITASI
PERANCANGAN
PERATURAN
DAERAH

Aksesibilitas

Bahwa pelayanan di
Direktorat Fasilitasi
Perancangan
Peraturan Daerah dan
Pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-
undangan mudah
diakses oleh
masyarakat
Profesionalitas
Pelayanan yang
tersedia di Direktorat
Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah dan

Kantor Wilayah
Kemenkumham,
Pemerintah Daerah
Provinsi, Kabupaten/Kota,
DPRD,
Kementerian/Lembaga
menyampaikan surat
permohonan yang
ditujukan ke Direktur
Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
untuk melaksanakan
kegiatan fasilitasi
Perancangan Peraturan
Daerah

1. Surat permohonan
konsultasi dikirimkan
7 (tujuh) hari
sebelum pelaksanaan
konsultasi

2. Apabila dalam
keadaan
mendesak/urgensi
surat permohonan
konsultasi dapat
diberikan 3 hari
sebelum pelaksanaan
konsultasi

3. Pelaksanaan

konsultasi dilakukan

Tidak
dipungut
biaya

Konsultasi dengan
Kantor Wilayah
Kemenkumham,
Pemerintah
Daerah, dan DPRD

Pengaduan, saran dan
masukan dapat
disampaikan secara
langsung kepada atasan
yang bersangkutan.
Pengaduan, saran dan
masukan dapat
disampaikan secara tertulis
melalui e-mail
humas.djpp@gmail.com.
Pengaduan, saran, dan
masukan dapat
disampaikan secara tertulis
ke Ditjen PP, JI. H.R
Rasuna Said kav 6-7,
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Pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-
undangan dilakukan
oleh ASN yang
professional dan
memiliki kemampuan
di bidang
pembentukan
peraturan perundang-
undangan dan
teknologi informasi.
Akuntabilitas

Data dan Informasi
tersampaikan dengan
cepat, tepat, lengkap,
mutakhir, dan dapat
dipertanggungjawabk
an

N

Dirjen memerintahkan
kepada Direktur untuk
melaksanakan kegiatan
Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah
Direktur mendisposisikan
kepada Kasubdit Fasilitasi
Perancangan Peraturan
Daerah dalam hal
melaksanakan kegiatan
fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah
Kasubdit Fasilitasi
Perancangan Peraturan
Daerah memerintahkan
kepada Kepala Seksi untuk
melaksanakan kegiatan
fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah

Kepala Seksi
memerintahkan kepada
JFU/JFT untuk
mengumpulkan bahan dan
data untuk kegiatan
Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah
JFU/JFT mengumpulkan
bahan dan data untuk
kegiatan Fasilitasi
Perancangan Peraturan
Daerah kemudian
menyerahkan kepada
Kepala Seksi

Kepala Seksi menganalisa
bahan dan data dari
JFU/JFT kemudian
menyusun konsep
kegiatan Fasilitasi
Perancangan Peraturan
Daerah kemudian
menyerahkan kepada
Kasubdit

Kasubdit mengoreksi
konsep kegiatan Fasilitasi
Perancangan Peraturan
Daerah kemudian
menyerahkan kepada

dalam waktu 1 (satu)
hari sampai dengan
konsultasi selesai

Jakarta Selatan Telp. (021)
5264517 Fax. (021)
5205310 atau melalui
website
www.ditjenpp.kemenkumh
am.go.id.
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10.

11.

12.

Direktur untuk
mendapatkan persetujuan
(bila ada koreksi
dikembalikan)

Pelayanan Konsultasi
dilaksanakan dengan
dihadiri dan dipimpin oleh
Direktur atau yang
mewakili, kasi, dan JFU/JFt
Direktorat Fasilitasi
Perancangan Peraturan
Daerah dan Pembinaan
Perancang Peraturan
perundang-undangan,
serta pemohon layanan
konsultasi

Kasi melalui Kasubdit
menyampaikan hasil
pelaksanaan konsultasi
kepada Direktur

Direktur memeriksa dan
memaraf hasil kegiatan
Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah
menyerahkan kepada
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-
undangan menyetujui dan
menandatangani hasil
kegiatan Fasilitasi
Perancangan Peraturan
Daerah
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APLIKASI
PENILAIAN ANGKA
KREDIT
PERANCANG
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

1. Aksesibilitas
Bahwa pelayanan di
Direktorat Fasilitasi
Perancangan
Peraturan Daerah dan
Pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-
undangan mudah
diakses oleh
masyarakat.

2. Profesionalitas
Pelayanan yang
tersedia di Direktorat
Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah dan
Pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-
undangan dilakukan
oleh ASN yang
professional dan
memiliki kemampuan
di bidang
pembentukan
peraturan perundang-
undangan dan
teknologi informasi.
3. Akuntabilitas

Data dan Informasi
tersampaikan dengan
cepat, tepat, lengkap,
mutakhir, dan dapat
dipertanggungjawabk
an

Sistem Pengelolaan

FOTH - e
Pergesns Pa B, g B B b
Ao Maghd Ut Ay

B L
- - - T -

Mekanisme Hak Akses Pengguna
Pengguna terdiri atas :

e Perancang

e Atasan langsung perancang

e Sek. Tim penilai

Jangka
waktu
pelaksanaan
penilaian
angka kredit
Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan
secara
elektronik
(mulai dari
pembuatan
daftar
usulan
penetapan
angka kredit
hingga
penerbitan
konsep
penetapan
angka
kredit)
tergantung
dari
kesiapan
masing-
masing
pengguna.

Tidak
dipungut
biaya

Penilaian angka
kredit Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan secara
elektronik

"1. Pengaduan, saran, dan
masukan dapat
disampaikan secara tertulis
langsung melalui aplikasi;
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e Tim penilai

Pengguna dapat mengakses Aplikasi
PAK Perancang melalui akun yang
terdaftar dalam Sistem Informasi JF
Perancang.

Login:

Halaman login merupakan pintu
gerbang untuk masuk ke dalam
aplikasi.

Aplikasi PAK Perancang

Penggunaan Aplikasi PAK Perancang
meliputi:

a. penyusunan daftar usulan penetapan
Angka Kredit;

b. penyusunan berita acara penetapan
Angka Kredit; dan

C. penyusunan konsep penetapan
Angka Kredit.

Penyusunan Daftar Usulan Penetapan
Angka Kredit

Penyusunan Berita Acara Penetapan
Angka Kredit
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Penyusunan konsep penetapan Angka
Kredit

= ol

Aplikasi PAK Perancang dibangun untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penilaian Angka Kredit Perancang serta
sebagai media pelaksanaan penilaian
Angka Kredit Perancang secara
elektronik

Layanan yang dapat diakses oleh
pengguna adalah pelaksanaan penilaian
Angka Kredit Perancang secara
elektronik yang terintgrasi dengan
Sistem Informasi JF Perancamg

APLIKASI SISTEM
INFORMASI
JABATAN
FUNGSIONAL
PERANCANG
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

1. Aksesibilitas
Bahwa pelayanan di
Direktorat Fasilitasi
Perancangan
Peraturan Daerah dan
Pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-
undangan mudah

Sistem Pengelolaan

- ey

pengguna terdiri atas :

e Perancang

e Atasan langsung perancang
e Sek. Tim penilai

e Tim penilai

Jangka
waktu
pembuatan
akun
pengguna
dilakukan
palng lambat
1 (tsatu)
hari kerja
terhitung
sejak
permohonan
diterima
secara
lengkap.

Tidak
dipungut
biaya

Data dan
Informasi
mengenai
Jabatan
Fungsional
Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan

"1. Pengaduan, saran dan
masukan dapat
disampaikan secara
langsung kepada atasan
yang bersangkutan.
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diakses oleh
masyarakat.

2. Profesionalitas
Pelayanan yang
tersedia di Direktorat
Fasilitasi Perancangan
Peraturan Daerah dan
Pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-
undangan dilakukan
oleh ASN yang
professional dan
memiliki kemampuan
di bidang
pembentukan
peraturan perundang-
undangan dan
teknologi informasi.
3. Akuntabilitas

Data dan Informasi
tersampaikan dengan
cepat, tepat, lengkap,
mutakhir, dan dapat
dipertanggungjawabk
an

- - e — ———

Prosedur Pemutakhiran Data dan
Informasi Pengguna

Data dan informasi pengguna diisi dan
diubah secara mandiri dengan
mengunggah salinan dokumen asli.

Data dan Informasi Pen%;una

Layanan yang dapat diakses oleh
Instansi Pembina dan pengguna adalah
data dan informasi pengguna, serta
aplikasi lainnya mengenai pembinaan
Perancang yang terintgrasi dengan
Sistem Informasi JF Perancamg

Layanan yang dapat diakses oleh
instansi pusat, instansi daerah, dan
masyarakat:

a. jumlah Perancang secara nasional;
b. jumlah Perancang di Instansi Pusat
dan Instansi Daerah;

c. jumlah Perancang berdasarkan
jabatan;
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d. data dan informasi lain yang terkait
dengan pembinaan Jabatan Fungsional
Perancang.

Data dan informasi Perancang dapat
digunakan sebagai bahan dalam:

a. pembinaan kompetensi dan pola
karier Perancang;

b. penilaian Angka Kredit Perancang;
c. penyusunan formasi Jabatan
Fungsional Perancang;

d. akreditasi lembaga pelatihan calon
pejabat fungsional Perancang; dan

e. hal lain yang terkait dengan
pembinaan Jabatan Fungsional
Perancang.

Mekanisme Hak Akses Pengguna

Login:

Halaman login merupakan pintu
gerbang untuk masuk ke dalam
aplikasi.

SISTEM INFORMASI
JABATAN FUNGSIONAI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
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Melalui aplikasi Sistem Informasi JF
Perancang, instansi Pembina, instansi
pengguna, pengguna, dan masyarakat
dapat memperoleh data dan informasi
mengenai Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-
undangan.

PENILAIAN ANGKA

KREDIT
PERANCANG
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
SECARA
ELEKTRONIK
Pengguna :

e Perancang

e Atasan langsung
perancang

e Sekretariat Tim
Penilai (Jika Ada)
e Tim penilai (Jika
Ada)

1. Pengguna log-in melalui akun dalam
Sistem Informasi JF Perancang
Peraturan Perundang-undangan

2. Pengguan berperan sesuai dengan
perannya dalam melakukan proses
penilaian angka kredit secara elektronik
"3. Kasubdit yang membidangi
penilaian angka kredit melaksanakan
Disposisi Direktur, memerintahkan
Kasie untuk menyiapkan

Konsep Penetapan Angka Kredit (PAK)

"4, Super Administrator dan
administrator hanya berperan sebagai
pemelihara dan pengembang aplikasi
penilaian angka kredit secara elektronik

5. JFU menyiapkan Konsep Penetapan
Angka Kredit (PAK)

"6. Kasie yang membidangi penilaian
angka kredit mengoreksi

Konsep Penetapan Angka Kredit (PAK)

"7. Kasubdit yang membidangi
penilaian angka kredit mengoreksi
Konsep Penetapan Angka Kredit (PAK)

Berdasarkan
kinerja
masing-
masing
Pengguna

Tidak
dipungut
biaya

Sebagai media
penilaian angka
kredit Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan secara
elektronik

"1. Pengaduan, saran, dan
masukan dapat
disampaikan secara tertulis
melalui email: helpdesk.e-
perancang@kemenkumha
m.go.id
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8. Direktur memberikan paraf jika
menyetujui Konsep Penetapan Angka
Kredit (PAK), jika tidak disetujui
dikembalikan ke Kasubdit untuk
diperbaiki

9. Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan menandatangani
Penetapan Angka Kredit (PAK)

PENYIAPAN BAHAN | 1. Kementerian/Lembaga dan 3 hari kerja Tidak Berita Acara "1. Pengaduan, saran, dan
PENILAIAN ANGKA | Pemerintah Daerah menyampaikan dipungut Penetapan masukan dapat
KREDIT Daftar Usul Penetapan Angka Kredit biaya Angka Kredit disampaikan secara tertulis
PERANCANG (DUPAK) Perancang Peraturan (BAPAK) Jabatan | kepada Instansi Pembina
PERATURAN Perundang-undangan Fungsional "
PERUNDANG- Perancang
UNDANGAN 2. Instansi Pembina menyiapkan dan Peraturan 2. Pejabat yang
Sekretariat Tim mengoreksi bahan penilaian angka Perundang- membidangi pembinaan
Penilai Angka Kredit kredit jabatan Perancang Peraturan undangan Perancang Peraturan
Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Perundang-undangan
Perundang- undangan | instansi pengusul menelaah dan memberikan
"3. Instansi Pembina mengeluarkan arahan dalam merespons
Berita Acara Penetapan Angka Kredit Pengaduan, saran, dan
(BAPAK) Jabatan Fungsional Perancang masukan
Peraturan Perundang-undangan 3. Pejabat yang
" membidangi penyiapan
bahan penilaian angka
kredit Perancang Peraturan
Perundang-undangan
melakukan perbaikan
dan/atau memberikan
keterangan atas
Pengaduan, saran, dan
masukan.
PENETAPAN ANGKA | 1. Direktur Jenderal Peraturan 5 hari kerja Tidak Penetapan "1. Pengaduan, saran, dan
KREDIT Perundang-undangan memerintahkan dipungut Angka Kredit masukan dapat
PERANCANG Direktur untuk menyusun Konsep biaya (PAK) jabatan disampaikan secara tertulis
PERATURAN Penetapan Angka Kredit (PAK) fungsional melalui email: helpdesk.e-
PERUNDANG- Perancang perancang@kemenkumha
UNDANGAN 2. Direktur memerintahkan Kasubdit Peraturan m.go.id
Pengguna : yang membidangi penilaian angka Perundang- "
¢ Perancang kredit untuk menyusun Konsep undangan

¢ Atasan langsung
perancang

e Sekretariat Tim
Penilai (Jika Ada)
e Tim penilai (Jika
Ada)

Penetapan Angka Kredit (PAK)

"3. Kasubdit yang membidangi
penilaian angka kredit melaksanakan
Disposisi Direktur, memerintahkan
Kasie untuk menyiapkan

Konsep Penetapan Angka Kredit (PAK)

2. Super Administrator
menelaah dan memberikan
arahan dalam merespons
Pengaduan, saran, dan
masukan
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"4 Kasie yang membidangi penilaian
angka kredit melaksanakan Disposisi
Kasubdit, memerintahkan JFU untuk
menyiapkan Konsep Penetapan Angka
Kredit (PAK)

5. JFU menyiapkan Konsep Penetapan
Angka Kredit (PAK)

"6. Kasie yang membidangi penilaian
angka kredit mengoreksi

Konsep Penetapan Angka Kredit (PAK)

"7. Kasubdit yang membidangi
penilaian angka kredit mengoreksi
Konsep Penetapan Angka Kredit (PAK)

8. Direktur memberikan paraf jika
menyetujui Konsep Penetapan Angka
Kredit (PAK), jika tidak disetujui
dikembalikan ke Kasubdit untuk
diperbaiki

9. Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan menandatangani
Penetapan Angka Kredit (PAK)

3. Administrator
melakukan perbaikan
dan/atau memeberikan
keterangan atas
Pengaduan, saran, dan
masukan.

PEMBINAAN TIM
PENILAI ANGKA
KREDIT
PERANCANG
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

Tim Penilai Perancang
Peraturan Perundang-
undangan, dan
Perancang Peraturan
Perundang-undangan

1. Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah menyampaikan
surat permohonan pembinaan tim
penilai angka kredit Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-
undangan

2. Instansi Pembina menyiapkan dan
mengoreksi bahan kegiatan tim penilai
angka kredit Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-
undangan

3. Instansi Pembina berkoordinasi
dengan Instansi yang melakukan
permohonan pembinaan tim penilai
angka kredit Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-
undangan

"4 .Instansi Pembina melaksanakan
kegiatan pembinaan tim penilai angka

9 hari kerja

Tidak
dipungut
biaya

pembinaan tim
penilai angka
kredit Jabatan
Fungsional
Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan

1. Pengaduan, saran, dan
masukan dapat
disampaikan secara tertulis
kepada Instansi Pembina

2. Pejabat yang
membidangi pembinaan
Perancang Peraturan
Perundang-undangan
menelaah dan memberikan
arahan dalam merespons
Pengaduan, saran, dan
masukan

3. Pejabat yang
membidangipembinaan tim
penilai angka kredit
Perancang Peraturan
Perundang- undangan
melakukan perbaikan
dan/atau memeberikan
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kredit Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang- undangan

keterangan atas
Pengaduan, saran, dan
masukan.

REKOMENDASI "1.Kementerian/Lembaga dan 5 hari kerja Tidak "Rekomendasi 1. Pengaduan, saran, dan
FORMASI Pemerintah Daerah mengusulkan dipungut Formasi masukan dapat
PERANCANG formasi jabatan Perancang Peraturan biaya disampaikan secara tertulis
PERATURAN Perundang-undangan di kepada Instansi Pembina
PERUNDANG- lingkungannya sesuai dengan ketentuan
UNDANGAN peraturan perundangundangan kepada 2. Pejabat yang
Kementerian/ Instansi Pembina " membidangi pembinaan
Lembaga dan Perancang Peraturan
Pemerintah Daerah 2.Instansi Pembina melakukan Perundang-undangan
verifikasi dan validasi atas usul formasi menelaah dan memberikan
jabatan Perancang Peraturan arahan dalam merespons
Perundang-undangan di lingkungan Pengaduan, saran, dan
instansi pengusul masukan
"3. Instansi Pembina mengeluarkan 3. Pejabat yang
surat rekomendasi formasi membidangipembinaan tim
jabatan Perancang Peraturan penilai angka kredit
Perundang-undangan di lingkungan Perancang Peraturan
instansi pengusul dan menyampaikan Perundang- undangan
surat rekomendasi tersebut melakukan perbaikan
kepada instansi pengusul" dan/atau memeberikan
keterangan atas
Pengaduan, saran, dan
masukan.
PENGUNDANGA | "1. Aksesibilitas Mekanisme permohonan pengundangan | 1 (satu) hari | Tidak pengundangan "1. Pengaduan, saran, dan
N PERATURAN Bahwa pelayanan di dalam Lembaran Negara Republik dipungut peraturan masukan dapat
PERUNDANG- Subdit Pengundangan | Indonesia dan Tambahan Lembaran biaya perundang- disampaikan secara tertulis
UNDANGAN Peraturan Perundang- | Negara Republik Indonesia undangan langsung melalui aplikasi;

Undangan Direktorat
Pengundangan,
Penerjemahan, dan
Publikasi Peraturan
Perundang-undangan
mudah dipahami dan
dimengerti oleh
Kementerian/Lembag
a

2. Profesionalitas

TS AP VAL UM SR N
TC B ML wann | WA

v maan e Eem—

Permohonan disérhpaikan oleh
Kementerian/lembaga secara tertulis
kepada Menteri Hukum dan HAM cq
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Pelayanan yang
tersedia di Subdit
Pengundangan
Peraturan Perundang-
Undangan Direktorat
Pengundangan,
Penerjemahan, dan
Publikasi Peraturan
Perundang-undangan
dilakukan oleh ASN
yang professional dan
memiliki kemampuan
di bidang
pembentukan
peraturan perundang-
undangan.

3. Akuntabilitas
Informasi
tersampaikan dengan
cepat, tepat, lengkap,
dan dapat
dipertanggungjawabk
an

Dirjen Peraturan Perundang-undangan
dengan persyaratan:

a. 2 (dua) naskah asli;

b. 1 (satu) softcopy naskah asli; dan
c. 1 (satu) foto kopi naskah asli.

Pemeriksaan oleh Dirjen Peraturan
Perundang-undangan dilakukan
terhadap:

a. surat permohonan pengundangan;
b. kesesuaian naskah asli dengan
softcopy naskah asli;

c. lampiran analisis kesesuaian antara
Peraturan Perundang-undangan; dan
d. surat selesai harmonisasi (untuk
peraturan lembaga)

Mekanisme permohonan pengundangan
Berita Negara Republik Indonesia dan
Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia

Ta T8 CAN VDAL ATEU OO M
TR A e B TR

Permohonan disampaikan oleh
Kementerian/lembaga secara tertulis
kepada Menteri Hukum dan HAM cq
Dirjen Peraturan Perundang-undangan
dengan persyaratan disertai dengan:
a. 2 (dua) naskah asli;

b. 1 (satu) softcopy naskah asli; dan
c. 1 (satu) foto kopi naskah asli.

Pemeriksaan Dirjen Peraturan
Perundang-undangan dilakukan
terhadap:

a. surat permohonan pengundangan;
b. kesesuaian naskah asli dengan
softcopy naskah asli;

c. lampiran analisis kesesuaian antara
Peraturan Perundang-undangan; dan
d. surat selesai harmonisasi.
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Mekanisme permohonan Penerbitan
Berita Negara Republik Indonesia
terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi.

L O L R -
Bl A T8 B e 2O

e

"Permohonan Penerbitan disampaikan
oleh Ketua Mahkamah Konstitusi secara
tertulis kepada Dirjen Peraturan
Perundang-undangan dengan
persyaratan disertai dengan:

a. 2 (dua) salinan naskah asli; dan b.
1 (satu) soft copy naskah asli,

yang sudah tertera barcode tanda
tangan digital Panitera pada Putusan
Mahkamah Konstitusi.

Pemeriksaan Dirjen Peraturan
Perundang-undangan dilakukan
terhadap:

a. pemeriksan kelengkapan dokumen;
dan

b. pemeriksaan kesesuaian antara
salinan naskah asli dengan soft copy
naskah asli
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3.Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JENIS PRODUK SISTEM METODE DAN PRODUK | PENANGANAN PENGADUAN
NO| = avanan PERSYARATAN PROSEDUR JANGKA WAKTU |BIAYA TARIF| | AvANAN SARAN DAN MASUKAN
I.  AYANAN BIDANG KEPERDATAAN

L. PERDATA UMUM

1

Pemberian Salinan
Keputusan Menteri
yang Berkaitan
dengan Hukum
Perorangan yaitu
Perizinan,
Perubahan atau
Penambahan Nama
Keluarga yang
Hilang atau Rusak

1

2.

3.

4.

. Fotokopi Keputusan

Menteri Kehakiman
tentang perubahan
nama;

Surat Permohonan

bermaterai Rp.6000,-;

Fotokopi Kartu Tanda
Pengenal;

Surat Tanda Bukti
Lapor Kehilangan
Barang dari Kantor
Kepolisian;

. Surat Pernyataan
bermaterai Rp. 6.000,-

dari Pemohon tentang
salinan ganti nama;

. Fotokopi Berita Negara

yang telah dilegalisir
oleh Percetakan
Negara Republik
Indonesia;

. Surat Kuasa

Bermaterai Rp.
10.000,- jika
dikuasakan.

lanual dan Prosedur

emberian Salinan Keputusan

lenteri yang Berkaitan
engan Hukum Perorangan
aitu Perizinan, Perubahan
tau Penambahan Nama
eluarga yang Hilang atau
usak :

1. Permohonan salinan
ganti nama diajukan
kepada Direktur
Perdata;

2. Berkas permohonan
masuk melalui loket;

3. Petugas pelaksana
memproses (mengecek
kelengkapan)
kelengkapan dan proses
lebih lanjut;

4. Permohonan yang sudah
memenuhi persyaratan
dan sudah sesuai dengan
data pembanding akan
dibuatkan konsep salinan
ganti nama;

5. Konsep Salinan ganti
nama diperiksa dan
dibubuhi paraf oleh
kepala Subdit Hukum
Perdata Umum kemudian
disampaikan kepada
Direktur Perdata untuk
ditandatangani;

6. Penyampaian salinan
ganti nama yang sudah

ditandatangani

14 (empat belas)
hari kerja

Rp. 0,-

Salinan Surat
Keputusan
Menteri Hukum
dan HAM Tentang
Ganti Nama

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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diserahkan kepada
pemohon melalui loket.

Permohonan
Mempekerjakan
IAdvokat Asing

Mengajukan Surat
Permohonan kepada
Menteri Hukum dan
HAM dengan
tembusan kepada
Menteri Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi,
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum dan Direktur
Perdata.
Rekomendasi dari
Organisasi Advokat
Indonesia
Perjanjian Kerja
antara Kantor Advokat
Indonesia dengan
Advokat Asing yang
akan dipekerjakan
yang dilegalisir oleh
Notaris
Program tentang
rencana pemberian
jasa hukum secara
Cuma-Cuma secara
tertulis
Data lengkap dari

. Advokat Asing

tersebut yakni :

a. Asli Riwayat Hidup

b. Fotokopi Ijazah
(yang dilegalisir
oleh Kedutaan
Besar Republik
Indonesia di
negara Advokat
Asing berasal)

C. Asli Surat
Keterangan

sebagai pengacara

aktif (yang
dikeluarkan oleh
ocial resmi dan
telah dilegalisasi
oleh KBRI di

Pemohon mengajukan
Berkas Permohonan yang
sudah lengkap diajukan
kepada Menteri Hukum
dan HAM RI, dengan
tembusan kepada Dirjen
AHU dan Direktur Perdata;
Seluruh berkas masuk
melalui loket pelayanan;
Petugas pelaksana
memproses (mengecek
kelengkapan) kelengkapan
dan proses lebih lanjut;
Calon Advokat Asing wajib
memaparkan secara
langsung kepada Direktur
Jenderal mengenai
program jasa hukum
Cuma-Cuma yang akan
diberikan kepada dunia
pendidikan dan penelitian
hukum;

Permohonan yang
memenuhi persyaratan
dibuatkan konsep SK
Persetujuan
mempekerjakan advokat
asing dari Menteri Hukum
dan HAM untuk kemudian
di paraf oleh Direktur
Perdata;

Konsep SK persetujuan
mempekerjakan advokat
asing dari KEMENKUMHAM
yang telah dibubuhi paraf
Direktur Perdata
dikirimkan ke Dirjen
Administrasi Hukum
Umum untuk
ditandatangani;

SK persetujuan
mempekerjakan advokat
asing yang sudah
ditandatangani oleh Dirjen
Administrasi Hukum

21 (dua puluh satu)
hari kerja

Setelah dokumen
lengkap

Xp.17.000.000,

ber orang per
ahun

Berdasarkan
eraturan
emerintah
Nomor

»8 Tahun 2019
'entang Jenis
Dan Tarif Atas
enis
enerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
ementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia

Surat Keputusan
Menteri Hukum
dan HAM RI
tentang
Persetujuan
Mempekerjakan
IAdvokat Asing

Email:

ts@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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negara Advokat
Asing berasal)

. asli surat
keterangan
sebagai anggota
organisasi profesi
hukum yang telah
dilegalisasi oleh
Kedutaan Besar
Republik
Indonesia di
negara Advokat
Asing berasal

. asli surat
keterangan tidak
dicegah dan
ditangkal dari
Direktorat
Jenderal
ImigrasiFotokopi
Paspor

fotokopi paspor
yang masih
berlaku

. pas foto terbaru
berwarna dengan
latar belakang
berwarna merah
ukuran 4 cm x 6
cm (empat
sentimeter kali
enam sentimeter)
sebanyak 4
(empat) lembar

. bukti setoran

pembayaran
penerimaan
negara bukan
pajak pada bank
yang ditunjuk oleh
Menteri; dan
nomor pokok
wajib pajak atas
nama Kantor
Advokat
Program tentang
rencana
pemberian jasa
hukum secara
Cuma-Cuma

Umum diserahkan kepada
Pemohon melalui loket
pelayanan;

Permohonan yang tidak
memenuhi persyaratan
dibuatkan Surat
Pemberitahuan untuk
dikirim ke Kantor Advokat
yang mengajukan
permohonan untuk
melengkapi persyaratan.
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secara tertulis.

Permohonan
Perpanjangan
Mempekerjakan
IAdvokat Asing

. Asli Surat Permohonan

yang ditandatangani di
atas materai;

. Asli Rekomendasi dari

Organisasi Advokat
yang ada di Indonesia;

. Asli Perjanjian Kerja

antara Kantor Advokat
Indonesia dengan
Advokat Asing yang
akan dipekerjakan
yang dilegalisir oleh
Notaris;

. Data lengkap dari

Advokat Asing

tersebut yakni :

a. Asli Riwayat Hidup;

b. fotokopi ijazah;

c. fotokopi surat
keterangan
sebagai pengacara
aktif yang
dikeluarkan oleh
lembaga resmi dan
telah dilegalisir
oleh Kedutaan
Besar Republik
Indonesia di
negara Advokat
Asing berasal atau
di kedutaan besar
negara Advokat
Asing berasal;

d. fotokopi surat
keterangan
sebagai anggota
organisasi profesi
hukum yang telah
dilegalisir oleh
Kedutaan Besar
Republik Indonesia
di negara Advokat
Asing berasal atau
di kedutaan besar
negara Advokat
Asing berasal;

Pemohon mengajukan
Berkas Permohonan
yang sudah lengkap
diajukan kepada Menteri
Hukum dan HAM RI,
dengan tembusan
kepada Dirjen AHU dan
Direktur Perdata;
Seluruh berkas masuk
melalui loket;

Petugas pelaksana
memproses (mengecek
kelengkapan)
kelengkapan dan proses
lebih lanjut;
Permohonan yang
memenuhi persyaratan
dibuatkan konsep SK
Persetujuan
perpanjangan
mempekerjakan advokat
asing dari
KEMENKUMHAM untuk
kemudian di paraf oleh
Direktur Perdata;
Konsep SK persetujuan
perpanjangan
mempekerjakan advokat
asing dari
KEMENKUMHAM yang
telah dibubuhi paraf
Direktur Perdata
dikirimkan ke Dirjen
Administrasi Hukum
Umum untuk
ditandatangani;

SK persetujuan
perpanjangan
mempekerjakan advokat
asing yang sudah
ditandatangani oleh
Dirjen Administrasi
Hukum Umum
diserahkan kepada
Pemohon melalui loket;
Permohonan yang tidak

14 (empat belas)
hari kerja

%p.17.000.000,

ber orang per
ahun

Berdasarkan
eraturan
emerintah
Nomor

»8 Tahun
»019 Tentang
enis Dan Tarif
\tas Jenis
enerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
ementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia

Surat Keputusan
Menteri Hukum
dan HAM RI
tentang
Persetujuan
Perpanjangan
Mempekerjakan
IAdvokat Asing

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
Media ocial:

[G: ditjen_ahu

Line: @ditjenahu
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e. asli surat
keterangan tidak
dicegah dan
ditangkal dari
Direktorat Jenderal
Imigrasi;

f. Fotokopi Paspor
yang masih
berlaku;

g. Pas Photo terbaru
berwarna dengan
latar belakang
merah ukuran 4
cm X 6 cm
sebanyak 4
(empat) lembar;

h. Bukti setoran
pembayaran
penerimaan
Negara bukan
pajak pada bank
yang ditunjuk oleh
Menteri; dan

i. Nomor Pokok
Wajib Pajak atas
nama Kantor
Advokat dan atas
nama Advokat
Asing; dan

j. Surat keterangan
yang menyatakan

bahwa Advokat
Asing telah
melaksanakan
pemberian jasa
hukum secara
Cuma- Cuma
kepada dunia
pendidikan dan
penelitian hokum,
paling sedikit 100
(seratus) jam per
tahun.

memenuhipersyaratan
dibuatkan Surat
Pemberitahuan untuk
dikirim ke Kantor
Advokat yang
mengajukan
permohonan untuk

melengkapi persyaratan.

Permohonan Calon L. Surat Permohonan 1. Pemohon mengajukan 3 (tiga) hari kerja Rp. 500.000,- [Tanda terima Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Penerjemah ditujukan kepada Berkas Permohonan yang er- permohonan calon
Tersumpah Menteri dibuat secara sudah lengkap diajukan ermohonan penterjemah Email:

tertulis dalam 2 (dua) kepada Menteri Hukum tersumpah s@ahu.go.id
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rangkap dan
ditandatangani oleh
pemohon diatas
materai.

. Permohonan

melampirkan
dokumen pendukung
sebagai berikut :

a.

b.

fotokopi Kartu
Tanda Penduduk;
fotokopi sertifikat
kelulusan Ujian
Kualifikasi
Penerjemah
(UKP) yang telah
dilegalisasi oleh
Lembaga
Sertifikasi
Profesi;

fotokopi Nomor
Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
yang telah
dilegalisasi oleh
pejabat yang
berwenang;

asli surat
keterangan sehat
rohani/jiwa dari
dokter atau
psikiater rumah
sakit pemerintah;
asli surat
pernyataan tidak
dalam status
tersangka,
terdakwa,
maupun
terpidana;

surat pernyataan
tidak berstatus
sebagai pegawai
negeri, pejabat
negara, advokat,
atau tidak
sedang
memangku

dan HAM RI, dengan
tembusan kepada Dirjen
AHU dan Direktur
Perdata;

. Seluruh berkas masuk

melalui loket

. Petugas pelaksana

memproses (mengecek
kelengkapan)
kelengkapan dan proses
lebih lanjut;

. Berkas permohonan yang

lengkap akan diterbitkan
tanda terima permohonan
berkas permohonan yang
tidak lengkap akan
diberikan pemberitahuan
melalui pos surat atau
elektronik.

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
ahun 2019
'fentang Jenis
Dan Tarif Atas
enis
enerimaan
Negara Bukan
ajak Yang
Berlaku Pada
ementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Mlanusia

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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jabatan lain yang
oleh undang-
undang dilarang
untuk dirangkap;
. pasfoto terbaru
berwarna dengan
latar belakang
berwarna putih
ukuran 4 x 6
sebanyak 2 (dua)
lembar;

. bukti setoran

pembayaran
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak pada bank
yang ditunjuk
oleh Menteri;
keterangan
tertulis yang
dibuat dan
ditandatangani
sendiri oleh
pemohon
tentang alamat
lengkap
korespondesi,
telepon dan/atau
faksimili yang
dapat dihubungi,
serta alamat
surat
elektronik/email;
dan

surat kuasa yang
ditandatangani
oleh pemohon
diatas materai,
dalam hal
permohonan
yang
disampaikan
pemohon
melalui
kuasanya.
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Pengangkatan
Calon Penerjemah
Tersumpah

1. Surat Permohonan

ditujukan kepada
Menteri dibuat
secara tertulis
dalam 2 (dua)
rangkap dan
ditandatangani oleh
pemohon diatas
materai.

. Permohonan

melampirkan

dokumen

pendukung sebagai
berikut :

a. fotokopi Kartu
Tanda Penduduk;

b. fotokopi sertifikat
kelulusan Ujian
Kualifikasi
Penerjemah
(UKP) yang telah
dilegalisasi oleh
Lembaga
Sertifikasi
Profesi;

c. fotokopi Nomor
Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
yang telah
dilegalisasi oleh
pejabat yang
berwenang;

d. asli surat
keterangan sehat
rohani/jiwa dari
dokter atau
psikiater rumah
sakit
pemerintah;

e. asli surat
pernyataan tidak
dalam status
tersangka,
terdakwa,
maupun
terpidana;

f. surat pernyataan

Pemohon melengkapi
persyaratan permohonan;
permohonan yang
memenuhi persyaratan
dibuatkan konsep SK
Pengangkatan
Penerjemah Tersumpah
dari Kementerian Hukum
dan HAM
(Kemenkumham) untuk
kemudian diparaf oleh
Direktur Perdata;

Konsep SK Pengangkatan
Penerjemah Tersumpah
dari Kemenkumham yang
telah dibubuhi paraf
Direktur Perdata
dikirimkan ke Dirjen
Administrasi Hukum
Umum untuk
ditandatangani atas nama
Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

Direktur Perdata
membuat surat pengantar
kepada Pemohon
Penerjemah Tersumpah,
dengan tembusan ke
beberapa instansi;

SK Pengangkatan
Penerjemah Tersumpah
dari KEMENKUMHAM dan
surat pengantar yang
telah ditandatangani
dapat diambil oleh
pemohon dan dikenakan
biaya sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bidang Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

3 (tiga) hari kerja

Xp. 2.000.000,-

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
rahun 2019
'fentang Jenis
Dan Tarif Atas
enis
enerimaan
Negara Bukan
ajak Yang
Berlaku Pada
ementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Mlanusia

urat Keputusan
enteri Hukum dan
AM tentang
engangkatan
enterjemah
ersumpah

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
Media ocial:
[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU

Line: @ditjenahu
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tidak berstatus
sebagai pegawai
negeri, pejabat
negara, advokat,
atau tidak
sedang
memangku
jabatan lain yang
oleh undang-
undang dilarang
untuk dirangkap;
. pasfoto terbaru
berwarna dengan
latar belakang
berwarna putih
ukuran 4 x 6
sebanyak 2 (dua)
lembar;

. bukti setoran
pembayaran
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak pada bank
yang ditunjuk
oleh Menteri;
keterangan
tertulis yang
dibuat dan
ditandatangani
sendiri oleh
pemohon
tentang alamat
lengkap
korespondesi,
telepon dan/atau
faksimili yang
dapat dihubungi,
serta alamat
surat
elektronik/email;
dan

surat kuasa yang
ditandatangani
oleh pemohon
diatas materai,
dalam hal
permohonan
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yang
disampaikan

pemohon
melalui
kuasanya.
Pengambilan Surat Keputusan L. Pemohon penerjemah 90 (ocialr puluh)  [Rp.2.500.000,-Berita Acara Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Sumpah/Janji Pengangkatan Tersumpah mengajukan hari sejak SK Sumpah
Penerjemah Penerjemah permohonan pengambilan diterbitkan Berdasarkan |Perteriemah Email:
Tersumpah Tersumpah dari sumpah kepada Direktur Perat Tersumpah ts@ahu.go.id
Kemenkumham; Jenderal AHU; eraturan numas@ahu.go.id
Surat pengantar dari . Direktur Jenderal AHU Pemerintah
Direktur Perdata yang | memeriksa persyaratan Nomor 28 CS: 1500105
Pengambilan sumpah/janji Tahun 2019

telah ditandatangani.

penerjemah tersumpah;

. Pemanggilan pemohon

penerjemah tersumpah
untuk pengambilan

Tentang Jenis
Dan Tarif Atas
Jenis

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

sumpah/janji penerjemah Penerimaan FB: Humas Ditjen AHU
tersumpah melalui surat Negara Bukan
resmi; o Pajak Yang Fwitter: ahu_kemenkumham
fi. Pengambilan sumpah/janji Berlaku Pada
oleh Menteri. Kementerian Line: @ditjenahu
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia
Legalisasi Spesimen|1. Surat Permohonan L. Permohonan dilakukan 3 - 24 jam (tiga - |Rp.50.000,- [Stiker legalisasi Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Tanda Tangan Legalisasi Elektronik secara online dengan sampai dua puluh yang dikeluarkan
(Alegtron) 2. Dokumen yang sudah membuka website empat) jam setelah [per- dokumen |pleh Direktorat  Email:
di Scan www.ahu.go.id permohonan masuk Jenderal cs@ahu.go.id
3. Identitas pemohon b, pemohon membuka Aplikasi ke sistem Berdasarkan |administrasi numas@ahu.go.id
yang sudah di Scan Legalisasi Elektronik Peraturan Hukum Umum
4. Surat Kuasa yang (Alegtron) Pemerintah  |(yang akan CS: 1500105
sudah di Scan (bila B pemohon mendaftar dan Nomor dilekatkan pada
permohonan mengisi Lembar 28 Tahun dokumen Media ocial:
d|wal§|lkan) _ Permohonan Layanan 201_9 Tentang |pemohon)
5. Identitas pemberi _ Legalisasi Elektronik Jen!s Dan [G: ditjen_ahu
éuasa yang sudah di 1 Pemohon memasukan Tarl_f Atas
can dokumen dan persyaratan Jenis FB: Humas Ditjen AHU
6. ;empar dengan mengunggah Penerimaan
pecimen yang dokumen ke dalam aplikasi Negara Bukan Frwitter: ahu_kemenkumham
?gﬁ:h di Scan 5. Petugas dan pejabat PaJTkkYang )
diperlukan) layanan legalisasi Eera utPgda Line: @ditjenahu
7. Bukti melakukan verifikasi Herlpenrl eDr|ann
' Pembayaran dokumen pemohon HukL,lAs sia
PNBP untuk b. Sistem akan mengeluarkan a a
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pengambilan voucher PNBP. Manusia
stiker legalisasi V. Pemohon melakukan
pembayaran voucher PNBP
pada bank Persepsi
B. Pemohon mengambil stiker
legalisasi elektronik pada
Loket Layanan Direktorat
Jenderal AHU.
8 |Legalisir . Surat Permohonan L. Pemohon mengisi Form 2 - 3 (dua - tiga) [Rp.0,- Pemberian Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Legalisir Permohonan di loket hari sejak Legalisir pada
. Surat Kuasa bila P. Pemohon memasukan form [permohonan Dokumen yang Email:
diwakilkan permohonan dan berkas ke [diterima dikeluarkan oleh ts@ahu.go.id
. Foto Copy KTP loket Direktorat numas@ahu.go.id
(termasuk yang B. Petugas memproses Jenderal AHU
memberi kuasa) (pengecekan dan verifikasi) CS: 1500105
. Copy dokumen + 1 1. Pemohon mengambil
untuk arsip. dokumen di loket (Apabila Media ocial:
(maksimal 6 sudah selesai)
lembar). [G: ditjen_ahu
FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham
Line: @ditjenahu
9 |Legal Opinion . Surat permohonan L. Menteri Keuangan c.q. 14 (empat belas) |[Rp.0,- Legal Opinion Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

terkait
Pinjaman/Hibah
Luar Negeri

penerbitan legal
opinion dari Menteri
Keuangan melalui
Ditjen Pengelolaan
Pembiayaan dan
Risiko Kementerian
Keuangan;

. Summary of the
Agreement dari Ditjen
Pengelolaan
Pembiayaan dan
Risiko Kementerian
Keuangan.

™~

Ditjen Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko
mengajukan permohonan
penerbitan legal opinion
kepada Menteri Hukum dan
HAM;

. Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum
menyiapkan konsep legal
opinion sesuai dengan
Summary of Agreement
untuk kemudian
ditandatangani Menteri
Hukum dan HAM dengan
melampirkan surat
permohonan penerbitan LO.

hari kerja

yang
ditandatangani
oleh Menteri
Hukum dan HAM

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

2. BADAN HUKUM

A. PERSEROAN TERBATAS
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PENDIRAN
PERSEROAN
TERBATAS
Persetujuan

Pemakaian Nama

dan Pengesahan
Badan Hukum

Perseroan Terbatas

FW

Permohonan melalui
Notaris kepada
Menteri;

Permohonan diajukan
melalui Sistem
Administrasi Badan
Hukum (SABH);

Akta Pendirian;
Pengisian data Pemilik
Manfaat (BO) jika
sudah dapat
menentukan;

Bukti setor modal jika
sudah ada.

=

Permohonan pendirian
badan hukum Perseroan
Terbatas melalui Notaris
melalui SABH pada laman:
www.ahu.go.id;

Notaris lebih dulu membeli
voucher persetujuan
pemakaian nama
Perseroan Terbatas dan
Pengesahan Badan Hukum
Perseroan Terbatas
melalui SIMPADHU;
Notaris melakukan
pemesanan nama pada
laman ahu.go.id untuk
memperoleh nama
Perseroan Terbatas yang
sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan;
Mengisi isian data
Perseroan Terbatas;
Pratinjau

Pendirian tidak diwajibkan
untuk unggah bukti setor
modal.

Mengunggah akta
pendirian;

Cetak Surat Keputusan
oleh Notaris;

7 (tujuh) menit

setelah submit (klik

selesai)

. Modal dasar
Paling
banyak
Rp.25.000.0
00,-
Sebesar
Rp.

200.000,-

™~

. Modal dasar
lebih dari
Rp.25.000.
000,-
sampai
dengan
paling
banyak
Rp.1.000.0
00.000,-
sebesar Rp.
500.000,-;

3. Modal
dasar lebih
dari

Rp.1.000.0
00.000,-
Sebesar
Rp.
1.000.000,

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor

28 Tahun 2019
Tentang Jenis
Dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian

Hukum dan

Surat Keputusan
Menteri Hukum
dan HAM tentang
Pengesahan
Pendirian
Perseroan
Terbatas

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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Hak Asasi
Manusia.

. Persetujuan
Perubahan
Anggaran Dasar
Perseroan
Terbatas

Persetujuaa
n Pemakaian Nama
Perseroan Terbatas
(untuk perubahan
anggaran dasar
ganti nama PT)

Permohonan melalui
Notaris kepada
Menteri;

. Akta Perubahan

Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas;

. Bukti setor modal jika

perubahan AD
Peningkatan modal.

. Pengisian data

Pemilik Manfaat
(BO).

Dapat dilakukan oleh
masyarakat dan
Notaris

Permohonan diajukan
melalui SABH;

Notaris melakukan
perubahan anggaran
dasar Perseroan Terbatas
melalui laman SABH
pada www.ahu.go.id;
Notaris membeli
voucher persetujuan
perubahan anggaran
dasar melalui
SIMPADHU;

Dalam hal ini Notaris
wajib memastikan
validitas NPWP terkait
ketentuan KSWP sesuai
dengan Permenkumham
No 13 Tahun 2020.
Pemohon mengisi isian
data perubahan
anggaran dasar
Perseroan Terbatas;
Pratinjau

Pemohon mengunggah
akta perubahan anggaran
dasar;

Wajib upload bukti setor
modal

Pemohon mencetak
Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM tentang
Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas.

Permohonan pemesanan
nama Perseroan
dilakukan melalui laman
SABH pada
www.ahu.go.id;
Membeli voucher untuk
pemesanan nama
Perseroan Terbatas
melalui SIMPADHU
melalui SABH dan

7 (tujuh) menit

setelah submit (klik

selesai)

7 (tujuh) menit
setelah submit
(klik selesai)

Rp.1.000.000,-
per-
Persetujuan

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
Tentang Jenis
Dan Tarif
Atas Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak
'Yang Berlaku
Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia

Rp.100.000,-
per
persetujuan

Surat Keputusan
Menteri Hukum

dan HAM tentang

Persetujuan
Perubahan
IAnggaran Dasar
Perseroan
Terbatas

Keterangan
Nama Perseroan
diterima dalam
bentuk softcopy
yang dapat
diunduh dan
cetak

Email:

ts@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
Media ocial:
[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU

Line: @ditjenahu

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
Media ocial:

[G: ditjen_ahu
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membayar melalui Bank
persepsi;

Melakukan akses
pemesanan nama;
Memasukan voucher
pesan nama Perseroan;
Memasukan Nama
Perseroan yang
dinginkan dengan Jenis
Perseroan;

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor

28 Tahun
2019 Tentang
Jenis Dan
Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Pemberitahuan
Perubahan
)Anggaran Dasar
Perseroan
Terbatas

.Permohonan melalui

Notaris kepada Menteri;

.Akta Pemberitahuan

Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan
Terbatas;

.Pengisian data Pemilik

Manfaat (BO).

Oy UT

Pemohon melalui Notaris
melakukan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas melalui laman
SABH pada
www.ahu.go.id;

Notaris membeli voucher
Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar melalui
SIMPADHU;

Dalam hal ini Notaris
wajib memastikan
validitas NPWP terkait
ketentuan KSWP sesuai
dengan Permenkumham
No 13 Tahun 2020
Pemohon mengisi isian
data perubahan anggaran
dasar Perseroan Terbatas;
Pratinjau

Pemohon mengunggah
akta perubahan anggaran
dasar;

Pemohon mencetak Surat
Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas.

7 (tujuh) menit

setelah submit (klik

selesai)

1. Modal dasar
Paling
banyak
Rp.25.000.0
00, Sebesar
Rp.
150.000,-

2. Modal
dasar lebih
dari Rp.
25.000.000,-
sampai
dengan
paling
banyak
Rp.1.000.00
0.000,-
sebesar Rp.
200.000,-;

3. Modal
dasar lebih
dari
Rp.1.000.00
0.000,-
Sebesar

Surat
Pemberitahuan
Perubahan
Anggaran dasar
Perseroan
Terbatas

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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Rp.
250.000,-

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
Tentang Jenis
Dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian

Hukum dan
Hak Asasi
Manusia
Pemberitahuan 1.Permohonan melalui . Pemohon melalui Notaris |7 (tujuh) menit Modal dasar |Surat Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Perubahan Notaris kepada Menteri; melakukan Pemberitahuan [setelah submit (klik| Paling banyak|Pemberitahuan
Data 2.Akta Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan [selesai) Rp.25.000.00 Perubahan Data Email:
Perseroan Terbatas | Perubahan Data Terbatas melalui laman 0,- Sebesar  |perseroan rs@ahu.go.id
Perseroan Terbatas; SABH pada Rp. 150.000,-[Terbatas numas@ahu.go.id
3.Pengisian data Pemilik www.ahu.go.id;
Manfaat (BO). . Notaris membeli voucher :"'g@ha'dda.sar £S: 1500105
Pemberitahuan Perubahan Re ih darl
Data Perseroan Terbatas 22:000.000,_ Media ocial:
melalui SII\_/IP_ADHU;_ sampai N
. Dalam hal ini Notaris dengan paling [G: ditjen_ahu
waj'lt? memastikan . banyak
validitas NPWP terkait Rp.1.000.000 FB: Humas Ditjen AHU
ketentuan KSWP sesuai .000,-sebesar
dengan Permenkumham Rp. Fwitter: ahu_kemenkumham
No 13 Tahun 2020 200.000,-;
. Pemohon mengisi isian Line: @ditjenahu
data Pemberitahuan Modal dasar
Perubahan Data Perseroan lebih dari
Terbatas; Rp.1.000.000
. Pratinjau .000,‘Sebesar
. Pemohon mengunggah Rp. 250.000,-
akta Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan serdasarkan
Terbatas; Peraturan
. Pemohon mencetak Surat bemerintah
Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Flgr?l%rzzglg
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Data Perseroan Terbatas.

entang Jenis
lan Tarif Atas
enis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
ementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

Pemberitahuan
Pembubaran
PerseroanTerbatas
Tahap pertama)

1. Permohonan melalui
Notaris kepada
Menteri;
Permohonan
diajukan melalui
SABH;

3. Akta Pembubaran
berdasarkan RUPS
dan/atau adanya
putusan Pengadilan
terkait dengan

]

Pemohon melalui Notaris
melakukan akses
Pembubaran Perseroan
melalui laman SABH
pada www.ahu.go.id;
Notaris membeli voucher
Pemberitahuan
Pembubaran Perseroan
Terbatas melalui
SIMPADHU

Dalam hal ini Notaris

60 (enam puluh)
hari dari surat
kabar

Rp.250.000,-

per-
Pemberiahua
n

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
Tentang Jenis
dan Tarif Atas

urat
emberitahuan
embubaran

erseroan Terbatas

ahap Pertama

Email:

cs@ahu.go.id

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
Media ocial:

[G: ditjen_ahu

pemegang saham
selaku pemilik

saham paling rendah

permohonan akan
dilakukan Analisa, dengan
persetujuan dipenuhi atau

Tentang Jenis

Perseroan

Dan Tarif Atas

Terbatas

putusan Insolvensi; wajib memastikan Jenis
4. Pengumuman validitas NPWP terkait Penerimaan FB: Humas Ditjen AHU
Pembubaran dalam ketentuan KSWP sesuai Negara Bukan
surat kabar; dengan Permenkumham Pajak Yang Fwitter: ahu_kemenkumham
5. Adanya pencabutan No 13 Tahun 2020 Berlaku pada
ijin usaha khusus Mengisi isian data Kementerian Line: @ditjenahu
dari instansi. Pembubaran Perseroan Hukum dan
termasuk mengisi Hak Asasi
tanggal pengumuman Manusia
dalam Surat Kabar;
Pratinjau
Mengunggah akta
Pembubaran perseroan;
Cetak Surat Penerimaan
Pemberitahuan
Pembubaran
Permohonan Permohonan diajukan . Permohonan diterima oleh (30 (tiga puluh) hari|Rp.1.000.000,-|Surat Jawaban Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Pemblokiran Akses|secara tertulis kepada Direktorat Jenderal kerja dipenuhi atau
Sistem Menteri Hukum dan HAM Administrasi Hukum tidak dipenuhinya Email:
Administrasi melalui Direktur Jenderal Umum; Berdasarkan |permohonan rs@ahu.qgo.id
Badan Hukum AHU oleh: . Setelah permohonan Peraturan pemblokiran akseshumas@ahu.go.id
Perseroan a. Pemegang saham masuk Subdit badan Pemerintah  [Sistem
Terbatas atau gabungan hukum, maka Nomor 28 IAdministrasi CS: 1500105
Tahun 2019  |Badan Hukum

Media ocial:
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51% (lima puluh tidak dipenuhinya Jenis [G: ditjen_ahu

satu persen) saham permohonan pemblokiran Penerimaan

dengan Perseroan Terbatas; Negara Bukan FB: Humas Ditjen AHU
melampirkan alasan |3. Jika permohonan Pajak Yang

pemblokiran, salinan dipenuhi, akan dilakukan Berlaku Pada Fwitter: ahu_kemenkumham
akta notaris atau pemblokiran pada SABH. Kementerian

fotokopi salinan akta Jika tidak dipenuhi, maka Hukum Dan Line: @ditjenahu

notaris yang permohonan akan Hak Asasi

dilegalisir oleh diinformasikan melalui Manusia

notaris yang terakhir surat kepada pemohon.
tercatat dalam
pangkalan data
SABH dan bukti
pembayaran
penerimaan negara
bukan pajak;

. Pemegang saham
atau gabungan
pemegang saham
selaku pemilik
saham paling rendah
1/10 (satu per
sepuluh) saham
dengan
melampirkan alasan
pemblokiran, surat
gugatan yang sudah
diregister pada
pengadilan yang
berwenang sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan dan/atau
pendaftaran
penyelesaian
sengketa di luar
pengadilan serta
bukti pembayaran
penerimaan negara
bukan pajak;

. Instansi pemerintah

terkait dan/atau

lembaga penegak
hukum yang

berwenang sesuai
dengan ketentuan
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peraturan
perundang-
undangan dengan
melampirkan surat
permohonan yang
disertai dengan
alasan.

Berdasarkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 19
Tahun 2017 tentang
Perubahan atas
Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 24
Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemblokiran
dan Pembukaan
Pemblokiran Akses
Sistem Administrasi
Badan Hukum
Perseroan Terbatas.

Permohonan
Pembukaan
Pemblokiran Akses
Sistem
Administrasi
Badan Hukum
Perseroan
Terbatas

Permohonan diajukan
secara tertulis kepada
Menteri Hukum dan
HAM melalui Direktur
Jenderal AHU oleh:

1. Seluruh pemegang
saham dengan
melampirkan surat
pernyataan tidak
ada sengketa
perseroan terbatas
yang
ditandatangani
seluruh pemegang
saham;

2. Pemegang saham
atau gabungan
pemegang saham
selaku pemilik
saham dalam
perseroan terbatas
dengan
melampirkan akta

. Permohonan diterima

oleh Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum;

. Setelah permohonan

masuk Subdit badan
hukum, maka
permohonan akan
dilakukan Analisa,
dengan persetujuan
dipenuhi atau tidak
dipenuhinya
permohonan pembukaan
pemblokiran Perseroan
Terbatas;

. Jika permohonan

dipenuhi, akan dilakukan
pembukaan pemblokiran
pada SABH;

. Jika tidak dipenuhi,

maka permohonan akan
diinformasikan melalui
surat kepada pemohon.

30 (tiga puluh) hari
kerja

Rp.500.000,-

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
Tentang Jenis
Dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia

urat jawaban
ipenuhi atau
dak dipenuhinya
ermo-honan
embukaan
emblokiran
kses Sistem
dministrasi
adan Hukum
erse-roan
erbatas

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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perdamaian, penca-
butan perkara,
putusan pengadilan
yang berwenang
sesuai peraturan
perundang-
undangan yang
memiliki kekuatan
hukum tetap,
penetapan
penyelesaian
sengketa di luar
pengadilan, atau
pernyataan sudah
tidak ada sengketa
perseroan terbatas
yang
ditandatangani
seluruh pemegang
saham;

3. Instansi pemerintah
terkait dan/atau
lembaga penegak
hukum yang
berwenang sesuai
dengan peraturan
perundang-
undangan dengan
melampirkan surat
permohonan yang
disertai alasan.

B. DOKUMENTASI

BADAN HUKUM

Penghapusan
Status Badan
Hukum

Permohonan diajukan
oleh Notaris secara
tertulis kepada Menteri
Hukum dan HAM
melalui Direktur
Jenderal AHU oleh:
A. Akta Notaris
perihal berakhirnya
status badan

Permohonan diterima oleh
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum;

P. Permohonan akan dicek

kelengkapannya apakah
sudah dapat dipenuhi atau
tidak dipenuhi;

14 (empat belas)
hari setelah
dokumen diterima
lengkap dan benar.

Rp. 0,-

urat
emberitahuan
erakhirnya
tatus badan
ukum

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

hukum, . Jika dipenuhi, akan

pemberitahuan dilakukan pencetakan [G: ditjen_ahu
pemberesan harta Surat Penerimaan

kekayaan, Pemberitahuan FB: Humas Ditjen AHU
pembebasan Berakhirnya Status Badan
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kepada Likuidator
dan penerimaan
pertanggung-
jawaban Likuidator
sesuai dengan
ketentuan Pasal 28
ayat (4) huruf (g)
Peraturan Menteri
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun
2016 tentang
Perubahan atas
Peraturan Menteri
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Nomor 4 Tahun
2014 tentang Tata
Cara Pengajuan
Permohonan
Pengesahan Badan
Hukum dan
Persetujuan
Perubahan
Anggaran Dasar
serta Penyampaian
Pemberitahuan
Perubahan
Anggaran Dasar
dan Perubahan
Data Perseroan
Terbatas, dan
diubah kembali
sesuai dengan
Peraturan Menteri
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun
2020 tentang
Perubahan Kedua
atas Peraturan
Menteri Hukum
dan Hak Asasi
Manusia Nomor 4
Tahun 2014

Hukum Perseroan;

. Jika tidak dipenuhi, akan

diinformasikan melalui
surat kepada pemohon
dan seluruh lampiran
permohonan dikembalikan
kepada pemohon.

Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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tentang Tata Cara
Pengajuan
Permohonan
Pengesahan Badan
Hukum dan
Persetujuan
Perubahan
Anggaran Dasar
serta Penyampaian
Pemberitahuan
Perubahan
Anggaran Dasar
dan Perubahan
Data Perseroan
Terbatas;
Surat
Pemberitahuan
dari
Likuidator/Kurator
mengenai
pertanggung-
jawaban hasil
akhir proses
likuidasi dan
laporan
pemberesan harta
kekayaan
Perseroan yang
disampaikan
kepada Menteri
sesuai ketentuan
Pasal 152 ayat (3)
Undang-Undang
Nomor 40 Tahun
2007 tentang
Perseroan Terbatas
jo Pasal 28 ayat
(4) huruf (g)
Peraturan Menteri
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun
2016 tentang
Perubahan atas
Peraturan Menteri
Hukum dan Hak
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Asasi Manusia
Nomor 4 Tahun
2014 tentang Tata
Cara Pengajuan
Permohonan
Pengesahan Badan
Hukum dan
Persetujuan
Perubahan
Anggaran Dasar
serta Penyampaian
Pemberitahuan
Perubahan
Anggaran Dasar
dan Perubahan
Data Perseroan
Terbatas, dan
diubah kembali
sesuai dengan
Peraturan Menteri
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun
2020 tentang
Perubahan Kedua
atas Peraturan
Menteri Hukum
dan Hak Asasi
Manusia Nomor 4
Tahun 2014
tentang Tata Cara
Pengajuan
Permohonan
Pengesahan Badan
Hukum dan
Persetujuan
Perubahan
Anggaran Dasar
serta Penyampaian
Pemberitahuan
Perubahan
Anggaran Dasar
dan Perubahan
Data Perseroan
Terbatas;

C. Asli pengumuman
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dalam surat kabar
mengenai rencana
pembagian
kekayaan hasil
likuidasi
sebagaimana
diatur dalam Pasal
149 Undang-
Undang Nomor 40
Tahun 2007
tentang Perseroan
Terbatas;

D. Asli pengumuman
dalam surat kabar
mengenai
pelunasan,
pembebasan
kepada Likuidator
dan penerimaan
pertanggung-
jawaban Likuidator
sebagaimana
diatur dalam Pasal
152 Undang-
Undang Nomor 40
Tahun 2007
tentang Perseroan
Terbatas;

E. Asli bukti PNBP
untuk
pengumuman
dalam BNRI
sebesar
Rp30.000,00 yang
disetor ke
Rekening 8920247
a.n. Perum
Percetakan Negara
RI.

Pemberian Salinan
Keputusan Menteri
Mengenai
Pengesahan Badan
Hukum,
Persetujuan
Perubahan

1.

Surat permohonan dari
Direktur Perseroan
terakhir yang yang
tercatat di SABH

. Surat kehilangan dari

kepolisian, yang
melapor Direktur

1. Pemohon mengajukan
surat permohonan ke
Ditjen AHU secara manual

2. Setelah surat masuk ke

Badan Hukum akan dicari
berkas induk untuk di
dibuatkan salinan SK/SP

14 (empat belas)
hari setelah
dokumen diterima
lengkap dan benar.

L.

Rp.1.000.00
0,

per-Surat
Keputusan,
Surat
Persetujuan
Perseroan

Salinan Keputusan
Menteri mengenai
Pengesahan Badar
Hukum Perseroan
Terbatas, Perse-

tujuan Perubahan
)Anggaran Dasar,

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
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Anggaran
Dasar,Pemberitahu
an Perubahan
Anggaran Dasar
dan
Pemberitahuan
Perubahan Data
Perseroan,
Yayasan dan
Perkumpulan yang
Hilang atau Rusak.

3. Asli bukti PNBP

Perseroan terakhir yang
yang tercatat di SABH

3. Setelah dibuat Salinan
SK/SP ditandatangani oleh
Direktur Perdata

4. Salinan SK/SP akan dikirim
ke alamat pemohon
melalui Tata Usaha

N4

.Rp.250.000,-

per-
Pemberitahu
an
Perubahan
Anggaran
Dasar dan
Pemberitahu
an
Perubahan
Data
Perseroan

3. Rp.
250.000 per
Surat
Keputusan
Pengesa-han
atau
Persetujuan
Yayasan

4. Rp. 0,-
untuk
Pengesahan
atau
persetujuan
Perkumpulan

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
Tentang Jenis
Dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia

Pemberitahuan
Perubahan
IAnggaran Dasar
dan Pemberi-

Data Perseroan

tahuan Perubahan

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Informasi tentang
data Perseroan

masyarakat atau

L. Surat permohonan dari

1.

Pemohon mengajukan
surat permohonan ke

14 (empat belas)

hari setelah

1. Perseroan

Terbatas

Informasi Data
Perseroan

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
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Terbatas, Yayasan, Notaris Ditjen AHU secara manual |[dokumen diterima Rp. terbatas Email:
dan Perkumpulan P. Asli bukti PNBP 2. Setelah permohonan lengkap dan benar. 500.000,- cs@ahu.go.id
(secara manual) masuk ke badan hukum, data hnumas@ahu.go.id
akan dicari berkas induk lengkap;
untuk di dibuatkan Rp. CS: 1500105
informasi data perseroan 50.000,-
3. Setelah dibuatkan data data Media ocial:
perseroan maka akan terakhir
dikirim ke alamat pemohon 2. Yayasan [G: ditjen_ahu
melalui Tata Usaha sebesar Rp.
200.000,- FB: Humas Ditjen AHU
data
lengkap Fwitter: ahu_kemenkumham
Rp. 50.000,-
data terakhir Line: @ditjenahu
Rp OI-
Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019

Tentang Jenis
dan Tarif Atas

data terakhir

Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia.
Pencarian/Unduh . Surat permohonan dari [1.Pilih pencarian/unduh data |7 (tujuh) menit 1. Perseroan [Informasi Data Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
(Search/Download) | masyarakat atau Notaris| PT setelah data telah Terbatas |Perseroan
Data Perseroan . Bukti pembayaran . Mengisi isian data terkait ada di pangkalan Rp. terbatas, Email:
Terbatas, Yayasan, | melalui SIMPADHU identitas pemohon AHU online. 500.000,- lYayasan, dan cs@ahu.go.id
dan Perkumpulan berdasarkan NIK data ) Perkumpulan numas@ahu.go.id
Secara Online . Membayar PNBP melalui :snglggpdoo Secara Online
SIMPADHU dp. : " CS: 1500105
. Cetak informasi data ata terakhir
2. Yayasan . .
Perseroan Terbatas, sebesar Media ocial:
Yayasan, dan Perkumpulan Rp.
Secara Online 200.000, - [G: ditjen_ahu
data lengkap
Rp. 50.000,- FB: Humas Ditjen AHU

114



mailto:cs@ahu.go.id
mailto:humas@ahu.go.id
mailto:cs@ahu.go.id
mailto:humas@ahu.go.id

3. Perkumpul
anRp 0,-

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
tentang Jenis
dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia.

Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Perbaikan data
Perseroan
Terbatas,
lYayasan, dan
Perkumpulan.

Surat permohonan
dari Notaris;

Surat pernyataan
dari Notaris yang
menyatakan bahwa
data yang diperbaiki
sudah sesuai dengan
isian data di SABH
Bukti pembayaran
PNBP

. Permohonan membuat

surat permohonan

. Setelah surat pemohonan

masuk ke badan hukum
akan dicarikan berkas
induk terlebih dahulu

. Melakukan perbaikan data

sesuai dengan arsip/data
yang terdapat di SABH.

14 (empat belas)
hari setelah

dokumen diterima
lengkap dan benar.

1. Perbaikan
data Badan
Hukum
Perseroan
Terbatas
sebesar Rp.
250.000,-

™~

. Perbaikan
data
Yayasan,
dan
Perkumpulan
sebesar Rp.
100.000,-
per
permohonan

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
tentang
Jenis dan
Tarif Atas
Jenis
Penerimaan

SK Perbaikan Data
Badan Hukum
Perseroan
Terbatas,
lYayasan, dan
Perkumpulan

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Negara
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Bukan Pajak
Yang Berlaku

pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia
C. YAYASAN
Persetujuan . Permohonan pesan 1. Permohonan pemesanan |3 (tiga) hari kerja [ek nama eterangan Nama Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Pemakaian Nama nama Yayasan Nama Yayasan dilakukan ayasan ayasan diterima
Yayasan diajukan oleh melalui SABH Rp100.000,- alam bentuk  Email:
Pemohon kepada www.ahu.go.id; er oftcopy yang cs@ahu.go.id
Menteri; 2. Membeli voucher untuk bersetujuan apat di download pumas@ahu.go.id
. Permohonan diajukan pemesanan hama Yayasan an cetak
melalui melalui melalui SIMPADHU melalui Berdasarkan CS: 1500105
Sistem Administrasi SABH dan membayar Peraturan
Badan Hukum melalui Bank persepsi; Pemerintah Media ocial:
(SABH); 3. Melakukan akses Nomor 28
. Dapat dilakukan oleh pemesanan nama; lahun 2019 [G: ditjen_ahu
Masyarakat dan 4. Memasukan voucher 'entang Jenis
Notaris pesan nama Yayasan; Dan Tarif Atas FB: Humas Ditjen AHU
5. Memasukan Nama dan enis
Singkatan Yayasan yang Penerimaan Fwitter: ahu_kemenkumham
dinginkan; Negara Bukan
6. Verifikasi terkait Nama Pajak Yang Line: @ditjenahu
Yayasan Berlaku Pada
7. Permohonan Nama ementerian
Yayasan diterima/ditolak fukum Dan
lak Asasi
Mlanusia
Pengesahan Permohonan melalui | 1. Permohonan pendirian 14 hari kerja Sesuai Surat Keputusan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Pendirian Yayasan Notaris kepada Yayasan dilakukan dengan Menteri Hukum
Menteri; melalui SABH kekayaan dan HAM tentang Email:
Permohonan diajukan www.ahu.go.id; yang Pengesahan cs@ahu.go.id
Sistem Administrasi 2. Pemohon membeli dipisahkan Pendirian Yayasanpumas@ahu.go.id
Badan Hukum voucher untuk akses oleh pendiri:
(SABH); permohonan pengesahan CS: 1500105
Akta Pendirian pendirian yayasan; 1.Kekayaan
Yayasan; 3. Pemohon mengisi isian yang Media ocial:
Pengisian data data pendirian yayasan; Dipisahkan
Pemilik Manfaat (BO) | 4. Pratinjau; mulai dari [G: ditjen_ahu
jika sudah dapat 5. Pemohon mengunggah Rp10.000.0
menentukan. akta yayasan; 00,00 FB: Humas Ditjen AHU
6. Pemohon mencetak (Sepuluh
Surat Keputusan. Juta Rupiah) Frwitter: ahu_kemenkumham
Sampai
dengan Line: @ditjenahu

116



http://www.ahu.go.id/
http://www.ahu.go.id/
mailto:cs@ahu.go.id
mailto:humas@ahu.go.id
http://www.ahu.go.id/
http://www.ahu.go.id/
mailto:cs@ahu.go.id
mailto:humas@ahu.go.id

paling
banyak
Rp25.000.0
00,00 (Dua
Puluh Lima
Juta Rupiah)
sebesar

Rp
200.000,-
per
permohonan

. Kekayaan
yang
Dipisahkan
lebih dari
Rp
25.000.000
,00 (Dua
Puluh Lima
Juta
Rupiah) s/d
paling
banyak
Rp
1.000.000.
000,00
(Satu Miliar
Rupiah)
sebesar Rp.
300.000,-
per
permohona
n

. Kekayaan
yang
Dipisahkan
lebih dari
Rp
1.000.000.
000,00
(Satu Miliar
Rupiah)
sebesar Rp
500.000,-
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Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
Tentang Jenis
Dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian

Manfaat (BO).

anggaran dasar,
kemudian mengisi isian

Tentang Jenis
Dan Tarif Atas

Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia
Persetujuan Permohonan melalui Pemohon melalui Notaris |7 (tujuh) menit Rp. 250.000,- |Surat Keputusan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Perubahan Notaris kepada melakukan setelah submit (klik [per Menteri Hukum
IAnggaran Dasar Menteri; perubahan anggaran selesai) permohonan |dan HAM tentang Email:
Yayasan Akta Perubahan dasar yayasan melalui Persetujuan cs@ahu.go.id
Anggaran Dasar SABH www.ahu.go.id; Berdasarkan  |Perubahan humas@ahu.go.id
Yayasan; Notaris membeli voucher Peraturan Anggaran Dasar
Pengisian data persetujuan Pemerintah Yayasan CS: 1500105
Pemilik Manfaat perubahan anggaran Nomor 28
(BO). dasar; ahun 2019 Media ocial:
Mengisi isian data [entang Jenis
perubahan anggaran pan Tarif Atas [G: ditjen_ahu
dasar yayasan; enis
Pratinjau; Penerimaan FB: Humas Ditjen AHU
Mengunggah akta Negara Bukan
yayasan; Pajak Yang rwitter: ahu_kemenkumham
Cetak Surat Keputusan. Berlaku Pada
ementerian Line: @ditjenahu
Aukum Dan
Hak Asasi
Manusia
Pemberitahuan Permohonan melalui L. Pemohon melalui Notaris |7 (tujuh) menit Rp.100.000,- |[Surat Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Perubahan Notaris kepada melakukan perubahan setelah submit (klik Pemberitahuan
IAnggaran Dasar Menteri; anggaran dasar yayasan [selesai) Berdasarkan |Perubahan Email:
Yayasan Akta Perubahan melalui SABH Peraturan )Anggaran Dasar [ts@ahu.go.id
Anggaran Dasar www.ahu.go.id; Pemerintah 'Yayasan numas@ahu.go.id
Yayasan; ?.  Notaris membeli voucher Nomor 28
Pengisian data Pemilik pemberitahuan perubahan Tahun 2019 CS: 1500105

Media ocial:
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7

data perubahan anggaran
dasar yayasan;

Pratinjau

Mengunggah akta
perubahan yayasan;
Cetak Surat

Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian

[G: ditjen_ahu
FB: Humas Ditjen AHU

Fwitter: ahu_kemenkumham

Mengisi isian data
perubahan data

Tentang Jenis
Dan Tarif Atas

Pemberitahuan Hukum Dan
Hak Asasi Line: @ditjenahu
Manusia
Pemberitahuan 1. Permohonan melalui Pemohon melalui Notaris 7 (tujuh) menit Perubahan Surat Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Perubahan Notaris kepada melakukan setelah submit (klik Data: Pemberitahuan
Data Yayasan Menteri; perubahan anggaran selesai) Rp. 100.000,- |Perubahan Data Email:
2. Akta Perubahan Data dasar yayasan melalui Yayasan cs@ahu.go.id
Yayasan; SABH www.ahu.go.id; Berdasarkan numas@ahu.go.id
3. Pengisian data Notaris membeli voucher Peraturan
Pemilik Manfaat pemberitahuan Pemerintah CS: 1500105
(BO). perubahan anggaran Nomor 28
dasar; Tahun 2019 Media ocial:

[G: ditjen_ahu

yang dibuktikan
dengan
melampirkan
salinan akta notaris
atau fotokopi
salinan akta notaris
yang telah
dilegalisasi oleh

dipenuhi atau tidak
dipenuhi;

Jika tidak dipenuhi,
akan diinformasikan
melalui surat kepada
pemohon

Jika dipenuhi, akan
dilakukan pemblokiran

Tentang Jenis
Dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian

yayasan; Jenis
Pratinjau Penerimaan FB: Humas Ditjen AHU
Mengunggah akta Negara Bukan
perubahan yayasan; Pajak Yang Fwitter: ahu_kemenkumham
Cetak Surat Berlaku Pada
Pemberitahuan Kementerian Line: @ditjenahu
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia
Permohonan Pemblokiran akses Permohonan diterima 30 (tiga puluh) Rp. Surat Jawaban Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Pemblokiran Akses | SABH Yayasan: oleh Direktorat hari kerja 1.000.000,-  |Pemblokiran
Sistem Administrasi| Diajukan secara tertulis Jenderal Administrasi per IAkses Sistem Email:
Badan Hukum kepada Menteri Hukum Hukum Umum; permohonan  |Administrasi cs@ahu.go.id
Yayasan dan HAM oleh: Analisa permohonan Badan Hukum humas@ahu.go.id
1. Pembina dengan oleh Direktorat Berdasarkan  yayasan.
jumlah paling Jenderal Administrasi Eerat“.ra” h CS: 1500105
sedikit 2 dari Hukum Umum, dengan N%nn?]eoi:nztg
jumlah pembina persetujuan untuk Tahun 2019 Media ocial:

[G: ditjen_ahu
FB: Humas Ditjen AHU

Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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Notaris yang
terakhir tercatat
dalam data SABH;

2. organ Yayasan
dan/atau para
pihak yang
berkepentingan
terhadap Yayasan,
dengan
melampirkan
dokumen berupa
bukti pendaftaran
gugatan pada
perkara Perdata
dan/ atau Tata
Usaha Negara,
putusan provisi,
penetapan
pengadilan atau
penetapan
penyelesaian
sengketa di luar
pengadilan yang
menyatakan hal
tersebut;

3. Instansi pemerintah
terkait dan/atau
lembaga penegak
hukum yang
berwenang sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

4. Bukti PNBP
Pemblokiran Akses
Sistem Administrasi
Badan Hukum
Yayasan.

Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia

Permohonan
Pembukaan
Pemblokiran Akses
Sistem Administrasi
Badan Hukum
Yayasan

Pembukaan Blokir

akses SABH Yayasan:

Diajukan secara tertulis

kepada Menteri Hukum

dan HAM oleh:

1. pembina dengan
jumlah paling

L.

Permohonan diterima oleh
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum;

. Analisa permohonan oleh

Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum

30 (tiga puluh)
hari kerja

Rp.500.000,-
per
permohonan

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah

Surat Jawaban
Pembukaan
Blokir Akses
Sistem
Administrasi
Badan Hukum
Yayasan.

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
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sedikit 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah
pembina yang
dibuktikan dengan
melampirkan
salinan Akta Notaris
atau fotokopi
salinan Akta Notaris
yang dilegalisasi
oleh Notaris yang
terakhir tercatat
dalam data SABH;
Organ dan/atau
para pihak yang
berkepentingan
terhadap Yayasan
dengan
melampirkan
salinan resmi
putusan pengadilan
yang telah memiliki
kekuatan hukum
tetap, penetapan
pengadilan atau
penetapan
penyelesaian
sengketa di luar
Pengadilan yang
menyatakan hal
tersebut.

Bukti PNBP Buka
Blokir Akses
Yayasan

.

B.

Umum, dengan
persetujuan untuk
dipenuhi atau tidak
dipenuhi;

Jika tidak dipenuhi, akan
diinformasikan melalui
surat kepada pemohon
Jika dipenuhi, akan
dilakukan pembukaan
Blokir sistem;

Nomor 28
Tahun 2019
Tentang Jenis
Dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Penggabung
an Yayasan
secara
online

. Permohonan melalui

Notaris kepada
Menteri;

Akta Penggabungan
Yayasan;

Pengisian data
Pemilik Manfaat
(BO).

1.

melakukan
penggabungan yayasan
melalui laman SABH:
www.ahu.go.id;

2. Notaris mengisi data

isian Penggabungan;

3. Pratinjau;
4. Pemohon Menggunggah

akta penggabungan
yayasan.

5. Pemohon mencetak

Surat Pemberitahuan.

Pemohon melalui Notaris

7 (tujuh) menit
setelah submit (klik
selesai)

Rp.0,-

Surat
Pemberitahuan
Penggabungan
'Yayasan

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
Media ocial:
[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
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Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Singkatan Perkumpulan
yang dinginkan;
Dilakukan Verifikasi
Nama Perkumpulan
Permohonan
Perkumpulan
diterima/ditolak

Nama

Bukan Pajak
'Yang Berlaku
Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia

Berakhirnya 1. Permohonan melalui Pemohon melalui Notaris | 7 (tujuh) menit Rp.0,- urat Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Status Badan Notaris kepada melakukan proses setelah submit emberitahuan
Hukum Yayasan Menteri; Berakhirnya Status (klik selesai) erakhirnya Email:
secara online 2. Akta Pembubaran Badan Hukum yayasan tatus Badan cs@ahu.go.id
Yayasan. melalui  laman SABH ukum Yayasan pumas@ahu.go.id
www.ahu.go.id; e,
Notaris mengisi data £S: 1500105
isian Berakhirnya Status Media ocial:
Badan Hukum Yayasan. )
Pratinjau; [G: ditjen_ahu
Menggunggah
akta pembubaran FB: Humas Ditjen AHU
yayasan.
Cetak S_urat Fwitter: ahu_kemenkumham
Pemberitahuan.
Line: @ditjenahu
D. PERKUMPULAN
Persetujuan .Permohonan pesan .Permohonan pemesanan 3 (tiga) hari kerja | Rp. Keterangan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Pemakaian nama badan hukum Nama Perkumpulan 100.000,- Nama
Nama Perkumpulan| Perkumpulan diajukan dilakukan melalui SABH per Perkumpulan Email:
oleh Pemohon kepada www.ahu.go.id; persetujuan (diterima dalam cs@ahu.go.id
Menteri; .Membeli voucher untuk bentuk softcopy pumas@ahu.go.id
.Permohonan diajukan pemesanan nama Berdasarkan |yang dapat di
melalui melalui Sistem Perkumpulan melalui Peraturan download dan CS: 1500105
Administrasi Badan SIMPADHU melalui SABH Pemerintah  |cetak
Hukum (SABH); dan membayar melalui 1|\'lorr1]10r220819 Media ocial:
3.Dapat dilakukan oleh Bank persepsi; o N
Masyarakat dan Melakukan akses Jenis D%n [G: ditjen_ahu
Notaris pemesanan nama; rarif Atas N
Memasukan voucher Jenis FB: Humas Ditjen AHU
pesan nama Perseroan; Penerimaan . _
Memasukan Nama dan Negara Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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Pengesahan
Pendirian
Perkumpulan

1. Permohonan melalui
Notaris kepada
Menteri;

2. Permohonan diajukan
Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH);

3. Akta Pendirian
Perkumpulan;

4. Pengisian data Pemilik
Manfaat (BO) jika
sudah dapat
menentukan.

. Permohonan pendirian

Perkumpulan dilakukan
melalui laman SABH
pada_www.ahu.go.id;

. Pemohon membeli

voucher untuk akses
permohonan pengesahan
pendirian Perkumpulan;

. Pemohon mengisi data

Perkumpulan;

. Pemohon mengunggah

akta Perkumpulan;

. Dilakukan Verifikasi

terhadap isian akta
Perkumpulan

. Cetak Surat Keputusan.

14 hari kerja

Rp.250.000,-
per-
permohonan

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
Tentang
Jenis Dan
Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak
Yang Berlaku
Pada
Kementerian

Surat Keputusan

Menteri Hukum

dan HAM tentang

Pendirian
Perkumpulan

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia
Persetujuan 1. Permohonan melalui Pemohon melalui Notaris |7 (tujuh) menit Rp.250.000,- [Surat Keputusan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Perubahan Notaris kepada melakukanperubahan setelah submit (klik| per Menteri Hukum
IAnggaran Dasar Menteri; anggaran dasar selesai) perubahan dan HAM tentang Email:
Perkumpulan 2. Akta Perubahan Perkumpulan pada laman: Persetujuan cs@ahu.go.id
Anggaran Dasar www.ahu.go.id; Berdasarkan |perubahan humas@ahu.go.id
Perkumpulan; Notaris membeli voucher Peraturan  |anggaran Dasar
3. Pengisian data Pemilik persetujuan perubahan ﬁ%rr?‘]%rrlratgh Perkumpulan CS: 1500105
Manfaat (BO). anggaran dasar; Tahun 2019

Mengisi isian data
perubahan anggaran

Tentang Jenis
Dan Tarif Atas

Media ocial:

dasar Perkumpulan; Jenis [G: ditjen_ahu
Mengunggah akta Penerimaan
Perkumpulan; gae_gaakr?{a%]ukan FB: Humas Ditjen AHU
Cetak Surat Keputusan. BeJrIaku Pagda
Kementerian Fwitter: ahu_kemenkumham
Hukum Dan
Hak Asasi Line: @ditjenahu
Manusia
Permohonan Pemblokiran Akses SABH |1. Permohonan diterima oleh | 30 (tiga puluh) Rp. Surat Jawaban Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Pemblokiran Akses [Perkumpulan: Direktorat Jenderal hari kerja 1.000.000,-  |Pemblokiran
Sistem Administrasi|Diajukan secara tertulis Administrasi Hukum per IAkses Sistem Email:
Badan Hukum kepada Menteri Hukum Umum; permohonan  |Administrasi ts@ahu.go.id
Perkumpulan dan HAM oleh: . Analisa permohonan oleh Badan Hukum numas@ahu.go.id
1. organ Perkumpulan Direktorat Jenderal Berdasarkan  |perkumpulan.
dan/atau para pihak Administrasi Hukum Eg;ﬁgﬂ_;—ﬁgh CS: 1500105
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yang berkepentingan
terhadap
Perkumpulan dengan

Umum, dengan
persetujuan dipenuhi atau
tidak dipenuhi;

Nomor 28
Tahun 2019
Tentang Jenis

Media ocial:

melampirkan bukti 3. Jika dipenuhi, akan Dan Tarif Atas [G: ditjen_ahu
pendaftaran gugatan dilakukan Jenis
pada perkara Perdata pemblokiran/pembukaan Penerimaan FB: Humas Ditjen AHU
atau Tata Usaha Blokir sistem; Negara Bukan
Negara, putusan 4. Jika tidak dipenuhi, akan Ezjr?:kxaggda Fwitter: ahu_kemenkumham
provisi,.penetapan diinformasikan melalui Kementerian ) -
pengadilan atau surat kepada pemohon. Hukum Dan Line: @ditjenahu
penetapan Hak Asasi
penyelesalz?n Manusia
sengketa di luar
pengadilan yang
menyatakan hal
tersebut;
2. instansi pemerintah
terkait dan/atau
pimpinan lembaga
penegak hukum yang
berwenang sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang
- undangan.
3. Bukti PNBP tentang
pemblokiran akses
Sistem Administrasi
Badan Hukum
perkumpulan
Permohonan Pembukaan blokir Akses |1. Permohonan diterima oleh | 30 (tiga puluh) Rp. 500.000,- [Surat Jawaban Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Pembukaan SABH Perkumpulan: Direktorat Jenderal hari kerja per Pembukaan
Pemblokiran Akses |Diajukan secara tertulis Administrasi Hukum permohonan  Blokir Akses Email:
Sistem Administrasikepada Menteri Hukum Umum; Sistem cs@ahu.go.id
Badan Hukum dan HAM oleh: 2. Analisa permohonan oleh Berdasarkan |administrasi humas@ahu.go.id
Perkumpulan 1. Permohonan Direktorat Jenderal Peraturan Badan Hukum
pembukaan Administrasi Hukum Pemerintah  lperiumpulan. CS: 1500105
Pemblokiran Akses Umum, dengan $§E?J?qr22c?19
Perkumpulan persetujuan dipenuhi atau Tentang Jenis Media ocial:
diajukan oleh organ tidak dipenuhi; Dan Tarif Atas
dan atau para pihak [3. Jika dipenuhi, akan [G: ditjen_ahu

berkepentingan
terhadap
Perkumpulan dengan
melampirkan salinan
resmi putusan
pengadilan yang

dilakukan
pemblokiran/pembukaan
Blokir sistem;

Jika tidak dipenuhi, akan
diinformasikan melalui
surat kepada pemohon.

Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian

Hukum Dan

FB: Humas Ditjen AHU

Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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telah memiliki Hak Asasi
kekuatan hukum Manusia
tetap, penetapan
perdamaian yang
dikeluarkan
pengadilan, atau
penetapan
penyelesaian
sengketa di luar
pengadilan yang
menyatakan hal
tersebut
instansi pemerintah
terkait dan/atau
pimpinan lembaga
penegak hukum
yang berwenang
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang -
undangan.
Bukti PNBP tentang
Buka Blokir akses
Perkumpulan
BADAN USAHA NON BADAN HUKUM
A. PERSEKUTAN KOMANDITER
Persetujuan Permohonan melalui [1L. Permohonan pemesanan |7 (tujuh) menit Rp. 50.000- |Keterangan Nama Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Pemakaian Nama Notaris kepada Nama CV dilakukan setelah submit (klik Persekutuan
Persekutuan Menteri; melalui laman Sistem selesai) Berdasarkan |Komanditer Email:
Komanditer Permohonan diajukan Administrasi Badan Usaha Peraturan diterima dalam  [s@ahu.go.id
(Commanditaire melalui melalui Sistem (SABU) pada Pemerintah bentuk softcopy nhumas@ahu.go.id
Vennootschap) Administrasi Badan www.ahu.go.id; Nomor 28 yang dapat di
Hukum (SABH); 2. Membeli voucher untuk Tahun 2019  |unduh dan cetak [£S: 1500105
Pembayaran PNBP pemesanan nama Tentang Jenis
melalui SIMPADHU Perseroan Terbatas Dan Tarif Atas Media ocial:
melalui SIMPADHU melalui Jenis
SABU dan membayar Penerimaan [G: ditjen_ahu
melalui Bank persepsi; Negara Bukan
3. Melakukan akses Pajak Yang FB: Humas Ditjen AHU
pemesanan nama;, Berlaku Pada
4. Memasukan voucher Kementerian rwitter: ahu_kemenkumham
pesan nama CV Hukum Dan
5. Permohonan Nama CV Hak Asasi Line: @ditjenahu
diterima Manusia
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Pendaftaran Permohonan melalui |1. Permohonan pendirian CV |7 (tujuh) menit Rp. 100.000,-|Surat Keterangan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Persekutuan Notaris kepada dilakukan melalui SABU setelah submit (klik Terdaftar (SKT)
Komanditer Menteri; pada laman: selesai) Berdasarkan [tentang pendirian Email:
(Commanditaire Akta pendirian CV www.ahu.go.id; Peraturan persekutuan cs@ahu.go.id
Vennootschap) Bukti Pembayaran Pemohon membeli voucher Pemerintah komanditer humas@ahu.go.id
PNBP untuk akses permohonan Nomor 28 (Commanditaire
pendaftaran CV melalui Tahun 2019 Vennootschap) CS: 1500105
SIMPADHU; Tentang Jenis
Mengisi data CV; Dan Tarif Atas Media ocial:
Mengunggah akta Jenis
pendirian CV; Penerimaan [G: ditjen_ahu
Surat Keterangan Negara Bukan
Terdaftar (SKT) tentang Pajak Yang FB: Humas Ditjen AHU
pendirian persekutuan Berlaku Pada
komanditer Kementerian Fwitter: ahu_kemenkumham
(Commanditaire Hukum Dan
Vennootschap Hak Asasi Line: @ditjenahu
Manusia
Pendaftaran Akta perubahan CV Pemohon melalui Notaris |7 (tujuh) menit Rp. 100.000,-{urat Keterangan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Perubahan Bukti Pembayaran melakukan perubahan setelah submit (klik erdaftar (SKT)
)Anggaran Dasar PNBP anggaran dasar CV selesai) Berdasarkan pntang Email:
Persekutuan melalui laman SABU Peraturan ersetujuan cs@ahu.go.id
Komanditer pada www.ahu.go.id; Pemerintah erubahan numas@ahu.go.id
(Commanditaire Notaris membeli Nomor 28 nggaran dasar
Vennootschap) voucher persetujuan Tahun 2019  |ersekutuan CS: 1500105
perubahan anggaran Tentang Jenis [omanditer

dasar melalui

dan Tarif Atas

Media ocial:

SIMPADHU; Jenis
Pemohon mengisi isian Penerimaan [G: ditjen_ahu
data perubahan Negara Bukan
anggaran dasar CV; Pajak Yang FB: Humas Ditjen AHU
Pemohon mengunggah Berlaku Pada
akta perubahan Kementerian Fwitter: ahu_kemenkumham
anggaran dadar CV; Hukum dan
Pemohon mencetak Hak Asasi Line: @ditjenahu
Surat Keterangan Manusia
Terdaftar (SKT) tentang
persetujuan perubahan
anggaran dasar
Persekutuan Komanditer
Perbaikan Isian Surat permohonan Pemohon membuat surat |14 (empat belas) Rp. 0O,- ata Persekutuan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Data Persekutuan
Komanditer
(Commanditaire
Vennootschap)

perbaikan isian data
persekutuan
komanditer yang
diajukan melalui
Notaris

Surat Pernyataan dari

permohonan;

Setelah surat pemohonan
masuk ke badan hukum
akan dilihat terlebih
dahulu kesesuaian Akta
dan isian data pada SAB ;

hari setelah
dokumen diterima
lengkap dan benar.

omanditer

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
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Notaris

3. Kemudian akan dibuat
perbaikan sesuai yang
diminta.

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Pembayaran PNBP
Melalui SIMPADHU.

melalui Bank persepsi;

3. Melakukan akses
pemesanan nama;

4. Memasukan voucher
pesan nama persekutuan

firma

Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada

Kementerian

Pemberitahuan 1. Permohonan . melakukan  pembubaran | (tujuh) menit Rp. 50.000,- |Surat Keterangan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Pembubaran pembubaran CV Perseroan melalui laman etelah submit (klik pembubaran
Persekutuan diajukan melalui SABU pada laman elesai) persekutuan Email:
Komanditer Notaris kepada www.ahu.go.id; Berdasarkan |komanditer cs@ahu.go.id
(Commanditaire Menteri; P. Mengisi data pembubaran Peraturan humas@ahu.go.id
VVennootschap) 2. Permohonan Perseroan Pemerintah
diajukan melalui 8. Mengunggah akta Nomor 28 CS: 1500105
SABH; Pembubaran CV; Tahun 2019
3. Akta Pembubaran [Tentang Jenis Media ocial:
4. Softcopy akta dan Tarif Atas
Pembubaran; Jenis [G: ditjen_ahu
5. Pengumuman Penerimaan
Pembubaran dalam Negara Bukan FB: Humas Ditjen AHU
surat kabar; Pajak Yang
6. Ijin dari instansi Berlaku Pada Frwitter: ahu_kemenkumham
terkait tentang Kementerian
pembubaran jika Hukum dan Line: @ditjenahu
dibutuhkan; Hak Asasi
Manusia
B. PERSEKUTUAN FIRMA
Persetujuan Permohonan pesan 1. Permohonan pemesanan | 7 (tujuh) menit Rp. 50.000,- | Keterangan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Pemakaian Nama nama badan usaha non nama persekutuan firma | setelah submit Nama
Persekutuan Firma badan hukum dilakukan melalui laman | (klik selesai) Berdasarkan Persekutuan Email:
Persekutuan firma SABU pada laman Peraturan Firma diterima [s@ahu.go.id
diajukan Melalui www.ahu.go.id; Pemerintah dalam bentuk humas@ahu.go.id
Notaris kepada 2. Membeli voucher untuk Nomor 28 softcopy yang
Menteri; pemesanan nama Tahun 2019 dapat di unduh [S: 1500105
Permohonan diajukan Persekutuan firma Tentang Jenis | dan cetak
melalui SABU; melalui SIMPADHU dan Dan Tarif Atas Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU

Fwitter: ahu_kemenkumham
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5. Memasukan nama

Hukum Dan

Persekutuan Firma

persekutuan firma
Bukti Pembayaran
PNBP

persekutuan firma
dilakukan melalui SABU
pada laman:
www.ahu.go.id;

. Pemohon membeli voucher
untuk akses permohonan
pengesahan pendirian
persekutuan firma melalui
SIMPADHU;

. Mengisi data persekutuan

setelah submit (klik
selesai)

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
Tentang Jenis
dan Tarif Atas
Jenis

erdaftar (SKT)
entang Pendirian
ersekutuan Firma

persekutuan firma yang Hak Asasi Line: @ditjenahu
dinginkan; Manusia
6. Permohonan Nama
persekutuan firma
diterima
Pendaftaran Akta pendirian . Permohonan pendirian 7 (tujuh) menit Rp. 100.000,-|urat Keterangan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
Media ocial:

[G: ditjen_ahu

perubahan anggaran

dasar melalui
SIMPADHU;
Pemohon mengisi data
perubahan anggaran
dasar persekutuan firma;
Pemohon mengunggah
akta perubahan anggaran
dasar persekutuan firma;
Pemohon mencetak Surat
Keterangan Terdaftar
(SKT) tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar persekutuan firma.

dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum

firma; Penerimaan
. Mengunggah akta Negara Bukan FB: Humas Ditjen AHU
pendirian; Pajak Yang
. Cetak Surat Keterangan Berlaku pada Fwitter: ahu_kemenkumham
Terdaftar oleh Pemohon; Kementerian
Hukum Line: @ditjenahu
Pendaftaran Akta perubahan Pemohon melalui Notaris |7 (tujuh) menit Rp. 100.000,-|Surat Keterangan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Perubahan Persekutuan Firma melakukan perubahan setelah submit (klik Terdaftar (SKT)
Anggaran Dasar Bukti Pembayaran anggaran dasar selesai) Berdasarkan [tentang Email:
Persekutuan Firma PNBP persekutuan firma melalui Peraturan Persetujuan cs@ahu.go.id
laman SABU pada Pemerintah Perubahan numas@ahu.go.id
www.ahu.go.id; Nomor 28 Anggaran Dasar
Notaris membeli Tahun 2019 Persekutuan CS: 1500105
voucher persetujuan Tentang Jenis [Firma

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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Perbaikan Isian
Data Persekutuan
Firma

. Surat permohonan
perbaikan isian data
persekutuan
komanditer yang
diajukan melalui
Notaris

2.Surat Pernyataan dari
Notaris

. Pemohon membuat surat

permohonan;

Setelah surat pemohonan
masuk ke badan hukum
akan dilihat terlebih
dahulu kesesuaian Akta
dan isian data pada SAB ;
Kemudian akan dibuat
perbaikan sesuai yang
diminta.

14 (empat belas)
hari setelah
dokumen diterima
lengkap dan benar.

Rp.0,-

Perbaikan isian
data
Persekutuan
Firma

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

SABU;

Bank persepsi;

dan Tarif Atas

Pemberitahuan 1. Permohonan 1. Pemohon melakukan 7 (tujuh) menit Rp. 50.000,- |Surat Keterangan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Pembubaran Pembubaran Pembubaran melalui setelah submit (klik pembubaran
Persekutuan Firma Persekutuan Firma laman SABU pada selesai) Berdasarkan |persekutuan firmaEmail:
diajukan melalui www.ahu.go.id; Peraturan cs@ahu.go.id
Notaris kepada 2. Mengisi isian data Pemerintah numas@ahu.go.id
Menteri melalui Pembubaran Nomor 28
SABU; persekutuan firma Tahun 2019 CS: 1500105
2. Akta Pembubaran 3. Mengunggah akta Tentang Jenis
3. Dokumen lain yang Pembubaran dan Tarif Atas Media ocial:
menyatakan persekutuan firma; Jenis
pembubaran 4. Cetak Surat Keterangan Penerimaan [G: ditjen_ahu
Pembubaran Negara Bukan
Persekutuan Firma Pajak yang FB: Humas Ditjen AHU
Berlaku Pada
Kementerian Fwitter: ahu_kemenkumham
Hukum
Line: @ditjenahu
C. PESEKUTUAN PERDATA
Persetujuan 1. Permohonan pesan |1. Permohonan pemesanan 7 (tujuh) menit  [Rp. 50.000,- Keterangan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Pemakaian Nama nama badan usaha Nama persekutuan firma setelah submit Nama
Persekutuan non badan hukum dilakukan melalui laman (klik selesai) Persekutuan Email:
Perdata Persekutuan firma SABU pada laman Berdasarkan Perdata ts@ahu.go.id
diajukan Melalui www.ahu.go.id; Peraturan diterima dalam pumas@ahu.go.id
Notaris kepada 2. Membeli voucher untuk Pemerintah bentuk softcopy
Menteri; pemesanan nama Nomor 28 yang dapat di CS: 1500105
2. Permohonan Persekutuan Perdata Tahun 2019 unduh dan
diajukan melalui melalui SIMPADHU dan Tentang Jenis | cetak Media ocial:
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3. Pembayaran PNBP [3. Melakukan akses Jenis [G: ditjen_ahu
Melalui SIMPADHU. pemesanan hama; Penerimaan
4. Memasukan voucher Negara Bukan FB: Humas Ditjen AHU
pesan nama Persekutuan Pajak Yang
Perdata Berlaku Pada Fwitter: ahu_kemenkumham
5. Memasukan nNama Kementerian
persekutuan Perdata yang Hukum dan Line: @ditjenahu
dinginkan; Hak Asasi
6. Permohonan nama Manusia
persekutuan Perdata
diterima
Pendaftaran 1.Akta pendirian L. Permohonan pendirian 7 (tujuh) menit Rp. 100.000,-|Surat Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Persekutuan persekutuan Perdata persekutuan firma setelah submit (klik Keterangan
Perdata 2.Bukti Pembayaran dilakukan melalui SABU selesai) Terdaftar (SKT) Email:
PNBP pada laman: Berdasarkan |Persekutuan cs@ahu.go.id
www.ahu.go.id; Peraturan perdata humas@ahu.go.id
?. Pemohon membeli voucher Pemerintah
untuk akses permohonan Nomor 28 CS: 1500105
pendaftaran persekutuan Tahun 2019
Perdata melalui Tentang Jenis Media ocial:
SIMPADHU; Dan Tarif Atas
B. Mengisi data persekutuan Jenis [G: ditjen_ahu
Perdata; Penerimaan
k. Mengunggah akta Negara Bukan FB: Humas Ditjen AHU
pendaftaran Persekutuan Pajak Yang
Perdata; Berlaku Pada Frwitter: ahu_kemenkumham
b. Cetak Surat Keterangan Kementerian
Terdaftar oleh Pemohon; Hukum Line: @ditjenahu
Pendaftaran Akta perubahan 1. Pemohon melalui Notaris |7 (tujuh) menit Rp. 100.000,-{urat Keterangan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Perubahan persekutuan perdata melakukan perubahan setelah submit (klik erdaftar (SKT)
IAnggaran Dasar Bukti Pembayaran anggaran dasar selesai) Berdasarkan entang Email:
Persekutuan PNBP persekutuan Perdata Peraturan ersetujuan cs@ahu.go.id
Perdata melalui laman SABU Pemerintah erubahan humas@ahu.go.id
pada www.ahu.go.id; Nomor 28 nggaran Dasar
2. Notaris membeli Tahun 2019 ersekutuan CS: 1500105
voucher persetujuan Tentang Jenis |erdata.
perubahan anggaran dan Tarif Atas Media ocial:
dasar melalui Jenis
SIMPADHU; Penerimaan [G: ditjen_ahu
3. Pemohon mengisi isian Negara Bukan
data perubahan Pajak Yang FB: Humas Ditjen AHU
anggaran dasar Berlaku Pada
persekutuan Perdata; Kementerian Fwitter: ahu_kemenkumham
4. Pemohon mengunggah Hukum
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akta perubahan
anggaran dasar
persekutuan Perdata;
Pemohon mencetak
Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) tentang
Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar
persekutuan Perdata.

Line: @ditjenahu

. Akta Pembubaran
. Dokumen lain yang

menyatakan
pembubaran

Mengunggah akta
Pembubaran persekutuan
Perdata

Cetak Surat Keterangan
Pembubaran Persekutuan
Perdata

Tentang Jenis
dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum

Perbaikan Isian Surat permohonan  [1. Pemohon membuat surat |14 (empat belas) Rp.0,- Perbaikan isian Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Data Persekutuan perbaikan isian data permohonan; hari setelah data
Perdata persekutuan Perdata R. Setelah surat pemohonan |dokumen diterima Persekutuan Email:
yang diajukan masuk ke badan hukum lengkap dan benar. Perdata cs@ahu.go.id
melalui Notaris akan dilihat terlebih dahulu humas@ahu.go.id
Surat Pernyataan kesesuaian Akta dan isian
dari Notaris data pada SAB ; CS: 1500105
. Kemudian akan dibuat
perbaikan sesuai yang Media ocial:
diminta.
[G: ditjen_ahu
FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham
Line: @ditjenahu
Pemberitahuan . Permohonan . Pemohon melakukan 7 (tujuh) menit Rp. 50.000,- {urat Keterangan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Pembubaran Pembubaran Pembubaran melalui laman | setelah submit embubaran
Persekutuan Persekutuan Perdata SABU pada (klik selesai) Berdasarkan |ersekutuan Email:
Perdata diajukan melalui www.ahu.go.id; Peraturan erdata ts@ahu.go.id
Notaris kepada . Mengisi isian data Pemerintah humas@ahu.go.id
Menteri melalui Pembubaran persekutuan Nomor 28
SABU; Perdata Tahun 2019 CS: 1500105

Media ocial:
[G: ditjen_ahu
FB: Humas Ditjen AHU

Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

D. KOPERASI
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Pesan Nama
Koperasi;

Permohonan pesan
nama badan usaha non
badan hukum Koperasi
diajukan diajukan
melalui Notaris
Pembuat Akta Koperasi
(NPAK) kepada
Menteri;

Permohonan diajukan
melalui melalui Aplikasi
KOPERASI pada AHU
Online.

Permohonan pemesanan
Nama koperasi dilakukan
melalui laman SABH
pada www.ahu.go.id;
Melakukan akses
pemesanan nama;
Memasukan nama
koperasi yang dinginkan
yang sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan;

Permohonan nama
koperasi diterima

7 (tujuh) menit
setelah submit
(klik selesai)

Rp. 0,-

Keterangan
nama Koperasi
diterima dalam
bentuk softcopy
yang dapat di
unduh dan
cetak

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Pendirian Koperasi; |. Pemohon adalah Permohonan pendirian 7 (tujuh) menit Rp. 0,- Surat Keputusan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Notaris Pembuat Akta koperasi dilakukan melalui [setelah submit (klik Menteri Hukum
Koperasi (NPAK) laman: www.ahu.go.id; selesai) dan HAM tentang Email:
Akta pendirian Mengisi isian data Pendirian cs@ahu.go.id
koperasi; koperasi numas@ahu.go.id
Mengunggah akta
pendirian; CS: 1500105
Cetak Surat Keputusan
oleh Pemohon; Media ocial:
[G: ditjen_ahu
FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham
Line: @ditjenahu
Perubahan Koperasi{l. Pemohon adalah Pemohon melalui Notaris |7 (tujuh) menit Rp. 0O,- Surat Keputusan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Notaris Pembuat Akta
Koperasi (NPAK)

. Akta perubahan

koperasi

melakukan perubahan
anggaran dasar koperasi
melalui laman
www.ahu.go.id;
Pemohon mengisi data
perubahan anggaran
dasar koperasi;
Pemohon mengunggah
akta perubahan
anggaran dasar
koperasi;

Pemohon mencetak

setelah submit (klik

selesai)

Menteri Hukum
dan HAM tentang
Persetujuan
Perubahan
IAnggaran Dasar
koperasi.

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
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Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM tentang
Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar

Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

koperasi.
Perbaikan Isian 1. Pemohon adalah Permohonan membuat 14 (empat belas) Rp.0,- Perbaikan Isian Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Data Koperasi Notaris Pembuat Akta surat permohonan; hari setelah Data Koperasi
Koperasi (NPAK) Setalah permohonan dokumen diterima Email:
2. Surat permohonan sampai pada Subdit lengkap dan benar. cs@ahu.go.id
perbaikan isian data Badan Hukum kemudian humas@ahu.go.id
Koperasi dibuatkan nota dinas
3. Surat pernyataan kepada Direktorat TI CS: 1500105
4. Dokumen tentang perbaikan isian
kelengkapan data Koperasi; Media ocial:
perbaikan isian data Direktorat TI akan
Koperasi melakukan perbaikan [G: ditjen_ahu
sesuai dengan data-data
yang ada pada system. FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham
Line: @ditjenahu
Daftar Ulang 1. Pemohon adalah . Penarikan data dari 14 (empat belas) Rp.O,- Isian daftar Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Koperasi Notaris Pembuat Akta KEMENKOP hari setelah ulang Koperasi
Koperasi (NPAK) . Melakukan perubahan di |dokumen diterima Email:
2. Akta pengesahan laman AHU.go.id lengkap dan benar. cs@ahu.go.id
atau perubahan numas@ahu.go.id
koperasi
CS: 1500105
Media ocial:
[G: ditjen_ahu
FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham
Line: @ditjenahu
3. JAMINAN FIDUSIA
Pendaftaran 1. Pemohon harus 1. Permohonan diajukan oleh | 7 (tujuh) menit Rp 50.000,- [Sertifikat Jaminan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Jaminan Fidusia mempunyai user id Penerima Fidusia, kuasa setelah s.d. Rp Fidusia
dan password untuk atau wakilnya secara | pembayaran PNBP | 13.300.000,- Email:
akses pendaftaran elektronik kepada Menteri ts@ahu.go.id
melalui www.ahu.go.id. Berdasarkan humas@ahu.go.id
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Jaminan Fidusia
secara online;
Akta Jaminan
Fidusia sebagai
dasar untuk
pengisian Formulir

. Pemohon login ke aplikasi

fidusia online berdasarkan
user id dan password
yang telah dimiliki.

. Pemohon melakukan

pengisian ocialr
pendaftaran jaminan

Peraturan
Pemerintah
Nomor 28

Tahun 2019
Tentang Jenis

Dan Tarif Atas

CS: 1500105
Media ocial:

[G: ditjen_ahu

Aplikasi Pendaftaran ) . PJdit Jenis
Jaminan Fidusia; fidusia, meliputi: Penerimaan FB: Humas Ditjen AHU
Pemohon telah a. I(_:Ient_ltas pemberl_ Negara Bukan
melakukan E:gﬂz:: ldan Penerima Paj?kkYangd Fwitter: ahu_kemenkumham
pembayaran PNBP ¢ Berlaku Pada
pencafiaran | b Jonggel nomer ate ine: @ditenahy
Jaminan Fidusia. dan tempat kedudukan Hukum
Permohonan notaris pembuat akta .
penglaftarap . jaminan fidusia; 1. N|Ia|_ _
Jaminan Fidusia c. Data perjanjian pokok Penjaminan
diajukan dalam yand dijaminkan s.d. 50 juta,
jangka waktu paling fidusia; tarif
lama 30 (tiga d. Uraian mengenai Rp 50.000,-
puluh) hari benda yang menjadi p. Nilai
terhitung sejak objek jaminan Fidusia; Penjaminan
tanggal pembuatan e. Nilai penjaminan; dan di atas 50
akta Jaminan f. Nilai benda yang juta s.d.
Fidusia. menjadi obyek 100 juta,
Jaminan Fidusia. tarif
. Pemohon melakukan Rp
pembayaran PNBP 100.000,-
Pendaftaran Jaminan 3. Nilai
Fidusia Penjaminan
. Pemohon dapat mencetak di atas 100
sendiri Sertifikat Jaminan juta s.d.
Fidusia. 250 jUta,
tarif
Rp
200.000,-
4. Nilai
Penjaminan
di atas 250
juta s.d.
500 juta,
tarif
Rp
450.000,-
5. Nilai
Penjaminan
di atas 500
jutas.d. 1
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miliar, tarif

Rp
850.000,-
6. Nilai
Penjaminan
diatas 1
miliar s.d.
100 miliar,
tarif
Rp
1.800.000,-
7. Nilai
Penjaminan
di atas 100
miliar s.d.
500 miliar,
tarif
Rp
3.500.000,-
B. Nilai
Penjaminan
di atas 500
miliar s.d. 1
triliun, tarif
Rp
6.800.000, -
9. Nilai
Penjaminan
di atas 1
triliun, tarif
Rp
13.300.000,
Penghapusan . Pemohon harus 1. Permohonan 7 (tujuh) menit Rp.0,- Surat Keterangan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
atau Roya mempunyai user id Pemberitahuan Setelah Penghapusan yang
Sertifikat dan password untuk penghapusan diajukan Mengirimkan menyatakan Email:
Jaminan Fidusia akses pendaftaran oleh Penerima Fidusia,  |Dokumen bahwa Sertifikat [ts@ahu.go.id
Fidusia secara kuasa atau wakilnya Jaminan Fidusia humas@ahu.go.id
online; kepada Menteri secara yang bersangkutar
_ Sertifikat Jaminan elektronik me'IaIU| tidak berlaku lagi £S: 1500105
Fidusia pada saat Www.ahu.qo.'/d; (Pasal 17 PP 21
pendaftaran Jaminan 2. zgﬂg_l,??iéﬁg;g lgﬁline Tahun 2015 Media ocial:
ﬂdus[a_sebag_al dasar berdasarkan user id dan tentang Tata Cara o
pengisian ocialr password yang telah Penc_laftara?n _ [G: ditjen_ahu
penghapusan pada dimiliki. Jamln_an Fidusia
aplikasi fidusia online 3.  Pemohon melakukan dan Biaya FB: Humas Ditjen AHU

3. Surat Keterangan

pengisian ocialr

Pembuatan Akta
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Lunas atau surat penghapusan jaminan Fidusia). Fwitter: ahu_kemenkumham
keterangan fidusia, meliputi:
pelepasan ocialr a. Keterangan atau Line: @ditjenahu
surat keterangan ocial hapusnya
musnahnya obyek Jaminan Fidusia;
Jaminan fidusia dari b. Nomor dan tanggal
penerima fidusia Sertifikat Jaminan
4. Dalam hal Jaminan Fidusia pada saat
Fidusia hapus, maka pendgfltaran Jaminan
Penerima Fidusia, c If\ll(;lrﬁ;a(’jan Tempat
\l/(vl';?ist? atau wakilnya, Kedudukan Notaris
memberitahukan yang melakukan
- pendaftaran
kepada Menteri Sertifikat Jaminan
daI_am jangka waktu Fidusia
paling lama 14 d. Tanggal hapusnya
(empat belas) hari Jaminan Fidusia.
terhitung sejak Berdasarkan
tanggal hapusnya pemberitahuan
Jaminan Fidusia. penghapusan yang
dilakukan pemohon,
Jaminan Fidusia dihapus
dari daftar Jaminan
Fidusia dan pemohon
dapat mencetak sendiri
keterangan
penghapusan yang
menyatakan sertifikat
Jaminan Fidusia yang
bersangkutan tidak
berlaku lagi.
Permohonan 1. Pemohon harus Permohonan diajukan 7 (tujuh) menit Rp.250.000,- | Sertifikat Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Perubahan hal mempunyai user id oleh Penerima Fidusia, Setelah Perubahan
yang tercantum dan password untuk kuasa atau wakilnya Mengirimkan Berdasarkan Jaminan Email:
dalam Sertifikat akses pendaftaran kepada Menteri secara  |Dokumen Peraturan Fidusia rs@ahu.go.id
Jaminan Fidusia Fidusia secara elektronik melalui Pemerintah humas@ahu.go.id
online www.ahu.qgo.id. Nomor 28
2. Akta perubahan (jika Pemohon login ke Tahun 2019 rs: 1500105

perubahan dibuat
dalam akta notaris)
atau Keterangan
Perubahan (apabila
perubahan tidak
dibuat dengan akta
Notaris);

3. Sertifikat Jaminan

aplikasi fidusia online
berdasarkan user id dan
password yang telah
dimiliki.

Pemohon memilih
menu perubahan pada
aplikasi fidusia online
kemudian akan tampil

Tentang Jenis
Dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada

Media ocial:
[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU

Fwitter: ahu_kemenkumham
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Fidusia

pemesanan Nomor

Voucher;

Pemohon melakukan

pembayaran PNBP

Perubahan Sertifikat

Jaminan Fidusia.

Pemohon melakukan

pengisian Formulir

Perubahan Sertifikat

Jaminan Fidusia paling

sedikit memuat:

a. Nomor dan tanggal
sertifikat Jaminan
Fidusia;

b. Nama dan tempat
kedudukan Notaris

c. Data perubahan;
dan

d. Keterangan
perubahan

Pemohon dapat
mencetak sendiri
Sertifikat perubahan
atas Sertifikat Jaminan
Fidusia pada tanggal
yang sama dengan
tanggal permohonan
perubahan sertifikat
Jaminan Fidusia dicatat.

Kementerian
Hukum

Line: @ditjenahu

Perbaikan
Sertifikat
Jaminan Fidusia

. Pemohon harus

mempunyai user id
dan password untuk
akses pendaftaran
Fidusia secara
online

. Salinan Sertifikat

Jaminan Fidusia
yang akan
diperbaiki;

. Fotocopi bukti

pembayaran biaya
pendaftaran
Jaminan Fidusia;
dan

. Salinan Akta

Jaminan Fidusia

Permohonan Perbaikan
Sertifikat Jaminan
Fidusia diajukan oleh
Penerima Fidusia, Kuasa
atau wakilnya Kepada
Menteri secara elektronik
melalui www.ahu.go.id.
Pemohon login ke
aplikasi fidusia online
berdasarkan user id dan
password yang telah
dimiliki.

Pemohon memilih data
transaksi pada aplikasi
fidusia online, untuk
memilih Sertifikat
Jaminan Fidusia yang
akan diperbaiki.

3 (tiga) hari kerja
sejak permohonan
masuk

Rp.50.000, -

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
Tentang Jenis
Dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum

Sertifikat
Perbaikan
Jaminan
Fidusia

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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. Permohonan
Perbaikan Sertifikat
Jaminan Fidusia
diajukan dalam
jangka waktu paling
lama 30 hari
terhitung sejak
tanggal Sertifikat
Jaminan Fidusia
diterbitkan.

Pemohon melakukan

pembelian voucher

pembayaran PNBP

Perbaikan atau

memasukan kode

voucher yang telah
dibeli/dibayar;

Pemohon melakukan

pengisian ocialr

perbaikan dan upload
dokumen persyaratan
perbaikan sbb:

a. Salinan Sertifikat
Jaminan Fidusia
yang akan
diperbaiki;

b. Fotokopi buki
pembayaran biaya
pendaftaran Jaminan
Fidusia; dan

c. Salinan Akta
Jaminan Fidusia.

Permohonan perbaikan

selanjutkan akan

diverifikasi oleh
verifikator dan dalam

tampilan aplikasi di

pemohon akan muncul

informasi "perbaikan
dalam proses”

Apabila permohonan

perbaikan ditolak (untuk

pertama kali) oleh
verifikator, pemohon
dapat memperbaiki
penolakan tersebut dan
dapat melakukan
perbaikan ulang tanpa
melakukan pembayaran

PNBP perbaikan. Namun

apabila permohonan

perbaikan ditolak (untuk
yang kedua kalinya) oleh
verifikator, maka
pemohon harus
mengajukan
permohonan perbaikan
baru dengan membayar

PNBP perbaikan

138




sepanjang permohonan
tidak melebih jangka
waktu 30 hari sejak
tanggal sertifikat
jaminan fidusia
diterbitkan.

Setelah Permohonan
diterima maka pemohon
dapat mencetak sendiri
Sertifikat perbaikan.

Pencarian/Unduh
(search/Download)
Data Fidusia Secara
Online (PP Nomor
28 Tahun 2019
tentang PNBP)

Unduh Data
Jaminan Fidusia
(Permenkumham
No. 17 Tahun 2020
Tentang Tata Cara
Permohonan Data
Jaminan Fidusia)

Melakukan pembelian
data
fidusia/pembayaran
PNBP unduh data
fidusia

Permohonan data
Jaminan Fidusia
diajukan kepada Menteri
melalui Direktur
Jenderal Administrasi
Hukum Umum dilakukan
secara elektronik
melalui www.ahu.go.id
Pemohon memilih
pencarian/unduh data
fidusia untuk mengisi
format pencarian data,
berdasarkan:

a. Nomor sertifikat
Jaminan Fidusia;

b. Objek berserial
nomor;

c. Objek tidak
berserial nomor;

d. Pemberi fidusia;

e. Penerima Fidusia.

Apabila data fidusia

terdaftar, pemohon

dapat mengajukan
permohonan unduh
data, dengan
melakukan pembelian
data/pembayaran PNBP
unduh data Fidusia
dengan mengisi data
sebagai berikut:

a. Bagi pemohon orang
perorangan data
terdiri dari:

1) nama;

2) nomor induk
kependuduk
an;

5 (lima) menit.

1. Melihat
data
terdaftar
atau
tidak:
Rp. O;

2. Unduh
data
Fidusia:
Rp.
50.000;

Berdasarkan
PP PNBP No
28 Tahun
2019
tentang
Jenis dan
Tarif atas
Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak
'Yang Berlaku
Pada
Kementerian
Hukum dan
HAM

Data fidusia.

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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3) alamat
kedudukan;
alamat surat
elektronik,
dan nomor
telepon
b. bagi pemohon
korporasi, yang data
terdiri dari:

1) nama;

2) nomor surat
keputusan
pengesahan;

3) nomor pokok
wajib pajak;
alamat
kedudukan;

5) alamat surat
elektronik; dan
6) nomor telepon

4)

4)

4. data fidusia yang

dimohonkan akan
dikirim ke email yang
dicantumkan oleh
Pemohon.

4. HARTA PENINGGALAN DAN KURATOR NEGARA

Pelaporan Bulanan
Wasiat Terdaftar
Secara Online

Pelaporan daftar akta
atau daftar nihil yang
berkenaan dengan
wasiat dilakukan secara
elektronik/online kepada
Daftar Pusat Wasiat
melalui laman resmi
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum www.ahu.go.id.

Notaris mengisi format isian
sesuai yang telah disediakan
pada form isian, yaitu Daftar
Nihil dan Daftar Akta

5 (lima) hari pada
minggu pertama
setiap bulan
berikutnya.

1. Rp.
100.000,-
yang ada
daftar Akta
Wasiatnya

2. Rp.O0,-
bagi Daftar
Nihil

Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Nomor 28

Tahun 2019

tentang Jenis
dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang

Laporan Bulanan
Nihil dan/atau
Laporan Bulanan
Terdaftar

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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Berlaku Pada
Kementerian

resmi Direktorat
Jenderal Administrasi
Hukum Umum;

. Fotokopi KTP;
. Asli atau fotokopi

sesuai dengan asli
kutipan Akta
Kematian yang
diterbitkan oleh
Kantor Kependudukan
dan Catatan Sipil atau
surat keterangan
kematian yang
diterbitkan oleh
pejabat setingkat
kepala
desa/lurah/camat,
atas nama orang
yang dimohonkan
keterangan wasiatnya
atau Bukti Kematian
dari Luar Negeri yang
diketahui oleh
Kedubes
RI/Perwakilan
Republik Indonesia
tempat almarhum
pada waktu
meninggal dan
dilegalisir oleh Notaris
atau oleh lembaga
yang menerbitkannya
dengan tulisan
“kecocokan fotokopi
sesuai dengan surat

dokumen persyaratan
dan mengirim dokumen
melalui sistem;

. Verifikasi dokumen oleh

Ditjen AHU (Subdit
Harta Peninggalan dan
Kurator Negara);

. Jika dokumen dinyatakan

lengkap, Pemohon dapat
mencetak langsung Surat
Keterangan Wasiat;

. Jika dokumen dinyatakan

tidak lengkap, pemohon
menerima pemberitahuan
melalui e-mail.

tentang Jenis
dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia.

Hukum dan
Hak Asasi
Manusia.
Surat Keterangan |1. Permohonan Surat . Pemohon melalui Notaris | 3 (tiga) hari Rp. 500.000,-|urat Keterangan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Wasiat (SKW) Keterangan Wasiat atau perseorangan kerja Vasiat (SKW)
Online diajukan Pemohon mengajukan permohonan Berdasarkan Email:
secara kepada Dirjen AHU Peraturan cs@ahu.go.id
elektronik/online melalui website Pemerintah humas@ahu.go.id
kepada Daftar Pusat www.ahu.go.id; Nomor 28
Wasiat melalui laman [2. Pemohon mengunggah Tahun 2019 CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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aslinya”;

Asli atau fotokopi
sesuai dengan asli
surat penetapan
Pengadilan Negeri
tentang ganti nama
atau surat pernyataan
ganti nama yang
diterbitkan oleh
instansi yang
berwenang, dalam hal
orang yang
dimohonkan
keterangan wasiatnya
memiliki dokumen
tentang ganti nama;
Bukti asli setoran
Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
sebesar Rp500.000,-
(lima ratus ribu
rupiah) atau voucher
pembayaran PNBP;

Pendaftaran
Kurator dan
Pengurus (Manual)

(SENE

Fotokopi KTP;
Fotokopi NPWP;
Fotokopi Sertifikat
tanda lulus ujian
Kurator dan Pengurus
yang dilegalisir oleh
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum;

Surat Rekomendasi
dari Organisasi
Profesi Kurator dan
Pengurus;

Surat Pernyataan
tidak rangkap
jabatan (bermaterai);
Surat Pernyataan
bersedia membuka
rekening untuk setiap
perkara kepailitan
atas nama debitur
pailit (bermaterai);
Surat Pernyataan

Pemohon  mengajukan
permohonan pendaftaran
Kurator dan Pengurus
kepada Direktur Jenderal
Administrasi Hukum
Umum disertai dokumen
persyaratan;

Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum melakukan
verifikasi administrasi;
Dalam hal berdasarkan
hasil verifikasi
kelengkapan dokumen
persyaratan dinyatakan
lengkap, Direktur Jenderal
menerbitkan surat bukti
pendaftaran Kurator dan
Pengurus dalam waktu 7
(tujuh) hari;

Dalam hal berdasarkan
hasil verifikasi terdapat
kekurangan kelengkapan

7 (tujuh) hari
kerja dalam hal
dokumen
persyaratan
permohonan
dinyatakan
lengkap.

Rp
5.000.000,-

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor

28 Tahun
2019
tentang
Jenis dan
Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak
Yang Berlaku
Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia.

Surat Bukti
Pendaftaran
Kurator dan
Pengurus
(SBPKP)

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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10.

11.

tidak pernah
dinyatakan pailit
(bermaterai);

Surat Pernyataan
tidak pernah menjadi
anggota Direksi dan
Komisaris yang
dinyatakan bersalah
yang menyebabkan
suatu perseroan
dinyatakan pailit
(bermaterai);

Surat Pernyataan
tidak pernah dihukum
karena melakukan
tindak pidana yang
diancam dengan
hukuman pidana 5
(lima) tahun atau
lebih dengan putusan
pengadilan yang
telah mempunyai
kekuatan hukum
tetap (bermaterai);
Surat Pernyataan
bersedia untuk
menjalankan tugas
pengurusan dan
pemberesan harta
pailit dan
bertanggungjawab
sepenuhnya terhadap
kesalahan atau
kelalaian yang
menyebabakan
kerugian harta pailit
(bermaterai);

Surat Pernyataan
bersedia dihapus dari
daftar Kurator dan
Pengurus, jika
terbukti melanggar
kode etik Kurator dan
Pengurus dan
ketentuan
perundang-undangan
(bermaterai);

OT

dokumen persyaratan,
Direktur Jenderal
memberitahukan secara
tertulis kepada Pemohon
untuk melengkapi
dokumen persyaratan;
Jika berkas permohonan
tidak lengkap, Direktur
Jenderal memberitahukan
kepada pemohon melalui
surat untuk melengkapi
dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan;
Pemohon harus
melengkapi kekurangan
kelengkapan dokumen
persyaratan dalam jangka
waktu paling lama 14
(empat belas) hari
terhitung sejak tanggal
surat pemberitahuan;
Apabila dalam jangka
waktu tersebut Pemohon
tidak melengkapi
dokumen persyaratan,
permohonan dinyatakan
ditolak;

Dalam hal terjadi
penolakan, biaya
permohonan pendaftaran
yang telah disetorkan
tidak dapat dikembalikan;
Terhadap permohonan
yang telah dinyatakan
ditolak, Pemohon dapat
mengajukan kembali
permohonan pendaftaran
sebagai Kurator dan
Pengurus.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Surat Keterangan
sehat jasmani dan
rohani dari rumah
sakit pemerintah;
Surat Keterangan
catatan kepolisian;
Pas poto terbaru
berwarna dengan
latar belakang
berwarna putih
dengan ukuran 4 cm
X 6 cm (empat
sentimeter kali enam
sentimeter);

Tanda Bukti terdaftar
sebagai
Advokat/Akuntan
Publik;

Surat keterangan
telah bekerja pada
kantor advokat atau
kantor akuntan publik
paling singkat 3
(tiga) tahun;
Fotokopi Ijazah
Sarjana
Hukum/Sarjana
Ekonomi yang di
legalisir Perguruan
Tinggi yang
bersangkutan;

Bukti pembayaran
PNBP pendaftaran
Kurator dan Pengurus
sebesar Rp.
5.000.000,-;

Alamat surat
menyurat pemohon
(alamat kantor).

Perpanjangan
Pendaftaran
Kurator dan
Pengurus
Manual)

Fotokopi KTP;

Asli Surat Bukti
Pendaftaran Kurator
dan Pengurus yang
akan diperpanjang;
Fotokopi Tanda
keanggotaan
Organisasi Profesi

. Pemohon mengajukan

permohonan
perpanjangan
pendaftaran Kurator dan
Pengurus kepada
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum
Umum disertai dokumen

7 (tujuh)
hari kerja dalam
hal dokumen
persyaratan
permohonan
dinyatakan
lengkap

Rp.10.000.000

4

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah

Nomor
28

Tahun

urat Bukti
erpanjangan
endaftaran
urator dan
engurus (SBPKP)

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
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Kurator atau
Pengurus yang
dilegalisir oleh
organisasi profesi;

. Asli Surat

Rekomendasi dari
Organisasi Profesi
Kuratordan
Pengurus;

. Asli Sertifikat

Pelatihan Lanjutan
Kurator dan Pengurus

yang dikeluarkan
oleh Komite
Bersama;

. Pas foto terbaru

berwarna dengan
latar belakang
berwarna putih
dengan ukuran 4 cm
X 6 cm (empat
sentimeter kali enam
sentimeter);

. Bukti bayar
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
perpanjangan Surat
Bukti Pendaftaran
Kurator dan
Pengurus.

persyaratan;

. Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum
Umum melakukan
verifikasi administrasi;

. Dalam hal berdasarkan

hasil verifikasi
kelengkapan dokumen
persyaratan dinyatakan
lengkap, Direktur
Jenderal menerbitkan
surat bukti perpanjangan
pendaftaran Kurator dan
Pengurus dalam waktu 7
(tujuh) hari;

. Dalam hal berdasarkan

hasil verifikasi terdapat
kekurangan kelengkapan
dokumen persyaratan,
Direktur Jenderal
memberitahukan secara
tertulis kepada Pemohon
untuk melengkapi
dokumen persyaratan;

. Pemohon harus

melengkapi kekurangan
kelengkapan dokumen
persyaratan dalam
jangka waktu paling
lama 14 (empat belas)
hari terhitung sejak
tanggal surat
pemberitahuan;

. Apabila dalam jangka

waktu tersebut Pemohon
tidak melengkapi
dokumen persyaratan,
permohonan dinyatakan
ditolak;

. Dalam hal terjadi

penolakan, biaya
permohonan
perpanjangan
pendaftaran yang telah
disetorkan tidak dapat
dikembalikan;

. Terhadap permohonan

2019 tentang
Jenis dan Tarif
Atas Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia.

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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yang telah dinyatakan
ditolak, Pemohon dapat
mengajukan kembali
permohonan
perpanjangan
pendaftaran sebagai
Kurator dan Pengurus.

Pemberian Salinan
Tanda Terdaftar
Sebagai Kurator
dan Pengurus yang
Hilang

atau Rusak

. Surat kehilangan dari

Kepolisian yang di
tanda tangan oleh
pemohon;

. Copy Surat Bukti

Pendaftaran Kurator
dan Pengurus atau
copy surat bukti
perpanjangan
pendaftaran ocial dan
pengurus (bila ada);

. Bukti bayar

Penerimaan Negara
Bukan Pajak Salinan
Surat Bukti
Pendaftaran Kurator
dan Pengurus atau
Salinan Surat Bukti
Perpanjangan
Pendaftaran Kurator
dan Pengurus.

N

. Pemohon

mengajukan
permohonan salinan surat
bukti pendaftaran kurator
dan pengurus atau surat
bukti perpanjangan
pendaftaran Kurator dan
Pengurus kepada Direktur
Jenderal Administrasi
Hukum Umum disertai
dokumen persyaratan;

. Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum
Umum melakukan
verifikasi administrasi;

. Dalam hal berdasarkan

hasil verifikasi
kelengkapan dokumen
persyaratan dinyatakan
lengkap, Direktur Jenderal
menerbitkan salinan surat
bukti pendaftaran kurator
dan pengurus atau surat
bukti perpanjangan
pendaftaran Kurator dan
Pengurus dalam waktu 7
(tujuh) hari;

Dalam hal berdasarkan
hasil verifikasi terdapat
kekurangan kelengkapan
dokumen persyaratan,
Direktur Jenderal
memberitahukan secara
tertulis kepada Pemohon
untuk melengkapi
dokumen persyaratan;

. Pemohon harus

melengkapi kekurangan
kelengkapan dokumen
persyaratan dalam jangka
waktu paling lama 14

7 (tujuh) hari
dalam hal
dokumen
persyaratan
permohonan
dinyatakan
lengkap.

Rp.5.000.000,

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
tentang Jenis
dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia.

Salinan Surat
Bukti
Pendaftaran
Kurator dan
Pengurus atau
Surat Bukti
Perpanjangan
Pendaftaran
Kurator dan
Pengurus.
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(empat belas) hari
terhitung sejak tanggal
surat pemberitahuan;

6. Apabila dalam jangka
waktu tersebut Pemohon
tidak melengkapi
dokumen persyaratan,
permohonan dinyatakan
ditolak;

7. Dalam hal terjadi
penolakan, biaya
permohonan
perpanjangan pendaftaran
yang telah disetorkan
tidak dapat dikembalikan;

8. Terhadap permohonan
yang telah dinyatakan
ditolak, Pemohon dapat
mengajukan kembali
permohonan
perpanjangan pendaftaran
sebagai Kurator dan

Kualitas Jabatan
Notaris (PPKIN)

Kartu Tanda Penduduk
yang berlaku;

Ijazah sarjana hukum
dan Ijazah strata dua
(M.Kn/Spn/CN);
Sertifikat kelulusan
kode etik dari
Organisasi Notaris;
Surat keterangan
magang paling singkat
24 (dua puluh empat)
bulan berturut-turut di
kantor Notaris
terhitung sejak tanggal
ijazah strata dua
(M.Kn/Spn/CN)
dikeluarkan, yang
diketahui oleh
Organisasi Notaris
yang dibuktikan

L. Masuk ke halaman Website
Pelatihan Peningkatan
Kualitas Jabatan Notaris ke
alamat http://ppkjn.ahu.go.i

melalui laman ppkjn.ahu.go.id.

d untuk melakukan
registrasi PPKIN

?. Setelah mengisi form
registrasi, peserta harus
melakukan aktivasi akun
yang dikirim melalui email

8. setelah melakukan aktivasi
akun adalah dengan login
terlebih dahulu dengan akun
yang telah diaktifkan

k. Setelah peserta berhasil
login, melakukan pengisian
dan mengikuti seluruh ocial-
langkahnya

b. Foto diunggah dalam format

pendaftaran PPKIN

Peningkatan
Kualitas Jabatan
Notaris

Pengurus.
1.KENOTARIATAN
Pelatihan Pasfoto ukuran 4x6 Persayaratan tersebut wajib |1 (satu) bulan sejakRp. 0,- Sertifikat Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Peningkatan latar belakang merah; diunggah secara elektronik pembukaan Pelatihan

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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dengan cap Organisasi
Notaris;

Surat pernyataan
bermaterai 6.000
(enam ribu) dari calon
Notaris bahwa yang
bersangkutan tidak
berstatus tersangka
maupun terdakwa atas
tindak pidana;

Surat pernyataan
bermaterai 6.000
(enam ribu) bahwa
semua dokumen yang
diunggah adalah benar.

Syarat pendukung
tersebut wajib diunggah
oleh peserta secara
elektronik melalui laman
ppkjn.ahu.go.id. Foto
diunggah dalam format
JPG sedangkan untuk
dokumen diunggah dalam
format PDF dengan
ukuran maksimal 5SMB
dan harus jelas, tidak blur
atau terlalu kecil sehingga
tidak dapat terbaca.

JPG sedangkan untuk
dokumen diunggah dalam
format PDF

Permohonan Akses
(Pengangkatan
Notaris dan
Perpindahan
Notaris)

Mengisi format isiian
permohonnan
pengangkatan Notaris
atau permohonan
perpindahan Notaris

ada notifikasi biaya akses

1 (satu) hari sejak
notifikasi di terima
oleh pemohon

Rp. 200.000,-

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
tentang Jenis
dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum dan

Hak Asasi

Bukti PNBP secara
online
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Manusia.

Pengangkatan
Notaris

fotokopi kartu tanda
penduduk;

fotokopi akta lahir
yang dilegalisasi;
asli surat keterangan
sehat jasmani dari
dokter rumah sakit;
asli surat keterangan
sehat rohani dari
psikiater atau dokter
spesialis kejiwaan
rumah sakit yang
masih berlaku atau
paling lama 1 (satu)
tahun sejak tanggal
dikeluarkan;
fotokopi ijazah ocialrn
sarjana hukum dan
ocialrn magister
kenotariatan atau
ocialrn spesialis
notariat yang telah
dilegalisasi;

asli surat keterangan
magang di kantor
Notaris atau
keterangan telah
bekerja sebagai
karyawan Notaris
yang telah
mendapatkan
rekomendasi dari
organisasi Notaris
dalam waktu paling
singkat 24 (dua puluh
empat) bulan
berturut-turut setelah
lulus strata dua
kenotariatan atau
ocialrn spesialis
notariat;

surat pernyataan
tidak berstatus
sebagai pegawai
negeri, pejabat

Pemohon (calon Notaris)
membuka /ogin notaris di
laman ahu.go.id dengan
mekanisme:

1. pemohon memilih Menu
Pendaftaran Notaris dan
login dengan username
dan password,;

2. melakukan pembayaran
permohonan akses
pengangkatan Notaris
(biaya akses)

3. melakukan pengisian
format isian pengangkatan
(14 hari) serta mengikuti
seluruh ocial-langkah
pengangkatan;

4. pemohon mengirim
dokumen fisik ke Ditjen
AHU;

5. Verifikasi dokumen fisik
oleh Ditjen AHU

6. Melakukan pembayaran
pengangkatan Notaris
(PNBP pengangkatan
Notaris)

7. Jika permohonan
pengangkatan Notaris
diterima, Pemohon
menerima email
pemberitahuan dan dapat
mencetak SK
pengangkatan notaris;

Uika permohonan
pengangkatan Notaris ditolak,
pemohon menerima email
pemberitahuan dan dapat
mengajukan ocial permohonan
pengangkatan Notaris (sesuai
ocial pada angka 1-6).

61 (enam puluh

Tarif Biaya

satu) hari dari sejakPerpindahan

pengumuman/pem

bukaan
pengangkatan

Notaris Dengan
kriteria sebagai
berikut:

Kategori D:
Pengangkatan
Rp. 1.000.000

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
tentang Jenis
dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia.

Surat Keputusan
tentang
Pengangkatan
Notaris

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

ts@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

149



mailto:cs@ahu.go.id
mailto:humas@ahu.go.id

10.

11.

12.

negara, advokat,
atau tidak sedang
memangku jabatan
lain yang oleh
undang-undang
dilarang untuk
dirangkap dengan
jabatan Notaris;

asli surat keterangan
catatan kepolisian
setempat;

fotokopi sertifikat
pelatihan
peningkatan kualitas
jabatan Notaris yang
di keluarkan oleh
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum;

fotokopi sertifikat
kode etik yang
dikeluarkan oleh
Organisasi Notaris
yang dilegalisasi
Organisasi Notaris;
asli surat pernyataan
kesediaan sebagai
pemegang ocialr; dan
fotokopi Nomor
Pokok Wajib Pajak
yang telah
dilegalisasi.

Perpindahan
Notaris

fotokopi Keputusan
Pengangkatan sebagai
Notaris yang telah
dilegalisasi;

fotokopi berita acara
sumpah/janji jabatan
Notaris yang
dilegalisasi;

asli surat keterangan
dari MPD, MPW, atau
MPP tentang konduite
Notaris;

asli surat keterangan
dari MPD, MPW, atau

Pemohon membuka /ogin
notaris di laman ahu.go.id
dengan mekanisme:

1.

2.

pemohon memilih Menu
perpindahan notaris;
melakukan pembayaran
permohonan akses
perpindahan Notaris
(biaya akses)

mengisi format isiian
perpindahan (jangka
waktu 14 hari) serta
mengikuti seluruh
langkah- langkah
perpindahan;

61 (enam puluh
satu) hari dari
sejak
pengumuman/pe
mbukaan
perpindahan

Tarif Biaya
Perpindahan
Notaris Dengan
kriteria sebagai
berikut:

1. Kategori A
(DKI): Rp.
100.000.00
0,

2. Kategori B:
Rp.

50.000.000,

3. Kategori C:
Rp.

25.000.000,

Surat
Keputusan
tentang
Perpindahan
Notaris

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
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MPP tentang cuti 4,

Notaris;
fotokopi sertifikat

cuti; asli surat 5.

rekomendasi dari

pengurus daerah, 6.

pengurus wilayah,
dan pengurus pusat
Organisasi Notaris;

asli surat keterangan | 7

dari MPD, yang
menyatakan bahwa
Notaris yang
bersangkutan telah
menyelesaikan

seluruh kewajibannya | 8

sebagai Notaris sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang
mengatur mengenai
jabatan Notaris; dan
asli surat penunjukan
dari MPD kepada
Notaris lain sebagai
pemegang ocialr dari
notaris yang akan
pindah.

Pemohon mengirim
dokumen fisik ke Ditjen
AHU;

Verifikasi dokumen fisik
oleh Ditjen AHU
Melakukan pembayaran
perpindahan Notaris
(PNBP perpindahan
Notaris)

. Jika permohonan pindah

diterima, Pemohon
menerima email
pemberitahuan dan dapat
mencetak SK
perpindahan Notaris;

. Jika permohonan

perpindahan Notaris
ditolak, pemohon
menerima email
pemberitahuan dan dapat
mengajukan kembali
permohonan perpindahan
Notaris (sesuai langkah
pada angka 1-6).

4. Kategori D:
Perpindahan
Rp.
1.500.000,-

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
tentang Jenis
dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia.

Line: @ditjenahu

IAktivasi Akun
Notaris

Surat permohonan
aktivasi akun
notaris yang

Pemohon membuka login
akun pemohon pada laman
ahu.go.id dengan

ditujukan kepada mekanisme:

Direktur Jenderal 1. Pemohon melakukan
AHU; aktivasi pada akunnya
fotokopi dengan mengisi seluruh
keputusan isian terkait langkah-

pengangkatan atau

perpindahan 2.

fotokopi Berita
Acara Sumpah/janji

jabatan Notaris 3.
yang telah

dilegalisasi;

contoh tanda 4.

tangan dan paraf
serta teraan cap

langkah aktivasi;
Pemohon mengirim
dokumen fisik ke Ditjen
AHU;
Verifikasi dokumen fisik
oleh Ditjen AHU untuk
pengaktifan akun Notaris
Pemohon menerima
pemberitahuan

aktivasi akun

7 (tujuh) hari sejak
permohonan
diterima lengkap
oleh Subdit Notariat

Rp. 0,-

Pemberitahuan
Aktivasi Akun
Notaris

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
Media ocial:
[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU

Line: @ditjenahu
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atau stempel
jabatan Notaris
berwarna merah
dan alamat kantor
notaris, dan

5. foto copy tanda

pemberitahuan
penerimaan
registrasi Gathering
Reports and
Information
Processing System
(GRIPS) melalui
surat elektronik dari
PPATK.

Penerbitan Blanko
Sertifikat Cuti

Notaris yang
mengajukan

Pemohon membuka login
notaris di laman: ahu.go.id

1 (satu) hari

Rp. 250.000,0

Blangko
Sertifikat Cuti

Hilang atau Rusak

akan diterbitkan duplikat

Jenis

Jabatan Notaris permohonan sertifikat [dengan mekanisme : Berdasarkan Email:
cuti dalam waktu paling | 1. Pemohon memilih Menu Peraturan cs@ahu.go.id
lama 90 hari setelah sertifikat cuti; Pemerintah hnumas@ahu.go.id
yang bersangkutan 2. Mengisi format isiian Nomor 28
disumpah sebagai sertifikat cuti; Tahun 2019 CS: 1500105
notaris 3. Melakukan pembayaran tentang Jenis
PNBP sesuai dengan dan Tarif Atas Media ocial:
tagihan; Jenis
4. Verifikasi oleh Ditjen Penerimaan [G: ditjen_ahu
AHU; Negara Bukan
5. pemohon dapat Pajak Yang FB: Humas Ditjen AHU
mencetak blangko Berlaku Pada
sertifikat cuti sendiri Kementerian INwitter: ahu_kemenkumham
(pemberitahuan melalui Hukum dan
email) Hak Asasi Line: @ditjenahu
Manusia.
Pemberian Permohonan 1. Notaris membayar PNBP | 14 (empat belas) Rp. Duplikat/Salinan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Penggantian Surat | Duplikat/Salinan Surat pemberian penggantian | hari kerja, sejak [1.000.000,-  |Surat Keputusan
Keputusan Menteri | Keputusan Menteri surat keputusan menteri | dokumen fisik di  Pe€r- Menteri tentang Email:
tentang tentang pengangkatan tentang pengangkatan terima Subdit permohonan  |pengangkatan cs@ahu.go.id
Pengangkatan notaris karena hilang notaris karena hilang Notariat Notaris Karena humas@ahu.go.id
Notaris Karena atau rusak : atau rusak pada menu Berdasarkan  Hilang atau Rusak
Hilang atau Rusak | 1. Surat permohonan Simpadhu di laman Peraturan CS: 1500105
Penggantian Surat ahu.go.id; Pemerintah
Keputusan Menteri | 2. Pemohon mengirim Nomor 28 Media ocial:
tentang dokumen fisik ke Ditjen Tahun 2019
Pengangkatan AHU; tentang Jenis [G: ditjen_ahu
Notaris Karena 3. Apabila berkas lengkap dan Tarif Atas
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yang ditujukan
kepada Direktur
Jenderal AHU;

2. Asli Surat
keterangan hilang
dari kepolisian

3. Fotokopi Surat
Keputusan
Pengangkatan
notaris yang
dilegalisasi;

4. Bukti pembayaran
PNBP tentang
Penggantian Surat
Keputusan Menteri
tentang
Pengangkatan
Notaris Karena
Hilang atau Rusak

surat keputusan;

4. Duplikat surat

keputusan akan dikirim
kepada Pemohon

Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia

Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Persetujuan
Perubahan Data
(Nama, Gelar

Non Akademik)
Notaris

Akademik dan Gelar

Perubahan nama :

1. fotokopi akta
kelahiran yang telah
dilegalisasi;

P. fotokopi keputusan
pengangkatan atau
perpindahan Notaris
yang telah
dilegalisasi;

B. fotokopi ocial
Penetapan Pengadilan
Negeri yang telah
dilegalisasi, kecuali
nama tambahannya
tertera dalam akta
kelahirannya; dan

4. fotokopi berita acara
sumpah/janji jabatan
Notaris yang
dilegalisasi.

Perubahan/penambahan
gelar akademik :

1. fotokopi ijazah gelar
akademik yang telah
dilegalisasi;

fotokopi keputusan

O

pengangkatan atau

Pemohon membuka login
notaris di laman: ahu.go.id
dengan mekanisme:

1. notaris memilih Menu
perubahan data (Nama,
Gelar Kademik dan Gelar
Non Akademik);

2. mengisi
perubahan data (Nama,
Gelar Kademik dan Gelar
Non Akademik) ;

3. melakukan pembayaran
PNBP sesuai dengan
tagihan;

4., Pemohon mengirim
dokumen fisik ke Ditjen
AHU;

5. Verifikasi dokumen fisik
oleh Ditjen AHU (14 hari
kerja sejak dokumen fisik
diterima di Ditjen AHU);

6. Pemohon menerima
perubahan data notaris

dan dapat mencetak surat

persetujuan perubahan
data (Nama, Gelar
Kademik dan Gelar Non
Akademik);

format isiian

14 (empat belas)
hari kerja
dokumen fisik
diterima lengkap
Subdit Notariat

Rp. 250.000,-

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
tentang Jenis
dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia

Perubahan Data
Notaris

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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perpindahan notaris
yang telah
dilegalisasi; dan

B. fotokopi berita acara
sumpah/janji jabatan
Notaris yang telah
dilegalisasi.

Perubahan/penambahan
jelar non akademik:

L. fotokopi keputusan
pengangkatan atau
perpindahan notaris
yang telah
dilegalisasi; dan

P.  bukti penambahan
gelar nonakademik
lainnya yang diketahui
oleh kepada
desa/lurah, camat,
atau pejabat yang
berwenang.

Perpanjangan Masa
Jabatan Notaris

L. asli surat keterangan
sehat berisi hasil
pemeriksaan
keseluruhan dari
dokter rumah sakit;
P. asli surat keterangan
sehat rohani dari
dokter jiwa atau
psikiater rumah sakit;
8. asli rekomendasi dari
MPD, MPW dan MPP;
4. asli rekomendasi dari
Pengurus Daerah,
Pengurus Wilayah, dan
Pengurus Pusat
Organisasi Notaris;

b. asli surat penunjukan
MPD kepada Notaris
sebagai pemegang
ocialr.

Pemohon membuka /ogin
akun notaris di laman
ahu.go.id dengan
mekanisme:

1. pemohon memilih Menu
perpanjangan jabatan
notaris;

2. mengisi format isiian
perpanjangan masa
jabatan notaris serta
mengikuti seluruh
langkah- langkah
perpanjangan;

3. Pemohon mengirim
dokumen fisik ke Ditjen
AHU;

4. Verifikasi dokumen fisik
oleh Ditjen AHU (14 hari
kerja sejak dokumen
diterima Ditjen AHU);

5. Pemohon
menerima pemberitahuan
secara elektronik
mengenai kelengkapan
dokumen fisik dan jadwal

14 (empat belas)
Hari Kerja sejak
dokumen fisik
diterima lengkap
Subdit Notariat

Tarif Biaya
Perpanjangan
Notaris
dengan
Kriteria
sebagai
berikut:
1. Kategori A
Rp.
25.000.000
2. Kategori B
Rp.
25.000.000
3. Kategori C
Rp.15.0
00.000
4. Kategori D
Rp.
7.500.000

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah

Nomor 28

Surat Keputusan
tentang
Perpanjangan
Masa Jabatan
Notaris

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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wawancara, dalam hal
dokumen tidak lengkap,
pemohon menerima
pemberitahuan

untuk melengkapi
dokumen kelengkapan
perpanjangan notaris;

6. Pemohon mengikuti
wawancara dengan
Direktur Perdata atau
pejabat yang ditunjuk;

7. Jika hasil wawancara
menyatakan pemohon
diterima, maka pemohon
membayar PNBP;

8. Pemohon menerima
pemberitahuan  dan

SK perpanjangan
notaris melalui email,
untuk kemudian
mencetak sendiri SK
perpanjangan masa
jabatan notaris.

9. Jika hasil wawancara
menyatakan pemohon
ditolak, pemohon
menerima pemberitahuan
untuk mengajukan
permohonan
pemberhentian notaris
secara elektronik;

Tahun 2019
tentang Jenis
dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia

10

Permohonan
Pemberhentian
Notaris

fotokopi surat
keputusan
pengangkatan atau
perpindahan yang
telah dilegalisasi;
fotokopi berita
acara sumpah/janji
jabatan Notaris
yang telah
dilegalisasi;

surat pernyataan
bermaterai cukup
yang memuat
pemberhentian
sebagai Notaris;
surat usulan Notaris

Pemohon /ogin akun notaris
di laman: ahu.go.id dengan
mekanisme :

1. Pemohon memilih Menu
pemberhentian Notaris;

2. Mengisi format isiian
pemberhentian Notaris;

3. Mengirimkan dokumen
fisik ke Ditjen AHU;

4. Verifikasi dokumen fisik
oleh Ditjen AHU (14 hari
kerja sejak dokumen
diterima Ditjen AHU);

5. Pemohon
menerima pemberitahuan
pemberhentian notaris

14 (empat belas)
Hari Kerja sejak
dokumen fisik
diterima lengkap
Subdit Notariat

Rp. 0,-

Surat Keputusan
tentang
Pemberhentian
Notaris

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU

Fwitter: ahu_kemenkumham
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lain sebagai
pemegang protokol;
dan

surat pernyataan
kesediaan dari
Notaris lain sebagai
pemegang protokol.

melalui email;

. pemohon dapat

mencetak SK
Pemberhentian Notaris

Line: @ditjenahu

11

Permohonan
Konduite
perpindahan
Notaris dari MPPN

. Surat permohonan

yang ditujukan
kepada Ketua MPPN

. fotokopi surat

keputusan
pengangkatan atau
perpindahan yang
telah dilegalisasi;

. fotokopi berita acara

sumpah/janji jabatan
Notaris yang telah
dilegalisasi;

. fotokopi surat

keterangan konduite
Notaris dari MPD;

. fotokopi surat

keterangan konduite
Notaris dari MPW

. fotokopi surat

keterangan dari MPD
tentang jumlah akta
yang dibuat Notaris;

. fotokopi surat

keterangan dari MPD
tentang cuti Notaris

. fotokopi surat

keterangan dari MPD
tetang telah
menyelesaikan
seluruh kewajiban
Notaris

. fotokopi surat

keterangan dari MPD
tentang ocialr Notaris.

pemohon mengirim
dokumen fisik kepada
Ketua MPPN;

apabila berkas lengkap
akan diterbitkan surat
keterangan MPPN
tentang Konduite
Notaris;

surat keterangan MPPN
tentang Konduite Notaris
akan dikirim kepada
Pemohon

14 (empat
belas) hari kerja
sejak dokumen
fisik diterima
lengkap Subdit
Notariat

Rp. O,-

Surat Keterangan
MPPN tentang
Konduite Notaris

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

12

Permohonan
rekomendasi
perpanjangan masa

jabatan Notaris dari|,

Surat permohonan
yang ditujukan
kepada Ketua MPPN;
fotokopi kartu tanda

pemohon mengirim
dokumen fisik kepada
Ketua MPPN;

apabila berkas lengkap

14 (empat
belas) hari kerja
sejak dokumen
fisik diterima

Rp. O,-

Surat Keterangan
MPPN tentang
Rekomendasi

Notaris

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:
s@ahu.go.id
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MPPN

penduduk (KTP);
fotokopi surat
keputusan
pengangkatan atau
perpindahan yang
telah dilegalisasi;
fotokopi berita acara
sumpah/janji jabatan
Notaris yang telah
dilegalisasi;

fotokopi surat
keterangan konduite
Notaris dari MPD;
fotokopi surat
keterangan konduite
Notaris dari MPW;
fotokopi surat
keterangan sehat
jasmani dari dokter
rumah sakit ;
fotokopi surat
keterangan sehat
rohani dari dokter
jiwa/psikiater rumah
sakit.

akan diterbitkan surat
keterangan MPPN
tentang Rekomendasi
Notaris;

surat keterangan MPPN
tentang Rekomendasi
Notaris akan dikirim
kepada Pemohon

lengkap Subdit
Notariat

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

13

Permohonan Cuti
Notaris

Surat permohonan
yang ditujukan
kepada Ketua MPPN
tentang permohonan
cuti jangka waktu 1
(satu) tahun lebih;
fotokopi surat
keputusan
pengangkatan atau
perpindahan yang
telah dilegalisasi;
fotokopi berita acara
sumpah/janji jabatan
Notaris yang telah
dilegalisasi;

surat penunjukan
Notaris pengganti;
asli sertifikat cuti
Notaris;

pemohon mengirim
dokumen fisik kepada
Ketua MPPN;

apabila berkas lengkap
akan diterbitkan surat
keputusan MPPN tentang
Cuti Notaris

surat keterangan MPPN
tentang Rekomendasi
Notaris akan dikirim
kepada Pemohon

14 (empat
belas) hari kerja
sejak dokumen
fisik diterima
lengkap Subdit
Notariat

Rp. 0,-

urat keputusan
entang Cuti Notarig

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id
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14 |Permohonan Surat permohonan 1. pemohon mengirim 30 (tiga puluh) hari Rp. O,- Putusan MPPN Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Perkara Banding yang ditujukan permohonan perkara sejak berkas dicatat
Notaris kepada Ketua MPPN banding kepada Ketua |dalam buku Email:
tentang permohonan MPPN; register. cs@ahu.go.id
perkara banding; 2. apabila berkas lengkap humas@ahu.go.id
Dokumen pendukung akan diterbitkan surat
lainnya keputusan MPPN tentang CS: 1500105
Cuti Notaris
3. surat putusan MPPN Media ocial:
tentang perkara banding
dikirim kepada para [G: ditjen_ahu
pihak. -
FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham
Line: @ditjenahu
II. LAYANAN DI BIDANG PIDANA

1. PELAYANAN HUKUM PIDANA DAN GRASI

Pemberian
Keterangan Ahli
Hukum Pidana

Surat permohonan
dari Kepolisian
(Polsek/Polres/Polda);
Resume Laporan
Hasil Pemeriksaan
Perkara

Pertanyaan dalam
bentuk Berita Acara
Pemeriksaan

1. Pemohon mengajukan
surat permohonan
keterangan ahli di
bidang hukum pidana
kepada Direktur
Jenderal AHU u.p.
Direktur Pidana;

2. Direktur Pidana
menunjuk
Pejabat/pegawai
yang berwenang untuk
memberikan keterangan
ahli;

3. Pejabat/pegawai yang
ditunjuk sebagai ahli
berkoordinasi dengan
pemohon terkait waktu
pelaksanaan pemberian
keterangan ahli;

4. Pemohon datang untuk
mengambil keterangan
ahli yang disusun dalam
bentuk Berita Acara
Pemeriksaan
(BAP).

7 (tujuh) hari
kerja

Rp. 0,-

Berita Acara
Pemeriksaan.

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Pemberian

Surat permohonan dari

. Pemohon mengajukan

14 (empat belas)

Rp. 0O,-

urat Pendapat

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
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Pendapat Hukum
Pidana

instansi/ lembaga
bantuan hukum/
masyarakat

Surat Permohonan
Pendapat Hukum kepada
Direktur Jenderal AHU u.p.
Direktur Pidana;

. Penelaahan surat

permohonan oleh
pejabat/pegawai yang
berwenang;

. Penyusunan surat pendapat

hukum oleh
pejabat/pegawai yang
berwenang;

. Pengiriman surat pendapat

hukum kepada pemohon
melalui pos.

hari kerja

ukum di bidang
ukum Pidana

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Pemberian
Pertimbangan
Grasi

1. Surat Permohonan

Pertimbangan

Gr
asi dari
terpidana/kuasa
hukumnya/keluarga
terpidana;

2. Surat permohonan

pertimbangan
hukum tentang
Grasi dari
Sekretariat Negara;

3. Fotokopi surat kenal

lahir/KTP;

4. Fotokopi KK (jika

yang mengajukan
keluarga terpidana);

5. Foto terpidana;
6. Fotokopi salinan

Register F dari
Kalapas;

7. Fotokopi penelitian

kemasyarakatan
dari Kepala Bapas;

8. Fotokopi Paspor

atau bukti tanda
pengenal lain bagi
terpidana WNA;

9. Riwayat pembinaan

narapidana selama
menjalani hukuman

Pemohon mengajukan
permohonan Grasi
kepada Presiden melalui
Sekretariat Negara;
Sekretariat Negara
meminta pertimbangan
hukum kepada Menteri
Hukum dan HAM melalui
surat permohonan
pertimbangan grasi;
Menteri Hukum dan HAM
meneruskan surat
permohonan
pertimbangan Grasi
kepada Direktur Jenderal
AHU up Direktur Pidana;
Direktur Pidana
melakukan penelaahan
dan penyusunan
pertimbangan Grasi
Menteri Hukum dan
HAM;

Surat Pertimbangan
Grasi dikirimkan kepada
Presiden.

14 (empat belas)
hari kerja

Rp. 0,-

urat
ertimbangan Grasi

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id
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di Lembaga
Pemasyarakatan;

rendah penata
muda atau
Golongan III/a;

secara online
(elektronik) pada laman
ppns.ahu.go.id;

Pemberian 1. Surat Permohonan [. Pemohon dengan ocial 14 (empat belas) Rp. 0,- urat Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Pertimbangan Pertimbangan Kemanusiaan dan hari ertimbangan
Grasi dengan Gr Keadilan mengajukan rasi Email:
Alasan asi dari permohonan Grasi kepada cs@ahu.go.id
kemanusiaan dan terpidana/kuasa Presiden melalui Menteri numas@ahu.go.id
Keadilan (Pasal hukumnya/keluarga Hukum dan HAM ;
6A UU 5 Tahun terpidana; ?.  Menteri Hukum dan HAM CS: 1500105
2010) 2. Surat permohonan meneruskan surat
pertimbangan permohonan Grasi kepada Media ocial:
hukum tentang Direktur Jenderal AHU up
Grasi dari Direktur Pidana; [G: ditjen_ahu
Sekretariat Negara; B. Direktur Pidana
3. Fotokopi surat kenal melakukan penelaahan FB: Humas Ditjen AHU
lahir/KTP; surat permohonan,
4. Fotokopi KK (jika penelitian dan verifikasi Fwitter: ahu_kemenkumham
yang mengajukan dokumen persyaratan
keluarga terpidana); pemohon serta Line: @ditjenahu
5. Foto terpidana; Pemeriksaan kondisi
6. Fotokopi salinan terkini pemohon grasi
Register F dari (Anak bermasalah dengan
Kalapas; hukum; Berusia >70
7. Fotokopi penelitian tahun; Menderita Sakit
kemasyarakatan Berkepanjangan);
dari Kepala Bapas; [ Direktur Pidana menyusun
8. Fotokopi Paspor konsep surat
atau bukti tanda pertimbangan Grasi
pengenal lain bagi Menteri Hukum dan HAM
terpidana WNA; berdasarkan pemeriksaan
9. Riwayat pembinaan kondisi terkini pemohon;
narapidana selama p. Surat Pertimbangan Grasi
menjalani hukuman dikirimkan kepada
di Lembaga Presiden melalui
Pemasyarakatan; Sekretariat Negara.
2. PENDYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Seleksi Verifikasi | 1. Masa kerja sebagai Kementerian/ 30 (tiga puluh) Rp. 0O,- urat hasil seleksi Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Calon Penyidik PNS minimal 2 Lembaga pengusul hari kerja dministrasi calon
Pegawai Negeri (dua) tahun melalui koordinator PNS Email:
Sipil (PPNS) dibuktikan dengan PPNS pada cs@ahu.go.id
SK pengangkatan Kementerian/ Lembaga humas@ahu.go.id
PNS; mengajukan Surat
2. berpangkat paling Permohonan Verifikasi CS: 1500105

Media ocial:
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berpendidikan
paling rendah
sarjana hukum atau
sarjana lain yang
setara Ijazah
pendidikan terakhir
minimal strata I
(S1);

Bertugas pada
bidang teknis
operasional
penegak hukum;
SK penugasan/
jabatan terakhir;
Sehat jasmani dan
rohani yang
dibuktikan dengan
Surat Keterangan
pada Rumah Sakit
Pemerintah; dan
Daftar Penilaian
Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3)
PNS selama 2 (dua)
tahun terakhir

dengan
minimal penilaian
Baik.

Koordinator PPNS
mengunggah Surat
permohonan dan data
syarat-syarat calon
peserta pada laman
ppns.go.id;

Ditjen AHU melakukan
verifikasi kelengkapan
data persyaratan seleksi
PPNS;

Apabila persyaratan
tidak lengkap, pemohon
menerima
pemberitahuan

untuk melengkapi
dokumen secara
elektronik;

Apabila persyaratan
lengkap, Koordinator
dapat mencetak
langsung surat hasil
seleksi administrasi.

[G: ditjen_ahu
FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Pengangkatan
Penyidik Pegawai
Negeri Sipil
(PPNS)

Fotokopi Surat
Tanda Tamat
Pendidikan dan
Pelatihan (STTPL)
yang dikeluarkan
oleh
PUSDIKRESKRIMNA
S POLRI;

Surat Rekomendasi
dari kepolisian yang
ditanda tangani
Kapolri dan Jaksa
Agung;

Pasfoto masing-
masing dengan
ukuran 4x6 dan latar
belakang merah;
SK Penugasan atau
jabatan terakhir.

Koordinator

mengunggah dokumen
persyaratan pada

laman:
www.ppns.ahu.go.id

yang terdiri dari Surat
Permohonan
Pengangkatan dari
Koordinator PPNS setiap
Kementerian /Lembaga
dan Persyaratan
pengangkatan PPNS;
Ditjen AHU melakukan
pemeriksaan kelengkapan
data pengangkatan PPNS;
Apabila dokumen
persyaratan tidak
lengkap, koordinator

diberitahukan secara

30 (tiga puluh)
hari kerja

Rp. 0,-

. Surat Keputusan

. Petikan SK

. Kartu Tanda

Menteri Hukum
dan HAM tentanc
Pengangkatan
Penyidik Pegawa
Negeri Sipil
(PPNS);

pengangkatan
Penyidik Pegawa
Negeri Sipil
(PPNS);

Penyidik (KTP).

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
Media ocial:
[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU

Line: @ditjenahu
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elektronik untuk
melengkapi dokumen
persyaratan;

Apabila dokumen
persyaratan dinyatakan
lengkap, pemohon dapat
langsung mencetak
Surat Keputusan
Pengangkatan PPNS dan
Petikan SK
Pengangkatan Penyidik
PPNS;

Apabila dokumen
persyaratan dinyatakan
lengkap, Ditjen AHU
dapat mencetak Kartu
Tanda Penyidik untuk
diberikan kepada
pemohon.

Sumpah/ Janji
(Pelantikan)
Penyidik Pegawai
Negeri Sipil
(PPNS)

Fotokopi SK
Pengangkatan dan
lampiran SK
Pengangkatan;

Pemohon mengunggah
dokumen persyaratan
pada laman:
www.ppns.ahu.go.id
yang terdiri dari SK
Pengangkatan, lampiran
SK

Pengangkatan,

Surat Permohonan
Usulan Pelantikan
Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) oleh
koordinator pada
Kementerian/ Lembaga
yang membawahi PPNS
kepada Menteri Hukum
dan HAM;

Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum melakukan
pemeriksaan data usulan
pelantikan;

Apabila dokumen
persyaratan dinyatakan
tidak lengkap, pemohon
menerima
pemberitahuan secara
elektronik;

30 (tiga puluh)
hari kerja

Rp. O,-

erita Acara
umpah PPNS

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
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4. Apabila dokumen
persyaratan dinyatakan
lengkap Direktorat
Jenderal Administrasi
Hukum Umum
menentukan jadwal
pelatikan;

5. Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum melakukan
pemanggilan pelantikan
secara elektronik;

6. Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum menerbitkan
Berita Acara Sumpah
Pelantikan;

7. Pelaksanaan Pelantikan
dan Penandatanganan
Berita Acara Sumpah
sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) oleh Direktur
Jenderal
Administrasi Hukum
Umum.

Mutasi Penyidik
Pegawai Negeri
Sipil

Surat Permohonan
Mutasi PPNS;
Fotokopi SK
Pengangkatan
PPNS;

Fotokopi SK
Kenaikan Pangkat
Terakhir yang sudah
dilegalisasi;
Fotokopi SK Mutasi
yang sesuai dengan
penempatan PPNS
yang mengajukan
mutasi.

. Pasfoto terbaru
berukuran 4x6
berlatarbelakang
merah.

D. Kementerian/ Lembaga
lyang menaungi PPNS
mengajukan surat
permohonan mutasi secara
online kepada Menteri Hukum
dan HAM melalui Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum
Umum;
E. Data yang telah diterima
akan diperiksa kelengkapan
dan persyaratannya oleh
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;
F. Apabila dokumen
persyaratan dinyatakan tidak
lengkap, pemohon

menerima
pemberitahuan

secara elektronik;
G. Apabila dokumen

persyaratan dinyatakan

30 (tiga puluh)
hari

Rp. 0,-

1A%

SK Mutasi
Penyidik
Pegawai
Negeri Sipil
(PPNS);
Petikan SK
Mutasi PPNS;
Kartu Tanda
Pengenal
(KTP) PPNS.

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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lengkap, Ditjen AHU
menerbitkan Surat Keputusan
Mutasi dan Kartu Tanda
Penyidik PPNS yang sesuai
dengan data mutasi yang
dimohonkan;

H. Apabila dokumen
persyaratan dinyatakan
lengkap, Ditjen AHU dapat
mencetak Kartu Tanda
Penyidik untuk diberikan
kepada pemohon.

Perpanjangan 1. Fotokopi SK L. Pemohon mengunggah 0 (tiga puluh) hari | Rp. 0,- Kartu Tanda Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Masa Berlaku Pengangkatan dan dokumen persyaratan pada | kerja Penyidik PPNS
Kartu Tanda Petikan SK PPNS; laman: Email:
Penyidik PPNS 2. Kartu Tanda www.ppns.ahu.go.id paling cs@ahu.go.id
Penyidik PPNS yang lambat 2 (dua) bulan humas@ahu.go.id
akan berakhir; sebelum masa berlaku
3. Fotokopi Berita Acara | Kartu Tanda Pengenal PPNS CS: 1500105
Sumpah; habis;
4. Pasfoto terbaru P. Pemeriksaan kelengkapan Media ocial:
berukuran 4x6 persyaratan oleh Direktorat
dengan latar Jenderal Administrasi [G: ditjen_ahu
belakang berwarna Hukum Umum
merah. 8. Apabila dokumen FB: Humas Ditjen AHU
persyaratan dinyatakan
tidak lengkap, pemohon Fwitter: ahu_kemenkumham
menerima pemberitahuan
secara elektronik; Line: @ditjenahu
fl. Apabila dokumen
persyaratan dinyatakan
lengkap, Ditjen AHU
mencetak Kartu Tanda
Penyidik PPNS.
Pengangkatan Persyaratan pengangkatar|l. Koordinator mengunggah |30 (tiga puluh) hari Rp. 0,- . Surat KeputusanMelalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Kembali PPNS Kembali PPNS : dokumen persyaratan pada |kerja Menteri Hukum
a.Karena ocial 1. Keputusan laman: www.ppns.ahu.go.id dan HAM Email:
Mutasi Pengangkatan/ yang terdiri dari Surat tentang ts@ahu.go.id
b.Karena ocial mutasi Pejabat Permohonan Pengangkatan Pengangkatan pumas@ahu.go.id
Penugasan PPNS kembali dari Koordinator Kembali
Kembali sebagai | 2. Keputusan mutasi PPNS setiap Kementerian Penyidik CS: 1500105
PPNS PNS yang /Lembaga dan Persyaratan Pegawai Negeri
bersangkutan pengangkatan kembali Sipil (PPNS);  Media ocial:
3. Keputusan PPNS; . Petikan SK
kenaikan pangkat [, Ditjen AHU melakukan pengangkatan [G: ditjen_ahu
dan jabatan pemeriksaan kelengkapan Kembali
terakhir data pengangkatan kembali Penyidik FB: Humas Ditjen AHU
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Petikan Keputusan
mengenai
pemberhentian
Pejabat PPNS
Penugasan
Kembali sebagai
Pejabat PPNS
Daftar penilaian
perilaku atau
daftar penilaian
pelaksanaan
pekerjaan PNS 1
(satu) tahun
terakhir

Sasaran kinerja
pegawai 1 (satu)
tahun terakhir
Kartu tanda
pengenal PPNS
dan

Pas foto terbaru
berwarna dengan
latar belakang
merah dengan
ukuran 4x6 cm

PPNS;

. Apabila dokumen

persyaratan tidak lengkap,
koordinator diberitahukan
secara elektronik untuk
melengkapi dokumen
persyaratan;

. Apabila dokumen

persyaratan dinyatakan
lengkap, pemohon dapat
langsung mencetak Surat
Keputusan

Pengangkatan Kembali
PPNS dan Petikan SK
Pengangkatan Kembali
Penyidik PPNS;

. Apabila dokumen

persyaratan dinyatakan
lengkap, Ditjen AHU dapat
mencetak Kartu Tanda
Penyidik untuk diberikan
kepada pemohon.

Pegawai Negeri
Sipil (PPNS);

. Kartu Tanda

Penyidik (KTP).

Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Penerbitan
Kembali Kartu
Tanda Penyidik
PPNS Karena
Hilang/Rusak

Kartu Tanda
Penyidik PPNS yang
rusak atau tidak
dapat digunakan;
Surat Lapor
Kehilangan dari
Kepolisian jika
Kartu Tanda
Penyidik PPNS
hilang;

Pasfoto terbaru
berukuran 4x6
dengan latar
belakang berwarna
merah.

1. Pemohon mengunggah
dokumen persyaratan
pada laman:
www.ppns.ahu.go.id;

2. Pemeriksaan
kelengkapan persyaratan
oleh Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum;Apabila dokumen
persyaratan
dinyatakan tidak
lengkap, pemohon
menerima
pemberitahuan secara
elektronik;

3. Apabila dokumen

persyaratan dinyatakan
lengkap, Ditjen AHU
mencetak Kartu Tanda
Penyidik PPNS.

30 (tiga puluh)
hari kerja

Rp. 0,-

Kartu Tanda
Penyidik PPNS

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

165

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:



http://www.ppns.ahu.go.id/
http://www.ppns.ahu.go.id/
mailto:cs@ahu.go.id
mailto:humas@ahu.go.id

. Apabila persyaratan
belum lengkap Direktur
Jenderal
memberitahukan secara
tertulis kepada pemohon
untuk dilengkapi.

. Pemohon wajib
melengkapi kekurangan
dokumen dalam jangka
waktu paling lama 15
(lima belas) hari sejak

Pemberhentian 1. Petikan Keputusan . Koordinator mengunggah (30 (tiga puluh) hari [Rp. O,- . Surat KeputusanMelalui Bagian Humas Ditjen AHU:
PPNS karena : Menteri mengenai dokumen persyaratan pada |kerja Menteri Hukum
Undur Diri PPNS Pengangkatan atau laman: www.ppns.ahu.go.id dan HAM Email:
Pensiun Mutasi Pejabat PPNS yang terdiri dari Surat tentang cs@ahu.go.id
NTO 2. Kartu Tanda Pengenal Permohonan Pemberhentian Pemberhentian pumas@ahu.go.id
PPNS PPNS dari Koordinator PPNS Penyidik
setiap Kementerian Pegawai Negeri £S: 1500105
/Lembaga dan Persyaratan Sipil (PPNS)
pemberhentian PPNS P. Surat KeputusanMedia ocial:
. Ditjen AHU melakukan Menteri Hukum
pemeriksaan kelengkapan dan HAM [G: ditjen_ahu
data Pemberhentian PPNS; tentang
. Apabila dokumen Pemberhentian FB: Humas Ditjen AHU
persyaratan tidak lengkap, Penyidik
koordinator diberitahukan Pegawai Negeri Fwitter: ahu_kemenkumham
secara elektronik untuk Sipil (PPNS)
melengkapi dokumen Line: @ditjenahu
persyaratan;
. Apabila dokumen
persyaratan dinyatakan
lengkap, pemohon dapat
langsung mencetak Surat
Keputusan Pemberhentian
PPNS dan Petikan SK
Pemberhentian PPNS
Penyidik PPNS;
DAKTILOSKOPI
Pengambilan 1. Surat Permohonan . Pemohon megajukan 6 (enam) hari Rp.0,- Slip Teraan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Teraan Sidik Jari 2. Fotokopi KTP surat permohonan dan Sidik Jari
(Orang 3. Pas Foto dokumen persyaratan Email:
perseorangan, Berwarna kepada Direktur Jenderal cs@ahu.go.id
Lembaga swasta, ukuran 3x4 . Direktur Jenderal humas@ahu.go.id
Lembaga sebanyak 2 melakukan pemeriksaan
Pemerintah) lembar dokumen. (5 Hari) CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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tanggal pemberitahuan
disampaikan. Apabila
tidak dipenuhi
permohonan dinyatakan
ditolak.

. Apabila diterima Direktur

Jenderal melakukan
pengambilaan Teraan
Sidik Jari pemohon baik
secara manual maupu
elektronik.
Pengambilan dalam
jangka waktu 1 hari.

Permohonan
Perumusan dan
Identifikasi Sidik
(Orang
perseorangan,

Lembaga swasta,

Lembaga
Pemerintah,
Notaris)

Surat Permohonan
Fotokopi KTP yang
masih berlaku

Asli 2 lembar slip
Teraan Sidik Jari
Pas foto berwarna
ukuran 3x4 cm 2
lembar

Asli bukti
pembayaran biaya
permohonan

Pemohon mengajukan
surat permohonan dan
dokumen persyaratan
kepada Direktur Jenderal
Pemohon membayar
PNBP:

a. Instansi/Pemerintah

gratis
b. Insidentil dikenakan
PNBP

Subdit Daktiloskopi
melakukan pemeriksaan
dokumen. (15 Hari)
sejak permohonan
diterima
Apabila persyaratan
belum lengkap Direktur
Jenderal
memberitahukan secara
tertulis kepada pemohon
untuk dilengkapi.
Pemohon wajib
melengkapi kekurangan
dokumen dalam jangka
waktu paling lama 15
(lima belas) hari sejak
tanggal pemberitahuan
disampaikan. Apabila
tidak dipenuhi
permohonan dinyatakan
ditolak.
Apabila permohonan
diterima, Direktur
Jenderal melakukan
perumusan terhadap

45 (empat puluh
lima) hari

Rp. 50.000,-
(orang per
orangan dan
ocial swasta)
Rp. 0,-)
(Instansi
Pemerintah)

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
tentang Jenis
dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia

urat Keterangan
umusan dan
dentitas
eseorang
erdasarkan sidik
ari / kartu sidik
ari

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

167



mailto:cs@ahu.go.id
mailto:humas@ahu.go.id

Teraan Sidik Jari
pemohon baik secara
manual maupun
elektronik dalam jangka
waktu maksimal 15 hari
terhitung permohonan
dinyatakan lengkap
Hasil Perumusan Teraan
Sidik Jari disampaikan
kepada pemohon.

III.

LAYANAN BIDANG KETATANEGARAAN

1. STATUS KEWARGANEGARAAN

Permohonan 1. Surat Permohonan . Pemohon mengajukan 7 (tujuh) hari [Rp. alinan Surat Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Salinan Keputusan yang ditujukan permohonan Salinan kerja 1.000.000,-  |eputusan Menteri
Menteri Mengenai kepada Direktur Keputusan Menteri engenai Email:
Kewarganegaraan Jenderal kepada Direktur Jenderal Berdasarkan |ewarganegaraan fs@ahu.go.id
Republik Indonesia Administrasi Hukum pade i Peraturan epublik Indonesia humas@ahu.go.id
Bagi Anak Umum melalui Administrasi Hukum Pemerintah  |agi Anak
Berdasarkan Direktur Tata Umum Melalui Direktur Republik erdasarkan CS: 1500105
Perkawinan Negara yang Tata Negara; Indonesia erkawinan
Campuran ditanda tangani di . Permohonan diperiksa Nomor 28 ampuran Media ocial:
(manual) gtjarsza‘cr]qka(;c;r?z;;gan oleh Direktur Tata Negara hun 2019 Ta G- diti A
kehilangan dari untuk dibuatkan Salinan Tentang Jenis - ditjen_ahu
kepolisian; SK; dan Tarif Atas FB: Humas Ditjen AHU
. Fotokopi Surat . Salinan SK yang telah Jenis
Keputusan Menteri; dibuat dikirimkan kepada Penerimaan Fwitter: ahu_kemenkumham
dan pemohon. Negara Bukan
. Asli Bukti Pajak Yang Line: @ditjenahu
pembayaran PNBP. Berlaku Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia.
Permohonan . Surat permohonan Permohonan diajukan (lima) hari kerja  Rp.1.000.000,- |K Menteri Hukum Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Penyampaian Pernyataan Memilih melalui laman ejak dokumen an HAM tentang
Pernyataan Memilih| Kewarganegaraan http://sake.ahu.go.id/; iterima lengkap Berdasarkan  [lemilih Email:
Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon mengisi data leh Subdit Status Peraturan ewarganegaraan [s@ahu.go.id
Republik Indonesia Bagi Anak dan mengunggah ewarganegaraan femerintah epublik Indonesia pumas@ahu.go.id
Bagi Anak Berkewarganegaraan dokumen persyaratan di Republik
Berkewarganegaraa| Ganda yang ditanda aplikasi; ndonesia CS: 1500105
n Ganda (online) tangani di atas Pemohon membayar Nomor
materai; biaya PNBP melalui Bank 28 Tahun Media ocial:
. Fotokopi kutipan akta Persepsi dan mengunggah 2019 Tentang
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kelahiran anak yang
disahkan oleh Pejabat
atau Perwakilan
Republik Indonesia;

. Fotokopi kutipan akta
perkawinan/buku
nikah orang tua yang
disahkan oleh Pejabat
atau Perwakilan
Republik Indonesia;

. Fotokopi kutipan akta
perkawinan/buku
nikah anak yang
belum berusia 18
(delapan belas) tahun
tetapi sudah kawin
yang disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia;

. Fotokopi paspor
Republik Indonesia
dan/atau paspor asing
atau surat lainnya
yang disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia;

. Surat pernyataan
melepaskan
kewarganegaraan
asing dari anak yang
mengajukan surat
pernyataan di atas
kertas bermeterai
cukup yang disetujui
oleh pejabat negara
asing yang
berwenang atau
kantor perwakilan
negara asing;

. Pas foto berwarna

terbaru dari anak
yang menyampaikan
pernyataan berukuran
4X6 sebanyak 2 (dua)
lembar;

©

bukti pembayaran paling
lama 7 (tujuh) hari
kalender terhitung sejak
tanggal diterbitkan Surat
Perintah Bayar (SPB);
Pemohon harus
menyampaikan dokumen
fisik persyaratan dalam
jangka waktu paling lama
7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal pengisian
format pernyataan;
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum melakukan
pemeriksaan dokumen
persyaratan paling lama 3
(tiga) hari terhitung sejak
tanggal dokumen
diterima;

Apabila dinyatakan
memenuhi persyaratan
dan lengkap, Menteri
menerbitkan Surat
Keputusan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua)
hari terhitung sejak
tanggal permohonan
dinyatakan lengkap;
Apabila tidak memenubhi
persyaratan, Menteri
memberitahukan kepada
Pemohon untuk dilengkapi
melalui notifikasi pada
aplikasi;

Pemohon dapat
mengunduh Surat
Keputusan Menteri pada
aplikasi dan mencetak
keputusan dengan
menggunakan jenis kertas
concord warna putih
ukuran F4

atau folio dengan berat
80 gr.

enis dan Tarif
\tas Jenis
Penerimaan
Negara

Bukan Pajak
ang Berlaku
ada
ementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia.

[G: ditjen_ahu
FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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8. Foto copy Kartu
Tanda Penduduk atau
keluarga atau nomor
induk Tunggal (NIT)
yang disahkan oleh
pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia;

0. Keputusan Menteri
tentang
Kewarganegaraan
Republik Indonesia
atau fotokopi affidavit
atau surat keterangan
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum
Umum;

10.Asli Bukti Pembayaran
Penerimaan Negara
Bukan Pajak.

Permohonan
Salinan Keputusan
Menteri tentang
Menyatakan
Memilih
Kewarganegaraan
Bagi Anak
Berkewarganegaraa
n Ganda (manual)

1. Surat Permohonan
yang ditujukan
kepada Direktur
Jenderal
Administrasi Hukum
Umum melalui
Direktur Tata
Negara yang
ditanda tangani di
atas materai;

2. Surat keterangan
kehilangan dari
kepolisian;

3. Fotokopi Surat
Keputusan Menteri;
dan

4. Asli Bukti
pembayaran PNBP.

. Pemohon melakukan
pembayaran PNBP pada
laman ahu.go.id dan
mengajukan dan surat
permohonan Salinan
Keputusan Menteri
kepada Direktur Jenderal
Administrasi Hukum
Umum;

. Permohonan diperiksa
oleh Direktur Tata
Negara untuk dibuatkan
Salinan SK;

. Salinan SK dikirimkan
kepada pemohon

7 (tujuh) hari
kerja sejak
dokumen
diterima lengkap
oleh Subdit
Status

Kewarganegaraan

Rp.
1.000.000,-

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor

28 Tahun
2019
Tentang
Jenis dan
Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak

Yang Berlaku
Pada

alinan Keputusan
lenteri tentang
lenyatakan
lemilih
ewarganegaraan
agi Anak
erkewarganegara
n Ganda

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia..
Permohonan 1. Surat Permohonan . Permohonan diajukan 7 (tujuh) hari | Rp. urat Keputusan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Memperoleh Memperoleh Kembali melalui laman Website kerja sejak 1.000.000,- fenteri Hukum dan
Kembali Kewarganegaraan AHU dokumen AM tentang Email:
Kewarganegaraan Republik Indonesia http://sake.ahu.go.id/ diterima lengkap | Berdasarkan llemperoleh s@ahu.go.id
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Republik Indonesia
(online)

yang ditanda tangani
di atas materai;
Fotokopi kutipan
akta kelahiran atau
surat lain yang
membuktikan
tentang kelahiran
pemohon yang
disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia;

Fotokopi paspor
Republik Indonesia,
surat yang bersifat
paspor, atau
suratblain yang
dapat membuktikan
bahwa pemohon
pernah menjadi
Warga Negara
Indonesia yang
disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia;

Fotokopi kutipan
akta
perkawinan/buku
nikah, kutipan akta
perceraian/surat
talak/perceraian,
atau kutipan akta
kematian
isteri/suami
pemohon yang
disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia bagi
pemohon yang telah
kawin atau cerai;
Fotokopi kutipan
akta kelahiran anak
pemohon yang
belum berusia 18
(delapan belas)

N

[e))

N

. Pemohon harus mengisi

data dan mengunggah
dokumen persyaratan di
aplikasi;

. Pemohon membayar biaya

PNBP melalui Bank
Persepsi yang ditunjuk
dan mengunggah bukti
pembayaran pada aplikasi
SAKE paling lama 7
(tujuh) hari kalender
terhitung sejak tanggal
diterbitkan Surat Perintah
Bayar (SPB);

. Pemohon harus

menyampaikan dokumen
fisik persyaratan dalam
jangka waktu paling lama
7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal pengisian
format permohonan;
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum melakukan
pemeriksaan dokumen
persyaratan paling lama 5
(lima) hari terhitung
sejak tanggal dokumen
diterima;

. Apabila dinyatakan

memenuhi persyaratan
dan lengkap, Menteri
menerbitkan Surat
Keputusan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua)
hari terhitung sejak
tanggal permohonan
dinyatakan lengkap;

. Apabila tidak memenuhi

persyaratan, Menteri
memberitahukan kepada
Pemohon untuk dilengkapi
melalui notifikasi pada
aplikasi SAKE dalam
jangka waktu paling lama
3 (tiga) hari sejak tanggal
pemeriksaan;

oleh Subdit
Status
Kewarganegaraa
n

Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor

28 Tahun
2019
Tentang
Jenis dan
Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia.

embali
ewarganegaraan
epublik Indonesia

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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10.

tahun dan belum
kawin yang disahkan
oleh Pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia bagi yang
mempunyai anak;
Pernyataan tertulis
bahwa pemohon
setia kepada Negara
Kesatuan Republik
Indonesia, Pancasila,
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945 dan
akan membelanya
dengan sungguh-
sungguh serta akan
menjalankan
kewajiban yang
dibebankan negara
sebagai Warga
Negara Indonesia
dengan tulus dan
ikhlas;

Foto copy Kartu
Tanda Penduduk
atau Kartu Keluarga
atau Nomor Induk
Tunggal (NIT) yang
disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia;

Daftar riwayat hidup
pemohon; dan

Pas foto pemohon
terbaru berwarna
ukuran 4X6
sebanyak 2 (dua)
lembar;

Asli Bukti Pembayaran
Penerimaan Negara
Bukan Pajak.

8.

Pemohon dapat
mengunduh Keputusan

Menteri pada aplikasi dan

mencetak keputusan
dengan menggunakan
jenis kertas concord
warna putih ukuran F4

atau folio dengan berat 80

gr.

Permohonan
Salinan Keputusan
Menteri

Surat Permohonan
yang ditujukan
kepada Direktur

1.

Pemohon melakukan
pembayaran PNBP

melalui laman ahu.go.id

7 (tujuh) hari
kerja sejak
dokumen

Rp.
1.000.000,-

alinan Surat
eputusan Menteri

lemperoleh

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Fmail:
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Memperoleh Jenderal dan mengajukan Surat diterima lengkap | Berdasarkan |embali cs@ahu.go.id
Kembali Administrasi I-!ukum Permohonan Salinan oleh Subdit Peraturan ewarganegaraan pumas@ahu.go.id
Kewarganegaraan gmukr? m}alatlw Keputusan Menteri Status Pemerintah  lepublik Indonesia |
Rnip;t,rl]lzll;lf)lndonesm Nggargrya?]gaditanda kepada Direktur Jenderal ﬁewarganegaraa IR:del)an;ISI?a CS: 1500105
tangani di atas Administrasi Hukum Nomor Media ocial:
2 , Umum: e edia ocial:
aterai; ’
Surat keterangan 2. Permohonan diperiksa 2019 [G: ditjen_ahu
kehilangan dari oleh Direktur Tata Tentang
:gggglllgl?nsfurat Negara untuk dibuatkan Jenis dan FB: Humas Ditjen AHU
K N p - Menteri: Salinan SK, Tar!f Atas .
dgrr-:u usa enteri; 3. Salinan SK dikirimkan Jenis Fwitter: ahu_kemenkumham
’ Penerimaan
Asli Bukti kepada pemohon. Negara Line: @ditjenahu
pembayaran PNBP. Bukan Pajak
Yang Berlaku
Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia..
Surat Keterangan . Surat permohonan 1. Pemohon mengajukan 5 (lima) hari kerja | Rp500.000,- |urat Keterangan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Kehilangan keterangan permohonan melalui laman sejak dokumen ehilangan
Kewarganegaraan kehilangan Website AHU diterima lengkap Berdasarkan [ewarganegaraan Email:
Republik Indonesia kewarganegaraan RI ] : oleh Subdit Status | Peraturan I Bagi Orang yangts@ahu.go.id
. g . http://sake.ahu.go.id . .
bagi orang yang yang ditanda tangani . Kewarganegaraan Pemerintah |jelum memperolehpumas@ahu.go.id
belum memperoleh di atas Materai 6000; 2. Pemohon mengisi data dan Republik ewarganegaraan
kewarganegaraan . Fotokopi kutipan akta harus mengunggah Indonesia sing CS: 1500105
asing (Pasal 23 kelahiran dari orang dokumen persyaratan di Nomor
UU No. 12/2006 jo yang mengajukan aplikasi SAKE; 28  Tahun Media ocial:
Pasal 36, Pasal 37 permohonan yang 3. Pemohon membayar biaya 2019
dan Pasal 43 . ) PNBP melalui Bank Tentang [G: ditjen_ahu
Permen No. disahkan oleh Pejabat p ) fituniuk d Jenis dan
47/2006) (online) atau Perwakilan €rsepst yang ditunjuk dan Tarif Atas FB: Humas Ditjen AHU
Republik Indonesia;; mengunggah bukti o Jenis
. Fotokopi kutipan akta | Pembayaran pada aplikasi Penerimaan Frwitter: ahu_kemenkumham
perkawinan/buku SAKE paling lama 7 (tujuh) Negara
nikah/laporan hari kalender terhitung Bukan Line: @ditjenahu
perkawinan/surat sejak tanggal diterbitkan Pajak Yang
keterangan Surat Perintah Bayar E:;Lael;l‘ltepr?::
perkawinan Pemohon (SPB); Hukum Dan
yang disahkan oleh  *- Pemohon harus Hak Asasi
Pejabat atau menyampaikan dokumen Manusia.

Perwakilan Republik
Indonesia;

fisik persyaratan dalam
jangka waktu paling lama
5 (lima) hari terhitung
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4. Fotokopi paspor
Republik Indonesia,
surat yang bersifat
paspor, atau surat lain
yang dapat
membuktikan bahwa
orang yang
mengajukan
permohonan adalah
warga negara
Indonesia yang
disahkan oleh Pejabat
atau Perwakilan
Republik Indonesia;

5. Surat keterangan
Naturalisasi dari
negara asing yang
diterjemahkan dalam
ocial Indonesia oleh
penerjemah resmi
tersumpah yang
disahkan oleh Pejabat
atau Perwakilan
Republik Indonesia;

6. Foto copy Kartu Tanda
Penduduk atau Nomor
Induk Tunggal (NIT)
yang disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia;

7. Pasfoto berwarna
terbaru dari orang
yang mengajukan
pernyataaan dengan
ukuran 4x6 cm
(empat kali enam
sentimeter) sebanyak
2 (dua) lembar; dan

sejak tanggal pengisian
format permohonan;
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum
melakukan pemeriksaan
dokumen persyaratan
paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal
dokumen diterima;

. Apabila terdapat

kekurangan kelengkapan
dokumen, Menteri
memberitahukan kepada
Pemohon untuk dilengkapi,
dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari sejak
tanggal pemeriksaan.

. Apabila permohonan

dinyatakan lengkap,
Menteri menerbitkan surat
keputusan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua)
hari terhitung sejak
tanggal permohonan
dinyatakan lengkap.
Pemohon dapat
mengunduh surat
keputusan pada aplikasi
dan mencetak keputusan
dengan menggunakan
jenis kertas concord warna
putih ukuran F4 atau folio
dengan berat 80 gr
(delapan puluh gram).
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8. Asli bukti pembayaran
Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP)

Surat Keterangan
Kehilangan
Kewarganegaraan
Republik Indonesia
bagi orang yang
telah memperoleh
kewarganegaraan
asing (Pasal 23
huruf h UU No.
12/2006 jo Pasal
36, Pasal 37 dan
Pasal 43 Permen
No. 47/2006)
(online)

1. Surat permohonan
keterangan
kehilangan
kewarganegaraan RI
yang ditanda
tangani di atas
Materai 6000;

2. Fotokopi kutipan
akta kelahiran dari
orang yang
mengajukan
permohonan yang
disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia;

3. Fotokopi kutipan
akta
perkawinan/buku
nikah/laporan
perkawinan/surat
keterangan
perkawinan dari
orang yang
mengajukan
permohonan; (bagi
yang telah menikah)
yang disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia;

4. Fotokopi paspor
Republik Indonesia,
surat yang bersifat
paspor, atau surat
lain yang dapat
membuktikan bahwa
orang yang
mengajukan
permohonan adalah
warga negara
Indonesia yang

1. Pemohon mengajukan

permohonan melalui
laman Website AHU
http://sake.ahu.go.id/

. Pemohon mengisi data

dan harus mengunggah
dokumen persyaratan di
aplikasi SAKE;

. Pemohon membayar

biaya PNBP melalui Bank
Persepsi yang ditunjuk
dan mengunggah bukti
pembayaran pada aplikasi
SAKE paling lama 7
(tujuh) hari kalender
terhitung sejak tanggal
diterbitkan Surat Perintah
Bayar (SPB);

. Pemohon harus

menyampaikan dokumen
fisik persyaratan dalam
jangka waktu paling lama
5 (lima) hari terhitung
sejak tanggal pengisian
format permohonan;

. Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum
Umum melakukan
pemeriksaan dokumen
persyaratan paling lama 3
(tiga) hari terhitung sejak
tanggal dokumen
diterima;

. Apabila terdapat

kekurangan kelengkapan
dokumen, Menteri

5 (lima) hari kerja
sejak dokumen
diterima lengkap
oleh Subdit Status
Kewarganegaraan

Rp500.000, -

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor

28 Tahun
2019 Tentang
Jenis dan
Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak
'Yang Berlaku
Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia.

urat Keterangan
ehilangan
ewarganegaraan
I Bagi Orang yang
elah memperoleh
ewarganegaraan
sing

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

ts@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia;

memberitahukan kepada
Pemohon untuk
dilengkapi, dalam jangka
waktu paling lama 3

. F r
> a:itr?g(,:os%yraptajgr?g (tiga) hari sejak tanggal
bersifat paspor atau pemeriksaan.
surat lain yang . Apabila permohonan
dapat membuktikan dinyatakan lengkap,
bahwa orang yang Menteri menerbitkan
mengajukan telah surat keputusan dalam
memperoleh . .
kewarganegaraan jangka wak_tu pal_lng lama
asing yang disahkan 2 (.dua) hari terhitung
oleh Pejabat atau sejak tanggal
Perwakilan Republik permohonan dinyatakan
Indonesia; lengkap.
6. Foto copy Kartu . Pemohon dapat
Tanda Penduduk mengunduh surat
atau Nomor Induk keputusan pad likasi
Tunggal (NIT) yang eputusan pada aplikasi
disahkan oleh dan mencetak keputusan
Pejabat atau dengan menggunakan
Perwakilan Republik jenis kertas concord
Indonesia; warna putih ukuran F4
7. Pasfoto berwarna atau folio dengan berat
terbaru dari orang 80 gr (delapan puluh
yang mengajukan
pernyataaan dengan gram).
ukuran 4x6 cm
(empat kali enam
sentimeter)
sebanyak 2 (dua)
lembar; dan
8. Asli bukti
pembayaran
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Permohonan 1. Surat permohonan 1. Pemohon mengajukan 5 (lima) hari kerja | Rp. urat Permohonan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Kehilangan kehilangan permohonan melalui laman [sejak dokumen 1.000.000,- [ehilangan
Kewarganegaraan kewarganegaraan RI Website AHU diterima lengkap ewarganegaraan Email:
Republik Indonesia kepada Presiden http://sake.ahu.qo.id/ oleh Subdit Status [Berdasarkan [I dari Menteri cs@ahu.go.id
atas Permohonan melalui Menteri ’ S Kewarganegaraan [Peraturan ukum dan HAM  humas@ahu.go.id
Sendiri kepada Hukum dan HAM yang 2. Pemohon mengisi data dan Pemerintah epada Presiden RI
Presiden (pasal 23 ditanda tangani di mengunggah dokumen Republik CS: 1500105
huruf ¢ jo. Pasal 31 atas Materai 6000; persyaratan; Indonesia
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ayat (2) PP No.

Permen No.

2/2007 jo Pasal 28

47/2016) (online)

. Fotokopi kutipan akta

kelahiran atau surat
yang membuktikan
kelahiran pemohon
yang disahkan oleh
Kepala Perwakilan
Republik Indonesia;

. Fotokopi akta

perkawinan/buku
nikah, kutipan akta
perceraian/surat
talag/perceraian, atau
kutipan akta kematian
suami/istri pemohon
bai yang belum
berusia 18 (delapan
belas) tahun dan
sudah kawin yang
disahkan oleh Kepala
Perwakilan Republik
Indonesia;

. Fotokopi surat

perjalanan Republik
Indonesia dan kartu
tanda penduduk yang
disahkan oleh kepala
Perwakilan Republik
Indonesia;

. Foto copy Kartu Tanda

Penduduk atau Kartu
Keluarga atau Nomor
Induk Tunggal (NIT)
yang disahkan
Perwakilan Republik
Indonesia;

. Surat keterangan dari

perwakilan negara
asing bahwa dengan
kehilangan
Kewarganegaraan
Republik Indonesai
Pemohon akan
menjadi warga negara
asing; dan

. Pasfoto Pemohon

terbaru berwarna
dengan; ukuran 4x6

w

Pemohon membayar biaya
PNBP melalui Bank
Persepsi yang ditunjuk dan
mengunggah bukti
pembayaran pada aplikasi
SAKE paling lama 7 (tujuh)
hari kalender terhitung
sejak tanggal diterbitkan
Surat Perintah Bayar
(SPB);

Pemohon harus
menyampaikan dokumen
fisik persyaratan kepada
Menteri dalam jangka
waktu paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pengisian format
pernyataan

Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum
melakukan pemeriksaan
dokumen persyaratan
paling lama 5 (lima) hari
terhitung sejak tanggal
dokumen diterima;

6. Apabila terdapat

kekurangan kelengkapan
dokumen, Menteri
memberitahukan kepada
Pemohon untuk dilengkapi.

7. Apabila permohonan

dinyatakan lengkap,
Menteri meneruskan
permohonan dengan surat
kepada Presiden.

Pemohon dapat
mengunduh surat
pengantar kepada Presiden
tersebut pada aplikasi.
Presiden menetapkan
keputusan mengenai

Nomor

28 Tahun
2019 Tentang
Jenis dan
Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak
'Yang Berlaku
Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia.

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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cm (empat kali enam
sentimeter) sebanyak
2 (dua) lembar.

. Asli bukti pembayaran

Penerimaan Negara
Bukan Pajak

10.

kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia;

Menteri mengumumbkan
dalam BNRI.

Permohonan
Pernyataan Tetap
Menjadi Warga
Negara Indonesia
(online)

. Surat Permohonan

yang ditujukan
kepada Direktur
Jenderal
Administrasi Hukum
Umum melalui
Direktur Tata
Negara yang ditanda
tangani di atas
materai;

. fotokopi kutipan

akta kelahiran atau
surat lain yang
membuktikan
tentang kelahiran
pemohon yang
disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia;

. fotokopi paspor

Republik Indonesia,
surat yang bersifat
paspor, atau surat
lain yang dapat
membuktikan bahwa
pemohon pernah
menjadi Warga
Negara Indonesia
yang disahkan oleh
Pejabat atau
PerwakilanRepublik
Indonesia;

. fotokopi kutipan

akta
perkawinan/buku
nikah, kutipan akta
perceraian/surat
talak/perceraian,
atau kutipan akta

. Permohonan diajukan

melalui laman Website
AHU
http://sake.ahu.go.id/

. Pemohon mengisi data

harus mengunggah
dokumen persyaratan di
aplikasi SAKE;

. Pemohon membayar

biaya PNBP melalui Bank
Persepsi yang ditunjuk
dan mengunggah bukti
pembayaran pada aplikasi
SAKE paling lama 7
(tujuh) hari kalender
terhitung sejak tanggal
diterbitkan Surat Perintah
Bayar (SPB);

. Pemohon harus

menyampaikan dokumen
fisik persyaratan kepada
Menteri Hukum dan HAM
dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal
pengisian format
pernyataan;

. Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum
Umum melakukan
pemeriksaan dokumen
persyaratan paling lama 3
(tiga) hari terhitung
sejak tanggal dokumen
diterima;

. Apabila dinyatakan

memenuhi persyaratan
dan lengkap, Menteri
menerbitkan Surat

5 (lima) hari kerja
sejak dokumen
diterima lengkap
oleh Subdit Status
Kewarganegaraan

Rp.
1.000.000,-

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor 28
Tahun 2019
Tentang Jenis
dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia.

Surat Keputusan
Menteri Hukum
dan HAM tentang
Tetap Menjadi
Warga Negara
Indonesia

Melalui Bagian Humas Ditjen
AHU:

Email:

cs@ahu.go.id
humas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

IG: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Twitter: ahu_kemenkumham
Line: @ditjenahu
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kematian
isteri/suami
pemohon yang
disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia bagi
pemohon yang telah
kawin atau cerai;

. Surat pernyataan

menolak menjadi
warga negaraasing
dari oang yang
mengajukan surat
pernyataan di atas
kertas bermaterai
yang disetujui oleh
Pejabat negara
asing yang
berwenang atau
kantor perwakilan
negara asing;

. Foto copy Kartu

Tanda Penduduk
atau Kartu Keluarga
atau Nomor Induk
Tunggal (NIT) yang
disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan Republik
Indonesia;

. Pas foto pemohon

terbaru berwarna
ukuran 4X6
sebanyak 2 (dua)
lembar;

. Asli Bukti

Pembayaran
Penerimaan Negara
Bukan Pajak.

Keputusan dalam jangka
waktu paling lama 2
(dua) hari terhitung sejak
tanggal permohonan
dinyatakan lengkap;

. Apabila tidak memenuhi

persyaratan, Menteri
memberitahukan kepada
Pemohon untuk
dilengkapi melalui
notifikasi pada aplikasi
SAKE;

. Pemohon dapat

mengunduh Surat
Keputusan Menteri pada
aplikasi dan mencetak
keputusan dengan
menggunakan jenis
kertas concord warna
putih ukuran F4 atau folio
dengan berat 80 gr.

10

Permohonan
Salinan Surat
Keputusan tentang
Tetap Menjadi
Warga Negara
Indonesia (manual)

. Surat Permohonan

yang ditujukan
kepada Direktur
Jenderal Administrasi
Hukum Umum
melalui Direktur Tata
Negara yang ditanda
tangani di atas

. Pemohon melakukan

pembayaran melalui
laman ahu.go.id dan
mengajukan Surat
Permohonan Salinan
Keputusan Menteri kepada
Direktur Jenderal

7 (tujuh)
hari kerja sejak
dokumen diterima
lengkap oleh
Subdit Status
Kewarganegaraan

Rp.
1.000.000,-

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia

Surat Keputusan
Menteri Hukum
dan HAM tentang
Tetap Menjadi
Warga Negara
Indonesia

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
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materai Administrasi Hukum Nomor Media ocial:
P. Surat keterangan Umum; 28 Tahun
IlzehiI?n_gan dari 2. Permohonan diperiksa '%'Oltg [G: ditjen_ahu
epolisian; . entang
3. Fotokopi Surat ole D|r_ekturTata N.egara Jenis dan FB: Humas Ditjen AHU
Keputusan untuk dibuatkan Salinan Tarif Atas
Menteri; dan SK; Jenis Fwitter: ahu_kemenkumham
U. Asli Bukti 3. Salinan SK dikirimkan Penerimaan
pembayaran kepada pemohon. Negara Line: @ditjenahu
PNBP. Bukan Pajak
Yang Berlaku
Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia.
Penyampaian Laporan dari 1.Pejabat atau Perwakilan 7 (tujuh) hari Rp. 0,- urat Keputusan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

enteri Hukum dan
AM tentang Nama Email:

Perwakilan RI atau kerja

Kantor Imigrasi

Laporan Kehilangan
Kewarganegaraan

Republik Indonesia yang
mengetahui adanya Warga

Indonesia di Luar
Negeri) (online)

kewarganegaraan RI

disampaikan kepada

Menteri dengan

melampirkan:

a. Fotokopi surat
perjalanan Republik
Indonesia atas nama
yang bersangkutan;
dan

b. Paspor atau surat
yang bersifat paspor
dari negara asing
atau surat yang
dapat diartikan
sebagai tanda
Kewarganegaraan
yang masih berlaku
dari negara lain atas
namanya.

c. Foto copy Kartu
Tanda Penduduk
atau Kartu Keluarga.

Indonesia harus
melaporkan dan
mengkoordinasikan kepada
Menteri dengan mengisi
format Laporan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia dengan
sendirinya, melalui aplikasi
SAKE pada laman:
http://sake.ahu.go.id/;

2.Menteri memeriksa laporan
dalam jangka waktu 5
(lima) Hari sejak tanggal
laporan diterima;

3.Untuk keperluan
pemeriksaan Menteri dapat
melakukan klarifikasi
kepada pelapor, terlapor
dan instansi terkait;

4.Menteri menetapkan
keputusan tentang Nama
Orang Yang Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia paling lama 2
(dua) Hari;

5.Menteri menyampaikan

I

Republik Indonesia | dengan Negara Indonesia yang rang Yang cs@ahu.go.id
dengan Sendirinya | mencantumkan alasan kehilangan ehilangan humas@ahu.go.id
(Pejabat Perwakilan| mengenai kehilangan kewarganegaraan ewarganegaraan

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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tembusan Keputusan
Menteri kepada:
a.Presiden;

b. Pejabat yang
wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal
orang yang kehilangan
kewarganegaraan;

c.Perwakilan Republik
Indonesia yang
wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal

orang yang
kehilangan
kewarganegaraan; dan

d. Instansi terkait.

12

Penegasan
Status
Kewarganegaraa
n Republik
Indonesia Bagi
Warga Negara
Indonesia
Keturunan Asing
Yang
Tidak Memiliki
Dokumen
(manual)

1. Surat Permohonan
Penegasan yang
ditujukkan kepada
Menteri Hukum dan
HAM melalui Kanwil
Kemenkumham yang
ditanda tangani di
atas materai;

2. Surat pernyataan
bermaterai cukup
yang menyatakan
bahwa:

a. Pemohon tidak
memiliki paspor
asing;

b. Pemohon bukan
warga negara
asing.

3. Surat keterangan

tentang kelahiran dan
tempat tinggal
pemohon dari
pemerintah
kabupaten/kota; dan

4. Dokumen pendukung

lainnya.

Permohonan diajukan
oleh Pemohon kepada
Menteri Hukum dan HAM
melalui Kepala Kantor
Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM;

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM memeriksa
kelengkapan permohonan
dan melakukan
wawancara secara
langsung dengan
pemohon yang
diituangkan dalam berita
acara;

Apabila permohonan
dinyatakan diterima,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM menyampaikan
permohonan kepada
Menteri Hukum dan HAM
melalui Direktur Jenderal
Administrasi Hukum
Umum;

Apabila permohonan
dinyatakan ditolak, Kepala
Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
dan HAM

63 (enam puluh
tiga) hari kerja

Rp. O,-

urat Keputusan
lenteri Hukum dan
AM tentang
enegasan Status
ewarganegaraan
epublik Indonesia

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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mengembalikan
permohonan kepada
pemohon;

Direktur Jenderal
Administrasi Hukum
Umum memeriksa
kembali permohonan;
Apabila permohonan
dinyatakan diterima
Direktur Jenderal
Admiinistrasi Hukum
Umum menyampaikan
kepada Menteri untuk
ditetapkan dengan
Keputusan Menteri;
Apabila permohonan
dinyatakan ditolak
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum
Umum mengembalikan
permohonan kepada
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM dan Kepala Kantor
Wilayah menyampaikan
penolakan permohonan
secara tertulis kepada
pemohon;

Keputusan Menteri dibuat
Petikan Keputusan
sebanyak 4 (empat)
rangkap dan disampaikan
kepada Pemohon melalui
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM, Menteri yang
menyelenggarakan
urusan

13

Penegasan
Status
Kewarganegaraa
n Republik
Indonesia Bagi
Warga Negara
Indonesia Yang
Tidak Memiliki
Dokumen di Luar

~

ouprwNE

Paspor;

SPLP;

KTP;

KK;

Ijasah;

Akta Kelahiran;
dan/atau

Akta Perkawinan.

. Surat permohonan dari

Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri
kepada Menteri Hukum dan
HAM melalui Direktur
Jenderal Administrasi
Hukum Umum;

. Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum

7 (tujuh) hari
kerja

Rp. 0,-

urat Keterangan
enegasan Status
ewarganegaraan
epublik Indonesia

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:
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Negeri (manual)

mengirimkan tim untuk
melakukan tugas

memberikan penegasan
status kewarganegaraan
WNI yang tidak memiliki
dokumen di luar negeri;

3. Tim melakukan verifikasi

dokumen pendukung dan
wawancara terhadap
pemohon;

4. Tim mengeluarkan surat

penegasan
kewarganegaraan bagi
pemohon yang memenuhi
persyaratan.

[G: ditjen_ahu
FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

14

Surat Keterangan
Status
Kewarganegaraan
Republik Indonesia
(manual)

Surat permohonan
status
kewarganegaraan
dari pemohon di
atas kertas
bermaterai cukup;
Surat kuasa
apabila diwakilkan
yang ditanda
tangani di atas
kertas bermaterai
cukup;

Fotokopi akta
kelahiran/ bukti
kelahiran Pemohon
yang disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan
Republik
Indonesia;
Fotokopi akta
perkawinan
Pemohon/orang
tua yang disahkan
oleh Pejabat atau
Perwakilan
Republik
Indonesia;
Fotokopi paspor
asing Pemohon
yang disahkan oleh
Pejabat atau

1.

Pemohon mengajukan
surat permohonan
status
Kewarganegaraan telah
menjadi warga negara
asing kepada Direktur
Jenderal Administrasi
Hukum Umum melalui
Direktur Tata Negara;
Direktur Tata Negara
menganalisa
permohonan beserta
berkas lampiran;
Berdasarkan analisa,
ditentukan status
kewarganegaraan (RI /
asing);

Direktur Jenderal
Administrasi Hukum
Umum menerbitkan
Surat Keterangan
Status
Kewarganegaraan;
Surat Keterangan
Status
Kewarganegaraan
dikirim kepada
pemohon melalui pos.

7 (tujuh) hari kerja

Rp. O,-

urat Direktur
ata Negara
entang Status
ewarganegaraan
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Perwakilan
Republik
Indonesia;

6. Fotokopi Surat
Naturalisasi dari
negara asing yang
disahkan oleh
Pejabat atau
Perwakilan
Republik
Indonesia;

LAYANAN PEWARGANEGARAAN

Pewarganegaraan/
Naturalisasi
Berdasarkan
Permohonan Warga
Negara Asing

Surat Permohonan
ditujukan kepada
Presiden melalui
Menteri Hukum dan
HAM yang
ditandatangani oleh
Pemohon dan
bermaterai cukup (asli),
dengan melampirkan:

1. Kutipan akta
kelahiran atau
surat yang
membuktikan
kelahiran pemohon
(mencantumkan
tanggal, bulan,
tahun, dan tempat
lahir) disahkan
oleh pejabat
berwenang
(fotokopi). Apabila
berbahasa asing,
diterjemahkan ke
dalam Bahasa
Indonesia oleh
penterjemah resmi
tersumpah
(terjemahan asli).

2. Kutipan akta
perkawinan/buku
nikah, kutipan akta
perceraian /surat
talak/perceraian,

Pemohon ocial ke Kanwil
Kemenkumham sesuai
domisili pemohon dan
membawa semua
dokumen persyaratan;
Kanwil Kemenkumham
melakukan pemeriksaan
adminstrasi terhadap
dokumen persyaratan
tersebut, apabila
persyaratan lengkap maka
akan dilakukan
pemeriksaan substantif
oleh Tim Terpadu (TP4).
Apabila dokumen
persyaratan tidak lengkap
maka akan dikembalikan
ke pemohon untuk
dilengkapai;

Tim Terpadu (TP4)
melakukan pemeriksaan
secara substanstif dengan
melakukan wawancara
kepada pemohon;
Setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Tim
Terpadu (TP4), maka Tim
Terpadu akan
mengeluarkan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP);
Kanwil akan mengirim
semua dokumen
persyaratan dan BAP
dengan surat pengantar

L.Pemeriksaan
substantif oleh
Kanwil
Kemenkumham
dalam waktu
paling lama 14
hari sejak
permohonan
diterima
.Pengembalian
berkas yang tidak
lengkap paling
lama 7 hari
terhitung sejak
tanggal
pemeriksaan
substantif oleh
Kanwil
Kemenkumham
3.Berkas
permohonan yang
telah lengkap
akan diteruskan
Kanwil ke
Menkumham
melalui Dirjen
AHU secara
elektronik dan non
elektronik dalam
jangka waktu
paling lama 7 hari
terhitung sejak
tanggal

™~

pemeriksaan

Rp.
50.000.000,-

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor

28 Tahun
2019 Tentang
Jenis dan
Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak
'Yang Berlaku
Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia.

Surat
pengantar
Menteri Hukun
dan HAM RI ke
BIN

Surat
Pengantar
Menteri
Hukum dan
HAM RI ke
Presiden

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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atau kutipan akta
kematian
istri/suami
pemohon bagi
yang belum
berusia 18 tahun
yang disahkan oleh
pejabat yang
berwenang
(fotokopi). Apabila
berbahasa asing,
diterjemahkan ke
dalam Bahasa
Indonesia oleh
penterjemah resmi
tersumpah
(terjemahan asli).
Surat keterangan
keimigrasian yang
dikeluarkan oleh
kantor imigrasi
yang wilayah
kerjanya meliputi
tempat tinggal
Pemohon yang
menyatakan bahwa
Pemohon telah
bertempat tinggal
di wilayah negara
Republik Indonesia
paling singkat 5
(lima) tahun
berturut-turut atau
paling singkat 10
(sepuluh) tahun
tidak berturut-turut
(asli).

Kartu Izin Tinggal
Tetap yang
disahkan oleh
pejabat yang
berwenang
(fotokopi).

Surat keterangan
sehat jasmani dan
rohani dari Rumah
Sakit Pemerintah

Kantor Wilayah kepada
Menteri Hukum dan HAM
melalui Ditjen AHU secara
elektronik dan non
elektronik;

Setelah semua dokumen
persyaratan dan BAP
diterima oleh Ditjen AHU,
maka akan dilakukan
pemeriksaan secara
substantif di Subdit
Pewarganegaraan;
Apabila persyaratan tidak
lengkap maka akan
diberitahukan ke Kanwil
melalui surat untuk
dilengkapi;

Semua dokumen
persyaratan dinyatakan
lengkap maka akan
dibuatkan surat pengantar
Menteri Hukum dan HAM
kepada Badan Intelijen
Negara (BIN) untuk
mendapatkan
pertimbangan

Dokumen persyaratan
diterima oleh BIN dan
dilakukan pemeriksaan
secara substantif;

. Setelah dilakukan

pemeriksaan maka BIN
akan mengeluarkan
pertimbangan atas
penelitian terhadap
pemberian
kewarganegaraan Republik
Indonesia;

. Setelah pertimbangan BIN

diterima Kemenkumham
ocial selanjutnya akan
dibuatkan surat pengantar
Menkumham kepada
Presiden melalui Setneg.
Surat Pengantar Menteri
dan dokumen persyaratan
dikirimkan ke Presiden

substantif selesai
dilakukan;
1.Pemeriksaan
substantif oleh
menkumham
melalui Dirjen
AHU dan
meneruskan
permohonan yg
telah disertai
pertimbangan dari
instansi terkait
(BIN) kepada
Presiden dalam
waktu 45 hari
terhitung sejak
tanggal
permohonan
diterima;

Dalam prakteknya
jangka waktu 45
hari ini tidak bisa
dipenuhi karena
BIN dalam
menerbitkan
pertimbangan tidak
bisa ditentukan
jangka waktunya.
Hal tersebut
dikarenakan BIN
dalam melakukan
pemeriksaan dan
pendalaman di
lapangan BIN
mengacu pada
prinsip kehati-
hatian dan
berdasarkan Pasal
29 huruf d Undang-
Undang Nomor 17
Tahun 2011
tentang Intelijen
Negara.
p Presiden
menerbitkan

Keppres dan
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10.

11.

(minimal setingkat
RSUD) (asli).
Surat Keterangan
Catatan Kepolisian
(SKCK) dari Markas
Besar Kepolisian
Negara Republik
Indonesia (asli).
Surat keterangan
dari perwakilan
negara pemohon
bahwa dengan
memperoleh
Kewarganegaraan
Republik Indonesia
tidak menjadi
berkewarganegara
an ganda (asli).
Apabila berbahasa
asing,
diterjemahkan ke
dalam Bahasa
Indonesia oleh
penterjemah resmi
tersumpah
(terjemahan asli).
Surat keterangan
dari camat bahwa
pemohon memiliki
alamat lengkap,
pekerjaan tetap
dan berpenghasilan
tetap (nominal per
bulan) (asli).
Surat pernyataan
yang menerangkan
nama lengkap
pemohon yang
benar ditulis
dengan tangan
sendiri,
ditandatangani
oleh Pemohon dan
bermaterai cukup
(asli).

Surat pernyataan
alasan pemohon

16.

melalui Setneg;

. Setneg akan melakukan

pemeriksaan persyaratan.
Apabila terdapat
ketidaksesuaian data,
maka Setneg akan
memberitahukan kepada
Menteri Hukum dan HAM
untuk dilakukan klarifikasi
atau penyesuaian data.
Apabila dinyatakan
lengkap maka akan
diterbitkan Surat
Keputusan Presiden
tentang Pewarganegaraan
Republik Indonesia.

. Setneg akan mengirimkan

petikan Keppres ke kanwil
Kemenkumham sesuai
domisili pemohon dan
mengirimkan Salinan
Keppres ke Menteri Hukum
dan HAM;

. Kantor Wilayah memanggil

pemohon secara tertulis
untuk mengucapkan
sumpah atau menyatakan
janji setia dalam waktu
paling lambat 3 (tiga)
bulan terhitung sejak
tanggal pemberitahuan
petikan Keputusan
Presiden dikirim kepada
pemohon;

. Setelah dilakukan

pengambilan sumpah janji
setia, maka Kanwil
mengirimkan Berita Acara
Sumpah (BAS) kepada
Menteri Hukum dan HAM.
Setelah mengucapkan
sumpah atau menyatakan
janji setia, pemohon wajib
mengembalikan dokumen
atau surat-surat
keimigrasian serta
kependudukan atas ocial

memberitahukan
kepada pemohon
dan tembusan
kepada Kanwil
dalam jangka
waktu paling
lambat 14 hari
terhitung sejak
tanggal Keppres
ditetapkan.
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12.

13.

14.

untuk menjadi
Warga Negara
Republik Indonesia
ditulis dengan
tangan sendiri,
ditandatangani
oleh Pemohon dan
bermaterai cukup
(asli).

Surat pernyataan
Pemohon dapat
berbahasa
Indonesia ditulis
dengan tangan
sendiri,
ditandatangani
oleh Pemohon dan
bermaterai cukup
(asli).

Surat pernyataan
Pemohon
mengakui dasar
negara Republik
Indonesia yaitu
Pancasila dan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik indonesia
Tahun 1945 ditulis
dengan tangan
sendiri,
ditandatangani
oleh Pemohon dan
bermaterai cukup
(asli).

Surat pernyataan
yang menerangkan
kebenaran seluruh
dokumen yang
disampaikan
menjadi tanggung
jawab mutlak
Pemohon ditulis
dengan tangan
sendiri,
ditandatangani
oleh Pemohon dan

kepada kantor imigrasi
yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal
pemohon dalam waktu
paling lambat 14 (empat
belas) hari terhitung sejak
tanggal pengucapan
sumpah atau pernyataan
janji setia.

. Pemohon mengembalikan

dokumen asingnya kepada
perwakilan negara.
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15.

16.

17.

18.

2.

bermaterai cukup
(asli).

Surat pernyataan
akan melepaskan
kewarganegaraan
asal Pemohon jika
memperoleh
kewarganegaraan
Republik Indonesia
dan tidak
menjadikan
berkewarganegara
an ganda ditulis
dengan tangan
sendiri,
ditandatangani
oleh Pemohon dan
bermaterai cukup
(asli).

Bukti pembayaran
biaya
Pewarganegaraan/
naturalisasi
sebesar Rp.
50.000.000,-
berdasarkan per
permohonan (asli).
Pas foto pemohon
terbaru berlatar
warna merah
ukuran 4X6
sebanyak 6 (enam)
lembar.

Berkas
permohonan yang
dikirim sebanyak 1
(satu) asli dan 2
(dua) rangkap
fotokopi.

Tambahan :
1.

Biodata diri
Pemohon
Keterangan
penghasilan
pemohon dari
tempat pemohon
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bekerja yang
dikeluarkan
pejabat berwenang

3. Surat Keterangan
sehat jasmani
harus melampirkan
hasil Medical Check
Up dan Surat
Keterangan Bebas
Narkoba

Pewarganegaraan
Berdasarkan
Perkawinan

Surat Permohonan
ditujukan kepada
Menteri Hukum dan HAM
melalui Dirjen AHU,
dengan melampirkan:

1. Foto copy Akta
Kelahiran yang telah
diterjemahkan
kedalam Bahasa
Indonesia oleh
penerjemah resmi
tersumpah dan telah
dilegalisasi oleh
pejabat yang
berwenang;

2. Foto copy Kartu
Tanda Penduduk atau
surat keterangan
tempat tinggal
pemohon yang telah
dilegalisasi oleh
pejabat berwenang;

3. Foto copy Akta
kelahiran suami atau
istri pemohon yang
telah dilegalisir;

4. Foto copy kartu
penduduk suami/istri
pemohon yang telah
dilegalisasi oleh
pejabat yang
berwenang;

5. Foto copy Akta
Perkawinan buku
nikah pemohon dari
suami atau istri yang

telah diterjemahkan

Pemohon melakukan
registrasi awal untuk
mendapatkan username
dan password dengan
masuk ke halaman
Website AHU
http://pewarganegaraan.
ahu.go

.id/;

Pemohon melakukan
pemesanan kode voucher
melalui aplikasi
SIMPADHU;

Pembayaran PNBP
dilakukan dengan
membawa kode voucher k
Bank Persepsi;

Pemohon log in
menggunakan username
dan password yang telah
terdaftar untuk mengisi
data isian yang terdapat
pada aplikasi
pewarganegaraan online
dan memasukkan kode
voucher PNBP;

Pemohon mengunggah
data kelengkapan
persyaratan yang
dibutuhkan;

Pemohon mengirimkan
berkas persyaratan kepad
Menteri Hukum dan HAM
RI melalui Direktur
Jenderal Administrasi
Hukum Umum dalam

15 (lima belas) Hari
Kerja setelah
permohonan
lengkap

jangka waktu paling lama

Rp.
15.000.000,-

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor

28 Tahun
2019 Tentang
Jenis dan
Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak
'Yang Berlaku
Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia.

. Surat Keputusan

Menteri Hukum
dan HAM RI
tentang
Kewarganegaraa
n Republik
Indonesia

. Pemberitahuan

Penolakan
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kedalam Bahasa
Indonesia oleh
penerjemah resmi
tersumpah dan
dilegalisasi oleh
pejabat yang
berwenang;

. Asli surat keterangan
dari Kantor Imigrasi
ditempat tinggal
pemohon (SKIM)
yang menerangkan
bahwa pemohon
telah bertempat
tinggal di Indonesia
paling singkat 5
tahun berturut-turut
atau paling singkat
10 tahun tidak
berturut-turut;

. Asli surat keterangan
catatan Kepolisian
(SKCK) yang
dikeluarkan oleh
Markas Besar
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
yang masih berlaku;
. Asli surat keterangan
dari perwakilan
negara pemohon
yang menerangkan
jika pemohon
memperoleh
kewarganegaraan
Republik Indonesia
maka yang
bersangkutan
kehilangan
kewarganegaraannya

!
. Pas Foto pemohon
terbaru berwarna
dengan latar
belakang warna
merah berpakaian
rapi dan sopan.

10. Apabila dalam jangka

11.

5 (lima) hari terhitung
sejak tanggal permohonai
secara elektronik diterima
Penyampaian

dokumen fisik harus
disertai dengan surat
pernyataan Pemohon
(format diunduh pada
aplikasi permohonan
pewarganegaraan)
yang menyatakan bahwa
kebenaran isi dokumen
fisik persyaratan menjadi
tanggungjawab Pemohon
sepenuhnya.
Permohonan pernyataan
untuk menjadi warga
negara wajib dilakukan
pemeriksaan terhadap

kelengkapan dokumen
fisik dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh)
hari terhitung sejak
dokumen fisik diterima.
Dalam hal hasil
pemeriksaan terdapat
kekurangan kelengkapan
dokumen fisik, Menteri
memberitahukan secara
elektronik kepada
Pemohon untuk dilengkap
dalam jangka waktu palin
lama 14 (empat belas) ha
terhitung sejak tanggal
pemberitahuan.

waktu 14 (empat belas)
hari Pemohon tidak
melengkapi dokumen fisik
permohonan ditolak yang
disampaikan oleh Menteri
melalui Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umur
kepada Pemohon secara
elektronik.

Dalam hal permohonan

ditolak, Pemohon dapat
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Untuk yg di unggah
ukuran 1 MB s/d 4
MB dan untuk berkas
yg di kirim ukuran
4X6 cm sebanyak 4
lembar ;

10. Asli surat
keterangan sehat
jasmani dan rohani
dari rumah sakit
pemerintah minimal
setingkat RSUD;

11. Asli bukti
pembayaran PNBP
permohonan
pernyataan untuk
menjadi Warga
Negara Indonesia;

12. Asli permohonan
secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia
ditandatangani diatas
kertas bermaterai
yang ditujukan
kepada Menteri
Hukum dan HAM
melalui Dirjen AHU;

13. Asli surat
pernyataan alasan
pemohon untuk
menjadi WNI yang
ditulis tangan sendiri
ditandatanganidan
bermaterai;

14. Asli surat
pernyataan dapat
berbahasa Indonesia
yang ditulis sendiri
ditandatangani dan
bermaterai;

15. Asli surat
pernyataan
menerangkan nama
lengkap pemohon
yang akan dipakai
dalam surat
keputusan ditulis

12. Dalam hal hasil

13. Pemohon dapat langsung

14. Menteri mengumumkan

15. Pemohon wajib

mengajukan permohonan
kembali.

pemeriksaan dokumen
dinyatakan lengkap,
Menteri menetapkan
keputusan mengenai
memperoleh
Kewarganegaraan Republi
Indonesia yang
disampiakan kepada
Pemohon secara elektroni
dan kepada perwakilan
negara asal Pemohon.

mencetak Keputusan
Menteri dengan
menggunakan kertas
berwarna putih ukuran
F4/folio dengan berat 80
(delapan puluh) gram.

nama orang yang
memperoleh
Kewarganegaraan Republi
Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9
dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

mengembalikan dokumen
yang berkaitan dengan
statusnya sebagai warga
negara asing kepada
instansi yang berwenang
dalam waktu paling lamba
14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal
Keputusan Menteri
ditetapkan.
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tangan sendiri
ditandatangani dan
bermaterai;

16. Asli surat
pernyataan tertulis
bahwa pemohon
akan setia kepada
NKRI, Pancasila, UUD
Negara RI Tahun
1945 dan akan
membelanya dengan
sungguh-sungguh
serta akan
menjalankan
kewajiban untuk
menjadi WNI dengan
tulus dan iklas yang
ditulis sendiri
dan ditandatangani di
atas kertas
bermaterai cukup
oleh pemohon.

Pemberian
Salinan
Keputusan
Menteri Mengenai
Pewarganegaraan
Berdasarkan
Perkawinan yang
Salinannya Rusak
Atau Hilang

1. Surat Permohonan
Salinan Keputusan
Menteri Mengenai
Pewarganegaraan
Berdasarkan
Perkawinan yang
Salinannya Rusak Atau
Hilang

2. Asli bukti pembayaran
PNBP permohonan
pernyataan untuk
menjadi Warga Negara
Indonesia;

3. Asli Surat Tanda
Penerimaan Laporan
Kehilangan dari
Kepolisian;

4. Fotokopi Surat
Keputusan Menteri
Hukum dan HAM RI
tentang
Kewarganegaraan
Republik Indonesia.

Pemohon

melakukan pemesanan
kode voucher melalui
aplikasi SIMPADHU;
Pembayaran PNBP
dilakukan dengan
membawa kode voucher
ke Bank Persepsi;
Pemohon mengajukan
surat permohonan yang
ditujukan kepada
Direktur Tata Negara
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum;

Pemeriksaan
Kelengkapan Surat
Permohonan dilakukan
dalam jangka waktu
paling lama

3 (tiga) hari terhitung
sejak dokumen fisik
diterima

Dalam hal hasil
pemeriksaan dokumen

14 (empat belas)
Hari Kerja

Xp. 1.000.000,-

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
rahun 2019
Peraturan
Pemerintah
Nomor 29
rahun 2019
entang jenis
lan tarif atas
enis
enerimaan
egara bukan
ajak yang
erlaku pada
ementerian
ukum dan
ak asasi
nanusia

alinan Surat
eputusan Menteri
ukum dan HAM RI
entang
ewarganegaraan
epublik Indonesia

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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dinyatakan tidak
lengkap, maka Ditjen
AHU memberitahukan
kepada pemohon untuk
melengkapi dokumen
dalam jangka waktu
paling lambat 5 (lima)
hari;

Dalam hal hasil
pemeriksaan dokumen
dinyatakan lengkap,
Direktur Tata Negara
mengeluarkan Salinan
Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM

RI tentang
Kewarganegaraan
Republik

Indonesia yang
dikirimkan ke alamat
pemohon dalam waktu
paling lambat 2 (dua)
hari terhitung sejak
dokumen dianggap telah
memenuhi persyaratan.

Pewarganegaraan Surat usulan Usul pemberian 165 (seratus enam [Rp. Keputusan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Bagi Orang Asing pemberian Kewarganegaraan puluh lima) Hari 2.500.000,- Presiden
lyang Telah Berjasa Kewarganegaraan Republik diajukan Kerja (KEPRES) Email:
kepada Negara atau Republik Indonesia kepada Menteri oleh Berdasarkan Republik cs@ahu.go.id
dengan Alasan diajukan kepada pimpinan lembaga Didalam UU No.12 [Peraturan Indonesia humas@ahu.go.id
Untuk Kepentingan Menteri Hukum dan negara, lembaga Tahun 2006 dan PP [Pemerintah tentang
Negara HAM oleh pimpinan pemerintah, atau No.2 Tahun 2007 |[Nomor 28 Pemberian CS: 1500105
ocial negara, ocial lembaga tidak diatur jangka [Tahun 2019 Kewarganegaraa
pemerintah, atau kemasyarakatan terkait, |waktu tentang Jenis n RI. Media ocial:
ocial dengan tembusan penyelesaiannya  [Dan Tarif Atas | Surat
kemasyarakatan kepada Kepala Kantor (Dalam prakteknya penis Pemberitahuan [G: ditjen_ahu
terkait (ocial Wilayah Kementerian paling cepat 1 Penerimaan kepada Menteri
pengusul) Hukum dan HAM sesuai [tahun dan paling [Negara Bukan | disertai ocial FB: Humas Ditjen AHU
Fotokopi akta dengan domisili Orang  |ama 4 tahun) Pajak Yang
kelahiran disahkan Asing yang diusulkan. Berlaku Pada Fwitter: ahu_kemenkumham
oleh pejabat yang Menteri memeriksa Kementerian
berwenang; persyaratan pengusulan Hukum Dan Line: @ditjenahu
Daftar riwayat hidup dan meneruskan Hak Asasi
dibuat secara tertulis pengusulan Manusia
dalam bahasa pemberian
Indonesia Kewarganegaraan
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ditandatangani
diatas kertas
bermeterai
secukupnya oleh
pemohon;

Surat pernyataan
setia kepada Negara
Kesatuan Republik
Indonesia yang
berdasarkan
Pancasila dan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945
bermeterai
secukupnya;

Surat pernyataan
bersedia menjadi
Warga Negara
Indonesia dan
melepaskan
kewarganegaraan
asalnya bermeterai
secukupnya;
Fotokopi paspor atau
surat yang bersifat
paspor yang masih
berlaku disahkan
oleh pejabat yang
berwenang;

Surat keterangan
dari perwakilan
negara Orang
Asing yang diusulkan
bahwa yang
bersangkutan akan
kehilangan
kewarganegaraan
yang dimilikinya
setelah memperoleh
Kewarganegaraan
Republik Indonesia;
Surat rekomendasi
yang berisi
pertimbangan bahwa
Orang Asing yang

Republik Indonesia
disertai dengan
pertimbangan kepada
Presiden.

Presiden menyampaikan

usul kepada Dewan

Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia

untuk

memperoleh

pertimbangan;

Setelah DPR

memberikan

pertimbangan maka ocial
selanjutnya adalah

Presiden melalui Setneg

menerbitkan Surat

Keputusan Presiden;

Keputusan Presiden,

petikannya disampaikan

kepada Menteri untuk
diteruskan kepada Orang

Asing yang bersangkutan

melalui Kepala Kantor

Wilayah dan salinannya

disampaikan kepada:

a. Dewan Perwakilan
Rakyat Republik
Indonesia;

b. Lembaga pengusul;

Menteri;

. Perwakilan negara
asal Orang Asing
yang bersangkutan;
dan

Kepala Kantor Wilayah

melakukan pengambilan

Sumpah pemohon;

Kepala Kantor Wilayah

mengirimkan Berita

Acara Sumpah (BAS)

kepada Menteri Hukum

dan HAM melalui Ditjen

AHU.

Setelah mengucapkan

sumpah atau

menyatakan janji setia,
pemohon wajib
mengembalikan

ao
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diusulkan layak
untuk diberikan
kewarganegaraan
karena jasanya atau
alasan kepentingan
negara (asli) dari
pimpinan lembaga
negara, lembaga
pemerintahan atau
lembaga
kemasyarakatan
dibuat dalam bahasa
Indonesia;

9. Asli Bukti
pembayaran biaya
pewarganegaraan
bagi yang telah
berjasa atau dengan
alasan untuk
kepentingan negara
sebesar Rp.
2.500.000,-

10. Pas foto terbaru
berwarna ukuran
4X6 (empat kali
enam) sentimeter
sebanyak 6 (enam)
lembar berlatar
belakang merah,
berpakaian sopan
dan rapi;

Tambahan:

Kajian Komprehensif dari
ocial pengusul tentang
orang asing yang
diusulkan untuk dapat
diberikan
kewarganegaraan
Republik Indonesia

dokumen atau surat-
surat keimigrasian serta
kependudukan atas
namanya kepada kantor
imigrasi yang wilayah
kerjanya meliputi tempat
tinggal pemohon dalam
waktu paling lambat 14
(empat belas) hari
terhitung sejak tanggal
pengucapan sumpah
atau pernyataan janji
setia.

Pemohon mengembalikan
dokumen asingnya
kepada perwakilan
negara.

. LAYANAN PARTAI POLITIK
Pengesahan Badan | 1. Surat permohonan Pemohon melakukan 67 (enam puluh Rp. Surat Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Hukum Partai pendaftaran pemesanan kode tujuh) hari kerja | 100.000.000, | Keputusan
Politik pendirian dan voucher melalui aplikasi 00 Menteri Hukum Email:
pembentukan SIMPADHU; dan HAM cs@ahu.go.id
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partai politik baru
yang
ditandatangani oleh
Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal
yang ditujukan
kepada Menteri
Hukum dan Hak
Asasi Manusia c.q.
Direktur Jenderal
Administrasi
Hukum Umum;
Satu salinan sah
Akta Notaris tentang
pendirian dan
pembentukan partai
politik baru yang
memuat nama
pendiri, Anggaran
Dasar/Rumah
Tangga dan
kepengurusan partai
tingkat pusat;

SK Kepengurusan
Partai Politik, 100%
di tingkat Provinsi,
75% di tingkat
kab/kota, dan

50 % di Kecamatan
Surat Keterangan
terdaftar dari
Pemerintah Daerah
Tingkat Provinsi di
seluruh Provinsi
Surat Keterangan
terdaftar dari
Pemerintah Daerah
Tingkat
Kabupaten/Kota di
seluruh 75 %
Kabupaten/Kota
pada Provinsi yang
bersangkutan
Surat Keterangan
terdaftar dari
Kepala Kantor
Wilayah

Pembayaran PNBP
dilakukan dengan
membawa kode voucher
ke Bank Persepsi;
Pemohon

mengirimkan dokumen
persyaratan kepada
Menteri Hukum dan
HAM;

Proses verifikasi
dokumen persyaratan
yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum (untuk
pemeriksaan berkas
secara administratif
paling lama 45
(Empat Puluh Lima)
hari kerja sejak
diterimanya dokumen
persyaratan secara
lengkap);

Apabila dinyatakan
memenuhi persyaratan
dan lengkap,
permohonan diproses
dan diterbitkan Surat
Keputusan yang
ditandatangani oleh
Menteri (15 (lima belas)
hari kerja terhitung
sejak berakhirnya proses
verifikasi);

Apabila persyaratan
dinyatakan tidak
lengkap, Menteri
memberitahukan kepada
pemohon untuk
melengkapi persyaratan
paling lama 7 (tujuh)
hari kerja;

Keputusan Menteri
disampaikan kepada
pemohon 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal
Keputusan Menteri

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor

28 Tahun
2019
Tentang
Jenis Dan
Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak
Yang Berlaku
Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia

RI
tentang
Pengesahan
Badan Hukum
Partai Politik

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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10.

11.

Kementerian
Hukum dan HAM di
Seluruh Provinsi;
Surat Keterangan
Domisili Partai
Politik Tingkat
Provinsi dari
kelurahan/desa
atau nama lain
yang sejenis di
seluruh Provinsi;
Surat Keterangan
Domisili Partai
Politik Tingkat
Kabupaten/Kota
dari
kelurahan/desa
atau nama lain
yang sejenis di
75 %
Kabupaten/Kota
pada Provinsi yang
bersangkutan;
Surat Keterangan
Domisili Partai
Politik Tingkat
Kecamatan dari
kelurahan/desa
atau nama lain
yang sejenis di
50 % Kecamatan
pada
Kabupaten/Kota
yang
bersangkutan;
Fotokopi nama,
lambang, atau
tanda gambar
parpol sebanyak 2
rangkap
(berwarna) dan 5
rangkap (hitam
putih);

Surat pernyataan
sebagai pengurus
partai politik
disertai dengan

ditetapkan;

Salinan Surat Keputusan

disampaikan kepada:

a. Ketua Umum DPP
Partai;

b. Direktur Utama
Percetakan Negara
Republik Indonesia;

c. Ketua Mahkamah
Agung Republik
Indonesia;

d. Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia;

e. Ketua Komisi
Pemilihan Umum
Republik Indonesia;

f. Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia.
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fotocopy KTP setiap
pengurus dari
tingkat Pusat,
Provinsi,
Kabupaten/Kota
dan Kecamatan;

12. Fotokopi rekening
atas nama Partai
Politik;

13. Bukti Pembayaran
Penerimaan Negara
Bukan pajak
(PNBP).

Perubahan
Kepengurusan
Partai Politik

. Surat permohonan
yang ditandatangani
oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal;

. Salinan sah Akta
notaris tentang
pergantian
kepengurusan partai
politik;

. Daftar hadir peserta
munas/kongres/mukta
mar yang diketahui
oleh Ketua Umum dan
Sekjen;

. Notula
munas/kongres/mukta
mar yang diketahui
oleh Ketua Umum dan
Sekjen;

. Dokumentasi
munas/kongres/mukta
mar yang diketahui
oleh Ketua Umum dan
Sekjen;

. Surat keterangan tidak
dalam perselisihan
internal partai politik
dari mahkamah partai
politik atau sebutan
lain;

. Bukti pembayaran
Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).

4.

5.

6.

. Pemohon melakukan

pemesanan kode voucher
melalui aplikasi
SIMPADHU;

. Pembayaran PNBP

dilakukan dengan
membawa kode voucher
ke Bank Persepsi;

. Pemohon menyampaikan

dokumen fisik kepada
Menteri;

Proses verfikasi data
persyaratan yang
dilakukan oleh Ditjen
Administrasi Hukum
Umum untuk pemeriksaan
berkas secara
administratif paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak
diterimanya dokumen
persyaratan secara
lengkap;

Apabila dinyatakan
memenuhi persyaratan
dan lengkap, permohonan
diproses dan diterbitkan
Surat Keputusan yang
ditandatangani oleh
Menteri 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak
tanggal permohonan
dinyatakan lengkap;
Apabila persyaratan
dinyatakan tidak lengkap,
Menteri memberitahukan

28 (dua puluh
delapan) hari
kerja

Rp.
5.000.000,0
0

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor

28 Tahun
2019
Tentang

Jenis Dan
Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak
Yang Berlaku
Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia

SuratKeputusan
Menteri Hukum
dan HAM RI
tentang
Pengesahan
Perubahan
Kepengurusan
Partai Politik

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan
paling lama 7 (tujuh) hari
kerja;

. Keputusan Menteri

disampaikan kepada
pemohon dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal
Keputusan Menteri
ditetapkan;

. Salinan Surat Keputusan

disampaikan kepada:

a. Ketua Umum DPP
Partai;

b. Direktur Utama
Percetakan Negara
Republik Indonesia;

c. Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

d. Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia;

e. Ketua Komisi Pemilihan
Umum Republik
Indonesia;

f. Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia.

Perubahan
Anggaran Dasar
dan Anggaran
Rumah Tangga
Badan Hukum
Partai Politik

. Surat permohonan

Perubahan AD/ART
Partai Politik yang
ditandatangani oleh
Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal;

. Salinan sah Akta

notaris tentang
perubahan AD/ART
partai politik;

. Daftar hadir peserta

munas/kongres/muk
tamar yang
diketahui oleh Ketua
Umum dan Sekjen;

. Notula

munas/kongres/muk
tamar yang diketahui
oleh Ketua Umum
dan Sekjen;

Pemohon

melakukan pemesanan
kode voucher melalui
aplikasi SIMPADHU;
Pembayaran PNBP
dilakukan dengan
membawa kode voucher
ke Bank Persepsi;
Pemohon

menyampaikan dokumen
fisik kepada Menteri;
Proses verifikasi data
persyaratan yang
dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Administrasi
Hukum Umum untuk
pemeriksaan berkas
secara administratif
paling lama 7 (tujuh)
Hari sejak diterimanya

28 (dua puluh
delapan) hari
kerja

Rp.
5.000.000,00

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
Tentang Jenis
Dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia

Surat Keputusan
Menteri Hukum
dan HAM RI
tentang
Pengesahan
Perubahan
AD/ART Partai
Politik

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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. Dokumentasi munas/
kongres/ muktamar
yang diketahui oleh
Ketua Umum dan
Sekjen;

. Surat keterangan
tidak dalam
perselisihan internal
partai politik dari
mahkamah partai
politik atau sebutan
lain;

. Bukti pembayaran
Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP);
. Fotokopi nama,
lambang, atau tanda
gambar jika parpol
melakukan
perubahan terhadap
nama,lambang atau
tanda gambar.

5.

dokumen persyaratan

secara lengkap;

Apabila dinyatakan

memenuhi persyaratan

dan lengkap,
permohonan diproses
dan diterbitkan Surat

Keputusan yang

ditandatangani oleh

Menteri 7 (tujuh) hari

kerja terhitung sejak

tanggal permohonan
dinyatakan lengkap;

Apabila persyaratan

dinyatakan tidak

lengkap, Menteri
memberitahukan
kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan
paling lama 7 (tujuh)
hari kerja;

Keputusan Menteri

disampaikan kepada

pemohon dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak
tanggal Keputusan

Menteri ditetapkan;

Salinan Surat Keputusan

disampaikan kepada:

a. Ketua Umum DPP
Partai;

b. Direktur Utama
Percetakan Negara
Republik Indonesia;

c. Ketua Mahkamah
Agung Republik
Indonesia;

d. Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia;

e. Ketua Komisi
Pemilihan Umum
Republik Indonesia;

f. Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia.
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Pemberian
Salinan
Keputusan
Menteri Mengenai
Pengesahan
Badan Hukum
Partai Politik
yang Hilang
atau Rusak

Surat permohonan
yang
ditandatangani
oleh Ketua Umum
dan Sekjen Partai
Politik

Asli Bukti
Pembayaran
Penerimaan Bukan
Pajak

Asli Bukti Laporan
Kehilangan dari
Kepolisian (untuk
dokumen yang
hilang)
Menyerahkan
dokumen yang
rusak (untuk
dokumen yang
rusak)

Pemohon melakukan
pemesanan kode
voucher melalui aplikasi
SIMPADHU;
Pembayaran PNBP
dilakukan dengan
membawa kode voucher
ke Bank Persepsi;
Pemohon mengirimkan
surat permohonan
kepada Menteri Hukum
dan HAM melalui
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum dilengkapi
Dengan dokumen
persyaratannya

Proses verifikasi data
persyaratan yang
dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Administrasi
Hukum Umum untuk
pemeriksaan berkas
secara administratif
paling lama

7 (tujuh) hari kerja
sejak diterimanya
dokumen persyaratan
secara lengkap;
Apabila dinyatakan
memenuhi persyaratan
dan lengkap,
permohonan diproses
dan diterbitkan Surat
Keputusan yang
ditandatangani oleh
Menteri 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak
tanggal permohonan
dinyatakan lengkap;
Apabila persyaratan
dinyatakan tidak
lengkap, Menteri
memberitahukan kepada
pemohon untuk
melengkapi persyaratan
paling lama 7 (tujuh)

21 (dua puluh
satu) hari kerja

Rp.
5.000.000,00

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
Tentang Jenis
Dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia

Salinan
Keputusan
Menteri
Mengenai
Pengesahan
Badan Hukum
Partai Politik

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
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hari kerja;

Keputusan Menteri
disampaikan kepada
pemohon dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal
Keputusan Menteri
ditetapkan

Pemberian
Salinan
Keputusan
Menteri Mengenai
Persetujuan
Perubahan
Anggaran Dasar
dan Anggaran
Rumah Tangga
Badan Hukum
Partai Politik
yang Hilang atau
Rusak

Surat permohonan
yang
ditandatangani
oleh Ketua Umum
dan Sekjen Partai
Politik

Asli Bukti
Pembayaran
Penerimaan Bukan
Pajak

Asli Bukti Laporan
Kehilangan dari
Kepolisian (untuk
dokumen yang
hilang)
Menyerahkan
dokumen yang
rusak (untuk
dokumen yang
rusak)

Pemohon melakukan
pemesanan kode
voucher melalui aplikasi
SIMPADHU;
Pembayaran PNBP
dilakukan dengan
membawa kode voucher
ke Bank Persepsi;
Pemohon mengirimkan
surat permohonan
kepada Menteri Hukum
dan HAM melalui
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum dilengkapi
dengan dokumen
persyaratannya

Proses verifikasi data
persyaratan yang
dilakukan oleh
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum untuk
pemeriksaan berkas
secara administratif
paling lama

7 (tujuh) hari kerja
sejak diterimanya
dokumen persyaratan
secara lengkap;
Apabila dinyatakan
memenuhi persyaratan
dan lengkap,
permohonan diproses
dan diterbitkan Surat
Keputusan yang
ditandatangani oleh
Menteri 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak

21 (dua puluh
satu) hari kerja

Rp.
5.000.000,0
0

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
Tentang
Jenis Dan
Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak
Yang Berlaku
Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia

Salinan
Keputusan
Menteri
Mengenai
Persetujuan
Perubahan
Anggaran Dasar
dan Anggaran
Rumah Tangga
Badan Hukum
Partai Politik
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tanggal permohonan
dinyatakan lengkap;
Apabila persyaratan
dinyatakan tidak
lengkap, Menteri
memberitahukan kepada
pemohon untuk
melengkapi persyaratan
paling lama 7 (tujuh)
hari kerja;

Keputusan Menteri
disampaikan kepada
pemohon dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak
tanggal Keputusan
Menteri ditetapkan

Pemberian Salinan
Keputusan Menteri
Mengenai
Perubahan
Kepengurusan
Partai Politik yang
hilang atau rusak

Surat permohonan
yang
ditandatangani
oleh Ketua Umum
dan Sekjen Partai
Politik

Asli Bukti
Pembayaran
Penerimaan Bukan
Pajak;

Asli Bukti Laporan
Kehilangan dari
Kepolisian (untuk
dokumen yang
hilang);
Menyerahkan
dokumen yang
rusak (untuk
dokumen yang
rusak);

Bukti Pembayaran
Penerimaan Negara
Bukan pajak
(PNBP).

Pemohon melakukan
pemesanan kode
voucher melalui aplikasi
SIMPADHU;
Pembayaran PNBP
dilakukan dengan
membawa kode voucher
ke Bank Persepsi;
Pemohon mengirimkan
surat permohonan
kepada Menteri Hukum
dan HAM melalui
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum dilengkapi
dengan dokumen
persyaratannya

Proses verifikasi data
persyaratan yang
dilakukan oleh
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum untuk
pemeriksaan berkas
secara administratif
paling lama

7 (tujuh) hari kerja
sejak diterimanya
dokumen persyaratan
secara lengkap;

21 (dua puluh satu)
hari kerja

Rp.
5.000.000,00

Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28
Tahun 2019
Tentang Jenis
Dan Tarif Atas
Jenis
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian
Hukum Dan
Hak Asasi
Manusia

Salinan Keputusan
Menteri Mengenai
Perubahan
Kepengurusan
Partai Politik yang
hilang atau rusak
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Apabila dinyatakan
memenuhi persyaratan
dan lengkap,
permohonan diproses
dan diterbitkan Surat
Keputusan yang
ditandatangani oleh
Menteri 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak
tanggal permohonan
dinyatakan lengkap;
Apabila persyaratan
dinyatakan tidak
lengkap, Menteri
memberitahukan kepada
pemohon untuk
melengkapi persyaratan
paling lama 7 (tujuh)
hari kerja;

Keputusan Menteri
disampaikan kepada
pemohon dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak
tanggal Keputusan
Menteri ditetapkan

Legalisir Keputusan
Menteri Hukum dan
HAM tentang
Pendirian Badan

Surat Permohonan yang
ditandatangani oleh Ketua
Umum/Sekjen Partai
Politik dan berkas yang

Pemohon mengirimkan
surat permohonan kepada
Menteri Hukum dan HAM
melalui Direktorat

7 (tujuh) hari
kerja

Rp. 0,-

Keputusan
Menteri Hukum
dan HAM tentang
Pendirian Badan

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

Hukum Partai akan dilegalisir Jenderal Administrasi Hukum Partai numas@ahu.go.id
Politik Hukum Umum; Politik yang sudah
Direktur Tata Negara dilegalisir CS: 1500105
akan memberikan
disposisi kepada Subdit Media ocial:
Partai Politik Untuk
melegalisir permohonan; [G: ditjen_ahu
Mengirim permohonan
yang sudah dilegalisir FB: Humas Ditjen AHU
kepada pemohon
Fwitter: ahu_kemenkumham
Line: @ditjenahu
Legalisir Keputusan |[Surat Permohonan yang Pemohon mengirimkan |7 (tujuh) hari kerjaRp. 0,- Keputusan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Menteri Hukum dan
HAM tentang
Pengesahan

ditandatangani oleh Ketua
Umum/Sekjen Partai

surat permohonan kepada
Menteri Hukum dan HAM

melalui Direktorat

Menteri Hukum
dan HAM tentang

Pengesahan

Email:
s@ahu.go.id
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Perubahan AD/ART

Politik dan berkas yang

Jenderal Administrasi

Perubahan

numas@ahu.go.id

Partai Politik akan dilegalisir Hukum Umum; AD/ART Partai
Direktur Tata Negara Politik yang sudahCS: 1500105
akan memberikan dilegalisir
disposisi kepada Subdit Media ocial:
Partai Politik Untuk
melegalisir permohonan; [G: ditjen_ahu
Mengirim permohonan
yang sudah dilegalisir FB: Humas Ditjen AHU
kepada pemohon
Fwitter: ahu_kemenkumham
Line: @ditjenahu
9 |Legalisir Keputusan |[Surat Permohonan yang Pemohon mengirimkan |7 (tujuh) hari kerjaRp. O,- Keputusan Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Menteri Hukum dan |ditandatangani oleh Ketua surat permohonan kepada Menteri Hukum
HAM tentang Umum/Sekjen Partai Menteri Hukum dan HAM dan HAM tentang Email:
Pengesahan Politik dan berkas yang melalui Direktorat Pengesahan cs@ahu.go.id
Perubahan Susunanfakan dilegalisir Jenderal Administrasi Perubahan hnumas@ahu.go.id
Kepengurusan Hukum Umum; Susunan
Partai Politik Direktur Tata Negara Kepengurusan CS: 1500105
akan memberikan Partai Politik yang
disposisi kepada Subdit sudah dilegalisir Media ocial:
Partai Politik Untuk
melegalisir permohonan; [G: ditjen_ahu
Mengirim permohonan
yang sudah dilegalisir FB: Humas Ditjen AHU
kepada pemohon
Fwitter: ahu_kemenkumham
Line: @ditjenahu
10 | Permohonan Surat Permohonan Pemohon mengirimkan 7 (tujuh) hari Rp. 0O,- Surat Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Surat Keterangan yang surat permohonan kerja Keterangan
Partai Politik ditandatangani kepada Menteri Hukum Partai Politik Email:
yang Telah dan HAM melalui yang Telah cs@ahu.go.id
Berbadan Hukum oleh Ketua Direktorat Jenderal Berbadan humas@ahu.go.id
Umum/Sekjen Partai Administrasi Hukum Hukum

Politik

Umum;

Direktur Tata Negara
akan memberikan surat
keterangan Partai Politik
yang telah berbadan
hukum;

Mengirim Surat
Keterangan Partai Politik
yang Telah Berbadan
Hukum kepada
Pemohon

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU

Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu

205



mailto:humas@ahu.go.id
mailto:cs@ahu.go.id
mailto:humas@ahu.go.id
mailto:cs@ahu.go.id
mailto:humas@ahu.go.id

IvV. LAYANAN DI BIDANG OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL

1. LAYANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE)

Permintaan
Masuk Bantuan
Timbal Balik
dalam Masalah
Pidana

1.

Identitas dari
institusi yang
meminta;

pokok masalah dan
hakekat dari
penyidikan,
penuntutan, atau
pemeriksaan di
sidang pengadilan
yang berhubungan
dengan permintaan
tersebut, serta
nama dan fungsi
institusi yang
melakukan
penyidikan,
penuntutan, dan
proses peradilan;

ringkasan dari
fakta-fakta yang
terkait kecuali
permintaan bantuan
yang berkaitan
dengan
penyampaian
dokumen yuridis;

ketentuan undang-
undang yang
terkait, isi pasal,
dan ancaman
pidananya;

uraian tentang
bantuan yang
diminta dan rincian

1.

Permohonan diajukan
oleh Pemohon kepada
Menteri Hukum dan
HAM melalui saluran
diplomatik;

Apabila negara
pemohon telah memiliki
perjanjian bilateral
dengan Pemerintah
Indonesia, maka
Permohonan dapat
langsung dikirimkan ke
Menteri Hukum dan
HAM;

Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum melakukan
penelaahan atas
permohonan
permintaan bantuan
timbal balik;

Apabila permohonan
dinyatakan telah
memenuhi semua
persyaratan, berkas
permohonan
ditindaklanjuti kepada
instansi yang
berwenang;

Apabila permohonan
bantuan dianggap belum
memenuhi persyaratan
dikarenakan berkas yang
tidak lengkap, Direktorat

38 (tiga puluh
delapan) hari

Rp. O-,.

Surat/Dokumen
Pemenuhan
Permintaan
Masuk Bantuan
Timbal Balik
dalam Masalah
Pidana

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
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mengenai prosedur
khusus yang
dikehendaki
termasuk
kerahasiaan;

tujuan dari bantuan
yang diminta; dan

syarat-syarat lain
yang ditentukan
oleh Negara
Diminta.

Jenderal Administrasi
Hukum Umum
menyampaikan surat
kepada negara Peminta
untuk melengkapi
persyaratan tersebut;
dan

Apabila berdasarkan
hasil penelaahan
dianggap bahwa
permohonan tidak
memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku,
selanjutnya
menyampaikan surat
kepada negara Peminta
mengenai penolakan
pemenuhan bantuan.

Permintaan
Keluar Bantuan
Timbal Balik
dalam Masalah
Pidana

Identitas dari
institusi yang
meminta;

pokok masalah dan
hakekat dari
penyidikan,
penuntutan, atau
pemeriksaan di
sidang pengadilan
yang berhubungan
dengan permintaan
tersebut, serta
nama dan fungsi
institusi yang
melakukan
penyidikan,
penuntutan, dan
proses peradilan;

ringkasan dari
fakta-fakta yang

Permohonan diajukan
oleh Pemohon kepada
Menteri Hukum dan
HAM;

Apabila permohonanan
dinyatakan telah
memenuhi persyaratan,
berkas permohonan
ditindaklanjuti untuk
dilakukan penelaahan
dan penyusunan konsep
permintaan bantuan
timbal balik dalam
masalah pidana untuk
selanjutnya dikirim
kepada Negara Diminta;
dan

Apabila permohonan
dianggap masih belum
memenuhi persyaratan,

39 (tiga puluh
ocialr) hari

Rp. 0-,.

Surat/Dokumen
Pemenuhan
Permintaan
Masuk Bantuan
Timbal Balik
dalam Masalah
Pidana
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terkait kecuali
permintaan
Bantuan yang
berkaitan dengan
penyampaian
dokumen yuridis;

ketentuan undang-
undang yang
terkait, isi pasal,
dan ancaman
pidananya;

uraian tentang
Bantuan yang
diminta dan rincian
mengenai prosedur
khusus yang
dikehendaki
termasuk
kerahasiaan;

tujuan dari Bantuan
yang diminta; dan

syarat-syarat lain
yang ditentukan
oleh Negara
Diminta.

Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum akan
menyampaikan surat
kepada Pemohon untuk
melengkapi persyaratan
yang dibutuhkan.

Apabila Indonesia telah
memiliki perjanjian
bilateral dengan Negara
yang diminta, maka
Permohonan dapat
disampaikan secara
langsung ke Otoritas
Pusat negara Diminta;

Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum menyampaikan
surat kepada
Kementerian Luar Negeri
mengenai permohonan
tersebut apabila
Indonesia masih belum
memiliki perjanjian kerja
sama dengan negara
Diminta;

2. LAYANAN EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA (EXTRADITION AND TRANSFER OF SENTENCED PERSONS)

Permintaan
Masuk
Ekstradisi

L.

Bagi orang yang
dimintakan
ekstradisinya untuk
menjalani pidana
(Terpidana) harus
diajukan secara
tertulis melalui saluran
diplomatik disertai:
a.Lembaran asli atau
salinan otentik dari
putusan Pengadilan
yang berupa
pemidanaan yang

1.

o

Negara Peminta Ekstradisi
mengajukan permintaan
ekstradisi kepada Menteri
Hukum dan HAM melalui
Saluran Diplomatik;
Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum melakukan
penelaahan dan
penyusunan konsep surat
yang akan dikirimkan ke

93 (Sembilan puluh
tiga) hari setelah
dokumen
permintaan
dilengkapi oleh
Negara Peminta

Rp. 0-,.

Dokumen
Rekomendasi
Menteri Hukum
dan HAM RI
kepada
Presiden

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
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1A

sudah mempunyai
kekuatan hukum
yang pasti;
b.Keterangan yang
diperlukan untuk
menetapkan
identitas dan
kewarganegaraan
orang yang
dimintakan
ekstradisinya; dan
c.Lembaran asli atau
salinan otentik dari
surat perintah
penahanan yang
dikeluarkan oleh
pejabat yang
berwenang dari
negara peminta.

Bagi orang yang

disangka (Tersangka)

melakukan kejahatan
harus disertai:

a. Lembaran asli atau
salinan otentik dari
surat perintah
penahanan

y
ang dikelurkan oleh
pejabat yang
berwenang dari
negara peminta;

b. Uraian dari
kejahatan yang
dimintakan
eksradisi, dengan
menyebutkan
waktu dan tempat
kejahatan dilakuan
dengan disertai
bukti tertulis yang
diperlukan;

c. Teks ketentuan
hukum yang
dilanggar dari
negara peminta

2]

w

instansi yang berwenang
(Kejaksaan dan
Kepolisian);

Apabila tidak memenuhi
persyaratan atau tidak
lengkap, permohonan
disampaikan kepada
Negara Peminta melalui
surat untuk dilengkapi
kembali;

4. Apabila terdapat

permintaan provisional
arrest oleh Negara
Peminta, Direktorat
Otoritas Pusat dan Hukum
Internasional mengirimkan
surat pemberitahuan
kepada Interpol;

. Setelah menerima

Penetapan Pengadilan,
Menteri Hukum dan HAM
membuat surat
permohonan kepada
Presiden RI untuk
mengabulkan atau tidak
mengabulkan permintaan
ekstradisi, dan wajib
disertai dengan tiga surat
pertimbangan masing
masing dari Jaksa Agung,
Kepala Kepolisian Republik
Indonesia dan Menteri
Luar Negeri; dan

Surat Rekomendasi
Menteri Hukum dan HAM
akan menjadi
pertimbangan Presiden
untuk menerbitkan
Keputusan Presiden terkait
mengabulkan atau
menolak permintaan

Fwitter: ahu_kemenkumham
Line: @ditjenahu
Email :

otoritaspusat@kemen
kumham.go.id
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atau sekurang-

ekstradisi.

kurangnya isi dari 7. Dalam hal permintaan
pasal yang _ diajukan berdasarkan
disangkakan; prinsip resiprositas (tidak
d.Keterangan- . .
keterangan saksi di ada perjanjian blllateral),
bawah sumpah maka sebelum diteruskan
mengenai kepada Kepolisian
pengetahuannya Republik Indonesia dan
tentang kejahatan Kejaksaan Agung, terlebih
yang dilakukan; dahulu dimintakan ijin
.therangan yang kepada Presiden Republik
diperlukan untuk .
menentukan Indonesia.
identitas dan
kewarganegaraan
orang yang
dimintakan
ekstradisinya; dan
. Permohonan
penyitaan barang-
barang bukti, bila
ada dan diperlukan.
Permintaan . Rincian permintaan [1. Kejaksaan atau 31 (tiga puluh satu)| Rp.0-,. okumen Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Keluar Ekstradisi ekstradisi yang Kepolisian Mengajukan hari setelah ermohonan
disampaikan oleh permintaan ekstradisi Kementerian, kstradisi ke negareEmail:

Instansi Pemohon
kepada Negara
Diminta yang

diajukan berdasarkan

Perjanjian/Konvensi
Internasional/jamina
n resiprositas;

. Deskripsi dan

identitas
buronan;

. Dokumen yang

menjadi dasar
permintaan
ekstradisi;

. Surat perintah

penangkapan
terhadap
seorang
tersangka
pelaku tindak

N

kepada Menteri Hukum
dan HAM sebagai central
authority;

Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum
Umum melakukan
penelaahan dan
penyusunan konsep surat
permintaan ekstradisi

. Menteri Hukum dan HAM

akan mengirimkan
permintaan ekstradisi
kepada Negara yang
diminta melalui saluran
diplomatik.

Lembaga dan
instansi terkait
memenuhi
persyaratan

iminta.

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
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FB: Humas Ditjen AHU
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pidana yang
melarikan diri
untuk menjalani
proses peradilan
pidana dan
dilakukan
penuntutan
terhadap orang
tersebut di
Indonesia atas
tindak pidana
yang
dilakukannya,
serta salinan
surat
penangkapan
beserta
lampiran-
lampirannya
yang berupa
daftar nama
penyidik dan
penyidik
pembantu dalam
perkara tindak
pidana;

. Daftar Pencarian

Orang yang
dikeluarkan oleh
Badan Reserse
Kriminal
Kepolisian
Republik
Indonesia;

. Kronologis
tindak pidana
(Affidavit) yang
dilakukan oleh
termohon
ekstradisi yang
dikeluarkan oleh
Penyidik disertai
lampiran
berupa:

a) Foto/rekaman
closed- circuit
television

211




b)

)

d)

e)

f)

9)

h)

(CCTV) saat
melakukan
tindak pidana.
Daftar alat
bukti yang
disita oleh
Penyidik.
Salinan surat
dari
Interpol/Europo
l;
Salinan Red
Notice atas
nama termohon
ekstradisi;
Pernyataan dari
otoritas yang
melakukan
penuntutan
atas seorang
tersangka
pelaku tindak
pidana;
Tindak pidana
yang mendasari
permintaan
ekstradisi;
Pernyataan
terkait
hukuman
maksimal yang
dijatuhkan
untuk
tersangka
pelaku tindak
pidana yang
melarikan diri;
Pemberlakuan
hukum dan
regulasi yang
relevan;
Pernyataan
tentang
pembatasan
terkait
pemberlakuan
upaya
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penuntutan
terhadap orang
yang dimaksud;

j) Pernyataan
atas fakta
perbuatan yang
dilakukan oleh
tersangka yang
dimaksud
seperti bukti
penggeledahan;

k) Pernyataan
tentang dugaan
keberadaan
tersangka
pelaku tindak
pidana;

I) Pernyataan
terkait nebis in
idem;

m) Pejabat
penghubung
berserta
petugas yang
berwenang
yang
melakukan
penelaahan
atas kasus
tersebut;

n) Pernyataan
kerahasiaan
dan urgensi.

Layanan Ekstradisi
(Draft Perjanjian
Ekstradisi yang
disusun sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan)

Usulan pembentukan
draft perjanjian ekstradisi
dari Republik Indonesia
dan dari negara lain

Adapun pertimbangan
Pemerintah RI dalam
membentuk perjanjian
ekstradisi dengan negara
mitra adalah:

1. Indonesia

memiliki urgensi

. Usulan draft perjanjian

ekstradisi;

. Pre Eliminary Meeting

Pertukaran informasi
mengenai ocial hukum di
masing-masing negara;

. Permohonan Izin Prakarsa

kepada Presiden melalui
Menteri Luar Negeri;

. Pembentukan Tim

Perjanjian Ekstradisi yang
terdiri dari
Kementerian/Lembaga

1 Tahun untuk
Perundingan;

2 Tahun untuk
Penandatanganan
dan Pengesahan

Jika Perjanjian
Ekstradisi yang
menjadi usulan dari
Negara Mitra maka
Pengesahan akan
dilakukan setelah

adanya konfirmasi

Rp. 0-,.

Draft Perjanjian
Ekstradisi beserta
dengan berita
acara persetujuan
atas draft
perjanjian
ekstradisi yang
disepakati

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
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dengan negara

mitra baik karena

hubungan baik
ataupun
kepentingan
Indonesia.

2. Lalu lintas dan

hubungan antar
warga negara
kedua negara.

3. Pembentukan

perjanjian
ekstradisi akan
bersifat lebih
efektif dan
fleksibel dalam

penegakan hukum

di kedua negara

4. Menunjukkan

komitmen
Indonesia untuk
bekerja sama
dengan negara
mitra sesuai
dengan prinsip
luar negeri yang
bebas dan aktif.

©®

terkait (Panitia Antar
Kementerian/PAK);

. Penyusunan Draft dan/atau

Counterdraft;
Perundingan;

. Draft Final Perjanjian

Ekstradisi;
Penandatanganan;

. Ratifikasi Perjanjian

Ekstradisi ke dalam hukum
nasional melalui
mekanisme Undang-
Undang

dari negara mitra
bahwa mereka
telah
menyelesaikan
proses internal
mereka (ratifikasi)

Fwitter: ahu_kemenkumham
Line: @ditjenahu
Email :

otoritaspusat@kemen
kumham.go.id

V. LAYANAN DI BIDANG ADMINISTRASI

1. LAYANAN DI BIDANG PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Permohonan
Pengembalian
PNBP

1.

Surat Permohonan
Pengembalian PNBP
ditujukan ke

1.

Pemohon mengajukan
permohonan
pengembalian PNBP

10 (sepuluh) hari
kerja pengajuan
SKTB ke KPPN

Tidak
dikenakan
tarif.

. Surat

permohonan
penerbitan SKTB

Email:

Sekretaris Ditjen dengan cara : Jakarta V (Surat ts@ahu.go.id
AHU cqg. Kepala a. Datang langsung Keterangan humas@ahu.go.id
Bagian Keuangan melalui loket bagian | 5 (lima) hari Telah
dengan keuangan Ditjen kerja pengajuan Dibukukan); CS: 1500105
menyebutkan : AHU. SPM-PP ke KPPN P. Surat
a. Nomor dan b. Melalui POS yang Jakarta V Ketetapan Media ocial:
tanggal surat. ditujukan kepada Keterlanjuran
b. Sebab terjadinya Sekretaris Ditjen Setoran [G: ditjen_ahu
kesalahan AHU cq. Kepala 1 (satu) hari Penerimaan
pembayaran Bagian Keuangan. kerja Negara FB: Humas Ditjen AHU
PNBP c. Datang langsung ke | penyampaian (SKKSPN);
(kronologis) loket Pelayanan informasi telah B. Surat Fwitter: ahu_kemenkumham
c. Nomor Hukum Terpadu. terbit SP2D ke Keputusan
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pendaftaran/kod
e billing yang
dimohonkan
pengembalian
PNBP.

d. Nama Bank dan
nomor rekening
tujuan dana
pemilik rekening
untuk tujuan
pengembalian
PNBP.

Surat permohonan

pengembalian PNBP

dengan
melampirkan:

a. Fotocopy bukti
setor
pembayaran.
(legalisir Notaris)

b. Fotocopy buku
kepemilikan
rekening tujuan.
(legalisir Notaris)

c. Fotocopy NPWP
pemohon.
(legalisir Notaris)

d. Fotokopi tanda
pengenal

e. Materai
Rp6.000,-

Surat permohonan
pengembalian PNBP
yang masuk ke Bagian
Keuangan akan ditelaah
apakah permohonan
pengembalian PNBP
tersebut dapat
dikembalikan atau tidak
dapat dikembalikan.

a. Permohonan
Pengembalian PNBP
tidak dapat
dikembalikan sesuai
dasar-dasar hukum
yang berlaku maka
proses selanjutnya
akan dibuat konsep
balasan surat
tersebut kepada
Pemohon.

b. Permohonan
Pengembalian PNBP
dapat dikembalikan
sesuai dasar- dasar
hukum yang
berlaku maka
dilanjutkan proses
selanjutnya.

Jika Permohonan

Pengembalian PNBP

dapat dikembalikan,

maka kelengkapan-
kelengkapan lampiran
surat akan diverifikasi.

a. Jika lampiran
berkas tidak
lengkap maka
akan disampaikan
kepada pemohon
melalui telepon,
surat elektronik
(email), atau surat
jawaban terkait
Pengembalian
Berkas Permohonan
Pengembalian PNBP
yang harus
dilengkapi

Pemohon

Persetujuan
Pembayaran
Pengembalian
Pendapatan
(SKP4);

. Surat Perintah

Membayar
Pengembalian
Penerimaan
(SP MPP).

Line: @ditjenahu

Email:
piutang.pnbp@ahu.go.id

215



mailto:piutang.pnbp@ahu.go.id

Pemohon.

b. Jika lampiran
berkas lengkap
maka akan
dilanjutkan ke
proses selanjutnya.

Jika kelengkapan
lampiran lengkap maka

Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum

Umum akan

mengirimkan Surat

Permintaan

Pengembalian

Pembayaran PNBP

(Surat Permintaan

Penerbitan Surat

Keterangan Telah

Dibukukan) dengan

syarat yang telah

dilengkapi oleh Pemohon
dan melalui persetujuan

Kuasa Pengguna

Anggaran ke Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara

(KPPN) Jakarta V yang

ditembuskan kepada

Direktur Jenderal

Administrasi Hukum

Umum, dan Pemohon.

Surat Permintaan

Pengembalian

Pembayaran PNBP yang

ditujukan kepada Kantor

pelayanan

Perbendaharaan Negara

(KPPN) Jakarta V disertai

dengan lampiran :

a. Surat Ketetapan
Pengembalian.

b. Surat Pernyataan
Tanggung Jawab
Mutlak (SPTIM).

c. Fotocopy bukti setor
penerimaan negara
yang telah
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dikonfirmasi oleh
kepala satuan
kerja/satker yang
bersangkutan.

d. Fotocopy bukti
kepemilikan
rekening tujuan.

e. Fotocopy
konfirmasi
penerimaan negara.

f. Fotocopy NPWP
Pemohon.

Berdasarkan Surat

Permintaan

Pengembalian

Pembayaran PNBP

(Surat Permintaan

Penerbitan Surat

Keterangan Telah

Dibukukan) tersebut,

Kantor pelayanan

Perbendaharaan Negara

(KPPN) Jakarta V

melakukan pemeriksaan

Kelengkapan permintan

pengembalian

penerimaan negara.

Kantor pelayanan

Perbendaharaan Negara

(KPPN) Jakarta V akan

memproses Surat

Permintaan

Pengembalian

Pembayaran PNBP untuk

menerbitkan Surat

Keterangan Telah

Dibukukan (SKTB). Jika

pembayaran PNBP dari

Pemohon diterima dan

dibukukan oleh Kantor

pelayanan

Perbendaharaan Negara

(KPPN) selain Kantor

pelayanan

Perbendaharaan Negara

(KPPN) Jakarta V, maka

Kantor pelayanan
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Perbendaharaan Negara
(KPPN) Jakarta V
terlebih dahulu meminta
SKTB dari Kantor
pelayanan
Perbendaharaan Negara
(KPPN) penerima
pembayaran PNBP
tersebut.

Berdasarkan SKTB
tersebut, Kepala Kantor
pelayanan
Perbendaharaan Negara
(KPPN) Jakarta V
menerbitkan Surat
Persetujuan Pembayaran
Pengembalian
Penerimaan (SKP4)
rangkap 3 (tiga), dengan

peruntukan :

a. Lembar ke-
1 dan ke-
2 untuk Penerbit
SPM;

b. Lembar ke-3
sebagai pertinggal
di Kantor
pelayanan
Perbendaharaan
Negara (KPPN)
Jakarta V.
Setelah keluar SKP4,
maka Direktorat
Jenderal Administrasi
Hukum Umum
menerbitkan Surat
Perintah Membayar
Pengembalian
Penerimaan (SPM-PP)
dengan melampirkan
SKTB dan SKP4 dan
diajukan kepada Kantor
pelayanan
Perbendaharaan Negara
(KPPN) Jakarta V sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.
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10.

Kantor pelayanan
Perbendaharaan Negara
(KPPN) Jakarta V
menerbitkan SP2D atas
dasar SPM-PP yang telah
disampaikan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku.

Pengembalian PNBP
tersebut langsung
dikirim ke rekening
Pemohon.

Konfirmasi
Pembayaran
PNBP

Bukti Penerimaan
Negara (BPN) yang
diperoleh Pemohon
dari
Bank/Pos/Lembaga
Persepsi; atau
Kode billing yang
secara jelas
diberitahukan/disam
paikan oleh
Pemohon.

Pemohon menyampaikan
secara jelas bahwa
pembayaran PNBP yang
telah dilakukan belum
terkonfirmasi dengan
cara:

a. Mengirim surat
elektronik (email)
kepada Ditjen AHU
cq. Bagian Keuangan
dilengkapi dengan
lampiran BPN; atau

b. Membuat
panggilan/menelepo
n Call Center Ditjen
AHU dengan
memberitahukan
secara jelas kode
billing yang belum
terkonfirmasi
pembayarannya.

Permohonan konfirmasi

pembayaran PNBP yang

disampaikan melalui
surat elektronik
ditindaklanjuti dengan

prosedur:

a. Surat elektronilk
permohonan
konfirmasi

pembayaran PNBP
ditindaklanjuti oleh
Bagian Keuangan
dengan menginput
kode billing ke

3 jam sejak waktu
penyampaian
permohonan
verifikasi.

Tidak
dikenakan
tarif

Jawaban resmi
terkait
pembayaran tarif
PNBP telah
dikonfirmasi
melalui email
resmi Ditjen AHU

Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham
Line: @ditjenahu

Email:
piutang.pnbp@ahu.go.id
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aplikasi SIMPADHU;

Bagian Keuangan

mengubah status

voucher menjadi
“Sudah Bayar”.

Bagian Keuangan

menyampaikan

konfirmasi
pembayaran PNBP
kepada Pemohon
dengan membalas
surat elektronik

(email) Pemohon

yang pada pokoknya
berisi:

i) Kode billing yang
telah diverifikasi
bukti
pembayarannya;

ii) Jenis pelayanan
berdasarkan
kode billing
tersebut; dan

iii) tenggat waktu
60 hari
penggunaan BPN
yang telah
dikonfirmasi
pembayarannya.

Permohonan konfirmasi
pembayaran PNBP yang
disampaikan melalui Call
Center ditindaklanjuti
Bagian Keuangan
dengan prosedur:

a.

b.

Menginput kode
billing yang telah
disampaikan oleh tim
Call Center melalui
grup whatsapp ke
aplikasi SIMPONI
(Sistem Informasi
PNBP Online)
Kementerian
Keuangan;
Apabila pada
SIMPONI status
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pembayaran
dinyatakan “Sudah
Dibayar”, Bagian
Keuangan
menindaklanjutinya
dengan menginput
kode billing ke
aplikasi SIMPADHU
dan mengubah
status voucher
menjadi “Sudah
Bayar”;

c. Apabila pada
SIMPONI status
pembayaran
dinyatakan “Belum
Dibayar”, Bagian
Keuangan
menindaklanjutinya
dengan
menyampaikan ke
tim Call Center
melalui grup

whatsapp.
Konsultasi dan Mengambil nomor Pemohon menyampaikan |2 hari kerja Tidak Form Melalui Bagian Humas Ditjen AHU:
Penanganan antre dan bahwa yang dikenakan Konsultasi
Permasalahan menunggu giliran bersangkutan mengalami tarif Email:
Pembayaran berkonsultasi; permasalahan cs@ahu.go.id
PNBP Uraian secara jelas pembayaran PNBP untuk numas@ahu.go.id

permasalahan
pembayaran PNBP
yang dialami
pemohon;
Membawa dokumen
yang dapat menjadi
data dukung dan
memperkuat
penjelasan
mengenai
permasalahan
pembayaran PNBP
yang dialami
pemohon (jika
diperlukan); dan
Mengisi lembar
ocialr konsultasi
yang disediakan

medapatkan nomor antre
pada loket konsultasi
pembayaran PNBP dan
menunggu giliran untuk
berkonsultasi
berdasarkan nomor
antre;

Petugas memanggil
pemohon sesuai dengan
nomor antre;

Pemohon menuju loket
konsultasi pembayaran
PNBP sebagaimana
tercantum pada papan
akrilik;

Petugas
mempertanyakan
permasalahan

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham
Line: @ditjenahu

Email:
piutang.pnbp@ahu.go.id
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petugas.

pembayaran PNBP yang

dialami oleh pemohon;

Pemohon menyampaikan

secara jelas

permasalahan
pembayaran PNBP yang
dialami sekaligus
menunjukkan dokumen
yang dapat menjadi data
dukung dan memperkuat
penjelasan permasalahan

PNBP tersebut;

Petugas menangani

permasalahan

pembayaran PNBP yang
dialami pemohon dengan
prosedur:

a. Apabila permasalahan
pembayaran PNBP
berkenaan dengan
belum
terkonfirmasinya
pembayaran PNBP
yang telah dilakukan
oleh pemohon, maka
petugas:

i) Meminta bukti
pembayaran PNBP
yang telah
dilakukan oleh
pemohon;

ii) Mengakses aplikasi
SIMPADHU dan
memasukkan kode
billing pada menu
inquiry billing
apabila layanan
yang diakses dapat
dibayar selain
melalui yap! BNI,
atau menu inquiry
bill id apabila
layanan yang
diakses hanya
dapat dibayar
melalui yap! BNL.

iii) Mengubah status
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pembayaran yang
tertera pada
voucher menjadi
“Sudah Bayar”;

iv) Menunjukkan bukti
telah dilakukannya
perubahan status
pembayaran;

v) Meminta pemohon
mengisi lembar
ocialr konsultasi
serta
membubuhkan
tanda tangan
pemohon; dan

vi) Mengisi kolom
“tindak lanjut”
pada lembar ocialr
konsultasi serta
membubuhkan
tanda tangan pada
kolom tanda
tangan petugas.

. LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT (HU

BUNGAN MASYARAKAT)

Pengaduan
Masyarakat
tentang layanan
Ditjen AHU

1.

Data dukung terkait
pengaduan
layanan;

Bukti pengiriman
data dukung atau
dokumen
pendukung aduan
lainnya.

1. Pemohon
melakukan pengaduan
tentang layananan
Ditjen AHU melalui
email, call center, sosial
media, atau datang
langsung;

2. Petugas pengaduan
Ditjen AHU menerima
pengaduan dan
melakukan
penelusuran kebenaran
pengaduan tersebut;

3. Petugas Ditjen AHU
memproses pengaduan
dengan unit teknis
terkait perihal
pengaduan;

4. Petugas Ditjen
AHU memberikan
jawaban atas pengaduan
yang disampaikan

3 (tiga) hari kerja

Tidak
dikenakan tarif

Jawaban resmi
atas penanganan
pengaduan
selesai (informasi
melalui
lisan/email/surat
sosial media)

Email:

cs@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105

Media ocial:

[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU
Fwitter: ahu_kemenkumham

Line: @ditjenahu
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kepada pengadu sesuai
dengan saluran
pengaduan.

Pelayanan
Informasi
Pelayanan di
Gedung Cik’s

Surat permohonan
informasi;

Dokumen pelayanan
yang terkait

Petugas Ditjen AHU
menerima permintaan
informasi tentang
pelayanan Ditjen AHU di
Gedung Cik’s baik yang
datang langsung
maupun melalui surat;

Ditjen AHU membuat
surat jawaban atas
permintaan informasi
layanan pada Ditjen
AHU;

Ditjen AHU
menyampaikan surat
jawaban/balasan atas
pertanyaan masyarakat

14 (empat belas)
hari kerja

Tidak
dikenakan tarif

Jawaban resmi
informasi

Email:

ts@ahu.go.id

numas@ahu.go.id

CS: 1500105
Media ocial:
[G: ditjen_ahu

FB: Humas Ditjen AHU

Line: @ditjenahu
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4.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

g LS SISTEM METODE DAN BIAYA P NGADUAN SAR
RODUK PENGADUAN SARAN
NO | PRODUK AL PROSEDUR JANGKA WAKTU | 1aRIF LAYANAN DAN
MASUKAN
1 |Pemberian remisi Telah menjalani masa 1. Pemberian remisi 1. Untukdi Rp. 0,- Salinan Surat Publik menyampaikan
reguler tindak pidana lebih dari 6 dilaksanakan Lapas, Keputusan pengaduan melalui
pidana khusus (enam) bulan melalui Sistem paling lama Menteri sarana yang disediakan
Pasal 34 Ayat (1) Berkelakuan baik Informasi + 1 hari Hukum dan HAM Lapas, Kanwil, dan/atau
PP 99/2012 dalam kurun waktu 6 Pemasyarakatan kerja sejak Tentang Direktorat Jenderal
(enam) bulan terakhir 2. TPP Lapas ersyaratan - Pemasyarakatan;
e P persy Pemberian :
Telah mengikuti merekomendasikan dinyatakan Remisi Kepada Pengaduan dikelola oleh
program pembinaan usulan pemberian lengkap | ep Unit Layanan Pengaduan
yang diselenggarakan Remisi bagi dan sudah Narapidana fgcgggnngggyigggﬂgan
glreek(]jill_(aa?absaidke.mgan uzraaﬁ);df:aaléepada _clj_lF;c,Fl)dang Kepala Lapas, Kepala
Bagi Narapidana befdasark?an data ' Kanwil dan/atau Dirjen
; ; pengusulan Pemasyarakatan;
Tindak Pidana Narapidana yang disampaikan Kepala Lapas, Kepala
Narkotika dan telah memenubhi ke Direktur Kanwil, dan Direktur
prekursor narkotika persyaratan; Jenderal Jenderal Pemasyarakatan
serta psikotropika 3. Terhadap dengan menelaah dan memberi
yang dipidana paling rekomendasi tembusan arahan dalam rangka
singkat 5 (lima) usulan pemberian kepada merespon pengaduan;
tahun{ harus bersedia remisi, Kepala Kepala Pejabat yang terkait
bekerja sama dengan Lapas dapat Kantor dengan pelayanan
pene%ak hukum untuk menyetujui atau Wilayah.. melakukan perbaikan
m:mbsgtukar erkara tidak menyetujui; 2. Untuk di Elan'/fa'llzau' rlrgemlglerlkan
tindak pigana r;/ang 4. Dalam hal Kepala Kantor Sl;:”'( aSIan epada
dilakukannya Lapas menyetujui WiI_ayah, %enyamypaigan
Bagi Narapid'ana usulan pemberian paling lama pengaduan
Tindak Pidana remisi, Kepala + 3. hari )
Korupsi, harus Lapas . kerja
bersedia bekerja menyampa|kan_ setelah
sama dengan usula)n pemberian u;ulan
penegak hukum Remisi kepada diterima
untuk membantu Direktur Jenderal dari lapas,
membongkar perkara dengan tembusan usulan '
tindak pidana yang kepada Kepala pem'bgrlan
dilakukannya dan Kantor Wilayah; remisi
telah membayar lunas 5. Dalam hal Kepala sampaikan
denda dan uang Lapas tidak ke Direktur
pengganti. menyetujui usulan Jenderal
Bagi Narapidana pemberian remisi, 3. Untuk
Terorisme, harus Kepala Lapas Ditjenpas,
bersedia bekerja menetapkan paling lama
sama dengan keputusan tentang + 22 hari
penegak hukum Narapidana yang kerja
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untuk membantu
membongkar perkara
tindak pidana yang
dilakukannya dan
menunjukkan
kesadaran serta
penyesalan atas
kesalahan yang
menyebabkan dijatuhi
pidana dan
menyatakan ikrar:

a. Kesetiaan kepada NKRI
secara tertulis bagi
Narapidana

warga negara Indonesia;

atau

b. Tidak akan mengulangi
perbuatan tindak pidana
terorisme

secara tertulis bagi
Narapidana warga negara

asing.
7.

Surat keterangan
telah mengikuti
program
deradikalisasi dari
Kepala Lapas
dan/atau Kepala
Badan Nasional
Penanggulan
Terorisme

salinan kutipan
putusan hakim dan
Berita Acara
Pelaksanaan Putusan

Pengadilan;
a. Surat
keterangan
tidak sedang
menjalani
kurungan

pengganti pidana
denda dari Kepala
Lapas;

b. Surat keterangan
tidak sedang
menjalani Cuti
Menjelang Bebas
dari Kepala Lapas;

c. Salinan register F
dari Kepala Lapas;

10.

11.

tidak diusulkan
mendapatkan
remisi dengan
tembusan kepada
Direktur Jenderal
dan Kepala Kantor
Wilayah.

Kepala Kantor
Wilayah melakukan
verifikasi usulan
dan hasil verifikasi
disampaikan
kepada Direktur
Jenderal

Direktur Jenderal
melakukan
verifikasi usulan
pemberian Remisi
dan meminta
pertimbangan
instansi lain.
Dalam hal instansi
lain tidak
menyampaikan
pertimbangan
pemberian remisi
dimaksud, paling
lama 12 hari kerja
tanggal
disampaikan
permintaan
pertimbangan
pemberian remisi
tetap
dilaksanakan.
Direktur Jenderal
mengirimkan
usulan pemberian
remisi kepada
Menteri untuk
mendapatkan
penetapan.
Penandatanganan
elektronik Surat
Keputusan Remisi
oleh Direktur
Jenderal atas nama
Menteri.

Lapas mencetak
surat keputusan

setelah
usulan
diterima
dari lapas
dan sudah
disetujui,
hingga
otorisasi
Surat
Keputusan
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Salinan daftar
perubahan dari
Kepala Lapas;
Laporan
perkembangan
pembinaan yang
ditandatangani
oleh Kepala
Lapas.

12.

kolektif remisi, H-3
tanggal pemberian
remisi.

SK Remisi
diberitahukan
kepada Narapidana
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JENIS PENANGANAN
NO| PRODUK PERSYARATAN SISt oroor. N JANGKA WAKTU | BIAYA T PENGADUAN
LAYANAN SARAN DAN MASUKAN
2 |Pemberian remisi [Bagi Tindak Pidana Umum: 1. Pemberian remisi 1. Untuk di Rp. 0,- Surat Keputusan 1. Publik menyampaikan
reguler tindak 1. Telah menjalani dilaksanakan Lapas, paling Menteri Hukum pengaduan melalui
pidana umum dan masa pidana lebih melalui Sistem lama £ 1 dan HAM tentang sarana yang disediakan
Pasal 34 Ayat (3) > garll(Gl(le;namz)b_tilan Informasi hari kerja Pemberian Remisi Lapas, Kanwil, dan/atau
PP 28/2006 ) der elakuan bal Pemasyarakatan sejak kepada Direktorat Jenderal
alam kurun waktu 6 ; .
(enam) bulan 2. TPP Lapas . pgrsyaratan Narapidana Pemasyaraka_tan,
terakhir merekomendasikan dinyatakan 2. Pengaduan dikelola oleh
usulan pemberian lengkap dan Unit Layanan Pengaduan
Bagi Tindak Pidana Tertentu Remisi bagi sudah dengan menyampaikan
sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP Narapidana disidang TPP, rekomendasi kepada
28/2006: kepada Kepala pengusulan Kepala Lapas, Kepala
1. Telah menjalani Lapas berdasarkan disampaikan Kanwil dan/atau
masa pidana lebih data Narapidana ke Direktur Dirjen Pemasyarakatan;
dag_l/B (satu i yang telah Jenderal 3. Kepala Lapas, Kepala
> ggrllgﬁa)kﬂqaarf?)gilk ana memenuhi dengan Kanwil, dan Direktur
' dalam kurun waktu 6 persyaratan; tembusan Jenderal Pemasyarakatan
(enam) bulan 3. Terhadap kepada menelaah dan memberi
terakhir rekomendasi Kepala arahan dalam rangka
3. Telah mengikuti usulan pemberian Kantor merespon pengaduan;
program pembinaan remisi, Kepala Wilayah.. 4. Pejabat yang terkait
yang Lapas dapat 2. Untuk di dengan pelayanan
diselenggarakan oleh menyetujui atau Kantor melakukan perbaikan
Lapas dengan tidak menyetujui; Wilayah, dan/atau memberikan
4 g;?ﬁ::gtkﬁ;gén 4, Dalam hal paling lama klarifikasi kepada publik
) - Kepala Lapas + 2 hari yang menyampaikan
putusan hakim dan o .
Berita Acara menyetujui kerja setelah pengaduan.
Pelaksanaan Putusan usulan pemberian usulan
Pengadilan; remisi, Kepala diterima dari
5. Surat keterangan Lapas lapas, usulan
tidak sedang menyampaikan pemberian
menjalani kurungan usulan pemberian remisi
pengganti pidana Remisi kepada sampaikan
denda dari Kepala Direktur Jenderal ke Direktur
6 ;?ﬁg"cs’keteran an dengan tembusan Jenderal
) tidak sedan 9 kepada Kepala 3. Untuk
g ; ) -
menjalani Cuti Kantor Wilayah; D|tJ'enpas,
Menjelang Bebas dari 5. Dalam hal Kepala paling lama
Kepa|a Lapas; Lapas tidak £ 3 hari
7. Salinan register F menyetujui usulan kerja setelah
dari Kepala Lapas; pemberian remisi, usulan
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8. Salinan daftar

perubahan dari
Kepala Lapas;
Laporan
perkembangan
pembinaan yang
ditandatangani oleh
Kepala Lapas.

10.

Kepala Lapas
menetapkan
keputusan tentang
Narapidana yang
tidak diusulkan
mendapatkan
remisi dengan
tembusan kepada
Direktur Jenderal
dan Kepala Kantor
Wilayah.

Kepala Kantor
Wilayah melakukan
verifikasi usulan
dan hasil verifikasi
disampaikan
kepada Direktur
Jenderal

Direktur Jenderal
melakukan
verifikasi usulan
pemberian Remisi
Penandatanganan
elektronik Surat
Keputusan Remisi
oleh Direktur
Jenderal atas nama
Menteri.

Lapas mencetak
surat keputusan
kolektif remisi, H-3
tanggal pemberian
remisi.

SK Remisi
diberitahukan
kepada Narapidana

diterima dari
lapas dan
sudah
disetujui,
hingga
otorisasi
Surat
Keputusan
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Pemberian
remisi susulan
tindak pidana
khusus Pasal 34
Ayat (1) PP
99/2012

Telah menjalani masa
pidana lebih dari 6
(enam) bulan
Berkelakuan baik dalam
kurun waktu 6 (enam)
bulan terakhir
Telah mengikuti

program
pembinaan yang
diselenggarakan oleh
Lapas dengan predikat
baik.
Bagi Narapidana Tindak
Pidana Narkotika dan
prekursor narkotika

serta psikotropika
yang dipidana

paling singkat 5
(lima) tahun, harus
bersedia bekerja sama
dengan penegak hukum
untuk membantu
membongkar perkara
tindak pidana yang
dilakukannya.
Bagi Narapidana Tindak
Pidana Korupsi, harus
bersedia bekerja sama
dengan penegak hukum
untuk membantu
membongkar perkara
tindak pidana yang
dilakukannya dan
telah membayar lunas
denda dan uang
pengganti.
Bagi Narapidana
Terorisme, harus
bersedia bekerja sama
dengan penegak hukum
untuk membantu
membongkar perkara
tindak pidana yang
dilakukannya dan
menunjukkan
kesadaran serta
penyesalan atas
kesalahan yang
menyebabkan dijatuhi
pidana dan

. Dalam

. Pemberian remisi susulan

dilaksanakan melalui
Sistem Informasi
Pemasyarakatan

. TPP Lapas

merekomendasikan usulan
pemberian Remisi Susulan
bagi Narapidana kepada
Kepala Lapas berdasarkan
data Narapidana yang telah
memenuhi persyaratan;

. Terhadap rekomendasi

usulan pemberian remisi
susulan, Kepala Lapas
dapat menyetujui atau
tidak menyetujui;

hal Kepala
Lapas menyetujui usulan
remisi, Kepala Lapas
menyampaikan usulan
pemberian Remisi kepada
Direktur Jenderal dengan
tembusan kepada Kepala
Kantor Wilayah;

. Dalam hal Kepala Lapas

tidak menyetujui usulan
pemberian remisi, Kepala
Lapas menetapkan
keputusan tentang
Narapidana yang tidak
diusulkan mendapatkan
remisi dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal
dan Kepala Kantor Wilayah.

6. Kepala Kantor Wilayah

melakukan verifikasi usulan
dan hasil verifikasi
disampaikan kepada
Direktur Jenderal

7. Direktur Jenderal melakukan

verifikasi usulan pemberian
Remisi Susulan dan
meminta pertimbangan
instansi lain.

8. Dalam hal instansi lain tidak

menyampaikan

Untuk di
Lapas, paling
lama £ 1 hari
kerja sejak
persyaratan
dinyatakan
lengkap dan
sudah disidang
TPP,
pengusulan
disampaikan ke
Direktur
Jenderal
dengan
tembusan
kepada Kepala
Kantor
Wilayah..
Untuk di Kantor
Wilayah, paling
lama £ 3 hari
kerja setelah
usulan diterima
dari lapas,
usulan
pemberian
remisi
sampaikan ke
Direktur
Jenderal

Untuk
Ditjenpas,
paling lama +
22 hari kerja
setelah usulan
diterima dari
lapas dan sudah
disetujui,
hingga otorisasi
Surat
Keputusan

Rp. O,-

Surat Keputusan
Menteri Hukum
dan HAM tentang
Pemberian
Remisi Susulan
kepada
Narapidana

Publik menyampaikan
pengaduan melalui
sarana yang disediakan
Lapas, Kanwil, dan/atau
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan;
Pengaduan dikelola oleh
Unit Layanan Pengaduan
dengan menyampaikan
rekomendasi kepada
Kepala Lapas, Kepala
Kanwil dan/atau Dirjen
Pemasyarakatan;

Kepala Lapas, Kepala
Kanwil, dan Direktur
Jenderal Pemasyarakatan
menelaah dan memberi
arahan dalam rangka
merespon pengaduan;
Pejabat yang terkait
dengan pelayanan
melakukan perbaikan
dan/atau memberikan
klarifikasi kepada publik
yang menyampaikan
pengaduan.
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10.

11.

12.

menyatakan ikrar:

a. Kesetiaan kepada
NKRI secara tertulis
bagi Narapidana
warga negara
Indonesia; atau

b. Tidak akan
mengulangi
perbuatan tindak
pidana terorisme
secara tertulis bagi
Narapidana warga
negara asing.

Surat keterangan telah

mengikuti program

deradikalisasi dari

Kepala Lapas dan/atau

Kepala Badan Nasional

Penanggulan Terorisme

salinan kutipan

putusan hakim dan

Berita Acara

Pelaksanaan Putusan

Pengadilan;

Surat keterangan tidak

pengganti pidana denda

dari Kepala Lapas;

Surat keterangan tidak

sedang menjalani Cuti

Menjelang Bebas dari

Kepala Lapas;

Salinan register F dari

Kepala Lapas;

Salinan daftar

perubahan dari Kepala

Lapas;

Laporan perkembangan

pembinaan yang

ditandatangani oleh

Kepala Lapas.

pertimbangan pemberian
remisi dimaksud, paling
lama 12 hari kerja
tanggal disampaikan
permintaan pertimbangan
pemberian remisi susulan
tetap dilaksanakan.

9. Direktur Jenderal
mengirimkan usulan
pemberian remisi susulan
kepada Menteri untuk
mendapatkan penetapan.

10.Penandatanganan elektronik
Surat Keputusan Remisi
oleh Direktur Jenderal atas
nama Menteri.

11.Lapas mencetak SK
Kolektif Remisi Susulan
yang diterima.

12.SK Remisi diberitahukan
kepada Narapidana
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Layanan
pemberian remisi
susulan tindak
pidana umum dan
Pasal 34 Ayat (3)
PP 28/2006

Bagi Tindak Pidana Umum:

1. telah menjalani
masa pidana lebih
dari 6 (enam) bulan

2. Berkelakuan baik
dalam kurun waktu
6 (enam) bulan
terakhir

Bagi Tindak Pidana Tertentu
sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP
28/2006:

1. telah menjalani
masa pidana lebih
dari 1/3 (satu
pertiga) masa
pidana

2. Berkelakuan baik
dalam kurun waktu
6 (enam) bulan
terakhir

3. Telah mengikuti

program
pembinaan yang
diselenggarakan oleh Lapas
dengan predikat baik.

4. Salinan kutipan
putusan hakim
dan Berita Acara
Pelaksanaan
Putusan Pengadilan;

5. Surat keterangan
tidak sedang
menjalani kurungan
pengganti pidana
denda dari Kepala
Lapas;

6. Surat keterangan
tidak sedang
menjalani Cuti
Menjelang Bebas
dari Kepala Lapas;

7. Salinan register F
dari Kepala Lapas;

8. Salinan daftar

w

v

N

Pemberian remisi susulan
dilaksanakan melalui
Sistem Informasi
Pemasyarakatan

TPP Lapas
merekomendasikan
usulan pemberian Remisi
Susulan bagi
Narapidana kepada
Kepala Lapas
berdasarkan data
Narapidana yang telah
memenuhi persyaratan;
Terhadap rekomendasi
usulan pemberian remisi,
Kepala Lapas dapat
menyetujui atau tidak
menyetujui;

Dalam hal Kepala Lapas
menyetujui usulan
pemberian remisi, Kepala
Lapas menyampaikan
usulan pemberian Remisi
kepada Direktur Jenderal
dengan tembusan kepada
Kepala Kantor Wilayah;
Dalam hal Kepala Lapas
tidak menyetujui usulan
pemberian remisi, Kepala
Lapas menetapkan
keputusan tentang
Narapidana yang tidak
diusulkan mendapatkan
remisi dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal
dan Kepala Kantor
Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah
melakukan verifikasi
usulan dan hasil verifikasi
disampaikan kepada
Direktur Jenderal.
Direktur Jenderal
melakukan verifikasi
usulan pemberian Remisi

Untuk di Lapas,
paling lama =+

1 hari kerja
sejak
persyaratan
dinyatakan
lengkap dan
sudah disidang
TPP, pengusulan
disampaikan ke
Direktur
Jenderal dengan
tembusan kepada
Kepala Kantor
Wilayah..

Untuk di Kantor
Wilayah, paling
lama % 2 hari
kerja setelah
usulan diterima
dari lapas, usulan
pemberian remisi
sampaikan ke
Direktur Jenderal
Untuk Ditjenpas,
paling lama £ 3
hari kerja setelah
usulan diterima
dari lapas dan
sudah disetujui,
hingga otorisasi
Surat Keputusan

Rp. O,-

Surat Keputusan
Menteri Hukum
dan HAM tentang
Pemberian Remisi
Susulan kepada
Narapidana

Publik menyampaikan
pengaduan melalui sarana
yang disediakan Lapas,
Kanwil, dan/atau Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan;
Pengaduan dikelola oleh Unit
Layanan Pengaduan dengan
menyampaikan rekomendasi
kepada Kepala Lapas, Kepala
Kanwil dan/atau Dirjen
Pemasyarakatan;

Kepala Lapas, Kepala Kanwil,
dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menelaah
dan memberi arahan dalam
rangka merespon
pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan
pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau
memberikan klarifikasi
kepada publik yang
menyampaikan pengaduan.
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perubahan dari
Kepala Lapas;
Laporan
perkembangan
pembinaan yang
ditandatangan oleh
Kepala Lapas.

10.

Susulan.
Penandatanganan
elektronik Surat
Keputusan Remisi oleh
Direktur Jenderal atas
nama Menteri.

Lapas mencetak SK
Kolektif Remisi Susulan
yang diterima.

SK Remisi diberitahukan
kepada Narapidana.
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Layanan asimilasi
kategori integrasi
PP 99

Asimilasi kerja sosial di

dalam lapas:

1) Persyaratan
substantif:

a. berkelakuan baik
dibuktikan dengan
tidak sedang
menjalani
hukuman disiplin
dalam kurun
waktu 9
(sembilan) bulan
terakhir;

b. apabila penahanan
terputus maka
berkelakuan baik
dalam kurun
waktu 9
(sembilan) bulan
terakhir dihitung
sejak mulai ditahan
kembali di dalam
Lapas;

c. aktif mengikuti
program
pembinaan dengan
baik;

d. telah menjalani 2/3
(dua per tiga) masa
pidana dengan
paling singkat 9
(sembilan) bulan;

e. bagi narapidana
terorisme selain
harus memenubhi
syarat diatas, juga
harus memenuhi
syarat :

1. telah
mengikuti
program
deradikalisasi
yang
diselenggaraka
n oleh Lapas

Lembaga
Pemasyarakatan
Petugas Lapas
mendata Narapidana
yang akan diusulkan
pemberian asimilasi;
Pemenuhan Pendataan
dilakukan terhadap
syarat pemberian
asimilasi dan
kelengkapan dokumen;
TPP Lapas
merekomendasikan
usulan asimilasi kepada
Kepala Lapas
berdasarkan data
Narapidana yang telah
memenuhi syarat;
Apabila Kepala Lapas
menyetujui usulan
berdasarkan
rekomendasi TPP
Lapas, selanjutnya
Kepala Lapas
menyampaikan usulan
tersebut kepada
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
dengan tembusan
Kepala Kantor Wilayah;
Berkas usulan asimilasi
di upload ke Sistem
Informasi
Pemasyarakatan melalui
SDP Fitur Integrasi;
Apabila ada permintaan
perbaikan usulan
asimilasi dari Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan, maka
petugas Lapas
melakukan perbaikan;
Hasil perbaikan usulan
pemberian asimilasi
disampaikan kembali
oleh Kepala Lapas
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan untuk
mendapatkan
persetujuan dengan
tembusan Kepala Kantor

Wilayah;

w

Kelengkapan
dokumen wajib
dimintakan
setelah 7
(tujuh) Hari
Narapidana
berada di Lapas;
Kelengkapan
dokumen wajib
terpenuhi paling
lama 1/3 (satu
per tiga) masa
pidana sejak
Narapidana
berada di Lapas;
Apabila ada
permintaan
perbaikan usulan
asimilasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
, maka petugas
Lapas
melakukan
perbaikan dalam
jangka waktu 3
(tiga) hari
terhitung sejak
pengembalian
usulan asimilasi
diterima;

Kepala Kantor
Wilayah
melakukan
verifikasi
terhadap
tembusan usul
pemberian
Asimilasi paling
lama 3 (tiga)
Hari terhitung
sejak tanggal
usul pemberian
Asimilasi
diterima dari

Rp. 0,-

Surat Keputusan
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
Tentang
Pemberian:

a. Asimilasi Kerja
Sosial di dalam
Lapas;

b. Asimilasi Kerja
Sosial di luar
Lapas.

N

Publik menyampaikan
pengaduan melalui sarana
yang disediakan Lapas, Kanwil,
dan/atau Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit
Layanan Pengaduan dengan
menyampaikan rekomendasi
kepada Kepala Lapas, Kepal
Kanwil dan/atau Dirjen
Pemasyarakatan;

Kepala Lapas, Kepala Kanwil,
dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menelaah dan
memberi arahan dalam rangka
merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan
pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan
klarifikasi kepada publik yang
menyampaikan pengaduan.
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2)

dan/atau BNPT;

2. menyatakan
ikrar :

a) kesetiaan
kepada Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
secara tertulis
bagi
Narapidana
warga negara
Indonesia

b) tidak akan
mengulangi
perbuatan
tindak pidana
terorisme

secara tertulis

bagi
Narapidana
warga negara
asing
bagi Narapidana
yang melakukan
tindak pidana
korupsi selain
harus memenubhi
syarat diatas,
juga harus
memenuhi syarat
telah membayar
lunas denda
dan/atau uang
pengganti sesuai
dengan putusan
pengadilan; dan
Narapidana
menjalankan
Asimilasi dalam
waktu paling lama
8 (delapan) jam
dalam sehari.
Persyaratan
administratif

Petugas mencetak
salinan keputusan
asimilasi yang sudah
mendapatkan otorisasi
dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas melakukan
pengecekan terhadap
salinan keputusan
asimilasi;

Apabila terdapat
kesalahan terhadap
salinan keputusan
asimilasi disampaikan
Kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan.

Divisi pemasyarakatan
kantor wilayah
Kementerian Hukum
dan HAM

Petugas melakukan
verifikasi usulan
pemberian asimilasi;
Petugas menyampaikan
hasil verifikasi usulan
asimilasi kepada Kepala
Kantor Wilayah;
Kepala Kantor Wilayah
menyampaikan hasil
verifikasi usulan
asimilasi kepada
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas mencetak
tembusan salinan
keputusan asimilasi
yang sudah
mendapatkan otorisasi
dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas memeriksa
salinan keputusan
asimilasi;

Apabila terdapat
kesalahan terhadap
salinan keputusan
asimilasi disampaikan
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan.

N

Kepala Lapas;
Direktur
Jenderal
melakukan
verifikasi

usulan
pemberian
asimilasi dalam
jangka waktu
paling lama 3
(tiga) hari
terhitung sejak
tanggal usul
pemberian
asimilasi
diterima dari
Kepala Lapas;
Direktur Jenderal
meminta
rekomendasi
dari instansi
terkait (jangka
waktu paling
lama 12 hari
kerja terhitung
sejak tanggal
diterimanya
permintaan
rekomendasi),
maka Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
menyampaikan
pertimbangan
pemberian
asimilasi kepada
Menteri untuk
mendapatkan
persetujuan;
Direktur
Jenderal
Imigrasi
menyampaikan
surat keterangan
dibebaskan dari
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dibuktikan dengan
melampirkan
dokumen:
petikan putusan
pengadilan dan
berita acara
pelaksanaan
putusan
pengadilan;
laporan
perkembangan
pembinaan yang
ditandatangani
oleh Kepala Lapas;
laporan penelitian
kemasyarakatan
yang dibuat oleh
Pembimbing
Kemasyarakatan
yang diketahui
oleh Kepala
Bapas;
salinan register F
dari Kepala Lapas;
salinan daftar
perubahan dari
Kepala Lapas;
surat pernyataan
dari Narapidana
tidak akan
melarikan diri dan
tidak melakukan
perbuatan
melanggar hukum;
surat jaminan
kesanggupan dari
pihak keluarga
wali, lembaga
sosial, instansi
pemerintah,
instansi swasta,
atau yayasan yang
diketahui oleh
lurah atau kepala
desa atau nama

Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
Petugas melakukan
verifikasi usulan
pemberian asimilasi;
Berdasarkan hasil
verifikasi apabila
terdapat perbaikan
maka usulan asimilasi
dikembalikan kepada
Kepala Lapas untuk
dilakukan perbaikan
dengan tembusan
kepada Kepala Kantor
Wilayah;

TPP Pusat memberikan
rekomendasi terhadap
usulan asimilasi kepada
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
meminta rekomendasi
dari instansi terkait;
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
mengirimkan hasil
verifikasi kepada
Menteri untuk
mendapatkan
persetujuan terhadap
keputusan pemberian
asimilasi;

Dalam hal Menteri
memberikan
persetujuan
sebagaimana dimaksud,
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan atas
nama Menteri
menetapkan keputusan
pemberian asimilasi;
Petugas berdasarkan
penetapan keputusan
asimilasi dari Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
melakukan otorisasi ke
UPT Pemasyarakatan
dan tembusan kepada
Kepala Kantor Wilayah;
Demi kepentingan
keamanan, asimilasi

©

kewajiban
memiliki izin
tinggal paling
lama 12 (dua
belas) Hari
terhitung sejak
tanggal
permohonan
diterima;
Petugas Lapas
mencetak
salinan
keputusan
asimilasi yang
sudah
mendapatkan
otorisasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
3 (tiga) hari
sebelum tanggal
pelaksanaan.
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h.

lain yang
menyatakan
bahwa :
1. Narapidana
tidak akan
melarikan diri
dan/atau tidak
melakukan
perbuatan
melanggar
hukum; dan
2. Membantu
dalam
membimbing
dan mengawasi
Narapidana
selama
mengikuti
program
Asimilasi.
bagi Narapidana
yang melakukan
tindak pidana
terorisme selain
harus melengkapi
dokumen diatas,
juga harus
melengkapi surat
keterangan telah
mengikuti Program
Deradikalisasi dari
Kepala Lapas
dan/atau Kepala
Badan Nasional
Penanggulangan
Terorisme;
khusus bagi
narapidana warga
negara asing
(WNA) selain
memenuhi
kelengkapan

bagi Narapidana yang
melakukan tindak
pidana terorisme,
narkotika dan prekursor
narkotika, psikotropika,
korupsi, kejahatan
terhadap keamanan
negara dan kejahatan
hak asasi manusia yang
berat, serta kejahatan
transnasional
terorganisasi lainnya,
dapat dilaksanakan di
dalam Lapas dibuktikan
dengan surat kepala
Lapas berdasarkan hasil
Penelitian
Kemasyarakatan dan
hasil rekomedasi sidang
TPP UPT (diputuskan
dalam sidang TPP
Pusat).
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dokumen diatas,
juga harus
melengkapi
dokumen:

1.

a)

b)

Surat jaminan
tidak
melarikan diri
dan akan
menaati
persyaratan
yang telah
ditentukan
dari :
kedutaan
besar/konsulat
negara;dan
keluarga,
orang,
korporasi yang
bertanggung
jawab atas
keberadaan dan
kegiatan
narapidana
selama berada
di wilayah
Indonesia.

2. khusus

Narapidana
Warga Negara
Asing juga
harus
melampirkan
surat
keterangan
dari Direktur
Jenderal
Imigrasi atau
Pejabat
Imigrasi yang
ditunjuk yang
menyatakan
bahwa yang
bersangkutan
dibebaskan
dari kewajiban
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memiliki izin
tinggal (surat
dimintakan
oleh Direktorat
Jenderal
Pemasyarakat
an)
asimilasi kerja
sosial di dalam
Lembaga
Pemasyarakatan
diberikan kepada
Narapidana
kategori PP 99
Tahun 2012 yang
tidak dapat
membayar denda.
demi kepentingan
keamanan,
Narapidana
kategori PP 99
Tahun 2012 dapat
melaksanakan
asimilasi kerja
sosial di dalam
Lembaga
Pemasyarakatan;
bagi Narapidana
kategori PP 99
Tahun 2012 yang
tidak memenubhi
persyaratan untuk
mendapat
Pembebasan
Bersyarat, maka
tidak dapat
diberikan Asimilasi
Kerja Sosial.

Asimilasi kerja sosial di
luar Lapas
1) Persyaratan

substantif
berkelakuan baik
dibuktikan
dengan tidak
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sedang menjalani

hukuman disiplin

dalam kurun

waktu 9

(sembilan) bulan

terakhir;

apabila

penahanan

terputus maka
berkelakuan baik
dalam kurun

waktu 9

(sembilan) bulan

terakhir dihitung

sejak mulai

ditahan kembali di

dalam Lapas;

aktif mengikuti

program
pembinaan dengan
baik;

telah menjalani

2/3 (dua per tiga)

masa pidana

dengan paling

singkat 9

(sembilan) bulan;

bagi narapidana

terorisme selain
harus memenuhi
syarat diatas, juga
harus memenuhi
syarat :

1. telah
mengikuti
program
deradikalisasi
yang
diselenggaraka
n oleh Lapas
dan/atau
BNPT;

2. menyatakan
ikrar :

a) kesetiaan
kepada Negara
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Kesatuan
Republik
Indonesia
secara tertulis
bagi
Narapidana
warga negara
Indonesia;
b) tidak akan
mengulangi
perbuatan
tindak pidana
terorisme
secara
tertulis bagi
Narapidana
warga negara
asing.
Bagi Narapidana
yang melakukan
tindak pidana
terorisme,
narkotika dan
prekursor
narkotika,
psikotropika,
korupsi, kejahatan
terhadap
keamanan negara
dan kejahatan hak
asasi manusia
yang berat, serta
kejahatan
transnasional
terorganisasi
lainnya, selain
harus memenubhi
syarat diatas,
juga harus
memenuhi syarat
telah membayar
lunas denda
dan/atau uang
pengganti sesuai
dengan putusan
pengadilan;
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g. Narapidana
menjalankan
Asimilasi dalam
waktu paling lama
9 (sembilan) jam
dalam sehari
termasuk waktu
dalam perjalanan;

h. Asimilasi tidak
boleh
dilaksanakan pada
hari minggu atau
hari libur nasional.

2) Persyaratan
administratif
dibuktikan dengan
melampirkan
dokumen

a. petikan
putusan
pengadilan
dan berita
acara
pelaksanaan
putusan
pengadilan;

b. bukti telah
membayar
lunas denda
dan/atau uang
pengganti
sesuai dengan
putusan
pengadilan;

c. laporan
perkembangan
pembinaan
yang
ditandatangani
oleh Kepala
Lapas;

d. laporan
penelitian
kemasyarakata
n yang dibuat
oleh
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Pembimbing
Kemasyarakata
n yang
diketahui oleh
Kepala Bapas;
salinan register
F dari Kepala
Lapas;
salinan daftar
perubahan dari
Kepala Lapas;
surat
pernyataan dari
Narapidana
tidak akan
melarikan diri
dan tidak
melakukan
perbuatan
melanggar
hukum;
surat jaminan
kesanggupan
dari pihak
Keluarga, wali,
lembaga sosial,
instansi
pemerintah,
instansi swasta,
atau yayasan
yang diketahui
oleh lurah atau
kepala desa
atau nama lain
yang
menyatakan
bahwa :
Narapidana tidak
akan melarikan
diri dan/atau tidak
melakukan
perbuatan
melanggar hukum;
dan
Membantu dalam
membimbing dan
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mengawasi

Narapidana

selama mengikuti
program Asimilasi

bagi Narapidana

yang
melakukan
tindak pidana

terorisme selain

harus
melengkapi
dokumen
diatas, juga
harus
melengkapi
surat
keterangan

telah mengikuti

Program
Deradikalisasi
dari Kepala

Lapas dan/atau

Kepala Badan
Nasional
Penanggulanga
n Terorisme;
khusus bagi
narapidana
warga negara
asing (WNA)
selain
memenuhi
kelengkapan
dokumen
diatas, juga
harus
melengkapi
dokumen :
Surat jaminan
tidak melarikan
diri dan akan
menaati
persyaratan yang
telah ditentukan
dari :
a) kedutaan
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besar/konsulat
negara; dan
b) keluarga,
orang,
korporasi yang
bertanggung
jawab atas
keberadaan
dan kegiatan
narapidana
selama berada
di wilayah
Indonesia.
Surat keterangan
dari Direktur
Jenderal Imigrasi
atau pejabat
imigrasi yang
ditunjuk yang
menyatakan
bahwa yang
bersangkutan
dibebaskan dari
kewajiban
memiliki izin
tinggal (surat
dimintakan oleh
Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan);
bagi Narapidana
kategori PP 99
Tahun 2012
yang tidak
memenuhi
persyaratan
untuk
mendapat
Pembebasan
Bersyarat,
maka tidak
dapat diberikan
Asimilasi Kerja
Sosial;
Demi
kepentingan
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keamanan,
asimilasi bagi
Narapidana
dapat
dilaksanakan di
dalam Lapas
dibuktikan
dengan surat
kepala Lapas

aktif mengikuti
program pembinaan
dengan baik;

telah menjalani 2/3
(dua per tiga) masa
pidana dengan
paling singkat 9
(sembilan) bulan;

kepada Kepala
Lapas
berdasarkan data
Narapidana yang
telah memenubhi
syarat;

d. Apabila Kepala
Lapas menyetujui

usulan asimilasi
dari Direktur
Jenderal
Pemasyarakata
n, maka
petugas Lapas
melakukan
perbaikan
dalam jangka

berdasarkan
hasil Penelitian
Kemasyarakata
n dan
rekomedasi
hasil sidang Tim
Pegamat
Pemasyarakata
(TPP).
Asimilasi kategori Persyaratan - Lembaga Kelengkapan |Rp. O,- Surat Keputusan Publik menyampaikan
integrasi PP 28 substantif Pemasyarakatan dokumen wajib Direktur Jenderal pengaduan melalui sarana
berkelakuan baik a. Petugas Lapas dimintakan Pemasyarakatan yang disediakan Lapas, Kanwil,
dibuktikan dengan mendata setelah 7 Tentang dan/atau Direktorat Jenderal
tidak sedang Narapidana yang (thﬁghiégﬁg Pemberian Pemasyarakatan;
menjalani akan diusulkan berachJa di Asimilasi. Pengaduan dikelola oleh Unit
hukuman disiplin pemberian Lapas: Layanan Pengaduan dengan
dalam kurun asimilasi; Kelengkapan menyampaikan rekomendasi
waktu 9 (sembilan) b. Pemenuhan dokumen wajib kepada Kepala Lapas, Kepala
bulan terakhir; Pendataan terpenuhi Kanwil dan/atau Dirjen
apabila penahanan dilakukan paling lama 1/3 Pemasyarakatan;
terputus maka terhadap syarat (satu per tiga) Kepala Lapas, Kepala Kanwil
berkelakuan baik P masa pidana f ! !
dalam kurun pemberian ceiak dan Direktur Jenderal
waktu 9 asimilasi dan N bidana Pemasyarakatan menelaah
(sembilan) bulan kelengkapan berafla di dan memberi arahan dalam
A dokumen; . rangka merespon pengaduan;
terakhir dihitung Lapas; . ;
sejak mulai ditahan c¢. TPPlapas Apabila ada Pejabat yang terkait
kembali di dalam merekomendasika permintaan dengan pelayanan
Lapas; n usulan asimilasi perbaikan melakukan perbaikan dan/atau

memberikan klarifikasi kepada
publik yang menyampaikan
pengaduan.
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e. bagi narapidana

terorisme selain

harus memenubhi

syarat diatas, juga
harus memenuhi
syarat :

1) telah
mengikuti
program
deradikalisasi
yang
diselenggaraka
n oleh Lapas
dan/atau BNPT;

2) menyatakan
ikrar :

a) kesetiaan
kepada Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
secara tertulis
bagi
Narapidana
warga negara
Indonesia;

b) tidak akan
mengulangi
perbuatan
tindak pidana
terorisme
secara tertulis
bagi
Narapidana
warga negara
asing.

Narapidana

menjalankan

Asimilasi dalam

waktu paling lama 9

(sembilan) jam

dalam sehari

termasuk waktu
dalam perjalanan;

Asimilasi tidak

boleh dilaksanakan

pada hari minggu

usulan
berdasarkan
rekomendasi TPP
Lapas,
selanjutnya
Kepala Lapas
menyampaikan
usulan tersebut
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
dengan tembusan
Kepala Kantor
Wilayah;

Berkas usulan
asimilasi di upload
ke Sistem
Informasi
Pemasyarakatan
melalui SDP Fitur
Integrasi;

Apabila ada
permintaan
perbaikan usulan
asimilasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan,
maka petugas
Lapas melakukan
perbaikan;

Hasil perbaikan
usulan pemberian
asimilasi
disampaikan
kembali oleh
Kepala Lapas
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
untuk
mendapatkan
persetujuan
dengan tembusan
Kepala Kantor
Wilayah;

waktu 2 (dua)
hari terhitung
sejak
pengembalian
usulan asimilasi
diterima;
Kepala Kantor
Wilayah
melakukan
verifikasi
terhadap
tembusan usul
pemberian
Asimilasi paling
lama 3 (tiga)
Hari terhitung
sejak tanggal
usul pemberian
Asimilasi
diterima dari
Kepala Lapas;
Direktur
Jenderal
melakukan
pemberian
asimilasi dalam
jangka waktu
paling lama 3
(tiga) hari
terhitung sejak
tanggal usul
pemberian
asimilasi
diterima dari
Kepala Lapas;
Direktur
Jenderal
Imigrasi
menyampaikan
surat
keterangan
dibebaskan
dari kewajiban
memiliki izin
tinggal paling
lama 12 (dua
belas) Hari
terhitung sejak
tanggal
permohonan
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atau hari libur
nasional.

Persyaratan
administratif
dibuktikan dengan
melampirkan
dokumen

a. petikan putusan
pengadilan dan
berita acara
pelaksanaan
putusan
pengadilan;

b. bukti telah
membayar
lunas denda
dan uang
pengganti
sesuai dengan
putusan
pengadilan;

c. laporan
perkembangan
pembinaan
yang
ditandatangani
oleh Kepala
Lapas;

d. laporan
penelitian
kemasyarakata
n yang dibuat
oleh
Pembimbing
Kemasyarakata
n yang
diketahui oleh
Kepala Bapas;

e. salinan register
F dari Kepala
Lapas;

f. salinan daftar
perubahan dari
Kepala Lapas;

Petugas mencetak
salinan keputusan
asimilasi yang
sudah
mendapatkan
otorisasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas
melakukan
pengecekan
terhadap salinan
keputusan
asimilasi;
Apabila terdapat
kesalahan
terhadap salinan
keputusan
asimilasi
disampaikan
Kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan.

- Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

a.

Petugas
melakukan
verifikasi usulan
pemberian
asimilasi;
Berdasarkan hasil
verifikasi apabila
terdapat
perbaikan maka
usulan asimilasi
dikembalikan
kepada Kepala
Lapas untuk
dilakukan
perbaikan dengan
tembusan kepada
Kepala Kantor

g. surat Wilayah;
pernyataan dari c. Terhadap hasil
Narapidana verifikasi usulan

diterima;
Petugas
Lapas
mencetak
salinan yang
sudah
mendapatkan
otorisasi dari
Direktur
Jenderal
Pemasyarakata
n 3 (tiga) hari
sebelum
tanggal
pelaksanaan.
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1)

2)

tidak akan
melarikan diri
dan tidak
melakukan
perbuatan
melanggar
hukum;
surat jaminan
kesanggupan
dari pihak
keluarga, wali,
lembaga sosial,
instansi
pemerintah,
instansi swasta,
atau yayasan
yang diketahui
oleh lurah atau
kepala desa
atau nama lain
yang
menyatakan
bahwa :
Narapidana
tidak akan
melarikan diri
dan/atau tidak
melakukan
perbuatan
melanggar
hukum; dan
Membantu
dalam
membimbing
dan
mengawasi
Narapidana
selama
mengikuti
program
Asimilasi.
bagi Narapidana
yang
melakukan
tindak pidana
terorisme selain
harus
melengkapi

yang sudah benar,
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
atas nama Menteri
menetapkan
keputusan
pemberian
asimilasi;
Petugas
berdasarkan
penetapan
keputusan
asimilasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
melakukan
otorisasi ke UPT
Pemasyarakatan
dan tembusan
kepada Kepala
Kantor Wilayah.
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dokumen
diatas, juga
harus
melengkapi
surat
keterangan
telah mengikuti

Program

Deradikalisasi

dari Kepala

Lapas dan/atau

Kepala Badan

Nasional

Penanggulanga

n Terorisme;

khusus bagi

narapidana
warga negara
asing (WNA)
selain
memenuhi
kelengkapan
dokumen
diatas, juga
harus
melengkapi
dokumen :

1) Surat jaminan
tidak
melarikan diri
dan akan
menaati
persyaratan
yang telah
ditentukan
dari :

a) kedutaan
besar/kons
ulat
negara;
dan

b) keluarga,
orang,
korporasi
yang
bertanggu
ng jawab
atas

250



keberadaa
n dan
kegiatan
narapidana
selama
berada di
wilayah
Indonesia.
2) Surat
keterangan
dari Direktur
Jenderal
Imigrasi atau
pejabat
imigrasi yang
ditunjuk
yang
menyatakan
bahwa yang
bersangkutan
dibebaskan
dari kewajiban
memiliki izin
tinggal (surat
dimintakan
oleh Direktorat
Jenderal
Pemasyarakat
an).
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JENIS PENANGANAN
NO | PRODUK PERSYARATAN SISTEPh;gSIEggS: 2L JANGKA WAKTU ?_:I:!YI: PRODUK LAYANAN PENGADUAN
LAYANAN SARAN DAN MASUKAN
8  |Asimilasi Asimilasi di lingkungan - Lembaga 1. Kelengkapan Rp. 0O,- Surat Keputusan Direktur 1. Publik menyampaikan
kategori Lapas bagi Narapidana Pemasyarakatan/LPKA dokumen Jenderal Pemasyarakatan pengaduan melalui
integrasi 1. Persyara_tan a. Petugas wajib Tentang Pemberian : sarana yang
umum (NON substantif: Lapas/LPKA dimintakan a. Asimilasi di disediakan Lapas,
PP 28/PP 99) a. berkelakuan mendata setelah Lingkungan Lapas Kanwil, dan/atau
baik dibuktikan Narapidana atau 7(tujuh) hari Bagi Narapidana; Direktorat Jenderal
deggan tidak Anak yang akan Narapidana b. Asimilasi Ke Lapas Pemasyarakatan;
fne :.n? ni diusulkan atau Anak Terbuka Bagi 2. Pengaduan dikelola
huekdg‘\gnl pemberian berada di Narapidana; oleh Unit Layanan
e Asimilasi; Lapas/LPKA; c. Asimilasi Kerja Pengaduan dengan
disiplin dalam o .
kurun waktu 6 b. Pemenuhan 2. Kelengkapan Mandiri dan atau menyampaikan
(enam) bulan Pendataan dokumen Kerja Pihak Ketiga rekomendasi kepada
terakhir: dilakukan terhadap) wajib Bagi Narapidana; Kepala Lapas/LPKA,
b. apabila ' syarat pemberian dipenuhi d. Asimilasi Bagi Anak. Kepala Kanwil
penahanan Asimilasi dan paling lama : dan/atau Dirjen
terputus maka kelengkapan a. Kelengka Pemasyarakatan;
berkelakuan dokumen; pan 3. Kepala Lapas/LPKA,
baik dalam c. TPP Lapas/LPKA dokumen Kepala Kanwil, dan
kurun waktu 6 merekomenda wajib Direktur Jenderal
(enam) bulan sikan usulan dipenuhi Pemasyarakatan
terakhir dihitung asimilasi kepada paling menelaah dan
sejak mulai Kepala Lapas lama 1/3 memberi arahan
ditahan kembali berdasarkan data (satu per dalam rangka
di dalam Lapas; Narapidana atau tiga) merespon
c. aktif mengikuti Anak yang telah masa pengaduan;
progtrjam memenuhi syarat; pidana 4. Pejabat yang terkait
gem mat?r!k. d. Apabila Kepala sejak dengan pelayanan
engan baik; Lapas/LPKA Narapida melakukan perbaikan
d. telah menjalani L
menyetujui usulan na dan/atau
1/2 (satu per . -
berdasarkan berada di memberikan
dua) masa . e
pidana; rekomendasi TPP Lapas; klarifikasi kepada
e. Narapidana Lapas/LPKA, dan publik yang
menjalankan selanjutnya Kepala b. Kelengka menyampaikan
Asimilasi dalam Lapas/LPKA pan pengaduan.
waktu paling menyampaikan dokumen
lama 8 usulan tersebut wajib
(delapan) jam kepada Direktur dipenuhi
dalam sehari Jenderal paling
termasuk waktu Pemasyarakatan lama 3
dalam dengan tembusan bulan

252



perjalanan.

Persyaratan

administratif

dibuktikan dengan
melampirkan
dokumen:

a. petikan putusan
pengadilan dan
berita acara
pelaksanaan
putusan
pengadilan;

b. tidak terlibat
perkara lain
yang dijelaskan
dalam surat
keterangan dari
Instansi
penegak
hukum;

c. bukti telah
membayar lunas
denda dan atau
uang pengganti
sesuai dengan
putusan
pengadilan;

d. laporan

perkemb
angan
pembinaan yang
ditandatangani
oleh Kepala
Lapas;

e. laporan
penelitian
kemasyarakatan
yang dibuat oleh
Pembimbing
Kemasyarakatan
yang diketahui
oleh Kepala
Bapas setempat

Kepala Kantor
Wilayah;
Berkas usulan
asimilasi di
upload ke Sistem
Informasi
Pemasyarakatan
melalui SDP Fitur
Integrasi;
Apabila ada
permintaan
perbaikan usulan
asimilasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan,
maka

petugas

Lapas/LPKA
melakukan
perbaikan;
Hasil perbaikan
usulan pemberian
asimilasi
disampaikan
kembali oleh
Kepala Lapas/LPKA
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
untuk
mendapatkan
persetujuan
dengan tembusan
Kepala Kantor
Wilayah;
Petugas mencetak
salinan keputusan
asimilasi yang
sudah
mendapatkan
otorisasi dari

sejak
Anak
berada di
LPKA.
Apabila ada
permintaan
perbaikan
usulan
asimilasi dari
Direktur
Jenderal
Pemasyaraka
tan, maka
petugas
Lapas/LPKA
melakukan
perbaikan
dalam jangka
waktu 3
(tiga) hari
terhitung
sejak
pengembalia
n usulan
asimilasi
diterima;
Kepala
Kantor
Wilayah
melakukan
verifikasi
terhadap
tembusan
usul
pemberian
Asimilasi
paling lama 2
(dua) Hari
terhitung
sejak tanggal
usulan

sesuai tempat Direktur Jenderal Asimilasi
pelaksanaan Pemasyarakatan; diterima dari
asimilasi; Apabila terdapat Kepala

f. salinan register kesalahan Lapas/LPKA;
F dari Kepala terhadap salinan Dirjenpas
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Lapas;

salinan daftar
perubahan dari
Kepala Lapas;
surat

pernyataan dari

Narapidana
tidak akan
melarikan diri
dan tidak
melakukan
perbuatan
melanggar
hukum;

surat jaminan

kesanggupan

dari pihak

Keluarga, wali,

lembaga sosial,

instansi
pemerintah,
instansi swasta,
atau yayasan
yang diketahui
oleh lurah atau
kepala desa
atau nama lain
yang
menyatakan
bahwa :

1) Narapidana
tidak akan
melarikan
diri
dan/atau
tidak
melakukan
perbuatan
melanggar

hukum; dan

2) Membantu
dalam
membimbin
g dan
mengawasi
Narapidana
selama
mengikuti

keputusan
asimilasi
disampaikan
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan.

Divisi pemasyarakatan
kantor wilayah
Kementerian Hukum
dan HAM

a.

Petugas
melakukan
verifikasi usulan
pemberian
asimilasi;
Petugas
menyampaikan
hasil verifikasi
usulan asimilasi
kepada Kepala
Kantor Wilayah;
Kepala Kantor
Wilayah
menyampaikan
hasil verifikasi
usulan asimilasi
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas mencetak
tembusan salinan
keputusan
asimilasi yang
sudah
mendapatkan
otorisasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas
memeriksa salinan
keputusan
asimilasi;
Apabila terdapat
kesalahan
terhadap salinan

melakukan
verifikasi
terhadap usul
pemberian
Asimilasi
paling lama 3
(tiga) Hari
terhitung
sejak tanggal
usul
pemberian
Asimilasi
diterima dari
Kepala
Lapas/LPKA
Kepala
Lapas/LPKA
wajib
melakukan
perbaikan
paling lama 3
(tiga) Hari
terhitung
sejak tanggal
pengembalia
n usul
pemberian
Asimilasi
diterima;
Direktur
Jenderal
Imigrasi
menyampaik
an surat
keterangan
dibebaskan
dari
kewajiban
memiliki izin
tinggal paling
lama 12 (dua
belas) Hari
terhitung
sejak tanggal
permohonan
diterima;
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bagi narapidana

program
Asimilasi.

warga negara
asing (WNA)
selain
memenuhi
kelengkapan
dokumen diatas,
juga harus
melengkapi
dokumen :

1)

a)

b)

2)

Surat
jaminan
tidak
melarikan
diri dan
akan
menaati
persyaratan
yang telah
ditentukan
dari :
kedutaan
besar/konsu
lat negara;
dan
keluarga,
orang,
korporasi
yang
bertanggung
jawab atas
keberadaan
dan
kegiatan
narapidana
selama
berada di
wilayah
Indonesia.
Surat
keterangan
dariDirektur
Jenderal
Imigrasi
atau pejabat
imigrasi

keputusan
asimilasi
disampaikan
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

a.

Petugas
melakukan
verifikasi usulan
pemberian
asimilasi;
Berdasarkan hasil
verifikasi apabila
terdapat perbaikan
maka usulan
asimilasi
dikembalikan
kepada Kepala
Lapas/LPKA untuk
dilakukan
perbaikan dengan
tembusan kepada
Kepala Kantor
Wilayah;
Terhadap hasil
verifikasi usulan
yang sudah
benar, Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
atas nama Menteri
menetapkan
keputusan
pemberian
asimilasi;
Petugas
berdasarkan
penetapan
keputusan
asimilasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
melakukan

Petugas
Lapas/LPKA
mencetak
salinan
keputusan
asimilasi
yang sudah
mendapatkan
otorisasi dari
Direktur
Jenderal
Pemasyaraka
tan 3 (tiga)
hari sebelum
tanggal
pelaksanaan.
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yang
ditunjuk
yang
menyatakan
bahwa yang
bersangkuta

n
dibebaskan
dari
kewajiban
memiliki
izin tinggal;

dalam hal

Narapidana

memiliki pidana

denda dan tidak
bisa membayar
denda tersebut,
maka
pelaksanaan
asimilasi

dilakukan di

lingkungan

dalam Lembaga

Pemasyarakatan

, (contoh : di

area

branggang);
dalam hal

Narapidana

memiliki pidana

denda dan
mampu
membayar
denda

tersebut, maka

pelaksanaan

asimilasi

dilakukan di

area luar

lingkungan

Lembaga

Pemasyarakatan

, (contoh : area

parkir Lembaga

Pemasyarakatan

).

otorisasi ke UPT
Pemasyarakatan
dan tembusan
kepada Kepala
Kantor Wilayah.
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Asimilasi ke Lapas

terbuka bagi Narapidana

1. Persyaratan
substantif:

a.

berkelakuan
baik dibuktikan
dengan tidak
sedang
menjalani
hukuman
disiplin dalam
kurun waktu 6
(enam) bulan
terakhir;
apabila
penahanan
terputus maka
berkelakuan
baik dalam
kurun waktu 6
(enam) bulan
terakhir dihitung
sejak mulai
ditahan kembali
di dalam Lapas;
aktif mengikuti
program
pembinaan
dengan baik;
dan

telah menjalani
1/2 (satu per
dua) masa
pidana.

2. Persyaratan
administratif
dibuktikan dengan
melampirkan
dokumen:

a.

petikan putusan
pengadilan dan
berita acara
pelaksanaan
putusan
pengadilan;
bukti telah
membayar lunas

denda dan atau
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uang pengganti
sesuai dengan
putusan
pengadilan;
laporan
perkembangan
pembinaan yang
ditandatangani
oleh Kepala
Lapas;

laporan
penelitian
kemasyarakatan
yang dibuat oleh
Pembimbing
Kemasyarakatan
yang diketahui
oleh Kepala
Bapas setempat
sesuai tempat
pelaksanaan
asimilasi;
salinan register
F dari Kepala
Lapas;

salinan daftar
perubahan dari
Kepala Lapas;
surat
pernyataan dari
Narapidana
tidak akan
melarikan diri
dan tidak
melakukan
perbuatan
melanggar
hukum;

surat jaminan
kesanggupan
dari pihak
Keluarga, wali,
lembaga sosial,
instansi
pemerintah,
instansi swasta,
atau yayasan
yang diketahui
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oleh lurah atau

kepala desa

atau nama lain
yang
menyatakan
bahwa :

1) Narapidana
tidak akan
melarikan
diri
dan/atau
tidak
melakukan
perbuatan
melanggar
hukum; dan

2) Membantu
dalam
membimbin
g dan
mengawasi
Narapidana
selama
mengikuti
program
Asimilasi.

bagi narapidana

warga negara
asing (WNA)
selain
memenuhi
kelengkapan
dokumen diatas,
juga harus
melengkapi
dokumen:

1) Surat
jaminan
tidak
melarikan
diri dan
akan
menaati
persyaratan
yang telah
ditentukan
dari :

a) Kedutaan
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Asimilasi kerja mandiri
dan atau kerja pihak
ketiga bagi Narapidana
1. Persyaratan
substantif:
berkelakuan
baik dibuktikan
dengan tidak
sedang
menjalani
hukuman

a.

b)

2)

besar/konsu
lat negara;
dan
keluarga,
orang,
korporasi
yang
bertanggung
jawab atas
keberadaan
dan
kegiatan
narapidana
selama
berada di
wilayah
Indonesia.
Surat
keterangan
dari Direktur
Jenderal
Imigrasi
atau pejabat
imigrasi
yang
ditunjuk
yang
menyatakan
bahwa yang
bersangkuta
n
dibebaskan
dari
kewajiban
memiliki izin
tinggal.
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disiplin dalam
kurun waktu 6
(enam) bulan
terakhir;

b. apabila
penahanan
terputus maka
berkelakuan
baik dalam
kurun waktu 6
(enam) bulan
terakhir dihitung
sejak mulai
ditahan kembali
di dalam Lapas;

c. aktif mengikuti
program
pembinaan
dengan baik;

d. telah menjalani
1/2 (satu per
dua) masa
pidana;

e. Narapidana
menjalankan
Asimilasi dalam
waktu paling
lama 9
(sembilan) jam
dalam sehari
termasuk waktu
dalam
perjalanan;

f. Asimilasi tidak
boleh
dilaksanakan
pada hari
minggu atau
hari libur
nasional.

Persyaratan

administratif

dibuktikan dengan
melampirkan
dokumen:

a. petikan putusan
pengadilan dan
berita acara
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pelaksanaan
putusan
pengadilan;
bukti telah
membayar lunas
denda dan atau
uang pengganti
sesuai dengan
putusan
pengadilan (bagi
asimilasi kerja
mandiri dan
atau kerja pihak
ketiga di luar
lapas);
laporan
perkemb
angan
pembinaan yang
ditandatangan
oleh Kepala
Lapas;
laporan
penelitian
kemasyarakatan
yang dibuat oleh
Pembimbing
Kemasyarakatan
yang diketahui
oleh Kepala
Bapas setempat
sesuai tempat
pelaksanaan
asimilasi;
salinan register
F dari Kepala
Lapas;
salinan daftar
perubahan dari
Kepala Lapas;
surat
pernyataan dari
Narapidana
tidak akan
melarikan diri
dan tidak
melakukan

perbuatan
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melanggar

hukum;

surat jaminan

kesanggupan

dari pihak

Keluarga, wali,

lembaga sosial,

instansi
pemerintah,
instansi swasta,
atau yayasan
yang diketahui
oleh lurah atau
kepala desa
atau nama lain
yang
menyatakan
bahwa :

1) narapidana
tidak akan
melarikan
diri
dan/atau
tidak
melakukan
perbuatan
melanggar
hukum; dan

2) membantu
dalam
membimbin
g dan
mengawasi
Narapidana
selama
mengikuti
program
Asimilasi

bagi narapidana

warga negara
asing (WNA)
selain
memenuhi
kelengkapan
dokumen diatas,
juga harus
melengkapi
dokumen :
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1)

b)

2)

Surat
jaminan
tidak
melarikan
diri dan
akan
menaati
persyaratan
yang telah
ditentukan
dari :
kedutaan
besar/konsu
lat negara;
dan
keluarga,
orang,
korporasi
yang
bertanggung
jawab atas
keberadaan
dan
kegiatan
narapidana
selama
berada di
wilayah
Indonesia
Surat
keterangan
dari
Direktur
Jenderal
Imigrasi
atau pejabat
imigrasi
yang
ditunjuk
yang
menyatakan
bahwa yang
bersangkuta
n
dibebaskan
dari
kewajiban
memiliki
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izin tinggal
(surat
dimintakan
oleh
Direktorat
Jenderal
Pemasyarak
atan).
dalam hal
asimilasi kerja
pihak ketiga
harus
melampirkan
surat perjanjian
kerja sama
antara Lembaga
Pemasyarakatan
dengan Pihak
Ketiga.

Asimilasi bagi anak
Persyaratan
substantif:

1.

a.

berkelakuan
baik dibuktikan
dengan tidak
sedang
menjalani
hukuman
disiplin dalam
kurun waktu 3
(tiga) bulan
terakhir;
apabila
penahanan
terputus maka
berkelakuan
baik dalam
kurun waktu 3
(tiga) bulan
terakhir dihitung
sejak mulai
ditahan kembali
di dalam LPKA;
aktif mengikuti
program
pembinaan
dengan baik;
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d. telah menjalani
pidana paling
singkat 3
(tiga) bulan;

e. Anak
menjalankan
Asimilasi dalam
waktu paling
lama 9
(sembilan) jam
dalam sehari
termasuk waktu
dalam
perjalanan.

f. Asimilasi tidak
boleh
dilaksanakan
pada hari
minggu atau
hari libur
nasional.

Asimilasi tidak

diberikan kepada

anak:

a. yang terancam
jiwanya;

b. yang sedang
menjalani
pidana penjara
seumur hidup.

Asimilasi anak

dilaksanakan dalam

bentuk:

a. kegiatan
pendidikan;

b. latihan
keterampilan;

c. latihan kerja
sosial;

d. Pembinaan
lainnya di
lingkungan
masyarakatan.

Persyaratan

administratif

dibuktikan dengan
melampirkan
dokumen:
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petikan putusan
pengadilan dan
berita acara
pelaksanaan
putusan
pengadilan;
laporan
perkembangan
pembinaan yang
ditandatangani
oleh Kepala
LPKA;

laporan
penelitian
kemasyarakatan
yang dibuat oleh
Pembimbing
Kemasyarakatan
yang diketahui
oleh Kepala
Bapas setempat
sesuai tempat
pelaksanaan
asimilasi;
salinan register
F dari Kepala
LPKA;

salinan daftar
perubahan dari
Kepala LPKA;
surat
pernyataan dari
Anak tidak akan
melarikan diri
dan tidak
melakukan
perbuatan
melanggar
hukum;

surat jaminan
kesanggupan
dari pihak
Keluarga, wali,
lembaga sosial,
instansi
pemerintah,
instansi swasta,
atau yayasan
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yang diketahui

oleh lurah atau

kepala desa
atau nama lain
yang
menyatakan
bahwa :

1) Anak tidak
akan
melarikan
diri
dan/atau
tidak
melakukan
perbuatan
melanggar
hukum; dan

2) Membantu
dalam
membimbin
g dan
mengawasi
Anak selama
mengikuti
program
Asimilasi.

bagi Anak warga

negara asing

(WNA) selain

memenuhi

kelengkapan
dokumen diatas,
juga harus
melengkapi
dokumen :

1) Surat
jaminan
tidak
melarikan
diri dan
akan
menaati
persyaratan
yang telah
ditentukan
dari:

a) kedutaa

n
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besar/ko
nsulat
negara;
dan

b) keluarga
, orang,
bertang
gung
jawab
atas
keberad
aan dan
kegiatan
Anak
selama
berada
di
wilayah
Indonesi

a.

2) Surat
keterangan
dari
Direktur
Jenderal
Imigrasi
atau pejabat
imigrasi
yang
ditunjuk
yang
menyatakan
bahwa yang
bersangkuta
n
dibebaskan
dari
kewajiban
memiliki
izin tinggal.

Cuti
bersyarat
kategori
integrasi PP
99

Persyaratan substantif:

a.

b.

dipidana dengan
pidana penjara
paling lama 1
(satu) tahun 6
(enam) bulan;
telah menjalani
paling sedikit 2/3

Lembaga
pemasyarakatan

a.

Petugas
pemasyarakatan
mendata
Narapidana
Kategori Integrasi
PP 99 yang

Kelengkapan
dokumen wajib
dimintakan
setelah 7
(tujuh) Hari
Narapidana
berada di
Lapas;

Rp. O,-

Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pemasyarakatan
Tentang Pemberian Cuti
Bersyarat Kategori Integrasi
PP 99 kepada Narapidana.

Publik menyampaikan
pengaduan melalui
sarana yang disediakan
Lapas, Kanwil, dan/atau
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan;
Pengaduan dikelola
oleh Unit Layanan
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(dua pertiga) masa
pidana;
berkelakuan baik
dalam kurun waktu
9 (sembilan) bulan
terakhir dihitung
sebelum tanggal 2/3
(dua per tiga) masa
pidana;
apabila penahanan
terputus maka
berkelakuan baik
dalam kurun waktu
9 (sembilan) bulan
terakhir dihitung
sejak mulai
ditahan kembali
didalam Lapas;
pemberian Cuti
Bersyarat diberikan
untuk jangka waktu
paling lama 4
(empat) bulan;
bagi Narapidana
Tindak Pidana
Korupsi, harus
telah membayar
lunas denda dan
atau uang
pengganti;
bagi Narapidana
Terorisme, harus
menunjukkan
kesadaran dan
penyesalan atas
kesalahan yang
menyebabkan
dijatuhi pidana dan
menyatakan ikrar:
1) Kesetiaan
kepada NKRI
secara tertulis
bagi Narapidana
warga negara
Indonesia; atau
2) Tidak akan

diusulkan Cuti
Bersyarat;
Pemenuhan
Pendataan
dilakukan terhadap)
syarat pemberian
Cuti Bersyarat dan
kelengkapan
dokumen;

TPP Lapas
merekomendasika
n usulan Cuti
Bersyarat bagi
Narapidana
kepada Kepala
Lapas berdasarkan
data Narapidana
yang telah
memenuhi syarat;
Apabila Kepala
Lapas menyetujui
usulan
berdasarkan
rekomendasi TPP
Lapas, selanjutnya
Kepala Lapas
menyampaikan
usulan pemberian
Cuti Bersyarat
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
dengan tembusan
kepada Kepala
Kantor Wilayah;
Berkas usulan Cuti
Bersyarat di
upload ke Sistem
Informasi
Pemasyarakatan
melalui SDP Fitur
Integrasi.

Apabila ada
permintaan
perbaikan usulan
cuti bersyarat dari

Kelengkapan
dokumen wajib
dipenuhi paling
lama 1/3 (satu
per tiga) masa
pidana sejak
Narapidana
berada di
Lapas;

dalam hal surat
pemberitahuan
ke Kejaksaan
Negeri tidak
mendapatkan
balasan paling
lama 12 (dua
belas) hari
terhitung sejak
surat
pemberitahuan
dikirim, Cuti
Bersyarat tetap
diberikan;
Kepala Lapas
wajib
melakukan
perbaikan usul
pemberian Cuti
Bersyarat paling
lama 3 (tiga)
Hari terhitung
sejak tanggal
pengembalian
usul pemberian
Cuti Bersyarat;
Kepala Kantor
Wilayah
melakukan
verifikasi
terhadap
tembusan usul
pemberian Cuti
Bersyarat paling
lama 2 (dua)
Hari terhitung
sejak tanggal
usulan Cuti
Bersyarat
diterima dari
Kepala Lapas;

Pengaduan dengan
menyampaikan
rekomendasi kepada
Kepala Lapas, Kepala
Kanwil dan/atau Dirjen
Pemasyarakatan;
Kepala Lapas, Kepala
Kanwil, dan Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
menelaah dan memberi
arahan dalam rangka
merespon pengaduan;
Pejabat yang terkait
dengan pelayanan
melakukan perbaikan
dan/atau memberikan
klarifikasi kepada publik
yang menyampaikan
pengaduan.
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mengulangi
perbuatan
tindak pidana
terorisme
secara tertulis
bagi Narapidana
warga negara
asing.

Persyaratan
administratif dibuktikan
dengan melampirkan
dokumen:

a. petikan putusan
pengadilan dan
berita acara
pelaksanaan
putusan pengadilan;

b. laporan

perkembangan
pembinaan yang
ditandatangani oleh
Kepala Lapas;

c. laporan penelitian
kemasyarakatan
yang dibuat oleh
Pembimbing
Kemasyarakatan
yang diketahui oleh
Kepala Bapas;

d. surat
pemberitahuan ke
Kejaksaan Negeri
tentang rencana
pemberian Cuti
Bersyarat terhadap
Narapidana yang
bersangkutan;

e. salinan register F
dari Kepala Lapas;

f. salinan daftar
perubahan dari
Kepala Lapas;

g. surat pernyataan
dari Narapidana
tidak akan

Direktur Jenderal
Pemasyarakatan,
maka petugas
melakukan
perbaikan;

g. Hasil perbaikan

usulan pemberian
Cuti Bersyarat
disampaikan
kembali oleh
Kepala Lapas
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
untuk
mendapatkan
persetujuan
dengan tembusan
Kepala Kantor
Wilayah;

h. Petugas mencetak
salinan keputusan
cuti bersyarat
yang sudah
mendapatkan
otorisasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;

i. Petugas
memeriksa salinan
keputusan cuti
bersyarat;

j. Apabila terdapat

kesalahan
terhadap salinan
keputusan cuti
bersyarat
disampaikan
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan.

Divisi pemasyarakatan
kantor wilayah
Kementerian Hukum
dan HAM

Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
melakukan
verifikasi
terhadap usul
pemberian Cuti
Bersyarat paling
lama 3(tiga)
Hari terhitung
sejak tanggal
usulan
pemberian Cuti
Bersyarat
diterima dari
Kepala Lapas;
Direktur
Jenderal
Imigrasi
menyampaikan
surat
keterangan
dibebaskan dari
kewajiban
memiliki izin
tinggal paling
lama 12 (dua
belas) Hari
terhitung sejak
tanggal
permohonan
diterima;
Petugas
mencetak
salinan
keputusan Cuti
Bersyarat yang
sudah
mendapatkan
otorisasi dari
Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan
3 (tiga) hari
sebelum tanggal
pelaksanaan.
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melarikan diri dan

tidak melakukan

perbuatan
melanggar hukum;
surat jaminan
kesanggupan dari
pihak Keluarga,
wali, lembaga
sosial, instansi
pemerintah, instansi
swasta, atau
yayasan yang
diketahui oleh lurah
atau kepala desa
atau nama lain yang
menyatakan

bahwa :

1) narapidana tidak
akan melarikan
diri dan/atau
tidak melakukan
perbuatan
melanggar
hukum; dan

2) membantu
dalam
membimbing
dan mengawasi
Narapidana
selama
mengikuti
program Cuti
Bersyarat.

salinan surat

keterangan pelaku
utama dari
kejaksaan bagi

Narapidana yang

melakukan tindak

pidana money
laundering,
trafficking, illegal
logging, illegal
fishing;

bagi Narapidana

yang melakukan

Petugas
melakukan
verifikasi usulan
pemberian cuti
bersyarat;
Petugas
menyampaikan
hasil verifikasi
usulan cuti
bersyarat kepada
Kepala Kantor
Wilayah;

Kepala Kantor
Wilayah
menyampaikan
hasil verifikasi
usulan cuti
bersyarat kepada
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas mencetak
tembusan salinan
keputusan cuti
bersyarat yang
sudah
mendapatkan
otorisasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas
memeriksa
salinan
keputusan cuti
bersyarat;
Apabila terdapat
kesalahan
perhitungan
terhadap salinan
keputusan cuti
bersyarat
disampaikan
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan.

Direktorat jenderal
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tindak pidana

terorisme selain

harus melengkapi
dokumen diatas,
juga harus
melengkapi surat
keterangan telah
mengikuti Program

Deradikalisasi dari

Kepala Lapas

dan/atau Kepala

Badan Nasional

Penanggulangan

Terorisme;

bagi Narapidana

yang melakukan

tindak pidana
korupsi selain harus
melengkapi
dokumen diatas,
juga harus
melampirkan bukti
telah membayar
lunas denda
dan/atau uang
pengganti;

bagi narapidana

warga negara asing

(WNA) selain

memenuhi

kelengkapan
dokumen diatas,
juga harus
melengkapi
dokumen :

1) surat jaminan
tidak melarikan
diri dan akan
menaati
persyaratan
yang telah

ditentukan dari :

a) kedutaan
besar/konsu
lat negara;
dan

pemasyarakatan
a. Petugas
melakukan

verifikasi usulan
pemberian cuti
bersyarat;
Berdasarkan hasil
verifikasi apabila
terdapat perbaikan
maka usulan cuti
bersyarat
dikembalikan
kepada Kepala
Lapas untuk
dilakukan
perbaikan dengan
tembusan kepada
Kepala Kantor
Wilayah;
Terhadap hasil
verifikasi usulan
yang sudah benar,
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
atas nama
Menteri
menetapkan
keputusan
pemberian cuti
bersyarat;
Petugas
berdasarkan
penetapan
keputusan cuti
bersyarat dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
melakukan
otorisasi ke UPT
Pemasyarakatan
dan tembusan
kepada Kepala
Kantor Wilayah.




2)

3)

b) keluarga,
orang,
korporasi
yang
bertanggung
jawab atas
keberadaan
dan
kegiatan
narapidana
selama
berada di
wilayah
Indonesia.

surat

keterangan dari

Direktur

Jenderal

Imigrasi atau

pejabat imigras

yang ditunjuk
yang
menyatakan
bahwa yang
bersangkutan
dibebaskan dari
kewajiban
memiliki izin
tinggal (surat
dimintakan oleh

Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan

)i

surat

keterangan

tidak terdaftar

dalam red notice
dan jaringan
kejahatan
teroganisasi
lainnya dari

Sekretariat

NCB-Interpol

Indonesia.

274



10 |Cuti bersyarat Persyaratan - Lembaga Kelengkapan [Rp. O,- Surat Keputusan Direktur Publik menyampaikan
kategori substantif: pemasyarakatan: dokumen Jenderal Pemasyarakatan pengaduan melalui
integrasi PP a. dipidana dengan a. Petugas wajib Tentang Pemberian Cuti sarana yang disediakan
28 pidana penjara pemasyarakatan dimintakan Bersyarat Kategori Integrasi Lapas, Kanwil, dan/atau

paling lama 1 mendata setelah 7 PP 28 kepada Narapidana. Direktorat Jenderal
(satu) tahun 6 Narapidana (tujuh) Hari Pemasyarakatan;
(enam) bulan; Kategori Narapidana Pengaduan dikelola oleh
b. telah menjalani Integrasi PP 99 berada di Unit Layanan
paling sedikit 2/3 yang diusulkan Lapas; Pengaduan dengan
(dua pertiga) Cuti Bersyarat; Kelengkapan menyampaikan
masa pidana; b. Pemenuhan dokumen rekomendasi kepada
c. berkelakuan baik Pendataan wajib Kepala Lapas, Kepala
dalam kurun dilakukan dipenuhi Kanwil dan/atau Dirjen
waktu 9 terhadap syarat paling lama Pemasyarakatan;
(sembilan) pemberian Cuti 1/3 (satu per Kepala Lapas, Kepala
bul Bersyarat dan tiga) masa Kanwil, dan Direktur
an terakhir kelengkapan pidana sejak Jenderal Pemasyarakatan
dihitung sebelum dokumen; Narapidana menelaah dan memberi
tanggal 2/3 (dua c. TPP Lapas berada di arahan dalam rangka
per tiga) masa merekomendasik Lapas; merespon pengaduan;
pidana; an usulan Cuti dalam hal Pejabat yang terkait
d. apabila penahanan Bersyarat bagi surat dengan pelayanan
terputus maka Narapidana pemberitahua melakukan perbaikan
berkelakuan baik kepada Kepala n ke dan/atau memberikan
dalam kurun Lapas Kejaksaan klarifikasi kepada publik
waktu 9 berdasarkan Negeri tidak yang menyampaikan
(sembilan) bulan data Narapidana mendapatkan pengaduan.
terakhir dihitung yang telah balasan
sejak mulai memenuhi paling lama
ditahan kembali syarat; 12 (dua
didalam Lapas; d. Apabila Kepala belas) hari
e. pemberian Cuti Lapas terhitung
Bersyarat menyetujui sejak surat
diberikan untuk usulan pemberitahua
jangka berdasarkan n dikirim,
wa rekomendasi TPP Cuti
ktu paling lama 4 Lapas, Bersyarat
(empat) bulan; Selanjutnya tetap
f. bagi Narapidana Kepala Lapas diberikan;
Terorisme, harus menyampaikan Kepala
menunjukkan usulan Lapas wajib
kesadaran dan pemberian Cuti melakukan
penyesalan atas Bersyarat perbaikan
kesalahan yang kepada usul
menyebabkan Direktur pemberian
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dijatuhi pidana

dan menyatakan

ikrar:

1) Kesetiaan
kepada NKRI
secara tertulis

Jenderal
Pemasyarakatan
dengan
tembusan
kepada Kepala
Kantor Wilayah;

Cuti
Bersyarat
paling lama 3
(tiga) Hari
terhitung
sejak tanggal

bagi Berkas usulan pengembalia
Narapidana Cuti Bersyarat di n usul
warga negara upload ke pemberian
Indonesia; Sistem Informasi Cuti
atau Pemasyarakatan Bersyarat;
2) Tidak akan melalui SDP Kepala
mengulangi Fitur Integrasi; Kantor
perbuatan Apabila ada Wilayah
tindak pidana permintaan melakukan
terorisme perbaikan verifikasi
secara tertulis usulan cuti terhadap
bagi bersyarat dari tembusan
Narapidana Direktur Jenderal usul
warga negara Pemasyarakatan pemberian
asing. , maka petugas Cuti
melakukan Bersyarat
Persyaratan perbaikan; paling lama 2
administratif Hasil perbaikan (dua) Hari
dibuktikan dengan usulan terhitung
melampirkan pemberian Cuti sejak tanggal
dokumen: Bersyarat usulan Cuti
a. petikan putusan disampaikan Bersyarat
pengadilan dan kembali oleh diterima dari
berita acara Kepala Lapas Kepala
pelaksanaan kepada Direktur Lapas;
putusan Jenderal Direktur
pengadilan; Pemasyarakatan Jenderal
b. laporan untuk Pemasyaraka
perkembangan mendapatkan tan
pembinaan yang persetujuan melakukan
ditandatangani dengan verifikasi
oleh Kepala Lapas; tembusan terhadap
c. laporan penelitian Kepala Kantor usul
kemasyarakatan Wilayah; pemberian
yang dibuat oleh Petugas Cuti
Pembimbing mencetak Bersyarat
Kemasyarakatan salinan paling lama
yang diketahui keputusan cuti 3(tiga) Hari
oleh Kepala bersyarat yang terhitung
Bapas; sudah sejak tanggal
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surat

pemberitahuan ke

Kejaksaan Negeri

tentang rencana

pemberian Cuti

Bersyarat

terhadap

Narapidana yang

bersangkutan;

salinan register F

dari Kepala Lapas;

salinan daftar
perubahan dari

Kepala Lapas;

surat pernyataan

dari Narapidana
tidak akan
melarikan diri dan
tidak melakukan
perbuatan
melanggar hukum
surat jaminan
kesanggupan dari
pihak Keluarga,
wali, lembaga
sosial, instansi
pemerintah,
instansi swasta,
atau yayasan yang
diketahui oleh
lurah atau kepala
desa atau nama
lain yang
menyatakan
bahwa :

1) narapidana
tidak akan
melarikan diri
dan/atau tidak
melakukan
perbuatan
melanggar
hukum; dan

2) membantu
dalam
membimbing

mendapatkan
otorisasi dari

Direktur Jenderal

Pemasyarakatan

Petugas
memeriksa
salinan
keputusan cuti
bersyarat.
Apabila terdapat
kesalahan
terhadap salinan
keputusan cuti
bersyarat
disampaikan
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan

Divisi pemasyarakatan
kantor wilayah
Kementerian Hukum
dan HAM:

a.

Petugas melakukan
verifikasi usulan
pemberian cuti
bersyarat;
Petugas
menyampaikan
hasil verifikasi
usulan cuti
bersyarat kepada
Kepala Kantor
Wilayah;

Kepala Kantor
Wilayah
menyampaikan
hasil verifikasi
usulan cuti
bersyarat kepada
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas mencetak
tembusan salinan

usulan
pemberian
Cuti
Bersyarat
diterima dari
Kepala
Lapas;
Direktur
Jenderal
Imigrasi
menyampaik
an surat
keterangan
dibebaskan
dari
kewajiban
memiliki izin
tinggal paling
lama 12 (dua
belas) Hari
terhitung
sejak tanggal
permohonan
diterima;
Petugas
mencetak
salinan
keputusan
Cuti
Bersyarat
yang sudah
mendapatkan
otorisasi dari
Direktur
Jenderal
Pemasyaraka
tan 3 (tiga)
hari sebelum
tanggal
pelaksanaan.
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dan
mengawasi
Narapidana
selama
mengikuti
program Cuti
Bersyarat.
bagi Narapidana
yang melakukan
tindak pidana
terorisme selain
harus melengkapi
dokumen diatas,
juga harus
melengkapi surat
keterangan telah
mengikuti Program
Deradikalisasi dari
Kepala Lapas
dan/atau Kepala
Badan Nasional

keputusan cuti
bersyarat yang
sudah mendapatkan
otorisasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas memeriksa
salinan keputusan
cuti bersyarat;
Apabila terdapat
kesalahan
perhitungan
terhadap salinan
keputusan cuti
bersyarat
disampaikan
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan.

Direktorat jenderal

Penanggulangan pemasyarakatan:
Terorisme; a. Petugas melakukan
bagi narapidana verifikasi usulan
warga negara pemberian cuti
asing (WNA) selain bersyarat;
memenuhi b. Berdasarkan hasil
kelengkapan verifikasi apabila
dokumen diatas, terdapat perbaikan
juga harus maka usulan cuti
melengkapi bersyarat
dokumen : dikembalikan
1) surat jaminan kepada Kepala
tidak Lapas untuk
melarikan diri dilakukan perbaikan
dan akan dengan tembusan
menaati kepada Kepala
persyaratan Kantor Wilayah;
yang telah c. Terhadap hasil
ditentukan verifikasi usulan
dari : yang sudah benar,
a) kedutaan Direktur Jenderal
besar/kons Pemasyarakatan
ulat atas nama Menteri
negara; menetapkan
dan keputusan
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b) keluarga,
orang,
korporasi
yang
bertanggu
ng jawab
atas
keberadaa
n dan
kegiatan
narapidana
selama
berada di
wilayah
Indonesia.

2) surat
keterangan
dari Direktur
Jenderal
Imigrasi atau
Pejabat
Imigrasi yang
ditunjuk yang
menyatakan
bahwa

ya
ng
bersangkutan
dibebaskan
dari kewajiban
memiliki izin
tinggal (surat
dimintakan
oleh

Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan);

3) surat
keterangan
tidak terdaftar
dalam red
notice dan
jaringan
kejahatan
transnasional
teroganisasi

pemberian cuti
bersyarat;
Petugas
berdasarkan
penetapan
keputusan cuti
bersyarat dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
melakukan otorisasi
ke UPT
Pemasyarakatan
dan tembusan
kepada Kepala
Kantor Wilayah.
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lainnya dari
Sekretariat
NCB-Interpol
Indonesia.
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JENIS PENANGANAN
NO | PRODUK PERSYARATAN SISTEPD;(';ISEESSS 200 JANGKA WAKTU I'?':\‘I\!YI‘I; PRODUK LAYANAN PENGADUAN
LAYANAN SARAN DAN MASUKAN
11 |Cuti bersyarat - Persyaratan substantif: - Lembaga 1. Kelengkapan |Rp. 0,- [Surat Keputusan 1. Publik menyampaikan
kategori 1. Cuti Bersyarat dapat Pemasyarakatan/LPKA dokumen Direktur Jenderal pengaduan melalui
integrasi umum diberikan kepada a. Petugas wajib Pemasyarakatan Tentang sarana yang
(NON PP 28/PP Narapidana yang t.elah pemasyarakatan dimintakan Pemberian Cuti Bersyarat disediakan
99) ?en;?r}(ljgln:y?jr:; N mendata Narapidana setelah 7 Kategori Umum (Non PP Lapas/LPKA, Kanwil,
) pi?lana penja?a dan Anak Kategori (tujuh) Hari 28/PP 99) kepada Anak dan/atau Direktorat
paling lama 1 Integrasi Umum Narapidana dan Narapidana. Jenderal
(satu) tahun 6 (Non PP28/PP 99) dan Anak Pemasyarakatan;
(enam) bulan; yang diusulkan Cuti bera 2. Pengaduan dikelola
b. telah menjalani Bersyarat; da di oleh Unit Layanan
paling sedikit 2/3 b. Pemenuhan Lapas/LPKA; Pengaduan dengan
(dua per tiga) Pendataan 2. Kelengkapan menyampaikan
masa pidana; dilakukan terhadap dokumen rekomendasi kepada
c. berkelakuan baik syarat pemberian wajib Kepala Lapas/LPKA,
dalam kurun Cuti Bersyarat dipenuhi Kepala Kanwil
waktu 6 (enam) dan kelengkapan paling lama dan/atau Dirjen
(tj)iul‘:?cBrESrSekQérlum dokumen; 1/3 (satu per Pemasyarakatan;
tanggal 2/3 (dua c. TPP Lapas/LPIQA_ tl_ga) masa 3. Kepala Lapas/_LPKA,
per tiga) masa merekome_nda5|kan pldang sejak K(_apala Kanwil, dan
pidana; usulan Cuti Narapidana Direktur Jenderal
d. apabila penahanan Bersyarat bagi berada di Pemasyarakatan
terputus maka Narapidana dan Lapas; menelaah dan
berkelakuan baik Anak kepada Kepala 3. Kelengkapan memberi arahan
dalam kurun Lapas/LPKA dokumen dalam rangka
waktu 6 (enam) berdasarkan data wajib merespon pengaduan;
bulan  terakhir Narapidana dan dipenuhi 4, Pejabat yang terkait
dihitung sejak Anak yang telah paling lama dengan pelayanan
mulai ditahan memenuhi syarat; 3 (tiga) melakukan perbaikan
Egg;t;a“ didalam d. Apabila Kepala bulan sejak dan/atau memberikan
2. Cuti Bersy'arat bagi Lapas/LPKA Anak berada klarifikasi kepada
Narapidana diberikan menyetujui usulan di LPKA; publik yang
untuk jangka waktu berdasarkan 4. Dalam hal menyampaikan
paling lama 6 (enam) rekomendasi surat pengaduan.
bulan. TPP selanjutnya pemberitahu
3. Cuti Bersyarat dapat Kepala an tidak
diberikan kepada Anak Lapas/LPKA usulan mendapatka
yang telah memenuhi pemberian Cuti n surat
syarat : Bersyarat kepada balasan dari
a. dipidana dengan Direktur Jenderal Kejaksaan
pidana penjara Pemasyarakatan Negeri paling
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paling lama 1 dengan tembusan lama 12 (dua
(satu) tahun; kepada Kepala belas) Hari
b. telah menjalani Kantor Wilayah; untuk
paling sedikit 1/2 Berkas usulan Cuti narapidana
E)Siggir;gah) masa Bers_yarat di upload. dan_7 (tujuh)
c. berkela’kuan baik ke Sistem Informasi Hari untuk
dalam kurun Pemasyarakatan Anak
waktu 3 (tiga) melalui SDP Fitur terh:l:ung
bulan terakhir; Integrasi; seja
d. apabila penahanan Apabila ada tanggal
terputus maka permintaan surat
berkelakuan baik perbaikan usulan pemberitahu
dalam kurun cuti bersyarat dari an dikirim,
waktu 3 (tiga) Direktur Jenderal Cuti
bulan terakhir Pemasyarakatan, Bersyarat
dihitung sejak maka petugas tetap
E::Lrj‘ll‘labla(?iltgizzr?am Lapas/LPKA diberikan;
melakukan Kepala
4. Cutingrfslyarat bagi perbaikan; Lapas/LPKA
Anak diberikan untuk Hasil perbaikan wajib
jangka waktu paling usulan pemberian melakukan
lama 6 (enam) bulan. Cuti Bersyarat perbaikan
disampaikan usul
Persyaratan administratif kembali oleh pemberian
dibuktikan dengan Kepala Lapas/LPKA Cuti
melampirkan dokumen: kepada Direktur Bersyarat
L. B:ﬂgggilap#tlésa?qn Jenderal paling lama
Berita Acara Pemasyarakatan 3 (tl_ga) Hari
Pelaksanaan Putusan untuk mendapatkan teljhltung
Pengadilan; persetujuan dengan sejak tanggal
2. laporan perkembangan tembusan' Kepala pengembalia
pembinaan Narapidana Kantor Wilayah; n usul
atau Anak yang Petugas harus pemberian
ditandatangani oleh mencetak salinan Cuti
Kepala keputusan cuti Bersyarat;
3. laporan penelitian bersyarat yang dalam hal
kemasyarakatan yang sudah mendapatkan surat
dibuat oleh otorisasi dari permintaan
Pembimbing Direktur Jenderal keterangan
gﬁgéshyﬁrgﬁa&negg&g Pemasyarakatan; bukan pelaku
. Petugas memeriksa utama ke
4. sBSPaa"cséemberitahuan salinan keputusan Kejaksaan
ke kejaksaan negeri cuti bersyarat; Negeri tidak
tentang rencana Apabila terdapat mendapatka
pemberian Cuti kesalahan terhadap n balasan
Bersyarat terhadap salinan keputusan paling lama
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Narapidana atau Anak
yang bersangkutan;
salinan register F dari
Kepala Lapas/LPKA;
salinan daftar
perubahan dari Kepala
Lapas/LPKA;
surat pernyataan dari
Narapidana atau Anak
tidak akan melakukan
perbuatan melanggar
hukum;
surat jaminan
kesanggupan dari
pihak Keluarga, Wali,
lembaga sosial, yang
diketahui oleh Lurah
atau Kepala Desa atau
nama lain yang
menyatakan bahwa :
a. Narapidana atau
Anak tidak akan
melarikan diri
dan/atau
melakukan
perbuatan
melanggar hukum;
dan
b. Membantu dalam
membimbing dan
mengawasi
Narapidana atau
Anak selama
mengikuti program
Cuti Bersyarat.
bagi Narapidana atau
Anak warga negara
asing (WNA) selain
memenuhi
kelengkapan dokumen
diatas, juga harus
melengkapi dokumen :
a. Surat jaminan
tidak melarikan
diri dan akan
menaati
persyaratan yang
telah ditentukan
dari:

1) kedutaan

cuti bersyarat
disampaikan kepada
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.

Divisi pemasyarakatan
kantor wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM

a.

Petugas melakukan
verifikasi usulan
pemberian cuti
bersyarat;

Petugas
menyampaikan hasil
verifikasi usulan cuti
bersyarat kepada
Kepala Kantor
Wilayah;

Kepala Kantor
Wilayah
menyampaikan
hasil verifikasi
usulan cuti
bersyarat kepada
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas mencetak
tembusan salinan
keputusan cuti
bersyarat yang
sudah mendapatkan
otorisasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas memeriksa
salinan keputusan
cuti bersyarat;
Apabila terdapat
kesalahan
perhitungan
terhadap salinan
keputusan cuti
bersyarat
disampaikan kepada
Direktur Jenderal

12 (dua
belas) hari
terhitung
sejak surat
pemberitahu
an dikirim,
maka
Kepala
Lapas/LPKA
melampirkan
bukti surat
permintaan
keterangan
bukan pelaku
utama;
Kepala
Kantor
Wilayah
melakukan
verifikasi
terhadap
tembusan
usul
pemberian
Cuti
Bersyarat
paling lama
2 (dua) Hari
terhitung
sejak
tanggal
usulan Cuti
Menjelang
Bebas
diterima dari
Kepala
Lapas/LPKA;
Direktur
Jenderal
verifikasi
terhadap
usul
pemberian
Cuti
Bersyarat
paling lama
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besar/konsulat
negara; dan
2) keluarga,
orang,
korporasi yang
bertanggung
jawab atas
keberadaan
dan kegiatan
narapidana
atau Anak
selama berada
di wilayah
Indonesia.

b. Surat keterangan
dari Direktur
Jenderal Imigrasi
atau Pejabat
Imigrasi yang
ditunjuk yang
menyatakan
bahwa yang
bersangkutan
dibebaskan dari
kewajiban memiliki
izin tinggal (surat
dimintakan oleh
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan);

Cc. Surat keterangan
tidak terdaftar
dalam red notice
dan jaringan
kejahatan
transnasional
teroganisasi
lainnya dari
Sekretariat NCB-
Interpol Indonesia.

10. salinan surat

keterangan bukan
pelaku utama dari
kejaksaan bagi
Narapidana yang
melakukan tindak
pidana money
laundering, trafficking,
illegal logging dan
illegal fishing.

Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

a.

Petugas melakukan
verifikasi usulan
pemberian cuti
bersyarat;
Berdasarkan hasil
verifikasi apabila
terdapat perbaikan
maka usulan cuti
bersyarat
dikembalikan kepada
Kepala Lapas/LPKA
untuk dilakukan
perbaikan dengan
tembusan kepada
Kepala Kantor
Wilayah;

Terhadap hasil
verifikasi usulan
yang sudah benar,
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
atas nama Menteri
menetapkan
keputusan
pemberian cuti
bersyarat;

Petugas
berdasarkan
penetapan
keputusan cuti
bersyarat dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
melakukan otorisasi
ke UPT
Pemasyarakatan dan
tembusan kepada
Kepala Kantor
Wilayah.

10.

3 (tiga) Hari
terhitung
sejak tanggal
usulan
pemberian
Cuti
Bersyarat
diterima

dari Kepala
Lapas/LPKA ;
Direktur
Jenderal
Imigrasi
menyampaik
an surat
keterangan
dibebaskan
dari
kewajiban
memiliki izin
tinggal
paling lama
12 (dua
belas) Hari
terhitung
sejak tanggal
permohonan
diterima;
Petugas
mencetak
salinan
keputusan
Cuti
Bersyarat
yang sudah
mendapatka
n otorisasi
dari Direktur
Jenderal
Pemasyaraka
tan 3 (tiga)
hari sebelum
tanggal
pelaksanaan.
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12

Cuti
menjelang
bebas
kategori
integrasi PP
99

- Persyaratan substantif:

1. telah menjalani
sekurang -
kurangnya 2/3 (dua
per tiga) masa
pidana, dengan
ketentuan 2/3 (dua
per tiga) masa
pidana tersebut
tidak kurang dari 9
(sembilan) bulan;

2. berkelakuan baik
selama menjalani
masa pidana
sekurang-kurangnya
9 (sembilan) bulan
terakhir dihitung
sebelum tanggal 2/3
(dua per tiga) masa
pidana;

3. apabila

penahanan
terputus maka
berkelakuan baik
dalam kurun waktu
9 (sembilan) bulan
terakhir dihitung
sejak mulai ditahan
kembali didalam
Lapas;

4. lamanya Cuti
Menjelang Bebas
sebesar remisi
terakhir, paling
lama 3 (tiga)
bulan. Remisi
terakhir yang
dimaksud adalah
jumlah remisi yang
diterima pada tahun

- Lembaga

Pemasyarakatan:
a. Petugas
pemasyarakatan

mendata Narapidana
Narapidana Kategori
Integrasi PP 99
yang diusulkan Cuti
Menjelang Bebas;

b. Pemenuhan
Pendataan dilakukan
terhadap syarat

pemberian Cuti
Menjelang Bebas dan
kelengkapan
dokumen;

c. TPP Lapas
merekomendasikan
usulan Cuti
Menjelang Bebas
bagi Narapidana
kepada Kepala Lapas
berdasarkan data
Narapidana yang
telah memenuhi
syarat;

d. Apabila Kepala Lapas
menyetujui usulan
berdasarkan
rekomendasi TPP
Lapas, Selanjutnya
Kepala Lapas
menyampaikan
usulan pemberian
Cuti Menjelang
Bebas kepada
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
dengan tembusan
kepada Kepala

Kelengkapan
dokumen wajib
dimintakan
setelah 7
(tujuh) Hari
Narapidana
berada di
Lapas;
Kelengkapan
dokumen wajib
terpenuhi
paling lama 1/3
(satu per tiga)
masa pidana
sejak
Narapidana
berada di
Lapas;
Dalam hal surat
pemberitahu
an tidak
mendapatkan
surat balasan
dari Kejaksaan
Negeri paling
lama 12 (dua
belas) Hari
untuk
narapidana
terhitung sejak
tanggal surat
pemberitahuan
dikirim, Cuti
Menjelang
Bebas tetap
diberikan;
Direktur
Jenderal
Imigrasi
menyampaikan

tersebut. Kantor Wilayah; surat
e. Berkas usulan Cuti keterangan
- Persyaratan administrratif Menjelang Bebas di dibebaskan dari
dibuktikan dengan upload ke Sistem kewajiban
melampirkan dokumen: Informasi memiliki izin
1. petikan putusan Pemasyarakatan tinggal paling

Rp. O,-

Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pemasyarakatan
Tentang Pemberian Cuti
Menjelang Bebas Kategori
Integrasi PP 99 kepada
Narapidana.

Publik menyampaikan
pengaduanmelalui sarana
yang disediakan Lapas,
Kanwil, dan/atau
Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan;
Pengaduan dikelola oleh
Unit Layanan Pengaduan
dengan menyampaikan
rekomendasi kepada
Kepala Lapas, Kepala
Kanwil dan/atau Dirjen
Pemasyarakatan;
Kepala Lapas, Kepala
Kanwil, dan Direktur
Jenderal Pemasyarakatan
menelaah dan memberi
arahan dalam rangka
merespon pengaduan;
Pejabat yang terkait
dengan pelayanan
melakukan perbaikan
dan/atau memberikan
klarifikasi kepada publik
yang menyampaikan
pengaduan.
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pengadilan dan
Berita Acara
Pelaksanaan Putusan
Pengadilan;
laporan
perkembangan
pembinaan
Narapidana yang
ditandatangani oleh
Kepala Lapas;
laporan penelitian
kemasyarakatan
yang dibuat oleh
Pembimbing
Kemasyarakatan
yang diketahui oleh
Kepala Bapas;
surat pemberitahuan
ke kejaksaan negeri
tentang rencana
pemberian Cuti
Menjelang Bebas
terhadap
Narapidana yang
bersangkutan;
salinan register F
dari Kepala Lapas;
salinan daftar
perubahan dari
Kepala Lapas;
surat pernyataan
dari Narapidana
tidak akan
melakukan
perbuatan
melanggar hukum;
surat jaminan
kesanggupan dari
pihak keluarga, wali,
lembaga sosial, yang
diketahui oleh Lurah
atau Kepala Desa
atau nama lain yang
menyatakan bahwa :
a. Narapidana tidak
akan melarikan

melalui SDP Fitur
Integrasi;

Apabila ada
permintaan
perbaikan usulan
Cuti Menjelang
Bebas dari Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan,
maka petugas
melakukan
perbaikan;

Hasil perbaikan
usulan pemberian
Cuti Menjelang
Bebas disampaikan
kembali oleh Kepala
Lapas kepada
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
untuk mendapatkan
persetujuan dengan
tembusan Kepala
Kantor Wilayah;
Petugas mencetak
salinan keputusan
Cuti Menjelang
Bebas yang sudah
mendapatkan
otorisasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas memeriksa
salinan keputusan
Cuti Menjelang
Bebas;

Apabila terdapat
kesalahan terhadap
salinan keputusan
Cuti Menjelang
Bebas disampaikan
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan.

Divisi pemasyarakatan

lama 12 (dua
belas) Hari
terhitung
sejak tanggal
permohonan
diterima;
Kepala Kantor
Wilayah
melakukan
verifikasi
terhadap
tembusan usul
pemberian Cuti
Menjelang
Bebas paling
lama 2 (dua)
Hari terhitung
sejak tanggal
usulan Cuti
Menjelang
Bebas diterima
dari Kepala
Lapas;
Direktur
Jenderal
Pemasyarakata
n melakukan
verifikasi
terhadap usul
pemberian Cuti
Menjelang
Bebas paling
lama 3 (tiga)
Hari terhitung
sejak tanggal
usulan
pemberian Cuti
Menjelang
Bebas diterima
dari Kepala
Lapas;

Kepala Lapas
wajib
melakukan
perbaikan usul
pemberian Cuti
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diri dan/atau
melakukan
perbuatan
melanggar
hukum; dan
Membantu
dalam
membimbing
dan mengawasi
Narapidana
selama
mengikuti
program Cuti
Menjelang
Bebas.

9. bagi narapidana
warga negara asing
(WNA) selain
memenuhi
kelengkapan
dokumen diatas,
juga harus
melengkapi
dokumen :

a.

Surat jaminan
tidak melarikan
diri dan akan
menaati
persyaratan
yang telah
ditentukan dari :
1) kedutaan
besar/konsul
at negara;
dan
2) keluarga,
orang,
korporasi
yang
bertanggung
jawab atas
keberadaan
dan kegiatan
narapidana
selama
berada di

kantor wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM:

a.

Petugas melakukan
verifikasi usulan
pemberian Cuti
Menjelang Bebas;
Petugas
menyampaikan hasil
verifikasi usulan Cuti
Menjelang Bebas
kepada Kepala Kantor
Wilayah;

Kepala Kantor Wilayah
menyampaikan hasil
verifikasi usulan Cuti
Menjelang Bebas
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas mencetak
tembusan salinan
keputusan Cuti
Menjelang Bebas yang
sudah mendapatkan
otorisasi dari Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas memeriksa
salinan keputusan Cuti
Menjelang Bebas;
Apabila terdapat
kesalahan perhitungan
terhadap salinan
keputusan Cuti
Menjelang Bebas
disampaikan kepada
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan:

a.

Petugas melakukan
verifikasi usulan
pemberian Cuti
Menjelang Bebas;

Menjelang
Bebas paling
lama 3 (tiga)
Hari terhitung
sejak tanggal
pengembalian
usul pemberian
Cuti Menjelang
Bebas;
Petugas
mencetak
salinan
keputusan Cuti
Menjelang
Bebas yang
sudah
mendapatkan
otorisasi dari
Direktur
Jenderal
Pemasyarakata
n 3 (tiga) hari
sebelum
tanggal
pelaksanaan.
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wilayah
Indonesia.

b. Surat
keterangan dari
Direktur Jenderal
Imigrasi atau
Pejabat Imigrasi
yang ditunjuk
yang
menyatakan
bahwa yang
bersangkutan
dibebaskan dari
kewajiban
memiliki izin
tinggal (surat
dimintakan oleh
Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan
)i

Cc. Surat
keterangan tidak
terdaftar dalam
red notice dan
jaringan
kejahatan
transnasional
teroganisasi

Berdasarkan hasil
verifikasi apabila
terdapat perbaikan
maka usulan Cuti
Menjelang Bebas
dikembalikan kepada
Kepala Lapas untuk
dilakukan perbaikan
dengan tembusan
kepada Kepala Kantor
Wilayah;

Terhadap hasil
verifikasi usulan
yang sudah benar,
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan atas
nama Menteri
menetapkan
keputusan pemberian
Cuti Menjelang Bebas;
Petugas berdasarkan
penetapan keputusan
Cuti Menjelang Bebas
dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
melakukan otorisasi
ke UPT
Pemasyarakatan dan
tembusan kepada

lainnya dari Kepala Kantor
Sekretariat NCB- Wilayah.
Interpol

Indonesia.

13 |Cuti menjelang - Persyaratan substantif: - Lembaga Kelengkapan |[Rp. 0,- [Surat Keputusan Direktur Publik menyampaikan
bebas kategori a. telah menjalani pemasyarakatan: dokumen wajib Jenderal Pemasyarakatan pengaduanmelalui sarana
integrasi PP 28 Sekurang_kurangnya a. Petugas dimintakan Tent;ng Pemberian Cuti ) yang disediakan Lapas,

2/3 (dua per tiga) pemasyarakatan setelah 7 Menjelang Bebas Kategori Kanwil, dan/atau
masa pidana, dengan mendata Narapidana (tuJuh')dHan Integr_a::l5| PP 28 kepada Direktorat Jenderal
ketentuan 2/3 (dua Narapidana Kategori E:rr:galn g,ﬂa Narapidana. Pemasyarakatan;
per tiga) masa pidana Integrasi PP 28 Lapas; Pengaduan dikelola oleh
tersebut tidak kurang yang diusulkan Cuti Keleng’]kapan Unit Layanan Pengaduan
dari 9 (sembilan) Menjelang Bebas; dokumen wajib dengan menyampaikan
bulan; b. Pemenuhan terpenuhi rekomendasi kepada

b. berkelakuan baik Pendataan dilakukan paling lama 1/3 Kepala Lapas, Kepala

selama menjalani
masa pidana

terhada syarat
pemberian Cuti

(satu per tiga)
masa pidana

Kanwil dan/atau Dirjen
Pemasyarakatan;
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sekurang-kurangnya 9
(sembilan) bulan
terakhir dihitung
sebelum tanggal 2/3
(dua per tiga) masa
pidana;

apabila penahanan
terputus maka
berkelakuan baik
dalam kurun waktu 9
(sembilan) bulan
terakhir dihitung sejak
mulai ditahan kembali
didalam Lapas;
lamanya Cuti
Menjelang Bebas
sebesar remisi
terakhir, paling lama
3 (tiga) bulan. Remisi
terakhir yang
dimaksud adalah
jumlah remisi yang
diterima pada tahun
tersebut.

Persyaratan administratif
dibuktikan dengan
melampirkan dokumen:

a.

petikan putusan
pengadilan dan Berita
Acara Pelaksanaan
Putusan Pengadilan;
laporan perkembangan
pembinaan Narapidana
yang yang
ditandatangani oleh
Kepala Lapas;

laporan penelitian
kemasyarakatan yang
dibuat oleh Pembimbing
Kemasyarakatan yang
diketahui oleh Kepala
Bapas;

surat pemberitahuan ke
kejaksaan negeri
tentang rencana

Menjelang Bebas dan
kelengkapan
dokumen;

TPP Lapas
merekomendasikan
usulan Cuti
Menjelang Bebas
bagi Narapidana
kepada Kepala Lapas
berdasarkan data
Narapidana yang
telah memenubhi
Ssyarat;

Apabila Kepala
Lapas menyetujui
usulan berdasarkan
rekomendasiTPP
Lapas, Selanjutnya
Kepala Lapas
menyampaikan
usulan pemberian
Cuti Menjelang
Bebas kepada
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
dengan tembusan
kepada Kepala
Kantor Wilayah;
Berkas usulan Cuti
Menjelang Bebas di
upload ke Sistem
Informasi
Pemasyarakatan
melalui SDP Fitur
Integrasi;

Apabila ada
permintaan
perbaikan usulan
Cuti Menjelang
Bebas dari Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan,
maka petugas
melakukan
perbaikan;

Hasil perbaikan

sejak
Narapidana
berada di
Lapas;

Dalam hal surat
pemberitahuan
tidak
mendapatkan
surat balasan
dari Kejaksaan
Negeri paling
lama 12 (dua
belas) Hari
untuk
narapidana
terhitung sejak
tanggal surat
pemberitahuan
dikirim, Cuti
Menjelang
Bebas tetap
diberikan;
Kepala Kantor
Wilayah
melakukan
verifikasi
terhadap
tembusan usul
pemberian Cuti
Menjelang
Bebas paling
lama 2 (dua)
Hari terhitung
sejak tanggal
usulan Cuti
Menjelang
Bebas diterima
dari Kepala
Lapas;
Direktur
Jenderal
Pemasyarakata
n melakukan
verifikasi
terhadap usul
pemberian Cuti
Menjelang
Bebas paling
lama 3 (tiga)

Kepala Lapas, Kepala
Kanwil, dan Direktur

Jenderal Pemasyarakatan
menelaah dan memberi

arahan dalam rangka
merespon pengaduan;
Pejabat yang terkait
dengan pelayanan
melakukan perbaikan
dan/atau memberikan

klarifikasi kepada publik
yang menyampaikan

pengaduan.
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pemberian Cuti
Menjelang Bebas
terhadap Narapidana
yang bersangkutan;
salinan register F dari
Kepala Lapas;

salinan daftar
perubahan dari Kepala
Lapas;

surat pernyataan dari

Narapidana tidak akan

melakukan perbuatan

melanggar hukum;
surat jaminan
kesanggupan dari
pihak keluarga, wali,
lembaga sosial, yang
diketahui oleh Lurah
atau Kepala Desa atau
nama lain yang
menyatakan bahwa:

1) Narapidana tidak
akan melarikan diri
dan/atau melakukan
perbuatan
melanggar hukum;
dan

2) Membantu dalam
membimbing dan
mengawasi
Narapidana selama
mengikuti program
Cuti Menjelang
Bebas.

bagi narapidana warga

negara asing (WNA)

selain memenubhi
kelengkapan dokumen
diatas, juga harus
melengkapi dokumen :

1) Surat jaminan tidak
melarikan diri dan
akan menaati
persyaratan yang
telah ditentukan
dari :

usulan pemberian
Cuti Menjelang
Bebas disampaikan
kembali oleh Kepala
Lapas kepada
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
untuk mendapatkan
persetujuan dengan
tembusan Kepala
Kantor Wilayah;
Petugas mencetak
salinan keputusan
Cuti Menjelang
Bebas yang sudah
mendapatkan
otorisasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas memeriksa
salinan keputusan
Cuti Menjelang
Bebas;

Apabila terdapat
kesalahan terhadap
salinan keputusan
Cuti Menjelang
Bebas disampaikan
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan.

Hari terhitung
sejak tanggal
usulan
pemberian Cuti
Menjelang
Bebas diterima
dari Kepala
Lapas;
Direktur
Jenderal
Imigrasi
menyampaikan
surat
keterangan
dibebaskan dari
kewajiban
memiliki izin
tinggal paling
lama 12 (dua
belas) Hari
terhitung sejak
tanggal
permohonan
diterima;
Kepala

Lapas wajib
melakukan
perbaikan usul
pemberian Cuti
Menjelang
Bebas paling
lama 3 (tiga)
Hari terhitung
sejak tanggal
pengembalian
usul pemberian
Cuti Menjelang
Bebas.
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2)

3)

a) kedutaan
besar/konsulat
negara; dan

b) keluarga, orang,
korporasi yang
bertanggung
jawab atas
keberadaan dan
kegiatan
narapidana
selama berada

di wilayah
Indonesia.

Surat keterangan

dari Direktur

Jenderal Imigrasi

atau pejabat imigrasi

yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa
yang bersangkutan
dibebaskan dari
kewajiban memiliki
izin tinggal (surat
dimintakan oleh

Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan);

Surat keterangan

tidak terdaftar dalam

red notice dan
jaringan kejahatan
transnasional
teroganisasi lainnya
dari Sekretariat

NCB-Interpol

Indonesia.
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JENIS PENANGANAN
NO PRODUK PERSYARATAN SISTEPD;(I;ISEESS: iy JANGKA WAKTU ?.IA?‘YI: PRODUK LAYANAN PENGADUAN
LAYANAN SARAN DAN MASUKAN
14  |Cuti menjelang - Persyaratan substantif: - Lembaga 1. Kelengkapan [Rp. 0,- Surat Keputusan Publik menyampaikan
bebas kategori 1. Cuti menjelang bebas Pemasyarakatan/LPKA: dokpmen Direktur Jenderal pengaduan melalui sarana
integrasi umum dapat diberikan a. Petugas wajib Pemasyarakatan Tentang yang disediakan
(NON PP 28/PP kepada Narapidana pemasyarakatan d'T'lntﬁ';an Pemberian Cuti Lapas/LPKA, Kanwil,
99) yang telah memenuhi mendata Narapidana E(;i?u'eu?w) Hari Menjelang Bebas dan/atau Direktorat
syarat: . . atau Ana_k Kategori Nagapidana Kategori Integrasi Umum Jenderal Pemasyarakatan;
a. telah menjalani Lr;tgggr/ap% ;J;n)un;n(Non dan Anak (Non PP 28/PP 99) Pengaduan dikelola oleh
paling sedikit 2/3 diusulkan C t'y 9 berada di kepada Narapidana dan Unit Layanan Pengaduan
(dua per tiga) M“—'S‘_—' la” B“ L . Lapas/LPKA; Anak. dengan menyampaikan
g‘leansaagl(lj(ae?:r;tuan b, P:n:fnir;!?an ebas; 2. gell(engkapan rekomendasi kepada
2/3g(dua per tiga) Pendataan dilakukan W%jitémen Kepa:a Lapas_/ILPKA,
| terhadap svarat ) K(_epa a Kanwil dan/atau
masa pidana b syare terpenuhi Dirjen Pemasyarakatan;
tersebut tidak pemberian Cuti paling lama Kepala Lapas/LPKA
- Menjelang Bebas dan 1/3 (satu per P pas/ '
kurang dari 9 /3 ( P Kepala Kanwil. dan
(sembilan) bulan; kelengkapan tiga) masa =P Wi
b. berkelakuan baik dokumen; pidana sejak Direktur Jenderal
selama menjalani c. TPP Lapas/LPKA Narapidana Pemasyarakatan _
masa pidana merekomendasikan berada di menelaah dan memberi
paling sedikit 9 usulan Cuti Menjelang Lapas, dan 3 arahan dalam rangka
(sembilan) bulan Bebas bagi (tlga) bulan merespon pengaduan;
terakhir dihitung Narapidana atau Anak sejak Anak Pejabat yang terkait
sebelum tanagal kepada Kepala berac!a di dengan pelayanan
2/3 (dua efﬁ a) Lapas/LPKA LPKA; melakukan perbaikan
Caca ida?na g berdasarkan data 3. DaIaEn hal dan/atau memberikan
c apabilg ! Narapidana atau Anak ;S)L;_Fﬁberitahua klarifikasi kepada publik
. penahanan yang Eelah memenuhi n tidak yang menyampaikan
terputus maka 4 AE epala mendapatkan pengaduan.
berkelakuan baik ' Lp LPKAp surat balasan
dalam kurun apas/LPK/ dari Kejaksaan
menyetujui usulan N i pali
waktu 9 egeri paling
(sembilan) bulan berdasarkan lama 12 (dua
khir dihi rekomendasi TPP belas) Hari
terakhir dihitung Lapas/LPKA, untuk
sejak mulai Selanjutnya Kepala narapidana
- . p
ditahan kembali Lapas/LPKA dan 7 (tujuh)
didalam Lapas. menyampaikan Hari untuk

2. Lamanya Cuti
Menjelang Bebas
sebesar remisi
terakhir, paling lama
6 (enam) bulan.

usulan pemberian
Cuti Menjelang
Bebas kepada
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan

Anak terhitung
sejak tanggal
surat
pemberitahua
n dikirim, Cuti
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4.

Remisi terakhir yang
dimaksud adalah
jumlah remisi yang
diterima pada tahun
tersebut.

Cuti menjelang bebas

dapat diberikan

kepada anak yang
telah memenuhi
syarat:

a. telah menjalani
paling sedikit 1/2
(satu per dua)
masa pidana;

b. berkelakuan baik
selama menjalani
masa pidana
paling sedikit 3
(tiga) bulan
terakhir dihitung
sebelum tanggal
1/2 (satu per
dua) masa
pidana;

c. apabila
penahanan
terputus maka
berkelakuan baik
dalam kurun
waktu 3 (tiga)
bulan terakhir
dihitung sejak
mulai ditahan
kembali didalam
LPKA.

Lamanya Cuti

Menjelang Bebas

sebesar remisi

terakhir, paling lama

6 (enam) bulan.

Remisi terakhir yang

dimaksud adalah

jumlah remisi yang
diterima pada tahun
tersebut.

Persyaratan administratif

dengan tembusan
kepada Kepala Kantor
Wilayah;
Berkas usulan Cuti
Menjelang Bebas di
upload ke Sistem
Informasi
Pemasyarakatan
melalui SDP Fitur
Integrasi.
Apabila ada
permintaan
perbaikan usulan
Cuti Menjelang Bebas
dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan,
maka petugas
melakukan
perbaikan;
Hasil perbaikan
usulan pemberian
Cuti Menjelang Bebas
disampaikan kembali
oleh Kepala
Lapas/LPKA kepada
Direktur  Jenderal
Pemasyarakatan
untuk mendapatkan
persetujuan dengan
tembusan Kepala
Kantor Wilayah;
Petugas mencetak
salinan keputusan
Cuti Menjelang Bebas
yang sudah
mendapatkan
otorisasi dari
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas memeriksa
salinan keputusan
Cuti Menjelang
Bebas;
Apabila terdapat
kesalahan terhadap
salinan keputusan
Cuti Menjelang
Bebas disampaikan

Menjelang
Bebas tetap
diberikan;
Direktur
Jenderal
Imigrasi
menyampaika
n surat
keterangan
dibebaskan
dari
kewajiban
memiliki izin
tinggal paling
lama 12 (dua
belas) Hari
terhitung
sejak tanggal
permohonan
diterima;
Kepala Kantor
Wilayah
melakukan
verifikasi
terhadap
tembusan usul
pemberian
Cuti Menjelang
Bebas paling
lama 2 (dua)
Hari terhitung
sejak tanggal
usulan Cuti
Menjelang
Bebas diterima
dari Kepala
Lapas/LPKA;
Direktur
Jenderal
Pemasyarakat
an melakukan
verifikasi
terhadap usul
pemberian
Cuti Menjelang
Bebas paling
lama 3 (tiga)
Hari terhitung
sejak tanggal
usulan
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dibuktikan dengan
melampirkan dokumen:

1.

petikan putusan
pengadilan dan
Berita Acara
Pelaksanaan Putusan
Pengadilan;

laporan
perkembangan
pembinaan
Narapidana atau Anak
yang yang
ditandatangani oleh
Kepala Lapas/LPKA;
laporan penelitian
kemasyarakatan yang
dibuat oleh
Pembimbing
Kemasyarakatan yang
diketahui oleh Kepala
Bapas;

surat pemberitahuan
ke kejaksaan negeri
tentang rencana
pemberian Cuti
Menjelang Bebas
terhadap Narapidana
atau Anak yang
bersangkutan;
salinan register F dari
Kepala Kepala
Lapas/LPKA;

salinan daftar
perubahan dari
Kepala Lapas/LPKA;
surat pernyataan dari
Narapidana atau Anak
tidak akan melakukan
perbuatan melanggar
hukum;

surat jaminan
kesanggupan dari
pihak keluarga, wali,
lembaga sosial, atau
yayasan yang
diketahui oleh Lurah
atau Kepala Desa

kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan.

Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM:

a.

Petugas melakukan
verifikasi usulan
pemberian Cuti
Menjelang Bebas;
Petugas
menyampaikan hasil
verifikasi usulan Cuti
Menjelang Bebas
kepada Kepala Kantor
Wilayah;

Kepala Kantor
Wilayah
menyampaikan hasil
verifikasi usulan Cuti
Menjelang Bebas
kepada Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas mencetak
tembusan salinan
keputusan Cuti
Menjelang Bebas
yang sudah
mendapatkan
otorisasi dari Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan;
Petugas memeriksa
salinan keputusan
Cuti Menjelang
Bebas;

Apabila terdapat
kesalahan
perhitungan terhadap
salinan keputusan
Cuti Menjelang Bebas
disampaikan kepada
Direktur Jenderal
Pemasyarakatan.

pemberian
Cuti Menjelang
Bebas diterima
dari Kepala
Lapas/LPKA;
Kepala
Lapas/LPKA
wajib
melakukan
perbaikan usul
pemberian
Cuti Menjelang
Bebas paling
lama 3 (tiga)
Hari terhitung
sejak tanggal
pengembalian
usul
pemberian
Cuti Menjelang
Bebas;
Petugas
Lapas/LPKA
mencetak
salinan
keputusan Cuti
Menjelang
Bebas yang
sudah
mendapatkan
otorisasi dari
Direktur
Jenderal
Pemasyarakat
an 3 (tiga)
hari sebelum
tanggal
pelaksanaan.
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atau nama lain yang

menyatakan bahwa :

a. Narapidana atau
Anak tidak akan
melarikan diri
dan/atau
melakukan
perbuatan
melanggar
hukum; dan

b. Membantu dalam
membimbing dan
mengawasi
Narapidana atau
Anak selama
mengikuti
program Cuti
Menjelang Bebas.

bagi narapidana atau

Anak warga negara

asing (WNA) selain

memenuhi
kelengkapan
dokumen diatas, juga
harus melengkapi
dokumen :

a. Surat jaminan
tidak melarikan
diri dan akan
menaati
persyaratan yang
telah ditentukan
dari :

1) kedutaan
besar/konsula
t negara; dan

2) keluarga,
orang,
korporasi
yang
bertanggung
jawab atas
keberadaan
dan kegiatan
narapidana
atau anak
selama

Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan:

a.

Petugas melakukan
verifikasi usulan
pemberian Cuti
Menjelang Bebas;
Berdasarkan hasil
verifikasi apabila
terdapat perbaikan
maka usulan Cuti
Menjelang Bebas
dikembalikan kepada
Kepala Lapas/LPKA
untuk dilakukan
perbaikan dengan
tembusan kepada
Kepala Kantor
Wilayah;

Terhadap hasil
verifikasi usulan yang
sudah benar, Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan

atas nama Menteri
menetapkan
keputusan
pemberian Cuti
Menjelang Bebas;
Petugas berdasarkan
penetapan keputusan
Cuti Menjelang Bebas
dari Direktur Jenderal
Pemasyarakatan
melakukan otorisasi
ke UPT
Pemasyarakatan dan
tembusan kepada
Kepala Kantor
Wilayah.




berada di

wilayah

Indonesia.
Surat keterangan
dari Direktur
Jenderal Imi